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KATA PENGANTAR

egala puji dan syukur al-hamdulillah kami persembahkan kepada Tuhan
Syang Maha Esa, karena atas petunjuk, pertolongan, dan limpahan
rahmat-Nya buku reference yang berjudul “Membedah Hukum Keluarga
Islam dalam Kerangka Syariah dan Aplikasinya terhadap Problematika
Hukum di Indonesia” ini dapat ditulis dan diselesaikan sesuai dengan yang
direncanakan. Buku ini disusun dengan tujuan untuk menjadi salah satu
acuan mahasiswa dalam mempelajari hukum keperdataan di Indonesia
yang di dalam kajiannya membahas hukum keluarga Islam.

Penulis menyadari bahwa buku ini dideskripsikan tidak secara
komprehensif, tetapi terbatas hanya sekitar bahasan problematika hukum
keluarga Islam yang era kontemporer ini banyak terjadi mengemuka
dalam kehidupan umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, masukan dan
saran serta koreksinya dari para pembaca, mahasiswa dan masyarakat
pada umumnya sangat diharapkan untuk lebih sempurnanya buku ini.
Harapan penulis, semoga buku ini dapat membantu para pembaca dan
bermanfaat bagi pengkaji hukum keluarga Islam, terutama mahasiswa
Program Studi (Prodi) Hukum Keluarga Islam.
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UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim

Syukur dan al-hamdulillah penulis panjatkan kepada Allah Swt. yang
telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin sehingga buku
ajar ini dapat ditulis, meskipun secara bertahap. Buku referenceini disusun
untuk memenuhi kebutuhan bahan bacaan bagi mahasiswa Program
Studi Hukum Keluarga Islam dalam mempelajari hukum keperdataan
Islam yang di dalam pembahasannya dikaji hukum keluarga (hukum
perkawinan- lihat buku I Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI),
karena reference ilmu ini (figh al-munakahat) pada umumnya masih
berbahasa asing (Arab dan Inggris). Untuk memudahkan mahasiswa
mempelajari ilmu ini, maka solusinya disusunlah buku acuan yang masih
terbatas penyajian materinya.

Buku ini disusun berdasarkan obyek kajian hukum keperdataan
Islam yang terdokumentasikan dalam KHIyang telah dikonstruk dalam
kurikulum Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung. Sub-sub materi yang ada dalam Rencana Pembelajaran
Semester (RPS) disajikan dalam bentuk teoritis-normatif, dilengkapi
dengan berbagai contoh kasus hukum keluarga sesuai bahasan materi
yang disajikannya.

Dalam kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada
teman-teman yang secara langsung atau tidak, telah memberikan motivasi
untuk menulis buku reference ini dalam rangka memenuhi kebutuhan
bahan bacaan mahasiswa. Melalui ruang kata ucapan terima kasih yang
terbatas ini, penulis sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:



Ketua dan Sekretaris semua Program Studi, Hukum Tata Negara
dalam Islam (Siyasah Syar’iyyah), Hukum Keluarga (Ahwal al-
Syakhsiyyah), dan Hukum Ekonomi Syariah (al-Mu'a&malah) yang
senantiasa memberikan motivasi agar setiap dosen menulis buku

reference sesuai dengan matakuliah yang diasuhnya.

Para dosen yang mengasuh matakuliah hukum keluarga (figh al-
mundakahat), di antaranya Dr. Gandi Liyorba, M.HI. sebagai dosen
yang setiap ada kesempatan waktu berdiskusi dengan penulis sekitar
problematika hukum keluarga Islam era kontemporer.

Teman-teman muballig yang berada di Lembaga Dakwah Gerakan
Muballig Islam (GMI) Provinsi dan Kota Bandar Lampung, yang
sering bertemu dan berdiskusi pada setiap hari Jumat di Kantor
GMI Langkapura Kota Bandar Lampung yang banyak memberikan
saran, motivasi, dan dukungan moril untuk selalu berkarya sesuai
profesinya masing-masing.

Teman-teman yang telah banyak membantu dan mencarikan
literatur yang penulis butuhkan dalam menulis buku reference ini.

Secara khusus ucapan terima kasih disampaikan kepada isteri
tercinta, Mulyani Amran, SE, yang senantiasa mengingkatkan, dan
memberikan motivasi dalam proses penulisan buku ini, dan jangan
ditunda-tunda terus berkepanjangan. Demikian juga kepada kedua
anakku, Mairiyansyah, ST, M.Sc. dan Maisi Yantina, S.Psi, M.Psi.
yang cukup mengerti akan kesibukan, tugas, dan kewajiban ayahnya.

Semoga saja kepada semua pihak tersebut di atas yang telah

memberikan bantuan moril, dan motivasinya, Allah membalas yang

setimpal dengan amal perbuatan yang mereka lakukan. Amin, ya rabb

al-alamin.

Bandar Lampung, 8 Januari 2024 M

Penulis



SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Al-hamdulillah, puji dan syukur dipersembahkan kepada Allah Swt.
sebagai pemberi ilmu pengetahuan kepada semua hamba-Nya. Selawat
serta salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai
delegasi Allah di muka bumi ini untuk menyampaikan ajaran Risalah-Nya
kepada seluruh umat manusia.

Sebuah karya dalam bentuk buku reference yang berjudul “Membedah
Hukum Keluarga Islam dalam Kerangka Syariah dan Aplikasinya terhadap
Problematika Hukum di Indonesia” yang ditulis oleh saudara Dr. Maimun,
SH., MA,, salah seorang dosen pengampu matakuliah Metodologi Hukum
Islam (usdl al-figh) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung telah
dapat diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan bahan bacaan mahasiswa,
dan para peminat studi hukum keluarga Islam di Indonesia pada umumnya.

Buku hukum keluarga Islam yang disusun berdasarkan nuansa analisis
metodologisini berlaku di Fakultas Syariah, bahasan materinya sesuai
dengan muatan yang terdapat dalam kurikulum dan disajikan dalam
bentuk RPS yang substansi bahasannya dideskripsikan berupa teoritis-
normatif, contoh-contoh aktual, terutama dalam berbagai problematika
hukum keluarga kontemporer. Diharapkan dengan diterbitkan buku ini
dapat mengisi kelangkaan buku referencedibidang hukum keluarga Islam
(figh al-munakahat), sekaligus dapat membantu kesulitan mahasiswa
dalam mempelajarinya, dan tentunya juga akan menambah khazanah
pengembangan pemikiran hukum keluarga Islam kontemporer.

Saya selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan menyambut
baik atas setiap usaha yang dilakukan oleh para dosen untuk melahirkan
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karya, baik berbentuk buku reference, atau buku ajar maupun karya-karya
ilmiah hasil penelitian. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan dan
apresiasi yang tak terhingga, serta ucapan terima kasih kepada saudara
Dr. Maimun, SH., MA yang telah menerbitkan buku tersebut, meskipun
sebuah karya tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan. Namun
demikian, dengan terbitnya karya ini dapat memberikan motivasi kepada
para dosen yang lain untuk terus berkarya.

Akhirnya, semoga buku ini dapat menjadi rujukan dan bermanfaat
sesuai dengan harapan civitas akademika Fakultas Syariah UIN Raden
Intan Lampung.

Bandar Lampung, 29April 2024 M
Dekan,

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Mennteri
Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987
dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

Konsonan Tunggal.

ARAB BESAR KECIL ARAB BESAR KECIL
| A a L T t
- B b L Z z
< T t ¢ )
& S $ ¢ G g
T J j - F f
z H h it Q q
z Kh kh 4 K k
3 D d J L 1
3 7 7 N M m
D) R r o N n
J Z z g w w
o S s ° H h
g Sy sy s ' '
o S $ il Y y
U= D d

Konsonan Rangkap.

Konsonan rangkap, termasuk tanda Syaddah, harus ditulis secara lengkap,
seperti ;

4Gaeal : ditulis Ahmadiyyah

ix



Ta” Marbatah di akhir Kata.

1. Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah
terserap menjadi bahasa Indonesia ;
LS : ditulis jamaah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis “t”
A Aan : ditulis ni'matullah

R3S ditulis zakat al-fitri

Vokal Pendek.

Tanda fathah ditulis “a”, kasrah ditulis “i", dan dammah ditulis “u”.

Vokal Panjang.

1. “a” panjang ditulis “a”, “i” panjang ditulis “i", dan “u” panjang ditulis
“0” masing-masing dengan tanda (-) di atasnya.

2. Tanda fathah + huruf ya’ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai’,
dan fathah + wawu mati diutulis “au”

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam
satu kata dipisahkan dengan apostrof ()
aull : ditulis aantum

e s ditulis muannas

Kata Sandang Alief + Lam.

1. Bila diikuti huruf gamariyyah ditulis al- :
oI« ditulis al-Quran

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, maka al- diganti dengan huruf
syamsiyah yang mengikutinya :
A3l : ditulis asy-syiah



Huruf Besar.

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat.

1. Ditulis kata per kata, atau;

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

tersebut ;

el &2 ditulis syaikh al-Islam

Lain-Lain.

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
(seperti kata ijmak, kiyas, maslahat, dlL.), ditulis sebagaimana dalam

kamus tersebut.
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BAB |
PENDARULUAN

Al-Quran dalam konstalasi pemikiran dan pembaruan hukum keluarga
di dunia Islam menjadi sumber dari segala sumber hukum (masdar
min al-masadir al-ahk&m). Implementasi teks-teksnya (al-nusos) dalam
kehidupan umat Islam menjadi pandangan hidup (way of life) untuk menata,
mengatur, mengendalikan, membuat kebijakan, dan pengembangan
potensi diri setiap muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah
Swt., termasuk mengkonstruk kehidupan rumah tangga (keluarga) kecil
(al-usrah) dan keluarga besar (al-‘@ilah) yang sakinah, mawaddah, dan
rahmah.Demikian juga eksistensi sunnah atau hadis sebagai sumber
hukum kedua, kedudukan dan fungsinya menjadi penjelasan (bayan),
atau yang menjelaskan (mubayyan) pada teks-teks al-Qur’an yang mujmal
(global), belum bisa dipahami secara langsung.!

Kajian hukum keluarga Islam, bila mengacu pada Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia (KHI) terlihat jelas, buku I tentang Hukum Perkawinan,
yang terdiri dari 19 bab, dan 170 ayat. Buku II tentang Hukum Kewarisan,
yang terdiri dari 6 bab, 44 pasal, dan 35 ayat. Buku III tentang Hukum

' Muhammad Abb al-Nor Zuhair, MuZakarah fi Usol al-Figh Ligair al-Ahnaf Muqarrar al-
Sunnah al-Salisah (Mesir: Dar al- T2 lif, t.t.), h. 15-16..



Perwakafan, yang terdiri dari 5 bab, dan 29 ayat.” Bertolak dari materi KHI
ini dapat dikatakan bahwa pembahasan hukum keluarga Islam itu sangat
luas sekali, tidak saja terbatas pada hukum perkawinan dengan berbagai
permasalahannya, tetapi juga mengakomodir hukum kewarisan, dan
hukum perwakafan dengan berbagai permasalahannya. Namun dalam
buku ini pembahasannya dibatasi di sekitar hukum keluarga Islam, yaitu
buku I mengenai hukum perkawinan dengan berbagai permasalahannya.

Mengacu pada sumber dan dalil hukum pertama, al-Qur’an, ‘Abd
al-Wahhab Khallaf (w. 1956 M) mengemukakan macam-macam hukum
dalam al-Qur’an dibedakan pada tiga bagian besar, yaitu hukum-hukum
berkaitan dengan kepercayaan (ahkam i’'tiqadiyyah), hukum-hukum
berkaitan dengan moralitas (ahkam khuluqgiyyah), dan hukum-hukum
yang berkaitan dengan perbuatan praktis orang mukallaf (ahkam
amaliyyah). Kemudian hukum yang disebutkan terakhir ini dibedakan
pula pada dua macam, yakni pertama, hal-hal yang berkaitan dengan
ibadah (‘ibadah mahdah), seperti salat, puasa, zakat, haji, nazar, sumpah,
dan yang lainnya yang terkait dengan hubungan vertikal (habl min
Allah), dan kedua, hal-hal yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan,
hubungan horizontal(habl min al-nas) atau dalam konteks ini disebut
dengan ahkam al-mu’amalat, (‘ibadah gair mahdah), seperti mengenai
akad dalam men-tasarruf-kan harta benda, memberikan sanksi kepada
pelaku kejahatan (‘uqdbat) sesuai dengan tindak pidana kejahatan yang
diperbuat pelaku (jarimah hudid, jarimah qisas, dan jarimah ta’zir).?
Khallaf lebih lanjut mengemukakan ahkam al-mu’amalat dikaitkan
dengan era kontemporer ini dikelompokkan dan dipilah menjadi tujuh
macam, di antaranya ahkam al-ahwal al-syakhsiyyah, yaitu hukum-hukum
yang berkaitan dengan hidup kekeluargaan. Dimaksudkan dengan hidup
kekeluargaan di sini adalah mengatur hubungan suami isteri, dan sanak

Lihat, Kompilasi Hukum Islam di Indonesaia (Departemen Agama RI: Dirjen Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam, 2000).

> ‘Abd al-Wahhab Khallaf, Thn Usil al-Figh (Al-Qghirah: Dar al-Kuwait, 1388 H/1969 M), h.
32-33.
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kerabat antara satu dengan yang lainnya. Teks-teks hukum yang mengatur
hidup kekeluargaan ini dalam al- Qur’an diperkirakan sebanyak 70 ayat.*

Problematika hukum keluarga Islam di Indonesia era kontemporer
ini terus bermunculan, meskipun substansi masalahnya telah ada sejak
masa para imam mujtahid dahulu. Di era digitalisasi ilmu pengetahuan
dan teknologi informasi-komunikasi modern saat ini problematika hukum
keluarga Islam tersebut perlu disikapi, dipahami dan dimaknai secara
kontekstual sesuai dengan perubahan masyarakat, dinamika budaya dan
tradisi lokal, perubahan pola pikir manusia terutama para praktisi hukum
ke.luarga Islam, pengaruh industrialisasi 4.0, 5.0 dan seterusnya, dan
kebijakan-kebijakan pemerintah di dunia Internasional, serta dunia Islam,
paling tidak ketika mereka merekonstruksi Undang-undang Hukum
Keluarga di negaranya masing-masing.

Problematika hukum keluarga Islam dimaksud, misalnya:

1. Problem anjuran kawin dan dilarang membujang (al-targib fi al-
zawaj wa al-nahyu an altabattul li al-qadir al& al-zawaj); Generasi
milenial, dan generasi Z mereka banyak melaksanakan perkawinan
dengan pilihannya masing-masing, ada yang kawin dengan pemeluk
agama yang sama (muslim dengan muslimah), dan ada yang kawin
dengan beda agama (muslim dengan non muslim, atau muslimah
dengan non muslim (laki-laki kristen, katolik, protestan, dan
hindu). Problemnya adalah bagaimana perkawinan beda agama era
kontemporer ini. Dilingkungan Pengadilan Agama (PA) perkawinan
tersebut dinyatakan tidak sah, dan kalaupun dari perkawinannya itu
melahirkan keturunan, maka anaknya dikategorikan sebagai anak
tidak san (lihat, artikel dari salah satu hakim PA Jakarta Selatan,
Mashudi, di publish via detikcom, tanggal 3 Juli 20023); Sementara
di lingkungan Pengadilan Negeri (PN) perkawinan pasangan suami
isteri beda agama diperbolehkan. Hal ini seperti terlihat pada
PN Surabaya dengan amar outusan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.
Selain generasi milenial,kelompok generasi Z, mereka banyak

* Tbid.

Dr. Maimun, SH.,, MA.



yang melaksanakan perkawinantetapi mereka sepakat untuk tidak
reproduksi (tidak mempunyai anak), kesepakatan seperti ini di
era kontemporer disebut dengan childfree. Secara terminologis
childfree adalah pilihan hidup yang dibuat secara sadar oleh orang
yang menjalani kehidupan rumah tangga (keluarga) tanpa ingin
melahirkan atau memiliki anak.’Dalam perspektif hukum keluarga
Islam, childfree justru bertentangan dengan hadis yang diwayatkan
oleh Ahmad dan disahihkan oleh Ibn Hibban dari Anas bin Malik,
ia berkata: “Nabi Saw. memerintahkan kami untuk kawin, dan
melarang membujang dengan larangan yang sangat keras, kemudian
beliau bersabda: Kawinlah kamu dengan perempuan yang subur
(produktif), aku bangga nanti kalau kamu berada dalam jumlah yang

»6

banyak di hari kiamat”.

Problem walimah al-‘urs, yaitu pesta perkawinan untuk
mengumumbkan bahwa seorang laki-laki dan perempuan ini sudah
sah menjadi pasangan suami isteri yang telah diakadkan, dikawinkan
oleh walinya.Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh al-Nasa'i
dari ‘Aisyah, Rasulullah Saw. bersabda: “Umumbkanlah perkawinan
itu, dan pukullah rebana untuk mengumumkannya”” Hadis lain
yang diriwayatkan oleh al-TirmiZi dari ‘Aisyah, Rasulullah Saw.
bersabda: “Umumkan dan laksanakanlah perkawinan itu di dalam
masjid sambil diiringi dengan pukulan rebana, dan adakanlah resepsi
perkawinan walaupun dengan hanya menyembelih seekor domba
(kambing”?

Berdasarkan dua riwayat hadis tersebut tampak bahwa resepsi

perkawinan di masa Rasulullah Saw. relatif sederhana, yang penting

substansinya adalah dilaksanakan walau dengan menyembelih seekor

8

Victoria Tunggono, Childfree & Happy, Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas Anak (Yogyakarta:
Penerbit ea Books, 2021), h. 13.

Muhammad bin Ism#’il al-Kahlani al-San’ani, Subul al-Salzm (Bandung-Indonesia: Penerbit
Dahlan, t.t.), Juzke 3, h. 111.

Jalal al-Din al-Suytti, Sunan al-Nas@i (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1411 H/1991 M), Juz ke 5, h.
437.

‘Isa bin Surah al-TirmiZi, Sunan al-Tirmizi (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), JId. ke 3, h. 402.
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kambing, dan diramaikan dengan menabuh rebana. Di era kontemporer
ini ternyata banyak orang melaksanakan resepsi perkawinan di hotel-
hotel berbintang, di gedung-gedung pertemuan mewah, dan di tempat-
tempat gedung pertemuan yang lainnya. Di sini muncul problem, perlu
mengkritisi simbol-simbol stratifikasi sosial, perubahan sosial yang diduga
kuat akan berimplikasi pada perubahan hukum, perubahan adat-istiadat,
pergeseran sosiologis, dan pergeseran nilai makna walimatul ‘urs. Problem
ini menarik untuk dikaji dan dibahas lebih dalam lagi, sehingga konsep
walimatul ‘urs menurut para pakar hukum keluarga Islam masa lalu masih
relevan untuk dipedomani dan dikembang-lestarikan atau justru mesti
dimaknai secara kontekstual sejalan dengan perkengkan budaya dan
tradisi di masing-masing daerah di Indonesia ini. Sebagai contoh yang
masih aktual, pesta perkawinan Rafi Ahmad dengan Nagita Slavina, Nazar
dengan Muzdalifa, dan lain-lain.

1. Masih banyak di era kontemporer ini problematika hukum keluarga
Islam yang telah dikaji oleh para imam mujtahid (al-a’immah
al-arbauh) masa lalu muncul menyeruak yang menantang para
pemikir hukum keluarga Islam kontemporer untuk bisa menjawab
dan menetapkan ketentuan hukumnya. Hal ini sepertikafaah dalam
perkawinan (al-kafaah fi al-Zaw@j). Problem di era kontemporer
ini, apakah perempuan miskin mesti mencari dan menetapkan
calon suaminya yang kaya (bahasa gaul “tajir’), atau mesti seorang
laki-laki yang seiman dan seagama, tidak boleh beda agama.
Dalam kajian hukum keluarga Islam calon pasangan suami isteri
itu lebih ditiktekankan pada agama dan pengamalan ajarannya,
moralitasnya, dan tingkat ketakwaannya. Di zaman now ini justru
seorang perempuan lebih melihat pada harta kekayaan dan ke
paras mukanya (limalihi wa lijamalihi), tidak mempertimbangkan
bagaimana tingkat keimanan, ketakwaan, dan pengamalan ajaran
agama yang dipeluknya (Islam).

Selain kafaah, kadar pemberian mas kawin (mahar)seorang suami
kepada isteri, hal ini dalam hukum keluarga Islam tidak ada ketetapan
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standar yang pasti, tetapi hingga saat ini diukur dengan kemampuan suami.
Sisi lain, perubahan sosial, adat-istiadat, budaya, dan pola hidup manusia
pada umumnya telah berubah dengan cepat sejalan dengan perubahan
situasi dan kondisi era digitalisasi dalam berbagai aspek kehidupan.

Beberapa contoh problematika hukum keluarga Islam di atas hanyalah
sebagai sampel untuk menjadi perhatian para akademisi, praktisi hukum,
dan pemikir hukum keluarga Islam kontemporer. Semua problem
yang mengemuka tersebut jika ditarik pada aturan hukum yang telah
diundangkan Allah Swt. (al-syariah), maka sejatinya para pakar hukum
Islam (hukum keluarga Islam) yakin dan dapat dipastikan bisa diselesaikan
dengan baik sesuai dengan ketentuan aturan syariat itu.

Secara terminologis, syariat (al-syariah al-Islam) adalah semua
peraturan yang berisi hukum-hukum yang datang dari Allah, disampaikan
oleh Rasul-Nya Nabi Muhammad Saw. buat mengatur peri hidup dan
penghidupan umat manusia, dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan
masyarakat, dan dengan negara.’Aturan perundang-undangan produk
Allah Swt. ini menurut perspektif al-Qur’an telah disampaikan oleh
Rasulullah Saw. kepada umat manusia yang difirmankan-Nya dalam Q.S.
al-Jasiyah (45): 18: “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu
syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan
janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”.

Dari ayat ini jelaslah bisa dimengerti bahwa dalam menjalani hidup
dan kehidupan dunia ini sebagai muslim yang beriman dan bertakwa
haruslah berpegang dan berpedoman pada aturan perundang-undangan
Allah, dan dilarang sama sekali untuk mengikuti hawa nafsu yang buruk,
ikutilah aturan (syari’at) Allah, maka pasti akan selamat dunia dan kelak
di akhirat. Ibn Qayyim al-Zaujiyyah menegaskan bahwa “sesungguhnya
syariat (al-syariah) dasar-dasar dan pembinaannya diletakkan di atas
hikmah-hikmah dan kemaslahatan-kemaslahatan hamba (umat manusia)
untuk kehidupan dunia dan akhirat, syariat itu seluruhnya mengandung

° Idris Ahmad, Dasar-Dasar Hukum Islam dan Akidah Ahlus Sunnah Wal Jama’ah (Jakarta:
Penerbit Pustaka Azam, t.t.), h. 15.
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keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah; Maka setiap masalah apa
pun yang menyimpang dari keadilan kepada ketidak adilan (al-jaur),
dari ramhat kepada laknat, dari maslahat kepada mafsadat, dan dari yang
mengandung hikmah kepad perbuatan sia-sia, maka bukanlah syarfat,
meskipun setiap problem itu diinterpretasikan (al-tawil). Syariat adalah
keadilan Allah bagi hamba-hamba-Nya, dan rahmat bagi makhluk-Nya,
serta naungan Allah di bumi-Nya”"°

Tegasnya, bahwa syariat Islam sebagai aturan perundang-undangan
produk Allah Swt. bersifat kekal abadi, berlaku sepanjang zaman dan
tempat di mana umat manusia berada dan bertempat tinggal di muka
bumi ini, tidak saja bersifat lokal atau nasional, tetapi bersifat internasional.
Kitab sucinya (al-Qur’an) terpelihara orisinalitas dan keasliannya sejak
wahyu diturunkan dan diterima oleh Nabi Muhammad Rasulullah Saw.
Keberlakukannya senantiasa relevan sepanjang zaman dan tempat hatta
yaumal qiyamah. Dalam kaitan ini, Abdul ‘Azim Mansur menguatkan
bahwa syari‘at Islam itu adalah syariat Tuhan yang bersifat Internasional
(‘Alamiyyah) yang diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia kepada Rasul-
Nya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia dengan berbagai
kecendrungan dan perbedaan tradisi dan kebiasaannya."" Hal ini lebih
dipertegas lagi oleh Yosuf al-Qaradawi menulis dalam salah satu karyanya
dengan judul “Syariah al-Islam Salihah li al-Tatbiq fi Kulli Zaman wa
Makan” (Syariat Islam itu Relevan di Berbagai Tempat dan Zaman)."

Dengan demikian, hukum-hukum keluarga Islam (ahkam al-ahwal
al-syakhsiyyah) yang telah terdokumentasikan dalam al-Qur’an, sunnah
Rasulullah Saw., dan telah banyak dibahas oleh para para hukum keluarga
Islam sejak era dahulu hingga era modern dan kontemporer ini perlu
dibedah kembali dan dikaji ulang disesuaikan kebutuhan zaman era
kekinian.

0 1bid.

" Abdul ‘Azim Mansur, Wajibat al-Ubidiyyah li Allah (Kairo: Al-Majlis ‘ala li Syw'dni al-
Islamiyyah, t.t.), h. 21.

2 Lihat, Yosuf al-Qaradawi, Syariah al-Islam Salibah li al-Tatbiq fi Kulli Zaméan wa Makan (Al-
Qéhirah: Dar al-Sakhwabh, t.t.), h. 6.
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HUKUM KELUARGA
ISLAM DALAM RERANGKA
SYARI'AH

A. Definisi Syari'ah

Sebelum memasuki pembahasan hukum keluarga Islam terlebih dahulu
dikemukakan konsep syari’ah (al-syariah) dilihat dari segi definisi,
muatan hukum syariah, historisitas syariah pada masa dahulu, dan tujuan
ditetapkan syar’ah.

Secara etimologis, kata “syariah” berasal dari “syaraa al-syai” yang
berarti menjelaskan sesuatu. Atau, ia diambil dari kata “al-syirah” yang
berarti tempat sumber air yang tidak pernah habis, dan orang yang datang
ke sana tidak memerlukan alat.”” Makna lain yaitu jalan menuju aliran
air, atau jalan yang mesti dilalui sebagai jalan ke arah sumber pokok
kehidupan.'*

3 Lihat, Luis MaIof, al-Munjid fi al-Lugah wa al-I'lam (Bairut: Dar al-Masyriq, 1987), h. 383.
" Ibn Manzir al-Afriqi, Lisdn al-Arab (Bairut: Dar al-Sadr, t.t.), Juz ke 7, h. 175.



Pada awalnya term syari'ah menunjuk pada pengertian al-din (agama)
dalam maknanya secara totalitas, seperti terlihat dalam Q.S. al-Syvra (42):
13:
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“Dan telah mensyari’atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah
diwasiatkan-Nya kepada Nuh, dan apa yang telak Kami wahyukan
kepadamu, dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa
dan Tsa yaitu: Tegakkanlah agama, dan janganlah kamu berpecah belah
tentangnya’.

Q.S. Ali Imran (3): 95:
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“Katakanlah: "Benarlah (apa yang difirmankan) Allah,” maka ikutilah

agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang
musyrik”.

Makna yang sama juga ditegaskan dalam Q.S. al-Maidah (5): 48:
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“.. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan
yang terang ...”.
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Q.S. al-Jasiyah (45): 18:
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“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syari’at (peraturan)

dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syari’at itu dan janganlah kamu
ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”.

Ayat yang disebutkan terakhir ini dengan menggunakan kata “syariah’,
yaitu untuk menunjuk pada makna bahwa syari’at Islam itu sesungguhnya
jalan yang lurus (al-tarigah al-mustagimah) yang akan mengantar umat
manusia pada keselamatan dan kebahagian dunia dan akhirat.

Relasi makna secara etimologis syariah sebagai jalan menuju aliran
sungai dan syariat Islam adalah jalan yang lurus menunjukkan, jika
air sungai yang bersih dan jernih akan memuaskan orang-orang yang
dahaga, dan menyehatkan serta menumbuhkembangkan tubuh orangyang
mengkonsumsinya, sekaligus syariat Islam juga akan memberikan
kepuasan spritualmanusia dalam mencari kebenaran, dan menyelamatkan
kehidupan dunia dan akhirat. Karena kata syariah dalam al-Qur’an
dipahami dan dimaknai oleh pakar tafsir, dan juga pakar hukum Islam
disinonimkan dengan kata al-din, al-millah, al-syirah dan al-minhaj,
maka Jasser Auda menegaskan bahwa syariah sebagai wahyu yang
diterima oleh Nabi Muhammad dan dipraktikkan dalam risalah dan
misi kehidupan beliau. Dengan kata lain, syariah adalah al-Qur’an dan
sunnah."”Bahkan lebih jauh Muhammad Khalid Mas'ud mengemukakan
bahwa syariah meliputi rentang makna yang lebih luas daripada “hukum”
sebagaimana lazimnya diterjemahkan para ahli hukum modern acap kali
mendefinisikan syariah sebagai hukum yang diwahyukan atau hukum
Tuhan untuk membedakannya dengan fikih, yakni hukum dari para ahli
hukum, yang merupakan penafsiran para ahli hukum tentang syariah dan

5 Jasser Auda, Magqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approaach (London
Washington: The International Institute of Islamic Thought, 1428 H/2007 M), h. xxiii.
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qanun, yakni hukum negara.Perbedaan ini dimaksud untuk menekankan
hakikat ketuhanan dan asal usul syariah untuk menetapkan bahwa norma-
normanya mengikat sebab berasal dari Tuhan.'®

Sedangkan secara terminologis, syariah didefinisikan oleh para pakar
hukum Islam dengan beragam redaksional, tetapi substansinya adalah
sama, di antaranya Muhammad ‘Ali al-Tahanawi mendefinisikan:
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“Syariah yaitu apa-apa (hukum) yang diundangkan Allah untuk
para hamba-Nya yang dibawa oleh salah seorang Nabi dari para
Nabi-Nya, baik hukum-hukum itu berhubungan dengan cara
melaksanakan perbuatan, yaitu yang disebut dengan hukum
furd’ (cabang), dan untuknya maka disusunlah ilmu fikih, atau
berhubungan dengan kepercayaan (al-itiqad) yang disebut
dengan hukum pokok (asliyyah) dan keyakinan (i’'tiqadiyyah),
dan untuknya maka didudunlah ilmu kalam; Syariah (al-syar’)

» 17

disebut juga dengan agama (al-millah dan al-din)”.

‘Adil al-Syuwaikh mendefinisikan syariah dengan:
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' Muhammad Khalid Mas'ud, “Pencarian Landasan Normatif Syari’ah Para Ahli Hukum Muslim”
dalam Dinamika Kontemporer dalam Masyarakat Islam, Editor, Dick van der Meij (Jakarta:
Indonesian Netherlands Coorperation in Islamic Studies (INIS), 2003), h. 1.

17 Lihat, Muhammad Yosuf Musa, Al-Madkhal Lidirésah al-Figh al-Islzmi (Raudah al-Qéhirah:
Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1374 H/1953 M), h. 10.
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“Apa-apa (aturan hukum) yang telah diundangkan Allah untuk menjadi
pedoman bagi hamba-Nya baik (yang berhubungan) dalam masalah
kepercayaan (al-‘aqaid), ibadah (al-‘ibadat), moralitas (al-akhlag),
hubungan sosial kemasyarakatan (al-mu’amalat) maupun pengaturan
kehidupan yang beragam suku bangsanya dengan tujuan untuk merealisir
kebahagiaan mereka di dunia dan kelak di akhirat”

Berbeda dengan al-Tahdanawi, dan al-Syuwaikh, Mahmod Syaltot
mendefinisikan syariah dengan:
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“Syari’ah ialah peraturan-peraturan yang diundangkan Allah, atau
pokok-pokoknya, agar dijadikan pegangan oleh manusia dalam
berhubungan dengan Tuhan-Nya, dengan saudaranya sesama muslim,
dengan saudaranya sesama manusia, dengan alam sekitarnya, dan
berhubungan dengan masalah kehidupan””

Abv Ishagq al-Syatibi al-Maliki mendefinisikan syariah dengan:

st 3T AT G50 SAISE e ey
“Keseluruhan agama yang mengatur orang-orang mukallaf dari perilaku
mereka (af alihim), tutur kata (aqwalihim), dan kepercayaan mercka
(tiqadatihim) ™

Definisi yang dikemukakan al-Syatibi ini menggambarkan terminologi
syariah dalam makna luas yang mengakomodir baik aspek kepercayaan

% “Adil al-Syuwaikh, 7zl al-Abkam fi al-Syariah al-Islamiyyah (Tanuto: Dar al-Basyir li al-
Sagafah wa al-“Ulom, 1420 H/2000 M), h. 14.

¥ Mahmid Syaltte, Al-Islam Aqidah wa Syariah (Mesir: Dar al-Qalam, 1968), h. 12.

2 Abb Ishaq al-Syatibi, A-Muwafaqar fi Usil al-Abkam, Editor Syekh Muhammad Hasnain
Makhlof (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), JId. ke 1, Juz ke 1, h. S3.
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(al-i’tigadiyyah), perbuatan mukallaf secara praktis (al-amaliyyah),
hubungan vertikal (al-ubddiyyah), moralitas (al-khuluqiyyah) maupun
syariah itu sendiri.Pemaknaan syari’ah demikian ini lebih ditegaskan dan
dipilah lagi dengan pengertian yang lebih luas, dan sempit, sebagaimana
dikemukakan oleh Ahmad Zaky Yamani bahwa, “terminologi syariat
Islam dalam bidang yang luas, meliputi semua hukum yang telah diatur
dengan teratur oleh para ahli fikih dalam pendapat-pendapatnya dalam
persoalan di masa mereka, atau yang mereka perkirakan akan terjadi
kemudian, dengan mengambil dalil-dalilnya dari al-Qur’an dan al-hadis,
qiyas, istihsan, istishab, dan masalih mursalah. Dalam pengertian yang
sempit, syariat Islam itu terbatas pada hukum-hukum yang berdalil pasti
dan tegas, yang tertera dalam al-Qur’an dan al-hadis yanh sahih atau
ditetapkan dengan ijmak”*

B. Muatan Hukum Syari‘ah

Sebagaimana telah ditegaskan Jasser Auda di atas bahwa syariah adalah
al-Qur’dan dan sunnah, maka al-Qur'an sesungguhnya sebagai sumber
dari segala sumber hukum (masdar min al-masadir) Islam, dijadikan
pedoman dan pandangan hidup (way of life) oleh umat Islam, karena
mengandung berbagai hukum yang mengatur kehidupan umat Islam itu
sendiri. Di kalangan para ulama ada yang membagi kandungan hukum
al-Quran itu menjadi dua bagian besar, yaitu akidah dan syarf'ah,” dan ada
yang membagi pada tiga bagian besar, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan
akidah (al-i'tigadiyyah), berkaitan dengan moralitas (al-khulugiyyah), dan
hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum praktis (ahkam‘amaliyyah)
atau segala perbuatan manusia (mukallafin) baik muwamalah, ‘ugiabah dan
ibadah yang disebut dengan syarf'ah.” Dari dua versi pembagian ini, akan
dijelaskan mengenai akidah, syariah dan akhlak sebagai berikut:

2 Ahmad Zaky Yamani, A-Syariah al-Khalidah wa Musykilah al-Asr, Penerjemah Agustjik
(Jakarta: Yayasan Bhineka Tunggal Ika, 1978), h. 15.

*  Mahmud Syalti, al-IsJim ‘Agidah w4 Syari’ah, Cet. ke 17.

# Muhammad °‘Ali al-Sayis, Nasy'ah al-Figh al-Ijtihadi wa Atwadruh (Mesir: Majma’
al-Buhti$ al-Islamiyyah, t.t.), h. 8. ‘Abd al-Wahhab Khallaf, /lm Usil al-Figh (Kairo:
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Pertama, masalah akidah (al-itigadiyyah). Dimaksudkan dengan
akidah adalah ajaran mengenai dasar-dasar keyakinan, yang meliputi
beriman kepada Allah beserta sifat-sifat-Nya, kepada para malaikat,
tentang kitab-kitab, para utusan-Nya dan hari kiamat sebagai saat
pembalasan. Di samping itu, hal-hal yang berkaitan dengan akidah,
yaitu semua aktivitas dan perilaku manusia yang senantiasa diawasi oleh
malaikat dan dicatat untuk nanti di hari akhirat dipertanggungjawabkan
di hadapan mahkamah Allah akan diberi konsekuensi pahala masuk
surga bagi yang berperilaku baik seperti bersikap jujur, adil dan sikap
positif lainnya. Semua sikap itu merupakan manifestasi dari kepatuhan
dan keyakinannya kepada Allah Swt. Atau konsekuensi sanksi neraka bagi
yang berperilaku buruk (jahat) seperti membunuh, mencuri, menipu, dan
sikap negatiflainnya. Semua sikap negatif itu sebagai bukti ketidakpatuhan
dan ketidakyakinannya kepada Allah Swt. Oleh para ulama aspek doktrin
tentang akidah ini dikembangkan menjadi sebuah pengetahuan yang
tertata secara sistematis metodologis yang disebut dengan ilmu tauhid,
istilah lain ilmu usul al-din, atau ilmu kalam.?*

Secara umum, terdapat empat aliran (mazhab) yang muncul dan
berusaha untuk menjelaskan doktrin Islam dibidang akidah (al-mazahib
al-i'tigadiyah), sejak dari masa paling awal hingga era kontemporer, yaitu
aliran Salaf (al-salafiyyin), aliran Mu'tazilah (mazhab al-mu’tazilah),
aliran Maturidi (mazhab al-maturidiyyah) dan aliran Asy’ari (mazahib al-
asyd’irah).* Al-Salafiyyiin adalah sebuah aliran yang berusaha menjelaskan
keyakinan (kepercayaan) secara sederhana, yang mengikuti kondisi pada
masa para sahabat Nabi. Aliran ini merupakan aliran yang paling tua,
bermula dari masa sahabat, masa tabi’in kemudian berkembang dari masa
ke masa hingga mencapai kesempurnaan dan puncak kemapanannya
di masa Ibn Taimiyah (w.728 H/1328 M).? Para imam mujtahid seperti

Ad-Dar al-Kuwaitiyyah, 1388 H/1964 M), h. 32.

2 Lihat, Muhammad Yasuf Musa, al-Madkhal Lidirasah al-Figh al-Islam, h. 10.

» Muhammad Abii Zahrah, Muhaddrat fi Tarikh al-Mazahib al-Fighiyyah (Mesir: Matba’ah
al-Madani, t.t.), Juz ke 1, h. 211, 140, 195, dan 180.

% Pada mulanya aliran ini muncul pada abad IV H/X M yang gerakan pemikiran-
pemikirannya bermuara pada pemikiran Ahmad bin Hanbal yang menghidupkan akidah
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Imam Abua Hanifah (80-150 H/699-767),” Imam Malik bin Anas (95-179
H/713-795 M),”® Imam Syafi’i (150-204 H/767-820M),”* dan Imam Ahmad
bin Hanbal (164-241 H/780-855 M)* adalah pengikut aliran ini.

Setelah aliran Salaf berkembang, kemudian muncul aliran Mu'tazilah,
yang pada umumnya para ulama menisbatkan kepada Wasil bin ‘Ata” (w.
131 H/748 M) sebagai tokoh utamanya, aliran Asy’ariyyah dinisbatkan
kepada Abu al-Hasan al-Asyari (w. 324 H/936 M) yang berkembang di
Basrah, dan aliran Maturidiyyah yang dinisbatkan kepada Abti Mansur
al-Maturidi (w. 333 H/944 M) di Samarkand. Semua aliran ini mereka
menyebut dirinya sebagai ahl al-sunnah wa al-jamaah.

Selain aliran-aliran tersebut di atas, masih ada pengelompokan aliran,
yaitu Syi'ah, Khawarij dan ahl al-Sunnah (Sunni). Pengelompokan aliran
ini terjadi sebagai ekses atau akibat terbunuhnya khalifah Usman bin Affan
(w. 35 H/656 M) di tangan para demonstran. Dari tragedi ini kemudian
terjadi berbagai pertikaian pada masa pemerintahan khalifah Ali bin
Abi Talib (w. 40 H), konflik dan ketegangan dalam percaturan politik,
serta terjadi penderitaan kehidupan rakyat.*® Dalam perjalanan waktu,
tiga aliran yang berbeda pandangan politik itu pada akhirnya merasuk
masuk pada masalah akidah dan masalah-masalah ajaran agama yang
lainnya, sekaligus pada pemahaman pada ajaran agama itu sendiri. Al
Yasa Abtibakar mengemukakan bahwa dalam hal akidah (ilmu kalam)

ulama salaf dan berusaha memerangi paham lainnya. Aliran ini muncul kembali pada
abad VII H/XIII M, yang kemudian dihidupkembangkan oleh Ibn Taimiyah yang
menyiarkannya secara gencar sesuai dengan kondisi zamannya. Pada perkembangan
berikutnya pada abad XII H/XVIII M dihidupkembangkan oleh Muhammad ibn Abd
al-Wahab (1703-1787), dikenal sebagai gerakan Wahabi yang berkembang di kawasan
jazirah Arab. Muhammad AbQ Zahrah, Muhadarat ..., h. 211.

¥ Muhammad Yusuf Musa, Abi Hanifah ‘Asruh Hayatuh, Mazhabiih, Ittijahatuh al-
Fighiyyah wa al-Insaniyyah (Mesir: Maktabah Nahdah, 1376 H/1957), h. 37.

# Muhammad Abl Zahrah, Malik Hayatuh wa ‘Asruh Ara’uh wa Fighuh (Mesir: Dar al-
Fikr al-‘Arabi, 1994), h. 24. Amin al-Khuli, Malik Tajarubu Hayah (Mesir: Mu’assasah
al-Misriyyah al-‘Ammah, t.t.), h. 62 dan 427.

¥ Muhammad Abl Zahrah, al-Syafi’i Haydatuh wa ‘Asruh Ara’uh wa Fighuh (Mesir: Dar
al-Fikr al-‘Arabi, 1363 H/1944 M), h. 14 dan 31.

30 ’Abd Allah bin ‘Abd al-Muhsin al-Turki, Usul Mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal
(Mesir: Matba’ah Jami’ah ‘Ain Syams, 1394 H/1974 M), h. 32 dan 46.

31 Muhammad Ab0 Zahrah, Muhadarat ..., Juz ke 1, h. 10.
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kaum muslimin yang sebelumnya masuk ke dalam kelompok Syiah,
Khawarij dan Ahlussunnah (Sunni) ada yang menjadi pengikut Mu'tazilah,
sebagaimana ada yang menjadi pengikut Maturidiyah, Asyariyyah ataupun
Salafiyah.*

Kedua, masalah syariah, adalah sebagai ajaran dan tata peraturan
kehidupan praktis (muamalah ‘amaliyyah). Secara terminologis
dikatakan bahwa syariah adalah tata peraturan yang diciptakan Allah
Swt. atau pokok-pokoknya, supaya dipegang oleh manusia dalam
berhubungan dengan Tuhannya, dengan saudaranya sesama muslim,
dengan saudaranya sesama manusia, dengan alam sekitarnya, dan
dengan masalah kehidupan.” Dari sini dapat dimengerti dan ditegaskan
bahwa, bagaimana cara seorang muslim beribadah menyembah kepada
Allah, bagaimana seorang muslim berinteraksi dengan keluarga dan
kerabatnya, bagaimana hidup bertetangga, berkomunikasi, bertransaksi
dengan sesama muslim, dan sesama manusia pada umumnya, bagaimana
menjalani hidup dalam masyarakat yang plural (heterogin), dan berbudaya
sehingga tetap masyarakat merasa aman, nyaman,tentram, berdampingan,
dan tidak berbuat dengan sekehendaknya. Demikian juga, bagaimana
cara memperlakukan alam semesta sehingga bermanfaat bagi masyarakat,
bangsa dan negara, sekaligus dampak daripadanya tidak menimbulkan
bencana banjir dan longsor, dan begitu seterusnya. Aspek ajaran syariah
ini dikembangkan oleh para ulama menjadi sebuah disiplin ilmu yang
disebut dengan ilmu fikih (figh), tentunya dengan berbagai spesifikasinya.*

Ajaran dibidang ini telah berkembang menjadi banyak mazhab.*
Tetapi dari banyak mazhab itu yang terus berkembang dan dikenal oleh

32 Al Yasa’ Abubakar, Syari’at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma,
Kebijakan dan Kegiatan (Nanggroe Aceh Dar ussalam: Dinas Syari’at Islam, 2006), h.
18.

3 Mahmad Syaltat, al-Islam ‘Aqgidah wa Syari’ah, h. 12.

3 Figh atau ilmu fikih (‘ilm al-figh) merupakan kumpulan aturan dan tuntunan mengenai
perilaku seseorang, baik dalam kedudukannya sebagai pribadi, anggota masyarakat
(jama’ah) maupun dalam kedudukannya sebagai pejabat negara (pemerintah).

3 Di masa sesudah tabi in, muncul mazhab-mazhab dalam bidang hukum Islam (figh) baik
dari kalangan ahl al-hadis maupun ahl ar-ra’y, yang oleh mayoritas kaum muslimin
disebut sebagai mazhab ahl as-sunnah wa al-jama’ah sebanyak 13 mazhab, yaitu:
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masyarakat dunia hingga saat ini hanya empat mazhab, yaitu mazhab
Hanafi, yang didirikan oleh Abti Hanifah al-Nu'man bin Sabit (80-150
H/699-676 M), mazhab Maliki, yang didirikan oleh Malik bin Anas bin
Malik Abi Amir al-Asbahi al-Yamani (95-179 H/713-795 M), mazhab
Syaff’i, yang didirikan oleh Muhammad bin Idris al-Syaft’i (150-204 H/767-
820 M), dan mazhab Hanbali, yang didirikan oleh Ahmad bin Muhammad
bin Hanbali (164-241 H/780-855 M). Selain empat mazhab tersebut, masih
ada beberapa mazhab penganut Syiah yang dikenal lebih dekat kepada
jamaah Islam (Sunni) dan moderat, seperti mazhab Zaidiyyah, yang
didirikan oleh Zaid bin ‘Ali Zain al-‘Abidin bin al-Husain bin ‘Ali bin Abi
Talib (80-122 H), dan mazhab Ja'fariyyah, yang didirikan oleh Ja’far bin
Muhammad bin ‘Ali Zain al-Abidin bin al-Husain bin ‘Ali bin Abi Talib
(82-148 H).*

Ketiga, masalah etika dan moral (al-khuliigiyyah), adalah hal-hal
yang berkaitan dengan akhlak, substansinya adalah ajaran tentang etika
dan moral. Hal ini tentunya menjadi tuntunan dan bimbingan mengenai
cara-cara yang harus ditempuh agar seseorang menjadi mulia dan luhur,
dekat dengan sang Khalik, bermanfaat bagi orang-orang yang berda di
sekitar, dan senantiasa berusaha untuk melakukan perbuatan baik secara
maksimal. Ajaran etika dan moral ini sesungguhnya merupakan substansi
dan manifestasi dari dua ajaran di atas, karena implikasi daripadanya
pada akhirnya akan membentuk pribadi-pribadi manusia yang mulia,
dan berakhlak yang baik. Abd Hamid al-Gazali (w. 505 H) dalam konteks

Mazhab Sufyan bin ‘Uyainah di Makkah, mazhab Malik bin Anas di Madinah, mazhab
Hasan Basri di Basrah, mazhab Ab{i Hanifah di Kiifah, mazhab Sufyan as-Sauri di Kiifah,
mazhab al-Auza’y di Syam, mazhab Syafi’i di Mesir, mazhab Lais bin Sa’ad di Mesir,
mazhab Ishaq bin Rahawaih di Naisabir, mazhab AbtSaur di Bagdad, mazhab Ahmad
bin Hanbal di Bagdad, mazhab Dawud Zahiri di Bagda, dan mazhab Ibn Jarir di Bagdad.
Lihat, Hasbi ash-Shiddieqy, Pengantar llmu Figh (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 71.
Lihat, Ibrahim Hosen, Figh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Thalaq, Rudjuk dan
Hukum Kewarisan (Djakarta: Balai Penerbitan dan Perpustakaan Islam Yayasan lhya
‘Ulumuddin Indonesia, 1971), J1d. ke 1, h. 41.

% Muhammad AbG Zahrah, al-Imam Zaid Hayatuh wa ‘Asruh Ard’uh wa Fighuh (Mesir:
Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.t.), h. 22. Muhammad Abt Zahrah, Muhadarat fi Tarikh...,h. 40.
Al-Hamid al-Husaini, Sejarah Hidup Imam Ja far ash-Shadig R.A. (Semarang-Indonesia:
CV Toha Putra, t.t.), h. 1 dan 134.
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ini mengatakan bahwa, akhlak adalah perilaku jiwa, yang dapat dengan
mudah melahirkan perbuatan-perbuatan tanpa memerlukan pemikiran
dan pertimbangan. Apabila perilaku itu melahirkan perbuatan-perbuatan
baik dan terpuji, baik menurut akal maupun tuntunan agama, perilaku
itu dinamakan akhlak yang baik (khulugan hasana). Apabila perilaku
yang dilakukan itu melahirkan perbuatan buruk, makaperilaku tersebut
dinamakan akhlak yang buruk (khulugan sayyia).””

Untuk mengukur bahwa seseorang itu berperilaku baik atau tidak
baik, dalam praktik kehidupan masyarakat sudah barang pasti akan
berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya sesuai
dengan persepsi seseorang, kondisi masyarakat, tradisi dan budaya yang
berkembang, dan perubahan sosial masyarakat itu sendiri. Misalnya, terjadi
perbedaan akibat perubahan nilai tradisi dan budaya suatu masyarakat
dari baik kepada buruk, atau sebaliknya, adalah tradisi membuka kepala
bagi perempuan mempunyai sifat yang buruk (muruah) bagi masyarakat
(negara) di wilayah Timur, tetapi tidak termasuk perbuatan buruk bagi
umumnya masyarakat di wilayah (negara) Barat.’® Oleh karena demikian,
bagi umat Islam pendasaran perilaku baik dan buruk parameternya adalah
kembali berpedoman pada al-Quran dan sunnah. Kedua pedoman ini
baik secara eksplisit maupun implisit telah menyatakan baik, maka itulah
ukuran kebaikan bagi umat manusia. Demikian pula sebaliknya, jika
dinyatakan buruk, maka itulah ukuran keburukan bagi umat manusia.
Allah Swt. telah berfirman (Q.S. al-Qalam (68), ayat 4):

3 Vg

ot. ~ w2 - g./

(”J‘"», d‘l’WQ’JJ"’b
z z

“Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung”.

% Abl Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gazali, /hya’ ‘Uliim al-Din (Indonesia: Dar
Thya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.), J1d. ke 3, h. 52.

3#  Abl Ishaq Ibrahim bin Masa al-Lakhmi al-Gar-nati al-Syatibi (selanjutnya ditulis al-
Syatbi), al-Muwafaqat fi Usiil al-Ahkam (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), JId. ke 1, Juz ke 2, h.
198.
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Kemudian Rasulullah Saw. menegaskan dalam sabdanya yang
diriwayatkan oleh Imam Malik dari Abu Hurairah:

SV EY YL L ()
“Tidaklah aku diutus kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak yang
mulia (H.R. Malik bin Anas)”.

Berdasarkan pada ayat dan hadis di atas jelaslah bahwa akal pemikiran
manusia senantiasa dinamis dan berubah dalam menilai baik dan buruk,
dalam arti senantiasa berubah bagi masyarakat dalam menilai baik dan
buruk yang didasarkan pada akal pemikiran. Karena itu, sesungguhnya
penilaian baik dan buruk yang sebenar-benarnya hanya Allah yang
mengetahui-Nya, sejalan dengan firman-Nya:

8

G A e s Y6 8155 e G

Artinya: “Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-
kali kamu termasuk orang-orang yang ragu” (2.S. al-Baqarah (2), ayat
147).

Dari tiga pembagian ajaran di atas (akidah, syarfah dan akhlak),
maka syariah (ahkam amaliyyah) sebagai bagian dari hukum al-Quran.
Hukum yang disebutkan terakhir ini merupakan ajaran yang berkaitan
erat dengan kehidupan duniawi. Al-Quran tidak memerinci secara detail
kecuali tentang sebagian hukum perkawinan, tindak pidana kejahatan
(hudid), kafarat, dan waris. Aturan-aturan kehidupan yang digariskan
Allah dalam bidang ini bersifat pokok-pokok yang berkenaan dengan
prinsip-prinsip umum, dan kaidah-kaidah pokok yang harus dijadikan
pedoman oleh manusia dalam kehidupan bermuamalah. Harun Nasution
berdasarkan analisisnya mengemukakan bahwa dari 6360 ayat al-Quran,”

¥ Penetapan jumlah ayat al-Qur’an ternyata di kalangan para ulama berbeda-beda jumlah
keseluruhannya. Ada yang menetapkan 6.000, 6.214, 6.219, 6.225, 6.236, 6.616, 6.360,
dan 6.636. Sedangkan jumlah 6.666 ayat, tidak ada seorang ulama pun yang menetapkan
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hanya terdapat 368 ayat yang berhubungan dengan aspek-aspek hukum,
termasuk di dalamnya ayat-ayat mengenai ibadah. Sementara ayat-ayat
yang spesifik mengatur kehidupan sosial kemasyarakatan, dari 368 ini
hanya 228 ayat.®

Ajaran hukum-hukum praktis (al-ahkam al- amaliyyah) yang terdapat
dalam al-Qur’an, dalam sistematika hukum Islam dibagi menjadi dua
bagian besar, yaitu hukum-hukum ibadah, dan hukum-hukum muamalah.
Pada bagian pertama, yaitu berisi di dalamnya tata aturan hukum mengenai
pola hubungan manusia dengan Allah, seperti salat, puasa, zakat, haji,
nazar, sumpah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Sedangkan bagian yang
kedua, yaitu hukum-hukum mu’amalah yang di dalamnya berisi tata
aturan mengenai pola hubungan antara sesama manusia, seperti akad
perjanjian transaksi, akad nikah, sanksi tindak pidana kejahatan, dan
lain-lain.*!

‘Abd al-Wahhab Khallaf (w.1956 M), setelah membagi hukum-
hukum dalam al-Qurian pada tiga bagian besar yaitu ahkam i’tigadiyyah,
ahkam khulugiyyah dan ahkam ‘amaliyyah, kemudian yang disebutkan
terakhir ini ia kelompokkan menjadi dua kelompok besar yaitu hukum-
hukum ibadah (ahkam al-‘ibadat), dan hukum-hukum mu’amalah
(ahkam al-mudmalat) sebagaimana tersebut di atas. Dalam term modern,
hukum-hukum mu’amalah itu banyak macamnya sesuai dengan hal-hal
yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Dalam hal ini Khallaf
memerinci menjadi tujuh cabang hukum,** sebagai berikut:

jumlah tersebut, hanya para pendakwa yang sering mengatakannya. Dari penetapan
jumlah-jumlah tersebut, Harun Nasution lebih cendrung pada jumlah 6.360 ayat, dan
Abdur Rahman 1. Doi menetapkan sebanyak 6.636 ayat. Lihat, Ismuha dalam kata
pengantar penerjemah kitab, Mahmiid Syaltiit dan Muhammad Ali as-Sayis, Muqgaranah
al-Mazahib fi al-Figh (Mesir: Matba’ah Muhammad Ali Sabih wa Auladuh, 1373 H./1953
M.), h. 8. Harun Nasution, Islam Ditinjau Ddr i Berbagai Aspeknya (Jakarta: Penerbit UI
Press, 1985), JId. ke 2, h. 7. Abdur Rahman 1. Doi, Shari’ah the Islamic Law (London:
United Kingdom, 1404 H/1984 M), h. 21-22.

Harun Nasution, Islam Ditinjau ..., h. 7-8.

‘Abd al-Wahhab Khallaf, ‘Ilm Usil al-Fighh.32. Al-Qadi Muhammad Suwaid, al-
Mazahib al-Islamiyyah al-Khamsah wa al-Mazhab al-Muwahhad (Bairut: Dar at-Taqrib
bain al-Mazahib al-Islamiyyah, 1416 H/1995 M), h. 43 dan 165.

2 “Abd al-Wahhab Khallaf, 7Im Usil al-Figh, h. 32-33.

40
4
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Hukum keluarga (ahkam al-ahwal al-syakhsiyyah), yaitu yang
berhubungan dengan hidup kekeluargaan. Dimaksudkan dengan
hidup kekeluargaan di sini adalah mengatur hubungan suami isteri
dan sanak kerabat antara satu dengan yang lainnya. Ayat-ayat hukum
mengenai hidup kekeluargaan ini dalam al-Quran diperkirakan
sebanyak 70 ayat.

Hukum perdata (al-ahkam  al-madaniyyah), yaitu yang
berhubungan dengan muamalah antara perorangan, masyarakat
dan persekutuannya, seperti jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-
meminjam, pertanggungan, perkongsian, utang-piutang dengan
keharusan adanya ikatan hukum. Dimaksudkan dengan adanya
ikatan hukum di sini, mengatur hubungan perorangan, masyarakat,
yang menyangkut harta kekayaan dan memelihara hak setiap orang
yang mempunyai hak. Ayat-ayat hukum mengenai hal ini dalam al-
Quran diperkirakan sebanyak 70 ayat.

Hukum pidana (al-ahkam al-jin@’iyyah), yaitu yang berhubungan
dengan tindak pidana kejahatan yang bersumber dari pelaku
kejahatan (mukallaf), dan sanksi yang semestinya diterima oleh
pelaku kejahatan. Tujuannya adalah untuk memelihara kehidupan
manusia, harta bendanya, kehormatannya, dan hak-haknya. Begitu
pula membatasi hubungan antara harta yang diambil dengan pelaku
kejahatan, dan masyarakat umum. Ayat-ayat hukum mengenai hal
ini dalam al-Qur’an diperkirakan sebanyak 30 ayat.

Hukum acara (al-ahkam al-murafa’at), yaitu yang berhubungan
dengan pengadilan, kesaksian, dan sumpah. Tujuannya adalah
mengatur keberanian untuk mewujudkan keadilan di antara para
pihak yang berperkara. Ayat-ayat hukum mengenai hal ini dalam
al-Quran diperkirakan sebanyak 13 ayat.

Hukum ketatanegaraan (al-ahkam al-dustiriyyah), yaitu yang
berhubungan dengan aturan hukum pemerintah dan dasar-dasarnya.
Tujuannya adalah untuk membatasi hubungan pemerintah dengan
warga negara, menetapkan hak-hak perorangan, dan masyarakat.
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Ayat-ayat hukum mengenai hal ini dalam al-Qur'an diperkirakan
sebanyak 10 ayat.

Hukum internasional (al-ahkam al-dualiyyah), yaitu yang
berhubungan dengan masalah-masalah hubungan antara negara-
negara Islam dengan negara-negara yang bukan Islam (sekuler), dan
tata-cara pergaulan dengan warga negara non muslim yang berada
di negara Islam. Tujuannya adalah untuk membatasi hubungan
negara Islam dengan negara-negara lain dalam kondisi damai dan
perang, dan sekaligus membatasi hubungan orang-orang muslim
dengan non muslimyang berada dalam negara Islam. Ayat-ayat
hukum mengenai hal ini dalam al-Qur’an diperkirakan sebaganyak
25 ayat.

Hukum ekonomi dan keuangan (al-ahkam al-iqtisadiyyah wa al-
maliyyah), yaitu yang berhubungan dengan hak orang-orang miskin
yang biasa meminta-minta (al-sa’il) dan orang-orang miskin yang
tidak mau meminta-minta kepada orang-orang kaya (al-mahriim),
dan mengatur sumber-sumber pemasukan dan pengeluaran
ekonomi dan keuangan. Tujuannya adalah mengatur pendistribusian
yang menyangkut harta antara orang-orang kaya dan (hak) orang-
orang miskin, antara pemerintah dan perorangan. Ayat-ayat hukum
mengenai hal ini dalam al-Quran diperkirakan sebanyak 10 ayat.

Berdasarkan macam-macam hukum bidang muamalah di atas,

terlihat jelas bahwa hukum keluarga Islam (ahkamal-ahwal al-syakhsiyyah)
merupakan bagian dari hukum-hukum muamalah. Dalam term Mahmud
Syaltut, termasuk bagian dari syarfah. Karena menurutnya, syariah adalah
peraturan-peraturan yang diciptakan Allah, atau dasar-dasarnya supaya
dipegang oleh manusia dalam hubungan dengan Tuhan-nya, dengan
saudaranya sesama muslim, dengan saudaranya sesama manusia, dengan
alam sekitarnya, dan dengan masalah kehidupan.*

Senada dengan pandangan Khallaf di atas, Mustafd Ahmad al-Zarqa’

(1285-1357 H/1868-1940 M) setelah membedakan figh menjadi dua

# Mahmid Syaltat, al-Islam ‘Agidah wa Syari’ah, h. 12.
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kelompok besar, yaitu ibadah, dan muamalah, kemudian ia membagi
hukum-hukum fikih (al-ahkam al-fighiyyah) menjadi tujuh kelompok,*
sebagai berikut:

1. Ibadah (al-‘ibadat), yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia
dengan Allah, seperti salat, puasa, dan lain-lain.

2. Hukum keluarga (al-ahwal al-syakhsiyyah), yaitu hukum yang
mengatur keluarga, seperti perkawinan (al-nikah), perceraian (al-
talaq), keturunan (al-nasab), natkah (al-nafagah), dan lain-lain.

3.  Muamalah (al-muamalat), yaitu hukum yang mengatur hubungan
sesama manusia yang berkaitan dengan harta benda (al-amwal) hak-
hak kebendaan (al-huqiiq), dan cara pengelolaannya (al-tasarrufat).

4. Hukum ketatanegaraan (al-ahkam al-sultaniyyah), yaitu hukum
yang mengatur hubungan penguasa dengan rakyat, hak-hak dan
kewajiban-kewajiban rakyat dan penguasa.

5. Pemberian sanksi (al-uqubat), yaitu hukum yang mengatur
tentang pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana kejahatan
atau pelanggaran untuk menjaga ketertiban dan keamanan bagi
masyarakat.

6. Hukum internasional (al-ahkam al-dualiyyah), yaitu hukum
yang mengatur hubungan antara negera-negara Islam (al-dualah
al-Islamiyyah) dengan negara-negara lain, yang disebut dengan
hubungan bilateral dan multilateral (al-huqiiq al-dualiyyah).

7. Tata pergaulan (al-adab), yaitu hukum yang mengatur pergaulan
baik (al-akhlaq), bersikap hormat (al-hasyamah), saling baik (al-
muhdsin), dan merasa saling sama (al-musawi).

Berdasarkan pembidangan hukum-hukum mu’a@malah dan/atau
pengelompokkan hukum-hukum figh yang dikemukakan oleh ‘Abd al-
Wahhab Khallaf dan Mustafa Ahmad al-Zarqa di atas, jelaslah menunjukkan
bahwa hukum keluarga (al-ahwal al-syakhsiyyah) merupakan bagian

“ Mustafa Ahmad al-Zarqa’, al-Figh al-Islami fi Saubih al-Jadid: Al-Madkhal al-Fighi al-
‘Amm (Damaskus:Matba’ahTarbain, 1967/1968),Juzke1,h.55-56.
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tersendiri dari pengelompokan hukum-hukum mu’amalah atau hukum-
hukum figh tersebut. Atau, dalam perspektif Mahmud Syaltut, hukum
keluarga (al-ahwal al-syakhsiyyah) merupakan bagian dari syariah.

C. Historisitas Syari‘ah pada Masa Lalu

Dimaksudkan dengan syariah (syariat-syariat) pada masa lalu di sini
adalah syariat-syariat Allah Swt. yang diturunkan kepada Nabi-nabi-Nya
sebelum syari’at Islam, seperti syari'at Nabi Ibrahim Alaih al-Salam (As),
Nabi Dawud As., Nabi M0sa As., Nabi Isa As., dan yang lainnya. Dalam
kajian metodologi hukum Islam (usd! al-figh) semua syariat para Nabi
sebelum datang syari‘at Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw.
disebut dengan syar'u man qablana.* Al-Qur’an dan sunnah banyak
menginformasikan hukum-hukum syariat agama-agama langit (samawi)
terdahulu, sebelum islam tampil ke permukaan menjadi agama terakhir.
Terkadang informasi hukum-hukum syari'at agama terdahulu itu disertai
dengan sesuatu yang menunjukkan atas terhapusnya hukum-hukum
tersebut dalam syari’at Islam, terkadang menunjukkan atas tetap berlaku
bagi umat Nabi Muhammad Saw., dan terkadang pula informasi hukum-
hukum syariat tersebut tidak disertai sesuatu yang menjelaskan dan
menegaskan terhapus dan tidak berlaku, atau tetap berlaku bagi umat
Nabi Muhammad Saw.*

Mengenai hukum bentuk pertama, para pakar dari berbagai disiplin
ilmu sepakat tidak berlaku dan tidak termasuk syariat bagi umat Nabi
Muhammad, karena adanya dalil yang menunjukkan terhapusnya
hukum-hukum tersebut (Lihat, Q.S. al-An’am (8): 145-146). Untuk
hukum bentuk kedua, para ulama juga sepakat hukum-hukum tersebut
ditetapkan menjadi syariat umat Nabi Muhammad, dan diwajibkan untuk
mengamalkannya (Lihat Q.S. Al-Baqarah (2): 183, dan Q.S. Al-Kausar

#  Wahbah al-Zuhaili, Usd/ al-Figh al-Islami (Bairut: Dar al-Fikr al-Mu'aSir, 1998), Juz ke 2, h.
867.

% Maimun, Ushul Figh I: Konstruksi Metodologi Hukum Islam Klasik Menuju Ushul Figh
Kontemporer (Malang-Jawa Timur: Penerbit Literasi Nusantara Abadi, 2021), h. 551.
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(108): 2). Sedangkan bentuk hukum ketiga, yang tidak disertai sesuatu
yang menunjukkan atas tetap dan terhapusnya, maka para ulama berbeda
pendapat. Sebagian ulama berpendapat tetap menjadi syariat umat Nabi
Muhammad Saw., dan wajib diamalkan. Sedangkan sebagian ulama yang
lain berpendapat tidak menjadi syari'at umat Nabi Muhammad, dan tidak
wajib untuk mengamalkannya.”

Para Nabi dan Rasul sebagaimana disebutkan di atas, mereka semua
membawa ajaran Allah Swt. Dia memberikan ajaran-Nya kepada para
Rasul itu ada yang dimuat ada yang dimuat dalam sebuah kitab suci, dan
ada yang dimuat hanya dalam beberapa lembaran (al-suhuf). Kitab suci
dan al-suhuf ini harus kita percayai hanyalah empat buah dan seratus
sahifah. Empat buah kitab suci itu adalah:

1. Taurat yang diberikan kepada Nabi Mosa As. Dalam bahasa Ibrani.
2. Zabur yang diberikan kepada Nabi Dawud As. Dalam bahasa qibthi.
3. Injil yang diberikan kepada Nabi Isa As. Dalam bahasa suryani.
4.

Al-Qur’an yang diberikan kepada Nabi Muhammad Saw. dalam
bahasa Arab.*

Adapun yang seratus sahifah diturunkan kepada tiga orang Nabi,
yaitu: 60 suhuf kepada Nabi Syist As., 30 suhuf kepada Nabi Ibrahim As.,
dan 10 suhuf kepada Nabi Mosa As.*

Perlu diketahu dan ditegaskan bahwa semua kitab suci dan sahifah-
sahifah itu mengandung ajaran pokok yang sama, yaitu perihal kepercayaan
(akidah), dengan mengajak umat manusia untuk mengesakan Allah (Q.S.
Al-Ikhlas (112): 1-4) dan menyembahnya (Q.S. Al-Fatihah (1): 5) demi
untuk keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Perihal demikian
ini bisa dibaca dan dipahami dalam beberapa teks al-Qur’an sebagaimana
di bawah ini:.

¥ Ibid., h.552.
“ Hasbi ash-Shiddieqy, A/-Islam (Jakarta: Bulan Bintang, t.t.), Jld. ke 1, h.220.
Y Ibid., h.223.
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Pertama, syariat Nabi Hod As. Allah dalam Q.S. al-Araf (7): 65)
menginformasikan dan berfirman:

o A 55 1 G LR 58 r,bu;wj
‘ fo:‘lw“%snwf

“Dan Kami telah mengutus kepada kaum ‘Ad saudara mereka, Hod, la
berkata: “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan
bagimu selain-Nya, maka mengapa kamu tidak bertakwa”.

Kedua, syariat Nabi Salih As. Q.S. al-Araf (7): 73 Allah berfirman:

A 33 220 s & \s,’“ db\z.hor.b\:-\/” J\)

rs»: 5 e i aals eEpts
“Dan (Kami telah mengutus) kepada kaum Samod saudara
mereka, Salih. In berkata: “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-
kali tidak ada Tuhan selain-Nya. Sesungguhnya telah datang
bukti yang nyata bagimu dari Tuhanmu’.

Ketiga, syariat Nabi Syuaib As. Q.S. al-Araf (7): 85 Allah berfirman:

G ) B Al J\_%\::;wr,m ““L;\j

RERRE Gt et

“Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan saudara mereka,

Syw'aib. Ia berkata: “Hai kaumku, sembahlah Tuhanmu, sekali-kali tidak

ada Tuhan selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang
nyata dari Tuhanmu”.

Berdasarkan beberapa teks al-Qur'an tersebut di atas dapat
diketahui dan ditegaskan bahwa semua syariat yang di bawa oleh
para Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad Saw. ternyata sama
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diperintahkan untuk mengesakan Allah, dan sekaligus menyeru atau
mengajak umat manusiauntuk menyembah-Nya. Jadi sesungguhnya
diketahui bahwa sejak Nabi Adam As. sampai dengan Nabi terakhir
Muhammad Rasulullah Saw. terbukti adanya garis lurus atau paralel
dalam masalah akidah-tauhid, meskipun dalam masalah doktrin
hukum-hukum (syariat) yang dibawanya berbeda satu sama lain, sesuai
dengan situasi dan kondisi di zamannya masing-masing yang dihadapi
oleh para Nabi dan Rasul tersebut.

Oleh karena syari‘at Allah Saw. pada dasarnya banyak yang diberikan
kepada para Nabi dan Rasul-Nya yang terkategori agama samawi, mereka
mempunyai kitab suci, tetapi jika dilihat dari sisi agama yang berkembang
dan berpengaruh besar di muka bumi ini, maka hanya tiga agamalah
yang telah dilegislasi Allah melalui firman-Nya, yaitu agama Yahudi,
Nasrani, dan Islam. Tiga agama ini dapat dideskripsikan dan dillustrasikan

sebagaimana uraian di bawah ini:

1. Agama Yahudi
Dilihat dari segi silsilah nasab, subyeknya berdasarkan kitab Perjanjian
Lama bahwa nenek-moyangnyaorang-orang Yahudi ialah Terah
dan Ur Kaldea, yang kemudian menurunkan generasi Abraham
(Ibrahim-Ishaq-Yaqob). Bermula mereka mendiami bagian Barat
sungai Efrat. Kemudian pindah ke Palestina, setelah mengikuti
ajaran Nabi Ibrahim, dan hidup sebagai penggembala. Pada masa
Nabi Yosuf mereka pindah ke Mesir, membuka perindustrian
dan memelihara ternak, dan kemudian meninggalkan Mesir pada
kekuasaan Firaun. Di bawah raja Dawud mereka mengalahkan bangsa
Kanaan dan berkuasa di Palestina. Kemudian terjadi perpecahan dan
terbentuklah dua kerajaan, Israil dan Yuda yang saling berperang
selama hampir dua abad (935-725 SM). Tahun 722 SM orang-orang
Israil dibuang ke Assiria oleh bangsa Babilonia. Mereka memperoleh
lagi kemerdekaannya di bawah kaum Maccabee, tetapi kemudian
dihancurkan bangsa Romawi. Dengan jatuhnya kekuasaan Romawi,
orang Yahudi bermunculan di Eropa Barat dan mengalami masa
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kejayaannya dibidang sastra, abad IX-XII, terutama di Spanyol.
Sejak masa perang Salib hingga abad XIX, orang-orang Yahudi
dikejar-kejar diberbagai negara. Setelah pembunuhan besar-besaran
terhadap orang-orang Yahudi pada Perang Dunia II (-+ 5-6 juta
orang Yahudi dibunuh, mereka mencari perlindungan di Palestina,
tempat didirikannya negara Israil (1948 M), yang sekarang mencapai
kejayaannya, berkat bantuan dan dukungan Amirika Serikat.”

Dalam bidang agama, orang-orang Yahudi mula-mula memeluk
agama Kaldaniah, yang kemudian diperbarui oleh Nabi Ibrahim
As. Karena orang-orang Yahudi bertebaran di mana-mana, ajaran
agama mereka dimasuki oleh unsur-unsur penyembahan berhala dan
yang kemudian diperbarui oleh Nabi Mosa As., terutama sesudah
meninggalkan Mesir. Karena sikap mereka yang angkuh, merasa
atau mengakui bangsanya sebagai bangsa yang termulia di sisi Allah
Swt. bahkan mengaku sebagai anak Allah (Q.S. al-Maidah (5): 18)
akhirnya dilaknat Allah (Q.S. al-Maidah (5): 64). Mengenai orang-
orang Yahudi (Bani Israil) ini disebutkan di dalam al-Qur’an banyak
sekali, terlihat dalam Q.S. al-Baqarah (2): 115, 40, 47, 120, 210 dan
246, Q.S. Ali Imran (3): 67, Q.S. al-Maidah (5): 18, 64 dan 82, Q.S.
al-Araf (7): 137, Q.S. Yunus (10): 90, Q.S. al-Ird’ (17): 2, 101 dan 104,
Q.S. al-Syvra (26): 22 dan 197, Q.S. al-Naml (27): 76, Q.S. al-Sajdah
(32): 23, Q.S. al-Mu'min (40): 53, Q.S. al-Zukhruf (43): 59, Q.S. al-
Dukhan (44): 30, Q.S. al-Jasiyah (45): 16, Q.S. al-Ahqaf (46): 10, Q.S.
al-Saf (61): 6 dan 14.%

Dalam bidang pedoman hidup, agama Yahudi sesungguhnya
mempunyai kitab suci yang bernama Taurat, sebagai pedoman hidup
bagi para pengikutnya. Kitab suci ini sebagaimana telah disebutkan
di atas adalah dditurunkan kepada Nabi Mvsa As.di Bukit Tersina.
Syariat yang Allah Swt. berikan kepadanya melalui kitab sucinya
pada awalnya oleh umat Nabi Mosa As. Dipegang dan dipedomani

50 Shadiq, Shalahuddin Chaery, Kamus Istilah Agama (Jakarta: Penerbit Cv Sienttarama, t.t.), h.
404.
U Thid., h. 405.

Dr. Maimun, SH.,, MA.



30

dengan konsisten, sekaligus diamalkan isinya selama beliau masih
hidup, dan betul-betul menjadi way of life para Nabi yang datang
seudahnya. Akan tetapi seiring berjalan waktu lama kelamaan, orang-
orang Bani Israil tidak lagi mempedomani kitab suci itu dengan
konsisten, sehingga pada akhirnya terjadilah kontra produktif di
antara mereka karena adanya perubahan-perubahan dan penukaran
substansi isi dari kitab suci tersebut. Sikap kontra produktif di antar
sesama mereka itu berakhir ketika telah muncul dan tercipta sebuah
kitan yang bernama Talmud. Kitab ini diakui dan diyakini oleh semua
golongan mereka sekalipun sudah banyak mengalami perubahan yang
tidak sesuai lagi dengan kitab aslinya.”

Dari fakta historis tersebut jelaslah bahwa syari'at Nabi Mosa As.
Ini pada awalnya sebagai syariat Allah Swt. yang orisinal (murni),
tetapi oleh para pengikutnya kemudian direkonstruksi substansi
isinya, bahkan sudah mencampur-adukkan antara pemikiran akal
dengan syari’at kitab suci yang telah terdokumentasikan dengan
sakral. Padahal mereka mengetahui bahwa syari‘at yang orisinal
yang kedudukannya jauh lebih tinggi dan mulia tidak bisa ditandingi
oleh akal fikiran, karena akal fikiran manusia sangat terbatas
kemampuannya. Perilaku dan sikap mental kaum Nabi Mosa
yang demikian ini, pada akhirnya Allah Swt. melarang keras dan
mengutuknya dengan firman-Nya:

/,o }a’

b Goks 3 ”\» SISO Gyiess 53l J—gﬁ
E s (‘a J.; )L.Le 5 4 15 R 4 4 ke oy

D St G 1 B3 20
“Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menulis al-Kitab

dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka katakan: :Ini dari Allah”,
(dengan maksud) untuk memperoleh keuntungan dengan perbuatan

52 Lihat, Thaib Thahir Abdul Muin, I/mu Kalam (Jakarta: Penerbit Wijaya, 1965), h. 123.
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itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka, karena apa yang ditulis
oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka
karena apa yang mereka kerjakan” (9.S. al-Bagarah (2): 79)

Berdasarkan teks al-Qur’an ini jelas dan dapat dipahami bahwa
ternyata orang-orang Yahudi telah demikian jauh merekonstruksi dan
mengubah-ubah kitab sucinya disesuaikan dengan akal fikirannya,
sehingga prinsip-prinsip agama, dan kebenaran yang ada di dalam
kitab suci Taurat itu sudah tidak orisinal lagi, karena sudah banyak
perubahan dan perubahan.

Agama Nasrani

Term al-Qur’an disebut dengan al-Nasara, disebut dalam keseharian
masyarakat dengan sebutan agama Nasrani. Sebutan ini sering
dikatakan oleh para penganut doktrin agama yang dibawa oleh Nabi
Isa As. Sebagian di antara mereka sebagai hamba Allah Swt. (sebelum)
kenabian Muhammad, dan sebagian yang lain, mereka sebagai musuh
Allah (sesudah kenabian Muhammad Saw.).”

Dalam kondisi Bani Israil yang telah mengubah-ubah prinsip-
prinsip agama yang berada di dalam kitab Taurat yang dibawa oleh
Nabi Mosa As. Tersebut di atas, maka Allah Swt. mengutus pula Nabi
pilihannya, yaitu Nabi Isa As. Diutus Nabi Isa As. ini tampaknya
bisa dipahami adalah untuk mendamaikan umat yang sedang terus
bertikai, agar mereka mengerti dan kembali pada ajaran agamanya
semula, yaitu mengesakan Allah Swt. Nabi Isa As. Ia menyebarkan
ajaran agamanya berdasarkan kitab sucinya, Injil. Kitab ini substansi
isinya tidak jauh berbeda dengan Taurat, yaitu sudah banyak
perubahan dari isi yang aslinya, sehingga muncul Injil Perjanjian
Lama, dan Injil Perjanjian Baru..

Penganut agama Nasrani ini sejauh literatur yang penulis baca
sudah banyak menyimpang, karena telah meyakini Nabi Isa As.
(dengan sebutan Yesus Kristus) sebagai Tuhan (anak Tuhan), padahal

53 Shadiq, Shalahuddin Chaery, Kamus Istilah Agama, h. 249.
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berdasarkan informasi yang terdapat di dalam Q.S. al-Saf (61): 6)
bahwa Isa ibn Maryam itu sebagai utusan Allah, bukan Tuhan. Jadi
syariat agama yang dibawa oleh Nabi Isa As. Dapat dikatakan telah
lenyap hilang orisinalitasnya, dan sudah bercampur-baur dengan
akal fikiran manusia, terutama para pengikutnya yang setia yang
tidak mengkaji lebih dalam pasal demi pasal, ayat demi ayat yang
ada di dalam Injil Perjanjian Lama, dan Perjanjian Baru. Adapun
hal-ihwal orang-orang Nasrani (al-Nasarda) al-Qur’an telah banyak
menyebutkan dan menginformasikan kepada umat manusia, di
antaranya terlihat dalam Q.S. al-Baqarah (2): 62, 111, 113, 120, dan
135, Q.S. Ali ‘ITmran (3): 67, Q.S. (5): 14 dan 18, Q.S. al-Taubah (9):
30.5*Seiring berjalan waktu, maka lahirlah Nabi terakhir, Muahammad
Rasulullah Saw. yang akan menyempurnakan agama samawi yang
telah ada di muka bumi ini.

Agama Islam

Lahir Nabi Muhammad Saw. ke dunia ini adalah untuk mengangkat
harkat dan martabat manusia dari alam kegelapan (kekafiran) menuju
alam yang terang benderang yang diliputi oleh cahaya kebenaran dan
ketauhidan yang murni (Q.S. al-Baqarah (2): 257), Allah berfirman:

JA\M;J\ Jsgw\y;.g;} ,d\gf A

085705 97 A)”

Ji )33‘ oA el r"}u)‘ =
® O3 G5 B AN Lol Sl Al clB)

Allah pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan
mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan
orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang
mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan (kekafiran).
Mereka itu adalah penghuni neraka; Mercka kekal di dalamnya”.

4 Ibid., h. 249-250.
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Beliau (Nabi Muhammad Saw.) membawa doktrin agamanya,
yaitu Islam. Islam adalah agama samawi yang diridai Allah Swt.,Q.S.
Ali Tmran (3): 19 menginformasikan:

g&gx\j,j\ SIS p’m?\ﬁu\:&gfjgs\f;y
,ag;j(zgzxe@rw\ Aels G s e M)
uws@;”\uxsw

“Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam
Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al-Kitab kecuali
sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian
(vang ada) di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-
ayat Allah Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya”.

Di samping Islam sebagai agama yang diridhai Allah, juga sebagai
agama paripurna yang mesti disampaikan kepada umat manusia
untuk menjadi pedoman hidup (way of life), mengesakan Allah dan
menyembah-Nya, mengatur semua aktivitas kehidupan di dunia,
dan kelak di akhirat. Tidak ada agama selain Islam yang mengatur
kedupan dunia dan akhirat secara peripurna. Inilah agama (syariat)
Islam yang sempurna, dan mengatur segala problematika hidup dan
kehidupan umat manusia untuk kebahagiaan dunia dan akhirat,
seluruh doktrin agama dan penjabaran yang dihasilkan oleh para
ulama terdokumentasikan dalam literatur fikih secara lengkap dan
terperinci. Hal ini tentunya sebagai manifestasi dari pemahaman
terhadap Q.S. al-Maidah (5): 3:
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/a s 2 [
“. Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu,

dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai
Islam itu menjadi agama bagimu’”.

Ayat ini bisa dimengerti dan menunjukkan bahwa umat manusia
mesti ber-Islam, karena sebagai agama yang paling sempurna
ajarannya; Artinya, jika tidak beragama Islam, maka mereka
digolongkan termasuk orang-orang yang merugi. Q.S. Ali Tmran
(3): 85, Allah berfirman:

G555V 3 35 Al fubmgrm&\,éé::yj

“Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali
tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat
termasuk orang-orang yang rugi”.

Penganut agama terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad
Saw. ini disebut muslim. Muslim adalah orang yang memeluk agama
Islam sebagai akidah (al-agidah) dan menerapkan Islam pada dirinya,
dalam pergaulan dengan orang lainmelalui amal salih, mengajak orang
lain agar mengamalkan ajaran agama Islam dengan bijaksana dan
nasehat yang baik, dan setelah itu mereka mengatakan “sesungguhnya
kami termasuk orang-orang muslim”.>

Islam adalah agama Allah yang disyari’atkan-Nya, sejak
(sesungguhnya) masa Nabi Adam As. hingga Nabi Muhammad
Saw., kepada umat manusia.Dasar-dasar agama Islam pada setiap

%> Samih ‘Atif al-Zain, Siapakah Umat Islam Itu, Penerjemah Syihabudin (Bandung: Penerbit
Husaini Bandung, 1988), Cet.1, h. 9-10.
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zaman dan bagi setiap umat, tidak berubah, yaitu tetap mengajarkan
agar umat manusia mengimani kepada Allah yang Esa, kepada para
Rasul-Nya, Kitab-Nya, para Malaikat-Nya, dan sebagainya. Yang
berubah hanyalah hal-hal yang berhubungan dengan syariatnya
semata-mata.*

Syariat Islam yang dibawa Nabi Muhammad Saw. adalah yang
terakhir dan yang menasakhkan syariat agama sebelumnya. Syariat
yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. akan kekal sampai hari
kiamat, karena telah sesuai dengan perkembangan waktu (Ii kulli
zaman) dan perkembangan tempat (/i kulli makan). Orang-orang
yang mengamalkan syariat Islam yang dijabarkan dalam rukum Islam,
disebut muslim dan mereka yang meyakinkan dan mengamalkan
rukum Iman, disebut sebagai mukmin. Kata “aslama” yang artinya
menyerahkan diri pada hukum Allah. Hal ini disebutkan dalam
Q.S. al-Baqarah (2): 112, 131, Q.S. Ali ‘Imran (3): 20 dan 83, Q.S. al-
Maidah (5): 44, Q.S. al-An’am (6): 14 dan 71, Q.S. al-Nahl (16): 81,
Q.S. Lugman (31): 22, Q.S. al-Saffat (37): 103, Q.S. al-Zumar (39): 54,
Q.S. al-Mu'min (40): 66. Sedangkan kata “Islam” yang artinya agama
Islam disebutkan dalam Q.S. Ali ‘ITmran (3): 19, 83, Q.S. al-Maidah
(5): 3, Q.S. al-An’am (6): 125, Q.S. al-Taubah (9): 74, Q.S. al-Zumar
(39): 22.%7

D. Tujuan Ditetapkan Syari‘ah

Syariat (al-syariah) merupakan aturan perundang-undangan Allah yang
telah diundangkan, dan diberikan kepada semua para Nabi dan Rasul-
Nya, untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini,
sejak Nabi Adam As. hingga Nabi dan Rasul terakhir, Muhammad Saw.
Abv Ishaq al-Syatibi (w. 790 H) mengatakan bahwa syariat datang untuk
menjelaskan hal positif dengan sesempurna mungkin bagi masyarakat,
baik dalam kehidupan dunia maupun kelak di akhirat. Yang di luar itu

5¢ Shadiq, Shalahuddin Chaery, Kamus ..., h. 147.
57 Ibid.
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masih menjadi perdebatan bagi banyak kalangan, dengan berdasarkan
hukum untuk melakukan eksprimen. Berbagai persoalan di luar syariat
biasanya menjadi ajang perdebatan, bahkan menjadi fitnah, dan melahirkan
fanatisme (taassubiyyah). Penyebab semua itu hanya satu, karena mereka
hanya ingin mengetahui yang diinginkannya, bukan yang bisa diketahui.
Pelacakan terhadap sesuatu dengan kontinyu merupakan ciri khas
pembahasan filsafat (al-falasifah), dan orang-orang Islam sebagaimana
dimaklumi, berusaha melepaskan diri dari para failusuf. Semua itu terjadi
karena mereka mengikuti sesuatu di luar syari‘at. Mereka mengikuti dalam
konteks ini adalah kesalahan besar (khataun azimun).>®

Syariat yang diberikan Allah Swt. kepada para Nabi dan Rasul
tersebut sudah barang pasti mempunyai tujuan, tidak ada sesuatu
aturan yang diundangkan Allah sia-sia. Muhammad Abd Zahrah
dalam kaitan ini menegaskan bahwa tujuan hakiki syariat (hukum)
Islam adalah kemaslahatan. Tak satupun hukum yang disyari’atkan
baik dalam al-Qur’an maupun sunnah melainkan di dalamnya terdapat
kemaslahatan.*Kemaslahatan sebagai manifestasi tujuantidak lain adalah
untuk mengatur kehidupan umat manusia dalam berbagai aspeknya,
keadilan sosial, keadilan ekonomi, hukum, budaya, moralitas, kemakmuran
masyarakat, kebahagiaan hidup, dan keselamatan dunia dan akhirat. Dalam
konteks ini Asep Saifuddin al-Mansur mengemukakan bahwa syari‘at
Islam mempunyai tujuan yang tidak terbatas pada lapangan material
yang bersifat sementara saja, melainkan ia bertujuan untuk menciptakan
masyarakat manusia yang adil dan makmur yang didasari oleh akhlak-
akhlak mulia yang dikandung oleh syari’at Islam serta kebahagiaan dan
keselamatan pemeluknya di dunia dan akhirat kelak yang merupakan
alam yang kekal dan abadi.®

8 Abb Ishaq al-Syatibi, al-Muwafaqer fi Usil al-Abkam, editor Muhammad Hasnain Makhlof
(Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), JId. ke 1, Juz ke 1, h. 22-23.

% Muhammad Abd Zahrah, Usd/ al-Figh (Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958), h. 366.

@ Asep Saifuddin Al-Mansur, Kedudukan Mazhab dalam Syariat Islam (Jakarta: Penerbit
Pustaka Al-Husna, t.t.), h. 25.
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Ibn Qayyim al-Jauziyyah al-Hanbali (w. 751 H) jauh sebelum Asep
Saifuddin Al-Mansur mengemukakan pendapatnya, ia telah menegaskan:

aleadly S LSS JWI08 (p de L %) Sy ) ey 2l

SWlly bl G
“Maka syari'at (al-syari’ah) yang Allah telah mengutus Rasul-Nya
dengannya adalah merupakan tulang punggungnya alam dan sekaligus

merupakan pusat keberuntungan dan kebahagiaan di dunia (al-ma’asy)
dan akhirat (al-ma’ad)”"

Ibn Qayyim lebih lanjut mengungkapkan:
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“Bahwa  sesungguhnya — syari’at  (al-syari'ah) dasar-dasar — dan
pembinaannya diletakkan di atas hikmah-hikmah dan kemaslahatan-
kemaslahatan hamba (umat manusia) untuk kehidupan dunia dan akhirat,
syari’at itu seluruhnya mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan
hikmah; Maka setiap masalah apa pun yang menyimpang dari keadilan
kepada ketidak adilan (al-jaur), dari ramhat kepada laknat, dari
maslahat kepada mafsadat, dan dari yang mengandung hikmah kepad
perbuatan sia-sia, maka bukanlah syari’at, meskipun setiap problem itu
diinterpretasikan (al-ta'wil). Syari'at adalah keadilan Allah bagi hamba-

¢ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, A /am al-Muwaqqiin an Rabb al-Alamin, Cet. Ke 1 (Bairut: Dar al-
Kutub al-TImiyyah, 1425 H/2004 M), h. 483.
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hamba-Nya, dan rahmat bagi makhluk-Nya, serta naungan Allah di
bumi-Nya” 2

Tegasnya, bahwa syariat Islam sebagai aturan perundang-undangan
produk Allah Swt. bersifat kekal abadi, berlaku sepanjang zaman dan
tempat di mana umat manusia berada dan bertempat tinggal di muka
bumi ini, tidak saja bersifat lokal atau nasional, tetapi bersifat internasional.
Kitab sucinya (al-Qur’an) terpelihara orisinalitas dan keasliannya sejak
wahyu diturunkan dan diterima oleh Nabi Muhammad Rasulullah Saw.
Keberlakukannya senantiasa relevan sepanjang zaman dan tempat hatta
yaumal qiydmah.Dalam kaitan ini, Abdul ‘Azim Mansur menguatkan
bahwa syari‘at Islam itu adalah syariat Tuhan yang bersifat Internasional
(‘Alamiyyah) yang diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia kepada Rasul-
Nya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia dengan berbagai
kecendrungan dan perbedaan tradisi dan kebiasaannya.®® Hal ini lebih
dipertegas lagi oleh Y0suf al-Qaradawi menulis dalam salah satu karyanya
dengan judul “Syariah al-Islam Salihah li al-Tatbiq fi Kulli Zaman wa
Makan” (Syariat Islam itu Relevan di Berbagai Tempat dan Zaman).*

Peraturan perundang-undangan produk Allah ini bila dikomparatifkan
dengan peraturanperundang-undangan produk manusia (Badan
Legislatif) dalam suatu pemerintahan, yang disebut dengan hukum
positif, maka tujuannya adalah sama, yaitu untuk mengatur kehidupan
masyarakat secara damai, aman, dan berkeadilan. Apeldoorn mengatakan
bahwa tujuan hukum positif ialah untuk mengatur tata tertib masyarakat
secara damai dan adil.® Tetapi perbedaannya terlihat: Pertama, dalam
hukum positif tujuan esensial yang bernilai tinggi dan kekal abadi tidak
menjadi perhatian, sedangkan dalam syariat Islam justru menjadi tujuan
substantif dan diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Kedua,

2 Jbid.

& Abdul ‘Azim Mansur, Wajibat al-Ubidiyyah li Allah (Kairo: Al-Majlis ‘ala li Syuw'dni al-
Islamiyyah, t.t.), h. 21.

¢ Lihat, Yosuf al-Qaradawi, Syariah al-Islim Salibah li al-Tatbiq fi Kulli Zamaén wa Makén (Al-
Qéhirah: Dar al-Sakhwah, t.t.), h. 6.

¢ Lihat, Suryo Wignyodipuro, Pengantar llmu Hukum (Bandung: Penerbit Alumni, 1975), h. 15.
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aturan syariat Islam yang terdokumentasikan dalam al-Quran dan sunnah
tidak ada perubahan, pengurangan dan penambahan, sedangkan dalam
hukum positif mudah terjadi perubahan, dan bila perlu aturan itu tidak
diberlakukan, karena dinilai tidak kontekstual lagi dengan tuntutan
zaman. Oleh karena demikian, tegasnya bahwa kedua aturan perundangan
tersebut tidak bisa dibandingkan, karena produk Allah kedudukannya
lebih tinggi, sementara aturan perundangan produk manusia bersifat
temporal. Demikian eksistensi hukum keluarga Islam dalam kerangka
syariah.
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BAB Il

HUKUM KELUARGA ISLAM
DALAM LITERATUR FIRIH

Pembahasan hukum keluarga dalam literatur fikih (al-figh) ini akan dilihat
dan diuraikan dari segi penyebutan term (istilah), terminologi hukum
keluarga, dan obyek pembahasan hukum keluarga.

A. Penyebutan Term Hukum Keluarga Islam

Dalam kajian literatur fikih berbahasa Arab, penyebutan term hukum
keluarga Islam terdapat beberapa term (istilah) yang digunakan oleh para
ulama, yaitu: al-ahwal al-syakhsiyyah, nizam al-usrah, huqiiq al-usrah,
al-ahkam al-usrah, dan munakahat.*® Sedangkan dalam perundang-
undangan hukum keluarga Islam kontemporer, ditemukan penyebutan
istilah tersebut dengan Qaniin al-Ahwal al-Syakhsiyyah. Qaniin al-Usrah,
Qanin Huqigq al-A'ilah, al-Ahkam al-Zawaj, dan al-Ahkam al-Izdiwaj.”

¢ Khoiruddin Nasution, Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam
Indonesia (Yogyakarta: Penerbit Academia dan Tazzafa, 2010), h. 6.
& [Ibid., h. 7.

4]



42

Dalam literatur berbahasa Inggris, baik berupa buku maupun
perundang-undangan hukum keluarga Islam kontemporer digunakan
beberapa istilah, di antaranya: Islamic Marriage Law,®® Islamic Family
Law,®dan Muslim Family Law.”

Penyebutan term atau istilah-istilah dengan bahasa Arab dan bahasa
Inggris tersebut di atas, pada dasarnya sama, adalah untuk menyebutkan
term hukum keluarga Islam. Dari sini dapat dipastikan bahwa hampir di
semua negara muslim modern mempunyai hukum keluarga, atau Undang-
undang hukum keluarga Islam dengan penyebutan istilah yang beragam
tersebut. Dapat ditegaskan bahwa tidak ada sebuah negara mana pun yang
tidak mempunyai Undang-undang hukum keluarga di dunia ini, kecuali
negara Saudi Arabia. Muhammad Amin Summa menegaskan bahwa, di
semua negara Islam dan negara-negara berpenduduk muslim (minoritas
dan mayoritas) berlaku hukum keluarga Islam. Sekurang-kurangnya
dalam bentuk hukum yang uncodified law.”!

¢ Lihat, Dawoud El-Alami, dan Doreen Hinchcliffe, Islamic Marriage and Divorce Laws
of the Arab World (London-The Hague-Boston: Kluwer Law International, 1996), Cimel
Book Series No. 2.
> Abdullah A. Al-Na’im (ed.), Islamic Family Law in a Changing World: A Global
Resource Book (London-New York: Zed BookLtd, 2002).
70 Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries: Hiistory, Text and Comparative
Analysis (New Delhi-India: Academy of Law and Religion, 1987), dan Family Law
Reform in the Muslim World (New Delhi: The Indian Law Institute, 1972).
Dimaksudkan dengan uncodified law di sini, yaitu kelompok negara-negara Islam dan
atau negara-negara berpenduduk muslim yang hukum keluarga Islam-nya belum (tidak
diatur) dalam bentuk hukum tertulis (undang-undang) seperti halnya negara Saudi
Arabia, dan negara-negara yang tergabiing dalam United Arab Emirates (UAE). Juga,
negara-negara berpenduduk muslim yang hukum keluarganya uncodified law, umumnya
ialah negara-negara yang penduduk muslimnya minoritas seperti Burma, Pilipina,
Thailand, dan lain-lain. Di negara-negara yang hukum perkawinannya masih uncodified
law, hukum perkawinan didasarkan pada kitab-kitab (buku-buku) figh mazhab yang
dianutnya. Pelaksanaan perkawinan serta hal-hal lain yang terkait dengannya seperti
talak dan rujuk pada umumnya ditangani oleh para ulama dan atau institusi keagamaan
setempat yang dianggap berwenang menangani masalah-masalah keagamaan umat
Islam. Lihat, Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 165-167.

N

71
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Adapun penyebutan dalam literatur berbahasa Indonesia digunakan
istilah, di antaranya: Hukum Perkawinan,”” Hukum Keluarga,”” Hukum
Kekeluargaan,” Hukum Perorangan,”” dan Hukum Keluarga Islam.”
Bahkan lebih spesifik lagi dikaitkan dengan Indonesia, Khoiruddin
Nasution misalnya, menyebutkan dalam judul bukunya dengan Hukum
Keluarga (Perdata) Islam Indonesia.” Ini menunjukkan bahwa kelihatannya
ia ingin melihat eksistensi hukum keluarga Islam Indonesia, karena di
dunia muslim modern satu sama lain telah mempunyai perundang-
undangan hukum keluarga masing-masing, seperti Mesir, Tunisia,
Yordania, Irak, Pakistan, Malaysia dan negara-negara muslim lainnya,
termasuk Indonesia.

Terminologi Hukum Keluarga

‘Abd al-Wahhab Khallaf (w.1956 M) mendefinisikan hukum keluarga (al-
ahwal al-syakhsiyyah) sebagai hukum yang mengatur perhubungan hidup
kekeluargaan, yang dimulai dari hubungan suami isteri, dan sanak kerabat
antara satu dengan yang lainnya.”® Agak berbeda dengan ‘Abd al-Wahhab
Khallaf, Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan al-ahwal al-syakhsiyyah adalah
hukum tentang hubungan manusia dengan keluarganya, yang dimulai dari
perkawinan sampai berakhir pada pembagian harta warisan karena ada
anggota keluarga yang meninggal dunia.”

72 Lihat, Khoiruddin Nasution, dkk., Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim
Modern (Yogyakarta: Penerbit Academia, 2012).

7 Ali Afandi, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (BW) (Jakarta: PT Bina Aksara, 1986).

7 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Penerbit PT Intermasa, 1980) Cet. ke 15,
h. 48.

7> Ali Afandi, Hukum Waris ...,h. 93.

76 Lihat, Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis
. keYurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah (Jakarta: Prenada Media, 2004).

77 Khoiruddin Nasution, Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam
Indonesia.

78 ¢Abd al-Wahhab Khallaf, ‘7/m Usil al-Figh, h. 32.

7 Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islam wa Adillatuh (Bairut: Dar al-Fikr al-Mu’asir, 1425
H/2004 M), Juz ke 6, h. 6.

Dr. Maimun, SH.,, MA.

43



44

Dari dua terminologi hukum keluarga di atas menunjukkan bahwa
secara redaksional tampak berbeda, tetapi secara substansial stresingnya
adalah sama, dan dapat diakumulasikan paling tidak: Pertama, hukum
hubungan kekeluargaan antara suami dan isteri itu terjadi melalui
proses peminangan (khitbah) hingga terjadi perkawinan, bahkan sampai
terjadi perpisahan antara suami dan isteri yang disebabkan karena wafat
salah satunya, atau karena perceraian. Kedua, hukum hubungan sanak
keluarga, dalam arti hubungan perwalian dan pemeliharaan anak yang
belum dewasa (‘agil balig) sebagai konsekuensi dari perkawinan. Ketiga,
hukum kekayaan keluarga, yang mencakup pembagian harta gono-gini
akibat terjadi perceraian, pembagian warisan akibat terjadi meninggal
dunia salah satu anggota keluarga, wasiat, hibah, dan wakaf. Oleh karena
demikian, Subekti mendefinisikan dengan lebih menegaskan bahwa
hukum kekeluargaan, adalah hukum yang mengatur perihal hubungan-
hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu
perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara
suami dan isteri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian dan
curatele.®® Senada dengan Subekti, Ali Afandi mendefinisikan hukum
keluarga sebagai keseluruhan ketentuan yang mengenai hubungan hukum
yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena

perkawinan (perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan,
keadaan tak hadir).®!

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan
hukum keluarga Islam adalah hukum yang mengatur hubungan antara
anggota keluarga, baik anggota keluarga kecil/inti (al-usrah) seperti
bapak, ibu, dan anak maupun anggota keluarga besar (al-@’ilah) seperti
anggota keluarga inti ditambah dengan kakek, nenek, anak paman,
anak bibi, dan saudara-saudara yang lainnya dalam kehidupan keluarga,
dan mereka dalam menjalani kehidupan keluarga berada dalam satu
rumah tangga, ataupun tidak dalam satu rumah tangga karena terjadi
berpisah disebabkan mereka menikah dengan anggota keluarga lain,

80 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, h. 16.
81 Ali Afandi, Hukum Waris ..., h. 93.
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karena perceraian, danmeninggal dunia. Semua kehidupan keluarga itu
dijalankan berbasis nilai-nilai ajaran Islam.*

B. Obyek Pembahasan Hukum Keluarga Islam

Cakupan materi atau obyek pembahasan hukum keluarga (ahkam al-ahwal
al-syakhsiyyah) yang terdokumentasikan dalam kitab-kitab fikih, secara
garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Mustafa Ahmad al-Zarqad’ (1285-1357 H/1868-1940 M)
mengemukakan bahwa cakupan materi pembahasan hukum keluarga
(al-ahwal al-syakhsiyyah) pada dasarnya meliputi tiga macam substansi
hukum, yaitu: (a) Perkawinan (al-zawdj) dan hal-hal yang berkaitan
erat secara luas dengannya. (b) Perwalian dan wasiat (al-walayah wa al-
wasdyah). (c) Kewarisan (al-miras).*® Demikian juga Muhammad Aba
Zahrah mengemukakan bahwa cakupan materi pembahasan hukum
keluarga secara substansial itu meliputi: (1) perkawinan (al-zawdj) dengan
pembahasannya yang sangat luas, sejak dari melakukan peminangan
(al-khitbah), timbulnya akad nikah (insya’ aqd al-zawaj), perempuan-
perempuan yang haram dinikahi (al-muharramat), kekuasaan dalam
perkawinan (al-wildyah fi al-zawaj), mewakilkan dalam perkawinan
(al-wakalah fi al-zawaj), keseimbangan antara calon suami dan isteri (al-
kafaah), hukum perjanjian perkawinan (hukm aqd al-zawaj), mas kawin
(al-mahr), nafkah isteri (al-nafaqah), inisiatif bercerai dari pihak suami
(al-talaq), inisiatif bercerai dari pihak isteri (al-khuli’), masa menunggu
(‘iddah), dan lain-lain. (2) hak-hak anak (huqiiq al-aulad) yang meliputi
perihal penyusuan (al-radaah) dan pemeliharaan anak (al-hadanah), dan
(3) perwalian dan pengampuan anak (al-hajr wa al-walayah).**

82 Sejalan dengan batasannya bahwa Islam adalah agama Allah yang diwasiatkan kepada
Nabi Muhammad Saw. untuk dipelajari pokok-pokok dan syari’at-nya, dan beliau wajib
menyampaikan kepada seluruh manusia. Lihat, Mahmad Syaltlt, al-Islam ‘Agidah wa
Syari’ah, h. 7.

8 Mustafa Ahmad al-Zarqa’, al-Figh al-Islami..., h. 34.

8 Muhammad AbQ Zahrah, al-Ahwal al-Syakhsiyyah (Bairut: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1377
H/1957 M), 586-597.
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Cakupan materi pembahasan hukum keluarga yang dikemukakan
oleh Mustafa Ahmad al-Zarqa’ dan Muhammad Abt Zahrah di atas,
tampak baru sekitar ruang lingkup perkawinan, perwalian, pengampuan,
kewarisan, wasiat, penyusuan, dan pemeliharaan anak, belum menjamah
perihal wakaf. Bahkan di dalam bukunya Abti Zahrah, tidak di singgung
sama sekali perihal kewarisan, dan wasiat, apatah lagi perihal wakaf.
Hal ini tampaknya mereka lebih mengkategorikan perihal tersebut pada
bidang muamalah daripada dimasukkan pada bahasan munakahat. Oleh
sebab itu, Muhammad Jawad Mugniyah dalam konteks ini menegaskan
bahwa cakupan materi pembahasan hukum keluarga meliputi perihal
perkawinan (al-zawdj) dengan berbagai problematikanya, perceraian
(al-talaq) dengan segala permasalahannya, wasiat (al-wasiyyah) dan
permasalahannya, waris (al-mawaris) dengan segala permasalahannya,
memberikan sejumlah harta benda kepada orang lain (nazir) untuk
digunakan/dimanfaatkan di jalan Allah (al-wagqf), dan pengampuan
(al-hajr).®> Wahbah al-Zuhaili, menjadikan hukum keluarga (al-ahwal al-
syakhsiyyah) sebagai bab tersendiri dalam bukunya, tampaknya hampir
sama dengan Jawad Mugniyah bahwa cakupan materi pembahasan hukum
keluarga meliputi: Pertama, perkawinan (al-zawdj) dan implikasinya, yang
mencakup di dalamnya pembahasan perceraian atas inisiatif suami (al-
talaq) dan inisiatif isteri (al-khulir’), perceraian atas putusan pengadilan
(al-tafriq al-qada’i), dan masa menunggu (al-‘iddah). Kedua, hak-hak
anak (huqiq al-aulad), yang mencakup asal-usul keturunan (al-nasab),
penyusuan anak (al-radaah), pemeliharaan dan pengasuhan anak (al-
hadanah), perwalian anak (al-waldayah), natkah isteri dan anak-anak
(nafaqat al-zaujah wa al-aulad). Ketiga, permasalahan wasiat (al-wasdaya).
Keempat, wakaf (al-waqf), dan kelima, harta waris dan pembagiannya
(al-miras wa al-far@’id).®

8 Lihat, Muhammad Jawaa Mugniyah, al-Figh ‘ala Mazahib al-Khamsah (Bairut: Dar al-
‘IIm 1i al-Malayyin, 1964).
8 Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami ..., Juz ke 9, h. 6485.
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Berdasarkan cakupan materi pembahasan hukum keluarga menurut

para ulama yang terdapat di dalam kitab-kitab fikih tersebut di atas, maka

secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

1.

Peminangan (al-khitbah), yang mencakup bahasan mengenai:

a. Makna meminang

b. Hikmah meminang

¢. Macam-macam meminang

d. Perempuan yang boleh dipinang dan yang tidak boleh dipinang

e. Peminang dibolehkan melihat perempuan yang akan dipinang
pada batas-batas tertentu.

Perkawinan (al-nikah):

a. Batasan perkawinan

b. Hukum perkawinan

c.  Rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan

d. Perempuan-perempuan yang boleh dikawini dan yang tidak
boleh dikawini

e. Hukum perkawinan yang sah dan yang fasid atau batil

Mas kawin (al-mahr)

a. Wakil dalam perkawinan (al-wakalah fi al-zawaj)

b. Kesamaan derajat dalam perkawinan (al-kafaah fi al-zawaj)

Poligami (taaddud al-zaujat)

Hak dan kewajiban suami dan isteri(huqiiq al-zawaj wa al-zaujah

wa wajibatih)

Nafkah isteri (nafgah al-zaujah)

Perceraian (al-talaq):

a. Perceraian atas inisiatif suami (al-falaq), dan atas inisiatif isteri
(khulw’)

b. Macam-macam perceraian (al-talaq)

c.  Rujuk

d. ‘Iddah

Hak-hak anak (hugqiiq al-aulad):

Penetapan keturunan ($ubiit al-nasab)
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a. Penyusuan anak (al-radaah)

b. Pemeliharaan dan pengasuhan anak (al-hadanah)
10. Pengampuan dan perwalian anak (al-hajr wa al-walayah)
11. Wasiat (al-wasaya):

a. Makna wasiat

b. Rukun-rukun dan syarat-syarat wasiat

c. Batasan harta benda yang diwasiatkan

d. Pesan wasiat yang dijanjikan (al-wasiyyah al- ahdiyyah).
12. Waris (al-miras):

a. Makna waris

b. Penerima harta waris

c. Besaran bagian waris bagi ahli waris

d. Al-hajb

e. Al-Radd

t.  Aul
13. Wakaf (al-wagqf):

a. Makna wakaf

b. Rukun-rukun dan syarat-syarat wakaf

c. Kekuasaan atas wakaf

d. Menjual harta benda wakaf.
14. Pemberian harta benda tertentu (hibbah).

C. Beberapa Contoh Kontroversial Aktual Hukum
Keluarga Islam

Dari obyek pembahasan hukum keluarga tersebut di atas, akan dipilih
secara representatif beberapa materi yang selama ini menjadi perbedaan
pendapat di kalangan para pemikir dan pembaharu hukum keluarga Islam,
yaitu di antaranya disekitar masalah pembatasan usia ideal minimal nikah
(kawin), pencatatan perkawinan, penjatuhan talak, pembagian waris, dan
mengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf.

HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM LITERATUR FIKIH



Pembatasan Usia Ideal Minimal Kawin

Dalam literatur fikih klasik pada umumnya, tidak ditemukan batasan
minimal usia ideal perkawinan, tetapi juga tidak ada larangan untuk
menetapkan batas minimal usia perkawinan. Bahkan terkesan, boleh
saja mengawinkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang
masih sama-sama kecil. Dalam konteks ini, justru yang ditemukan
adalah peranan wali dalam perkawinan, sehingga muncul pertanyaan
apakah boleh seorang wali mengawinkan anak gadisnya yang masih
di bawah umur dengan tanpa persetujuannya. ?

Menurut Ibn al-Munzir, para ulama telah sepakat (ijma’) bahwa
bapak (ayahnya) boleh mengawinkan anak gadisnya yang masih
kecil (al-bikr al-sagirah) kepada laki-laki yang sepadan (al-kafaah)
tanpa persetujuannya, dan tidak ada hak memilih bagi anak gadis itu
setelah dewasa.®” Imam Syaff’i (150-204 H) mengatakan tidak boleh
seorang gadis kecil dikawinkan oleh orang lain, kecuali oleh bapak
kandungnya. Kalaupun dikawinkan dengan secara paksa oleh orang
lain, maka perkawinannya itu dibatalkan. Terkecuali kakek laki-laki
yang bisa menggantikan posisi bapaknya untuk mengawinkan yang
demikian itu.®® Sedangkan Imam Malik (93-179 H) secara implisit
mengatakan bahwa perkawinan seorang janda yang belum dewasa
(al-sayyib al-gair al-balig) yang belum dicampuri oleh mantan
suaminya, baik berpisah karena ditalak, atau karena ditinggal mati,
maka kedudukannya sama dengan gadis, bahwa bapak mempunyai
hak otoritatif (haq al-ijbar) terhadap anak gadisnya. Sebaliknya, kalau
sudah dicampuri mempunyai kedudukan sama dengan janda, bahwa
ia lebih berhak pada dirinya ketimbang walinya.* Senada dengan

87

88

89

Syams al-Din Ibn Qudamah, al-Mugni wa al-Syarh al-Kabir (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), Juz
ke 7, h. 379-380.

Al-Imam Abi ‘Abd Allah Muhammad bin Idris al-Syafi’i (selanjutnya ditulis al-Syafi’i),
al-Umm (T.tp.: Tnp., t.t.), Juz ke 7, h. 142.

Al-Imam Sahniin bin Sa’id al-Tanukhi (selanjutnya ditulis dengan Sahniin), al-
Mudawwanah al-Kubra (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), JId. ke 2, h. 140. Al-Imam al-Qadi Aba
al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Rusyd (selanjutnya ditulis Ibn Rusyd), Biddyah
al-Mujtahid wa Nihayah al-Mugqtasid (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), Juz ke 2, h. 5-6.
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pendapat Malik, al-Kasani (w. 587 H) mengatakan bahwa bapak
mempunyai hak otoritatif terhadap anak gadisnya yang masih kecil,
atau sudah janda untuk dikawinkan dengan seorang laki-laki.”

Dari keempat pendapat tersebut di atas dapat dikatakan bahwa
mayoritas ulama (jumhiir al- ulama’) sepakat membolehkan seorang
bapak mengawinkan anak gadisnya yang masih kecil, atau sudah
janda dengan seorang laki-laki, meskipun tanpa persetujuannya.
Tetapi pendapat ini dikritik oleh Ibn Hazm (383-457 H) dengan
berpegang pada pandangan Ibn Syubrumah. Menurutnya, tidak boleh
seorang bapak mengawinkan anak gadisnya yang masih kecil, kecuali
ia sudah dewasa dan dimintakan persetujuannya.”

Perbedaan pandangan antara mayoritas ulama dengan Ibn Hazm
tersebut di atas, mereka berpegang pada argumentasi masing-masing.
Mayoritas ulama berargumentasikan:

Pertama, Q.S. al-Talaq (65), ayat 4:

z s - P v
@/ oJ.A\u,ul}a;- di.su.lj,.@.l.?,am
“Dan  perempuan-perempuan yang tidak haid lagi
(monopause) di antara perempuan-perempuan jika kamu
ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka
adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan
yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil,

waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan
kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada

% Al-Imam ‘Ala’u al-Din Abi Bakar bin Mas’tid al-Kasani (selanjutnya ditulis al-Kasani),
Kitab Bada’i’ al-Sand’i’fi Tartib al-Syara’i’ (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), Juz
ke 2, h. 359.

% Abi Muhammad ‘Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm (selanjutnya ditulis Ibn Hazm), a/-
Muhalla (Bairut: Dar al-Jael, t.t.), Juz ke 9, h. 458-459.
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Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam
urusannya’.

Ayat ini menjelaskan bahwa perempuan yang sudah putus masa
haidnya dan perempuan yang belum berhaidmaka masa ‘iddah-nya
adalah tiga bulan. Menurut mayoritas ulama bahwa gadis yang masih
kecil termasuk golongan perempuan yang belum ber-haid. Kemudian
secara rasional, adanya ‘iddah itu menunjukkan adanya talak yang
didahului oleh hubungan seksual, dan talak muncul disebabkan
terjadi pernikahan. Karena itu, berdasarkan ayat ini boleh (dan sah)
mengawinkan gadis yang masih kecil.

Kedua, hadis dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan
Muslim:
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“Dari ‘Aisyah ia berkata: Rasulullah Saw. mengawiniku ketika

aku berumur enam tahun .. Dalam riwayat yang lain, Nabi Saw.

mengawininya ketika ‘Aisyah masih berumur enam tahun, dan ia

diserahkan kepada Nabi ketika umurnya sudah sembilan tahun, dan
ia tinggal bersama Nabi selama sembilan tahun”.

%2 Al-Imam Abi ‘Abd Allah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim ibn al-Mugirah bin
Bardazabah al-Bukhari al-Ju’fy (selanjutnya ditulis Imam Bukhari), Sahih al-Bukhari
(Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1425 H/2004 M), Cet. ke 4, h. 967. Al-Imam Abi al-
Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisabvri (selanjutnya ditulis Imam Muslim),
Sahih Muslim (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2004 M), Cet. ke 8, h. 528.
Imam Ibn al-Asir al-Jazri, Jami’ al-Usil min Ahadis ar-Rasiil, Pen-tahqiq Muhammad
Hamid al-Faqi (Bairut: Dar Thya’ at-Turas al-‘Arabi, 1404 H/1984 M), Juz ke 12, Cet. ke
4,h. 109.
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Hadis ini menurut jumhir al-‘ulama (Ibn Qudamah al-Hanbali,
al-Kasani al-Hanafi, Imam Malik, Ibn Abi Laila, Imam Syaff’i , dan
Ishaq) sebagai dasar dibolehkan gadis kecil dinikahkan, meskipun
tanpa persetujuannya. Indikatornya, Abt Bakar sendiri (sebagai
wali) ketika ‘Aisyah dinikahkan tidak dimintai persetujuannya.
Namun demikian, peristiwa perkawinan Rasulullah dengan Aisyah
ini tidaklah dipandang sebagai kekhususan, karena, jika dipandang
sebagai dasar kekhususan, maka tidak akan terjadi perkawinan
Qudamah bin Maz’an dengan puteri Zubair yang baru lahir, dan
perkawinan Umar bin Khattab (w. 23 H) dengan puteri Ali yang masih
kecil, Ummu Kal$am.”

Sedangkan Ibn Hazm berargumentasikan pada hadis yang
diriwayatkan oleh jamaah ahli hadis dari Abti Hurairah:
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“Dari Abi Hurairah dari Nabi Saw. beliau bersabda: Tidak
dikawinkan janda schingga diminta persetujuannya, dan tidak
dikawinkan gadis sehingga diminta izinnya. Para sahabat bertanya:
Bagaimana persetujuan (izin)nya ya Rasulullah.? Beliau menjawab:
Izinnya adalah diamnya”.

Hidis ini menjelaskan bahwa seorang wali (termasuk wali
mujbir) ketika akan mengawinkan anak gadisnya harus meminta
persetujuan (izin) terlebih dahulu kepadanya, sebelum perkawinan
itu dilangsungkan. Karena itu, sah dan tidaknya perkawinan gadis
kecil tersebut sangat tergantung pada persetujuannya. Sedangkan
persetujuannya itu tidak dapat dianggap, maka berarti wali harus

%> Tbn Qudamah, al-Mugni..., Juz ke 7, h. 380.
% Imam Bukhari, Sahih al-Bukhari, h. 968. Imam Muslim, Sahih Muslim, h. 528..
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menunggu sampai anak gadisnya berumur dewasa. Pandangan inilah
yang menjadi argumentasi Ibn Hazm yang mengacu pada pendapat
Ibn Syubrumah.

Pendapat Ibn Syubrumah menurut riwayat al-Tahawi
menyatakan bahwa tujuan utama dari perkawinan ialah untuk
mendapatkan keturunan dan memelihara diri dari perbuatan dosa.
Cara mendapatkan keturunan dan memelihara diri dari perbuatan
dosa tentulah dengan jalan hubungan seksual, sedangkan tujuan
utama ini hanya dapat dilakukan terhadap gadis yang umurnya telah
memungkinkan untuk disetubuhi (dewasa).”

Pandangan Ibn Syubrumah yang menjadi basis pendapat Ibn
Hazm di atas tampaknya sejalan dan sekaligus memperkuat pendapat
jumhiir al-‘ulama yang berargumentasikan pada nas (Q.S. al-Talaq
(65): 4) bahwa adanya ‘iddah itu berarti adanya hubungan seksual.
Adanya hubungan seksual menunjukkan bahwa umur seorang gadis
dalam batas yang sudah tahan untuk disetubuhi (dewasa). Tegasnya,
tanpa ada hubungan seksual tentulah tidak akan ada ‘iddah. Jadi, nas
yang menjadi argumentasi jumhar al-‘ilama itu justru sesungguhnya
memperkuat pendapat Ibn Hazm yang mengacu pada pandangan Ibn
Syubrumah dari riwayat al-Tahawi.

Dari deskripsi pendapat para ulama tersebut di atas jelaslah
bahwa pembatasan usia minimal kawin di dalam literatur fikih klasik
tidak ditemukan pembahasannya.

Pencatatan Perkawinan

Sama dengan pembatasan usia minimal kawin, pembahasan tentang
pencatatan perkawinan tidak ditemukan dalam literatur fikih klasik.
Sejauh literatur yang penulis baca, ditemukan pasal al-syahadah yang
menjadi sub bahasan tentang fungsi saksi dalam hubungannya dengan
perkawinan. Misalnya, Ibn Rusyd al-Maliki (w.595 H) menjadikan
al-syahadah sebagai sub pasal, yang dimulai dalam pembahasannya
dengan konsensus para ulama (Abt Hanifah, Syaff’i , dan Malik)

% Ibn Qudamah, al-Mugni ..., Juz ke 7, h.380.
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bahwa al-syahdadah merupakan salah satu syarat perkawinan (bukan
rukun perkawinan), tetapi mereka berbeda pendapat apakah
sebagai syarat kesempurnaan perintah ketika pasangan suami isteri
melakukan hubungan seksual, ataukah menjadi syarat sah dalam
akad perkawinan. Kemudian, mereka juga sepakat bahwa perkawinan
rahasia (nikah al-sirri) itu dilarang.” Hampir sama dengan Ibn Rusyd,
Sahnan al-Maliki (160-240 H) membahas fungsi saksi sekilas ketika
mendeskripsikan masalah nikah al-sirri.”” Dari sini jelas semakin
memperkuat keyakinan, bahwa masalah pencatatan perkawinan erat
kaitannya dengan fungi saksi dalam perkawinan.

Al-Sarakhsi (w. 490 H) mengemukakan, bahwa menurut ulama
Hanafi berdasarkan hadis Rasulullah *.Jiodllz 1) e 5o (tidak ada
perkawinan melainkan harus ada saksi). Hadis ini sebagai dasar untuk
menolak pendapat Imam Malik, Ibn Abi Laila, dan Usman al-Batta
yang berpendapat saksi tidak termasuk rukun perkawinan, tetapi
yang menjadi rukun adalah pengumuman (al-i’lan). Lebih lanjut, as-
Sarakhsi mengemukakan sebuah hadis Ibn Abbas (w. 68 H) dari Nabi
Saw. yang mengharuskan kehadiran empat unsur dalam perkawinan,
yaitu calon suami sebagai pelamar (sifahun khatibun), wali, dan dua
orang saksi (syahidan),” ditambah lagi dengan pernyataan Umar
bin Khattab yang tidak mengakui keabsahan perkawinan yang
hanya dihadiri oleh satu orang saksi.'” Sebagai konsekuensi dari
pendapat Imam Malik, Ibn Abi Laila, dan USman al-Batta yang

menekankan harus diumumkan, berarti perkawinan itu mesti

% Tbn Rusyd, Biddyah al-Mujtahid..., Juz ke 2, h. 13.
%7 Sahnon, al-Mudawwanah al-Kubra, J1d. ke 2, h. 194.

% Lihat, AbG‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Surah at-Tirmizi (selanjutnya ditulis at-Tirmizi),
Sunan al-Tirmizi (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), JId. ke 3, h. 412. Syams al-Din al-Sarakhsi,

al-Mabsit (Bairut: Dar al-Ma’rifah, 1409 H/1989 M), J1d. ke 3, Juz ke 5, h. 30.
9 Teks hadis lengkapnya: ) ) )
Oales g Sl 2 30wl 5 ] K 8806 e et o 6D ST d o B oY
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Lihat, Imam Malik bin Anas, 2/-Muwatta’ (Bairut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M), h. 339. Al-

Sarakhsi, a/-Mabsit, JId. ke 3, Juz ke 5, h. 31.
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diumumbkan kepada masyarakat, walaupun hanya dihadapan anak-
anak dan orang gila, maka sah perkawinan itu. Argumentasi yang
mereka ke depankan, seperti dikemukakan al-Sarakhsi adalah hadis
Rasulullah yang menyuruh mengumumkan perkawinan walaupun
dengan pemukulan gendang (rebana). Dan ‘Aisyah sendiri ketika
melangsungkan perkawinan diumumkan dengan melalui tabuhan
gendang.'”! Berdasarkan hadis dan pernyataan Umar bin Khattab
tersebut, mereka kemudian menyatakan bahwa unsur yang menjadi
batas boleh atau tidaknya perkawinan adalah ada atau tidaknya
unsur upaya merahasiakan. Jika dalam perkawinan itu ternyata
terdapat unsur merahasiakan, maka yang demikian itu termasuk
perkawinan yang dilarang. Sebagai solusinya, agar perkawinan itu
tidak termasuk kategori yang dilarang, maka harus diumumkan,
sehingga implikasinya dapat mengantisipasi tuduhan dan keraguan

orang lain.'®

Al-Sarakhsi lebih jauh mengemukakan bahwa Abt Hanifah
menyatakan sah perkawinan yang disaksikan oleh (saksi) orang-
orang fasik. Sedangkan menurut Imam Syafi’i tidah sah perkawinan
yang saksinya dari orang-orang fasik, yang didasarkan pada hadis
bahwa tidak ada perkawinan kecuali dengan adanya wali dan dua
orang saksi yang adil.'”Terdapat dua argumentasi yang dikemukakan
as-Sarakhsi sekaligus untuk menjawab pendapat al-Syafi’i : Pertama,
penyebutan saksi harus adil dalam hadis dimaksud adalah bersifat
mutlak (umum), tidak saja pada kasus-kasus tertentu, tetapi juga

10" Terdapat beberapa teks (matan) hadis yang berbeda, tetapi substansinya adalah sama,
yaitu:
ASBH g aa Bv.J Cb‘J‘ 5.1;1 Je ‘,Lﬂju.mm k;,; A J,,J o wf,u,nd A LE G 2())
‘5,\,}& A,.),.w \uf.u u_c\f,wb C\.Q\ I3e] J6 (,Lw, < L;L.p Al JJW) Q\ (G ) &2z (Y)
(.5.\;.\ 1}*5) uf.uu ucny,pu, »LMJs 3 }1,;4, C&Ju [NES \).m Ji ,Lﬂ, ] Q).,, A Jg st 2 22 (v)
Lg.uJJ\ 4>-J>~1 f\.wi }Jj
Lihat, Al-Tirmizi, Sunan al-Tirmizi, h. 398-407. Jalal al-Din al-Suyvti, Sunan al-
Nasai (Bairut: Dar al-Ma’rifah, 1411 H/1991 M), Juz ke 5, h. 437. Al-Sarakhsi, al-
Mabsit, J1d. ke 3, Juz ke 5, h. 31.
102 Al-Sarakhsi, al-Mabsot, h. 31.
13- Al-Syafi’i, al-Umm, Juz ke 7, h.144. Al-Sarakhsi, al-Mabsot, h. 31.
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termasuk dalam bidang mu’amalah, saksi dibutuhkan orang yang
adil agar tidak bersikap curang. Sementara dalam perkawinan,
kehadiran saksi hanya untuk menyaksikan dan mendengarkan,
sehingga tidak terlalu khawatir saksi akan berlaku curang. Kedua,
fasik tidak dapat mengurangi keimanan seseorang, sebagaimana
yang dipegang oleh al-Syafi’i . Sebab tindakan hukum tidak akan
menambah atau mengurangi iman seseorang, dan sekalipun seseorang
itu fasik,keimanan tetap melekat pada dirinya.'” Bahkan dalam kaitan
dengan kepemimpinan, as-Sarakhsi menyatakan bahwa sifat fasik
tidak mengakibatkan seseorang tidak boleh menjadi pemimpin (al-
imamah wa al-sultanah), sebab para pemimpin sesudah al-khulafa
al-rasyidin hampir semuanya fasik.'*

Senada dengan al-Sarakhsi, al-Kasani (w. 587 H) mengatakan
bahwa orang fasik boleh menjadi saksi dalam perkawinan. Adanya
kekhawatiran orang fasik menjadi saksi itu hanya pada kasus yang
terdapat unsur ijtihadnya, sedangkan saksi dalam perkawinan hanya
sebagai pendengar dan menghadiri, dan tidak ada unsur ijtihad.'* Al-
Kasani juga menyatakan bahwa saksi dalam perkawinan merupakan
suatu keharusan, dan tidak sah suatu perkawinan yang tidak dihadiri
oleh para saksi. Dasarnya adalah hidis Ibn Abbas yang diriwayatkan
oleh al-Tirmizi:

1070132, 3y VI 25 Y
PRSI G .
“Tidak ada perkawinan kecuali disaksikan dengan dua orang saksi”.

Hadis di atas menunjukkan bahwa perkawinan mesti disaksikan
(dihadiri) oleh para saksi, dan dipandang tidak sah sebuah perkawinan,
tanpa dihadiri oleh para saksi. Kaitan dengan hadis “umumkanlah
perkawinan dan walaupun dengan hanya tabithan gendang” menurut

194 Ibid.

195 Ibid., h. 32.

¢ Al-Kasani, Bada’i’ al-Sand’i’, h. 379-380.

17 Al-Tirmizi, Sunan al-Tirmizi, J1d. ke 2, h. 284.
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al-Kasani erat kaitannya dengan tuntutan kehadiran para saksi, sebab
dengan kehadiran mereka berarti secara otomatis sudah diumumkan.
Adapun potongan hadis suruhan “walaupun dengan tabithan gendang”
itu sifatnya anjuran (li al-nadb), untuk melengkapi pengumuman

dengan saksi tadi.'”®

Dari pandangan antara Ibn Rusyd al-Maliki dengan al-Sarakhsi
dan al-Kasani al-Hanafi tersebut di atas, terlihat perbedaannya bahwa
Imam Abt Hanifah tampak lebih menekenkan pada kehadiran saksi
dalam perkawinan, sedangkan Imam Malik lebih menekankan pada
tungsi saksi dalam perkawinan, yaitu sebagai sarana pengumuman,
sehingga perkawinan itu diketahui oleh banyak orang (masyarakat).

Imam al-Syafi’i dalam konteks perkawinan ini, juga
mengharuskan adanya saksi, menurutnya, tidak boleh dalam suatu
perkawinan melainkan harus dengan adanya wali, dua orang saksi
yang adil, persetujuan dari perempuan yang akan dikawinkan
(rida al-mankithah), dan persetujuan dari orang (laki-laki) yang
akan menikahi (al-nakih)."” Pendapat al-Syafi’i ini dapat dipahami
bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi empat
unsur, yaitu adanya wali, disaksikan oleh dua orang saksi yang adil,
persetujuan perempuan yang akan dikawinkan, dan begitu pula
adanya persetujuan dari pihak laki-laki yang akan menikahinya. Dari
pendapat al- Syaff’i ini kemudian di kalangan Sydfi’iyyah menjadi
suatu acuan dan ditetapkan sebagai rukun dalam perkawinan.

Ibn Qudamah al-Hanbali (w. 620 H)berpendapat bahwa saksi
dalam perkawinan harus ada, dasarnya adalah hadis Nabi.""* Saksi
dalam perkawinan menurut Ibn Qudamabh, tidak boleh seorang

18 Al-Kasani, Bada i’ al-Sana’i’, h. 377.
19" Al-Syafi’i, al-Umm, Juz ke 7, h. 411 dan 207.
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NESIERA T Y #2\& Y (Tidak ada perkawinan kecuali dengan adanya wali dan dua orang
saksi yang adil), dan J 2= s Wi 24y s ~\S3Y (Tidak ada perkawinan kecuali dengan
adanya wali yang cerdas dan dua orang saksi yang adil). ITbon Qudamah, a/-Mugni, Juz
ke ¥, h. Y¥4-¥¢+ Kedua teks hadis tersebut disebutkan oleh Imam Syafi’i dari Ibn Abbas
dalam al-Umm-nya, dan riwayat al-Baihaki dari jalan Ibn Haisam dari Sa’id bin Jubair
dengan sanad yang marfii’.
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zimmi, tidak boleh perempuan, tetapi boleh saksi dari orang buta,
dengan syarat mengetahui betul suara orang yang melakukan
perkawinan (sautu al-mutaaqqidain), sebagaimana pengetahuan
orang yang tidak buta. Dasar perempuan tidak boleh menjadi saksi
dalam perkawinan adalah sunnah Rasulullah yang diriwayatkan
oleh al-Zuhri, bahwa beliau melarang perempuan menjadi saksi
dalam masalah tindak pidana kejahatan (al-hudiid), perkawinan
(al-nikah), dan perceraian (al-falaq). Dalam riwayat Abt ‘Ubaid,
termasuk dalam bidang perdata (al-amwal).""! Ibn Qudamah lebih
lanjut mengemukakan bahwa dianjurkan dalam suatu perkawinan
untuk diumumkan agar masyarakat mengetahui, dengan menabuh
gendang. Dasarnya adalah hadis Rasulullah.'?

Dari pembahasan di atas, terlihat bahwa semua ulama
mengharuskan adanya saksi dalam perkawinan. Hanya saja mereka
berbeda penekanannya, Imam Abt Hanifah lebih menekankan pada
kehadiran saksi dalam perkawinan, sebagaimana dipegangi oleh
al-Sarakhsi dan al-Kasani, sebagai salah satu syarat perkawinan,
Imam Malik pada fungsi saksi sebagai sarana pengumuman dalam
perkawinan, Imam Syafi'i menekankan pada kehadiran saksi dalam
perkawinan, sebagai salah satu rukun perkawinan, dan Ahmad bin
Hanbal yang pendapat-pendapatnya dipegangi oleh Ibn Qudamah
menekankan pada kehadiran saksi dalam perkawinan, sebagai salah
satu rukun perkawinan.

3. Penjatuhan Talak
Dalam literatur fikih klasik, talak (al-falaq) bisa dijatuhkan di mana
saja, dan kapan saja. Bahkan dengan kata-kata sendau gurau pun
talak dapat dijatuhkan (al-faldq bi al-hazl). Dan tidak ditemukan
fatwa seorang ulama konvensional pun yang mengatakan bahwa talak
harus diucapkan di depan pengadilan.

""" Tbn Qudamah, al-Mugni, Juz ke 7, h. 340-342.

12 A8 e ge sda il an JAl Juall adde) syl 5 S ) ile | (Umumbkan perkawinan dan pukullah
gendang). At-Tirmizi, Sunan at-Tirmizi, op.cit., JJd ke ¥, h. Y34, Ibn Qudamah, al-Mugni,
h. Y&y,
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Dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis
tidak akan dapat diwujudkan kecuali dengan suasana tentram
(sakinah), penuh cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah).'"®
Namun, untuk mewujudkan suasana rumah tangga tersebut tidak
mudah, karena problematika kerumahtanggaan senantiasa muncul
seiring dengan waktu pasangan suami isteri menjalani kehidupan
rumah tangganya. Dua jenis manusia yang berbeda karakter, watak,
budaya, dan ras menyatu dalam suatu kehidupan rumah tangga,
sangat boleh jadi akan mudah terjadi konflik internal rumah tangga
sekiranya mereka tidak pandai menggerakkan roda dan mengarungi
bahtera kehidupan rumah tangga. Konflik internal itu akan terjadi
bisa muncul dari pihak isteri, dan bisa juga dari pihak suami.

Rasulullah Saw. pernah bersabda:

I st oo e
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. f L
“Darilbn Umarr.a.ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Perbuatan

halal yang paling dibenci Allah adalah talak. H.R. Abt Dawud, Ibn
Majah, dan disahihkan oleh al-Hakim”.

Berdasarkan hadis di atas, dapat dikatakan, walaupun talak
merupakan perbuatan yang dibenci Allah, tetapi dalam kondisi
tertentu dapat dijadikan sarana penyelesaian konflik rumah tangga,
setelah dilakukan upaya perdamaian atau diadvokasi, dimediasi
oleh pihak lain terhadap pihak-pihak yang berkonflik. Tegasnya,
jika sebuah rumah tangga antara suami dan isteri terjadi konflik

13-Q.S. al-Raim (30): 21: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jemismu sendiri, supaya kamu cendrung dan merasatentram
kepadanya, dan dijadikan-Nya dia antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada
yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

14 Abv Dawud Sulaiman bin al-‘Asy’a$ al-Sajastani (selanjutnya ditulis Abv Dawud),
Sunan Abi Dawud (Bairut: Dar al-Fikr, 1424 H/2003 M), Juz ke 2, h.226.
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internal tidak dapat diselesaikan dengan baik dan tidak ada harapan
untuk mempertahankan biduk rumah tangganya, maka alternatif

115

solusi terakhir adalah perceraian'”® yang dapat ditempuhnya sebagai

pemutus ikatan perkawinan.

Menurut al-Sarakhsi al-Hanafi, ikatan perkawinan menjadi putus
karena talak (al-falaq), khuly’, il@’, dan zihar."'® Sedangkan menurut
Sahniin al-Maliki, ikatan perkawinan menjadi putus karena talak,
khuly’, fasakh, syiqaq, nusyiiz, ila’, dan zihar."'” Menurut Imam Syafi’i,
ikatan perkawinan bisa terjadi putus karena talak, khulu’ fasakh,
syiqaq, nusyiz, ila,zihar, dan lign.''* Adapun menurut Ibn Qudamah
al-Hanbali, ikatan perkawinan bisa putus karena talak, khulu’, ila,

dan zihar.'?

Dari pandangan para ulama tersebut dapat ditegaskan bahwa
secara garis besar dalam literatur fikih klasik, sebuah ikatan
perkawinan dapat putus disebabkan talak (talaq), khulw’, fasakh,
syiqaq, nusyiiz, il@, lian, dan zihar, sebagaimana uraian di bawah ini.

Pertama, talak (al-falaq). Talak dalam terminologi hukum Islam
(al-syara’) yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan kata talak dan

yang semacamnya.'*® Dasar hukum disyariatkan talak di antaranya
Q.S. al-Baqarah (2): 229,"*! al-Talaq (65):1,"* dan hadis Rasulullah

15 Perceraian dalam arti melepaskan ikatan perkawinan oleh pihak suami, disebut dengan
talak (zaldq). Sedangkan perceraian dalam arti pemutusan ikatan perkawinan atas
permintaan isteri dengan membayar pengganti (‘iwad), disebut dengan khulii’. Sayyid
Sabiq, Figh al-Sunnah, J1d. Ke 2, h. 206 dan 253.

16 Al-Sarakhsi, al-Mabsiit, J1d. ke 3, Juz ke 6, h. 3, 171, dan 223. Al-Kasani, Kitab Bada’i’
al-Sana’i’, J1d. ke 3, h. 88, 152, 170, 229, dan 238.

17 Sahniin, al-Mudawwanah al-Kubra, J1d. ke 2, h. 114, 231, 295, 304, 320, dan 335. Ibn
Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, Juz ke 2, h. 45, 51, 52, 74, 78, dan 86.

18 Al-Syaft’i, al-Umm,Juz ke 7, h. 145-150.

19 Tbn Qudamabh, al-Mugni, Juz ke 8, h. 219, 234, 503, dan 554.

120 Seperti kata al-firaq (lihat, Q.S. Ali Imran (3):103, al-Bayyinah (98): 4, dan al-sirah atau
al-tasrih (lihat. Q.S. al-Ahzab (33): 49). Mustafa bin al-‘Adwi, Ahkam al-Talaq fi al-
Syari’ah al-Islamiyyah (al-Qahirah: Maktabah Ibn Taimiyyah, 1409 H/1988 M), Cet.ke
1,h.9,33-34.

2 “Talak (vang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang
ma ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ..."".

122 “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan
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Saw.'” Talak dalam literatur figh klasik, hanya dimiliki oleh suami.
Hal ini dikarenakan: (a) Secara psikologis, perempuan pada umumnya
lebih mengedepankan perasaan, dan sensitif sekali perasaannya,
sekiranya perempuan mempunyai hak mentalak di saat dihadapkan
pada problem krusial, maka ia akan mudah mengucapkan kata talak.
(b) Laki-laki (suami) mempunyai tanggungjawab yang besar, mulai
dari memberi maskawin, nafkah, nafkah di saat ‘iddah, dan lain-lain,

karenanya hak talak dimiliki oleh suami.'**

Sebagai konsekuansi dari terjadi talak, al-Sarakhsi
mengkategorisasikan talak dilihat dari segi waktu dan bilangannya
menjadi dua macam, yaitu talak sunnah,dan talak bidah.'> Ibn Rusyd
mengkategorisasikan talak pada dua macam: Pertama, dilihat dari
segi sifat talak dibedakan menjadi talak ba’in, dan talak raj’i. Kedua,
dilihat dari waktu dan bilangan dibedakan pada talak sunni dan
bid’i."*¢ Sedangkan al-Syafi'i membedakan pada tiga macam, yaitu
talaq ba’in kubra, talaq ba’insugra, dan talagraj’i.'”” Adapun Ibn
Qudamah membedakan talak juga pada dua macam yang istilahnya
sama dengan al-Sarakhsi, yaitu talak sunnah, dan talak bidah.'®
Kategorisasi istilah talak dari para ulama di atas, akan dijelaskan apa
yang disebut dengan talak ba’in, raj’i, sunni, dan talak bid’i.

Dimaksudkan dengan talakba’in menurut ulama Hanbali, yaitu
seorang suami yang tidak boleh kembali kepada isterinya yang telah
ditalak tiga, atau karena adanya penerimaan pengannti dari isteri
(‘iwad) yang memisahkannya (khulu’), atau yang lainnya (fasakh)
dan bagi mantan isteri tidak ada masa ‘iddah.'® Terminologi yang

mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) ..."".

123 “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak”. Al-San’ani, Subul as-Salam,
Juz ke 3, h. 168.

124 ‘Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz ke 9, h. 6877.

125 Al-Sarakhsi, al-Mabsiit, J1d. ke 3, Juz ke 6.

126 Ton Rusyd, Bidayh al-Mujtahid, Juz ke 2, h. 45-50.

27 Al-Syaft’i, al-Umm, Juz ke 7, h. 145.

128 Tbn Qudamabh, al-Mugni, Juz ke 8, h. 236 dan 238.

12 Sa’di Abl Habib, al-Qamus al-Fighi Lugatan wa Istilahan (Damaskus-Suria: Dar al-
Fikr, 1408 H/1988 M), Cet. ke 2, h. 230.
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demikian ini dalam pandangan Syafi’i disebut dengan talak ba’in
kubra, yaitu suami tidak diperbolehkan kembali kepada mantan isteri
kecuali setelah dinikahi oleh laki-laki lain, dan terjadi hubungan
seksual, kemudian ditalak. Pasca ditalak, mantan isteri menjalani
masa ‘iddah dengan suami kedua yang menalaknya. Jika masa iddah
yang dijalani telah habis, maka boleh ruji’ dengan mantan suami

pertama yang menalak ba’in.'*

Di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat mengenai
isteri yang ditalak ba’in oleh suami yang dijatuhkan tiga sekaligus.
Dalam hal ini terdapat tiga golongan pendapat: Golongan pendapat
pertama, menurut imam mazhab empat (al-aimmah al-arbaah),
mayoritas ulama kota-kota besar (fuqaha’ al-amsar), mayoritas
sahabat dan tabi’inmengatakan bahwa talak tiga sekalgus dengan
satu kalimat adalah jatuh tiga. Golongan pendapat kedua, ulama Syiah
Zaidiyyah, Ibn Taimiyyah, dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah mengatakan
bahwa menjatuhkan talak tiga sekaligus itu diniali jatuh hanya satu
talak sebagai talak raji. Golongan pendapat ketiga, sebagian ulama
Syi'ah Imamiyyah, sebagian tabi’in, dan sebagian ulama mazhab
Zahiri mengatakan bahwa talak tiga yang diucapkan dengan satu
kalimat itu tidak jatuh satupun (la yaqau bihi syai’)."’!

Masing-masing pendapat mempunyai argumentasi: Golongan
pendapat pertama, berargumentasikan pada al-Qur’an, sunnah, dan

ijma’,"** sebagai berikut:

Q.S. al-Baqarah (2): 229-230:
& ° o 0% of c0 80 . /°7}f§/-/\1/
QL £ 58 51099550, BLAG 355 SO

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi
dengan carayang ma’ruf atau menceraikan dengan carayang baik....”.

130 Al-Syaft’i, al-Umm, Juz ke 7, h. 246.

13! Tbn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, Juz ke 2, h. 46. Mahmud Syaltit, dan ‘Ali as-Sayis,
Mugaranah al-Mazahib fi al-Figh (al-Azhar: Muhammad ‘Ali Sabih wa Auladuh, 1373
H/1953 M), h. 80. Muhammad Abt Zahrah, al-Ahwal al-Syakhsiyyah,h. 356-357.

132 Muhammad Syaltut, dan ‘Ali al-Sayis, Mugaranah al-Mazahib ..., h. 81-82.
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“Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua),
maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin
dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu
menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami
pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat

akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Ttulah hukum-hukum
Allah diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”

Ayat-ayat tersebut di atas menurut mereka bahwa menjatuhkan
talak itu tidak membeda-bedakan antara satu, dua atau lebih.

4. Hadis Rasulullah, di antaranya yang dikeluarkan oleh Bukhari dari
‘Aisyah, ia berkata:
B 35 Jes NG En i Bk S G y,j o
133.30s Gy ¥ J6 d}w y\ Py e A 1o
“Ada sescorang bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang orang yang
menalak isterinya dengan talak tiga. Kemudian perempuan itu kawin
dengan laki-laki lain. Pintu dikuncinya dan tirai diturunkannya,
kemudian ia menalak wanita itu sebelum disetubuhinya. Apakah
perempuan itu sudah halal dikawini oleh suaminya yang pertama.
Rasul menjawab: Tidak, sampai ia merasakan madunya”.

Berdasarkan riwayat ini menurutnya, kalau talak tiga itu tidak
jatuh tentu halal bagi suami yang pertama, tidak tergantung pada

merasakan manisnya madu.

133 Imam Bukhari, Sahih al-Bukhari, h. 988. Imam Muslim, Sahih Muslim, h. 538.
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Selain hadis di atas, hadis riwayat muttafaq alaih dari Ibn Abbas
tentang kasus Fatimah binti Qais, ia berkata:

134, m\.{) Sl wd N g Seid
“Fatimah binti Qais telah ditalak tiga oleh suaminya. Kemudian
dikonsultasikan kepada Rasulullah mengenai kasus Fatimah ini, maka
beliau bersabda: (Suami) tidak berkewajiban memberikan nafkah dan

tempat tinggal.
Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda:

Z oo o o S

135325V, ;Ko U
“Fatimah binti Qais tidak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah”.

Hadis ini juga menurut mereka, kalaulah talak itu tidak jatuh
sama sekali, atau hanya jatuh satu sebagai talak raj’i tentulah tidak
gugur haknya mengenai tempat tinggal dan nafkah.

5. Ijma. Menurut mereka bahwa mayoritas para imam mujtahid
dari kalangan sahabat, tabi’in, dan orang-orang sesudah mereka,
mengatakan bahwa talak tiga sekaligus adalah jatuh tiga, dan
tidak ada seorangpun yang mengingkari itu. Umar bin Khattab (w.
23 H) pernah berpidato di hadapan banyak orang (masyarakat)
tentang menjatuhkan talak tiga bagi orang yang bersumpah
menalak tiga. Di hadapan banyak orang itu terdapat para sahabat
Rasul yang mengetahui praktik talak di masa Rasul. Kemudian

134 Imam Bukhari, h. 1000. Imam Muslim, h. 568. Abb Dawud, Sunan Abi Dawud, Juz ke 2,
h. 267.

135 Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal (Bairut: Dar al-Kutub
al-‘Tlmiyyah, 1413 H/1993 M), Juz ke 6, h. 440.
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mereka menyetujui pidato Umar, dan tidak ada seorang pun yang
mengingkarinya.

Golongan pendapat kedua, berargumentasikan al-Qur’an,
sunnah, dan analogi (al-magil),"* sebagai berikut:

a. Q.. al-Bagarah (2): 229 dan 230 sebagaimana telah disebutkan
di atas yang menjadi argumentasi golongan pendapat pertama.
Kedua ayat tersebut menurut mereka bahwa talak yang
disyari’atkan itu setelah terjadi hubungan seksual (al-dukhil),
yaitu ada dua macam: Pertama, talak yang suami tidak berhak
lagi merujuk isterinya (falaq ba’in), yakni talak yang dijatuhkan
setelah dua kali secara terpisah. Kedua, talak yang suami masih
berhak merujukisterinya, yang dijatuhkan dua kali (marratan).

b. Hadis yang diriwayatkan Ibn Ishak dari Ikrimah dari Ibn
Abbas, ia berkata:

‘u\)u\Aﬂ LfLrJCU} u\»bumli‘jbw 4»;) %K)d‘hé
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“Rukanah menalak isterinya dengan talak tiga dalam satu
majelis, maka ia menjadi susah sekali karenanya.Kemudian
Rasulullah  Saw. bertanya kepadanya: Bagaimana kamu
menalaknya?. Rukanah menjawab: Saya menalak dia dengan
talak tiga dalam satu majelis. Lalu Rasulullah bersabda:
Ttu tidak lain hanya jatuh satu talak, maka rujuklah kamu
kepadanya”.

Berdasarkan hadis ini, menurutnya, bahwa orang yang
menalak isterinya dengan ucapan talak tiga sekaligus, dianggap
hanya jatuh satu talak. Pandangan mereka demikian ini dikuatkan

3¢ Mahmud Syaltit, dan Ali as-Sayis, Mugaranah, h. 83-85.
137 Abv Dawud, Sunan Abi Dawud, Juz ke 2, h. 233.
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lagi dengan hadis yang diriwayatkan oleh Tawus dari Ibn Abbas,
ia berkata:

b @ s L & - L o 2 o e i/& f/
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“Dahulu talak pada masa Rasulullah Saw., masa Aba Bakar,
dan dua tahun dari masa kekhalifahan Umar bin al-Khattab,
talak dengan ucapan tiga kali sekaligus adalah hanya jatuh
satu. Kemudian Umar berkata: Sungguh orang sudah tergesa-
gesa dengan persoalan yang seharusnya mercka berhati-hati.
Kalau kita membiarkan mereka, maka itu akan terus berlaku
atas mercka”.

c. Argumentasi secara rasional, mereka mengatakan bahwa
mengumpulkan talak tiga adalah perbuatan bidah yang
diharamkan. Bidah itu ditolak dengan nas, maka wajib
dikembalikan kepada yang disyari’atkan. Ibn Ishak berpendapat
bahwa sesuatu yang kontradiksi dengan sunnah, maka harus
dikembalikan kepada sunnah. Demikian juga hikmah yang
dimasudkan oleh al-Syari’ dengan memisahkan talak menjadi
tiga, adalah agar dapat kembali ketika ada penyesalan, tidak
dapat dicapai dengan menjatuhkan talak tiga sekalgus. Untuk
itu, sesuatu yang menghilangkan hikmah Allah, maka harus
dibatalkan kepada talak satu, supaya tercapai hikmah tersebut,
dan memperbaiki dalam batas kemungkinan.

138 Imam Muslim, Sahih Muslim, Juz ke 1, h. 629-620.
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Golongan pendapat ketiga, mengatakan bahwa menjatuhkan talak
tiga sekaligus adalah tidak jatuh satu pun dengan berargumentasikan pada
logika, bahwa talak yang demikian itu adalah bidah yang diharamkan, dan
semua yang bidah ditolak dengan berdasarkan hadis yang diriwayatkan
oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah, Rasulullah bersabda:

1393\))@»\&;53123};;
“Barang siapa mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan
perintah kami, maka pekerjaan itu ditolak”.

Berdasarkan hadis ini, menurut mereka bahwa talak yang tidak
berdasarkan sunnah, maka ditolak, karena syari’at telah menetapkan
ketentuan dan batasan-batasan talak yang dibenarkan, dan talak yang
tidak dibenarkan.

Berikutnya, talak raj’i. Dimaksudkan dengan talak raj’i yaitu talak
di mana suami memiliki hak untuk merujuk tanpa kehendaknya. Dasar
dibolehkan merujuk kembali adalah Q.S. al-Talaq (65):1:

¢ 5 z z 2 E Pr Y
511,215 el GAALEE 22 281 ) 220 G0
“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah
kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddah-

nya (yang wajar) ..”.

Berdasarkan ayat ini jelaslah bahwa isteri yang ditalak raj’i adalah
isteri yang telah dicampuri, karenanya dia mempunyai masa ‘iddah.
Selain ayat di atas, dasarnya hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari
‘Abd Allah bin Umar:

’4/ s /% o oL e GWE o ;s s s 0 o B - Sor o -
182, &bl k;zlbﬂ\l,e\ VJM\»Y Je s e Jow 131 4»\ Le 0K
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139 Imam Bukhari, Sahih Bukhari, Juz ke 2, h. 1040. Imam Muslim, Sahih Muslim, Juz ke 3,
h. 1344.
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“Abdullah ketika ditanya tentang talak yang dijatuhkan dalam keadaan
haid, ia menjawab kepada salah seorang di antara mereka: Jika kamu
menalak isteri satu kali atau dua kali, memang Rasulullah menyuruh
saya begitu. Dan jika kamu menalak tiga, maka ia menjadi haram atasmu,
sehingga ia kawin terlebih dahulu dengan orang lain, sedangkan kamu
bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang telah diperintahkanmu
mengendi isteri kamu”.

Selain talak ba’in, dan raj’i, terdapat talak yang disebut dengan
talak sunni dan bid’i. Dimaksudkan dengan talak sunni, yaitu seseorang
yang menjatuhkan talak kepada isterinya ketika ia dalam keadaan suci
dan belum dicampuri. Sedangkan seseorang yang menjatuhkan talak
kepada isterinya dalam keadaan haid, atau dalam keadaan suci tetapi
sudah dicampuri, maka disebut dengan talak bid’i."*' Tegasnya, dua talak
yang disebutkan terakhir ini dalam praktiknya adalah, talak sunni yaitu
talak yang sesuai dengan kitab Allah (Q.S. at-Talaq (65), ayat 1) dan
sunnah Rasulullah. Sedangkan talak bid’i adalah talak yang menyalahi
(bertentangan) dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah, karena dalam
praktiknya seseorang menalak isterinya dalam keadaan haid, atau dalam
keadaan suci tetapi sudah dicampuri.

Kedua, khuly’. Dimaksudkan dengan khulii’ yaitu perceraian dengan
tebusan (‘iwad).'*> Atau perceraian suami dengan isterinya dengan
tebusan sebagai penggantinya.'*® Atau melepaskan kepemilikan nikah
atas permintaan isteri dengan lafaz khulu’, atau yang semakna dengan
khulu’** Dari beberapa batasan (al-taif) ini dapat dipahami bahwa khulu’

10 Imam Muslim, Sahih Muslim, Juz ke 1, h. 626.

Y Ton Rusyd, Biddyah al-Mujtahid, Juz ke 2, h. 47.

12 Jalal al-Din al-Mabhalli, Minhaj al-Talibin, dalam Qalyiihi wa ‘Umairah (Semarang:
Maktabah wa Matba’ah, t.t.), Juz ke 3, h. 307.

5 Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, J1d. ke 2, h. 253.

14 Abd al-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Figh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah (Bairut: Dar al-Fikr,
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merupakan salah satu jenis perceraian antara suami dan isteri dengan
inisiatif dari pihak isteri. Khulu’ merupakan hak isteri untuk melepaskan
diri dari ikatan perkawinan dari perilaku tidak baik dari suaminya, dan
dari ketidakmampuan suami memenuhi kewajiban pokoknya, yang dalam
pelaksanaannya mesti adanya tebusan dari pihak isteri.

Khuly’ dalam hukum Islam dibolehkan, dasarnya adalah Q.S.
al-Baqarah (2): 229,'* al-Nisa’ (4): 4,*° dan 128,"*” dan hadis yang
menceritakan tentang Sabit bin Qais yang di-khulu’ oleh isterinya.'*s
Kedudukan khulu’, menurut Aba Hanifah'* dan Malik adalah sama
dengan talak ba’in."*° Sedangkan menurut al- Syaff’i, khulu’ sama dengan
fasakh. Karena itu, menurutnya, khulu’ tidak ada rujuk dan mantan
isteri tidak berhak mendapatkan tempat tinggal.””' Pendapat al- Syafi’i

ini dikuatkan oleh Sayyid Sabiq bahwa akibat hukum yang ditimbulkan

t.t.), Juz ke 4, h. 387. Kata-kata yang semakna dengan khulu’ adalah kata al-fidyah, al-
sulh dan al-mubara’ah, semuanya mengacu pada satu makna, yaitu pemberian ganti rugi
oleh seorang perempuan (isteri) atas perceraian yang diperolehnya. Hanya saja, masing-
masing kata tersebut mempunyai arti khusus. Yaitu, Ahulu’artinya pemberian oleh
isteri kepada suami semua harta yang diberikan oleh suami kepadanya. 4/-sulh, adalah
pemberian sebagian harta isteri kepada suami. Al-fidyah, yaitu pemberian sebagian besar
harta isteri kepada suami; Dan al-mubara’ah, yaitu penghapusan oleh isteri atas suami
dari hak-hak yang dimilikinya. Lihat, Ibn Rusyd, Biddyah al-Mujtahid, Juz ke 2, h. 50.
“Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk
menebus dirinya”.
“Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian Dar i maskawin itu dengan
senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap
lagi baik akibatnya”.
“Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya”.
“Dari Ibn Abbas r.a. (ia menceritakan) bahwa telah datang isteri Sabit bin Qais kepada
Rasulullah, kemudian berkata: Ya Rasulullah, saya tidak mencela akhlak dan agama
Sabit bin Quis tetapi saya membenci kekufuran dalam Islam, lalu Rasulullah bersabda:
Bersediakah kamu mengembalikan kebun kepada Sabit bin Qais, isteri Sabit tersebut
menjawab: Ya, kemudian Rasulullah berkata kepada Sabit: Terimalah kebun itu dan
ceraikanlah isterimu dengan talak satu”. H.R. al-Bukhari. As-San’ani, Subul as-Salam,
Juz ke 3, h. 166.
149 Al-Sarakhsi, al-Mabsiit,J1d. ke 3, Juz ke 6, h. 171. Al-Kasani, Kitab Bada'i al-Sana’i’,
Jid. ke 3, h. 151.
150 Sahniin, al-Mudawwanah al-Kubra, J1d. ke 2, h. 231.
U Al-Syaft’i, al-Umm, Juz ke 7, h. 247.
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adalah suami tidak merujuk isterinya kembali karena dengan adanya ‘iwad

isteri telah menguasai dan memiliki dirinya sendiri."**

Ketiga, fasakh. Fasakh adalah membatalkan dan melepaskan ikatan
perkawinan suami-isteri. Fasakh bisa terjadi disebabkan tidak terpenuhi
persyaratan di saat perkawinan, atau disebabkan ada hal-hal lain yang
datang kemudian yang membatalkan perkawinan. Sebab yang pertama
misalnya, setelah terjadi ikatan perkawinan ternyata si isteri masih saudara
sesusuan. Atau, suami isteri ketika masih kecil dikawinkan oleh kakeknya
(selain ayah), kemudian setelah dewasa dia mempunyai hak pilihan,
meneruskan atau mengakhiri ikatan perkawinannya. Jika ia memilih
meneruskan, maka hak pilihnnya disebut dengan pilihan setelah dewasa
(khiyar al-bulizg). Sebaliknya, jika ia memilih mengakhiri, maka hak
pilihnya disebut dengan melepaskan ikatan (faskhan li al-aqd). Sedangkan
sebab yang kedua misalnya, salah seorang dari suami isteri murtad, keluar
dari Islam dan tidak mau kembali lagi, maka ikatan perkawinannya fasakh
disebabkan kemurtadannya. Atau, suami isteri kafir, salah satunya masuk
Islam, tetapi isteri tetap dalam kekafirannya, maka ikatan perkawinannya

adalah fasakh.>

Di kalangan mazhab Hanafi, mereka membedakan antara talak
dengan fasakh. Menurutnya, putusnya ikatan perkawinan suami isteri
atas prakarsa suami dan tidak ada sama sekali keterlibatan kehendak
dari pihak isteri disebut dengan talak, seperti putus disebabkan i/, dan
suami menalak isteri dengan untaian kata (seperti al-firaq, al-tasrih) yang
menunjukkan atas putusnya ikatan perkawinan. Sedangkan putusnya
ikatan perkawinan atas prakarsa isteri, bukan kehendak suami, atau karena
kehendak suami tetapi atas intervensi isteri disebut fasakh, seperti putus

disebabkan suami tidak serasi (kafaah) bagi isteri.'>*

Di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat penyebab
terjadinya fasakh. Menurut mazhab Maliki, ikatan perkawinan suami

152 Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, J1d. ke 2, h. 258.

153 [bid., h. 268-269.

154 Tbn *Abidin, Hasyiyah Rad al-Mukhtar ‘ala al-Durar al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Absar
(Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi,t.t.), Juz ke 1, h. 68.
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isteri putus secara fasakh bisa terjadi: Pertama, disebabkan salah satu
suami isteri masuk Islam, atau isteri musyrik tidak mau masuk Islam,
dan persyaratan ikatan perkawinan secara Islam tidak terpenuhi.
Kedua, disebabkan perkawinan yang rusak, karena setelah terjadi ikatan
perkawinan antara suami isteri misalnya, melakukan perbuatan lign
yang akibat hukumnya haram untuk selamanya bagi suami dan isteri,
melakukan zina salah satu dari suami isteri, dan diharamkan setelah terjadi
ikatan perkawinan disebabkan saudara sesusuan (al-radaah)."”> Menurut
mazhab Syaff’i, ikatan perkawinan bisa terjadi fasakh disebabkan lign, atau
salah satu suami isteri terdapat cacat (aib), tidak mampu memberikan
maskawin, atau juga nafkah, atau tidak sempurnanya persyaratan setelah
dilaksanakan ikatan perkawinan. Sedangkan di kalangan mazhab Hanbali
pada prinsipnya sama sebagaimana pendapat mazhab Syafi’i , hanya
mereka menambahkan bahwa, disebabkan tidak menepati janji salah satu
dari suami isteri dari yang telah dipersyaratkan di saat akad perkawinan.
Termasuk melakukan khulu’ dengan lafaz fasakh atau al-mufasakhah,
maka yang demikianitu menurut mereka adalah fasakh.>® Sebagai akibat
hukum dari terjadi fasakh adalah tidak ada rujuk, isteri tidak mendapatkan
nafkah dan tempat domisili, dan kalau pun ada kemungkinan untuk
berkumpul kembali, tentu harus melalui ikatan perkawinan yang baru.
Keempat, syigaq. Dimaksudkan dengan syiqaq yaitu perselisihan,
perpecahan antara suami dan isteri,"”’dan bahkan terkadang terjadi
permusuhan.”® Jika dalam kehidupan keluarga antara suami dan
isteri terjadi syiqaq, maka pada dasarnya suami tidak boleh menyakiti
atau memukul isteri, terkecuali segala nasehatnya tidak diperhatikan,
diperbolehkan untuk memukulnya yang bersifat edukatif. Proses
penyelesaian syigdq ini dari pihak-pihak yang berselisih harus mengangkat
juru damai masing-masing (al-hakamain) agar dapat diketahui siapa

155 Mahmtud “Ali al-Sartawi, Syarh Qaniin al-Ahwal al-Syakhsiyyah (T.Tp.: Dar al-Fikr, t.t.),
Bagian ke 2, h. 271-272.

15¢ Jbid.

157 Shadiq dan Shalahuddin Chaery, Kamus Istilah Agama (Jakarta: CV. Sienttarama, 1983),
Cet. ke 1, h. 340.

158 Mustafa bin al-‘Adwi, Ahkam al-Talag, h. 82.
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yang benar dan siapa yang salah, dan juru damai berupaya untuk
mendamaikan mereka sehingga kelanggengan rumah tangga mereka
dapat dipertahankan, sekaligus perselisihan dapat diselesaikan, sesuai
dengan petunjuk Q.S. al-Nisa (4): 35:

AR ESPINRAKES) umumwug
e 5F 4l &) ””’:&\ 355 US| \ss;u\@i

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka
kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari
keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan
perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Berdasarkan ayat ini jelas menunjukkan bahwa juru damai itu harus
dari masing-masing pihak keluarga, yang tentunya mereka sehat jasmani
dan ruhani, sehingga mampu menyelesaikan misi perdamaian dengan
baik. Oleh karena itu, al-mukhdtab dari al-hakamain pada ayat di atas
menurut mayoritas ahli ilmu adalah para ahli hukum (al-hukkam), dan
pemerintah (al-umard’). Pendapat lain, adalah penguasa (al-sultan)." Akan
tetapi, jika dari pihak keluarga masing-masing merasa tidak mampu,
maka boleh diwakilkan kepada orang lain untuk mendamaikan mereka
yang berselisih. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa juru damai tidak harus
dari pihak keluarga, tetapi boleh dari pihak lain, karena perintah (amr)
memilih juru damai dari pihak keluarga itu hukumnya hanya sunnah.
Pihak keluarga dipilih menjadi juru damai, karena mereka lebih bersifat
kasih sayang dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, dan lebih
mengetahui kondisi masing-masing. Lebih lanjut, Sabiq mengemukan
tugas dan tanggung jawab juru damai, mereka harus berupaya menciptakan
kemaslahatan dan kelanggengan kehidupan rumah tangga agar tetap utuh,

159 Ibid., h. 82 dan 85.
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atau mengakhiri perpecahan (perceraian keduanya) tanpa terlebih dahulu

meminta persetujuan atau pemberian mandat dari suami isteri.'®

Di kalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat mengenai
pemisahan suami isteri oleh juru damai berdasarkan kesepakatannya,
apakah diperlukan izin suami terlebih dahulu atau tidak tentang pemisahan
tersebut.? Menurut Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa
kesepakatan kedua juru damai untuk memisahkan atau mengumpulkan
kedua suami isteri diperbolehkan tanpa memerlukan mandat dan izin
dari kedua suami isteri. Malik berargumentasikan dengan apa yang
diriwayatkan dari Ali bin Abi Talib tentang al-hakamain, ia mengatakan
bahwa bagi kedua juru damai mempunyai hak untuk memisahkan
dan mengumpulkan kedua suami isteri. Sedangkan Imam Syafi’i dan
Abti Hanifah beserta para pengikutnya berpendapat bahwa kedua
juru damai itu tidak boleh mengadakan pemisahan, kecuali jika suami
menyerahkan pemisahan itu kepada kedua juru damai. Syaff'i dan Aba
Hanifah berargumentasikan bahwa pada dasarnya talak itu tidak berada
di tangan siapa pun, kecuali hak suami atau orang yang diberi mandat
oleh suami. Untuk menguatkan argumentasinya ini mereka juga mengacu
pada pernyataan Ali bin Abi Talib tentang al-hakamain:
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“Jika kalian berdua mengetahui tugasmu, jika kamu memandang perlu
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untuk mengumpulkan maka kamu dapat mengumpulkan, dan jika kamu
memandang perlu untuk memisahkan maka kamu dapat memisahkan.
Kemudian berkatalah seorang perempuan, “saya rela dengan Kitab Allah
dan dengan apa yang ada di dalamnya, menguntungkan atau merugikan

10 Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, J1d. ke 2, h. 264.
16! Tbn Rusyd, Biddyah al-Mujtahid, Juz ke 2, h. 74. Mustafa bin al-‘Adwi, Ahkam al-Talag,
h. 80 dan 84.
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saya”. Lalu berkata seorang laki-laki: “Adapun mengenai pemisahan
tidak”. Ali kemudian berkata: Tidak, demi Allah, jangan berubah kecuali
sesudah kamu berikrar seperti apa yang diikrarkan oleh suami”.

Dua golongan pendapat tersebut di atas pada substansinya adalah
sama, karena secara argumentasi masih sama-sama mengacu pada
pernyataan Ali, bahwa al-hakamain mempunyai kompetensi untuk
memisahkan atau mengumpulkan kedua suami isteri sejauh penilaian
dan pertimbangan mereka. Bahkan tanpa izin dan mandat dari suami pun
dibenarkan. Hanya Imam Malik, al-hakamain itu lebih cendrung kepada
penguasa (as-sultan), karena menurutnya, penguasa dapat menjatuhkan
talak sepanjang terdapat tindakan yang merugikan dan nyata-nyata telah
terjadi, terutama kepada pihak isteri.

Kelima, nusyiz, yaitu durhaka karena meninggalkan kewajiban
sebagai isteri atau suami. Nusyiiz dari pihak isteri ialah, jika isteri
meninggalkan kewajiban terhadap suaminya dengan tujuan membangkang,
seperti keluar rumah tanpa izin suami, malas, dan menolak ajakan suami.
Sedangkan nusyiiz dari pihak suami ialah, bertindak keras kepada isteri,
tidak menggaulinya, tidak memberi nafkah, sandang, dan bersikap acuh.'®*
Jika isteri itu nusyiiz, hendaklah seorang suami mengatasinya secara
persuasif-kondisional, karena Islam telah memberikan solusi alternatif
penyelesaiannya. Q.S. al-Nisa’ (4): 34, Allah telah berfirman:
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“..Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya, makanasehatilah
mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah

mereka. Kemudian, jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu
mencari-cari jalan untuk menyusahkannya”.

12 Tbn Qudamah, al-Mugni, Juz ke 8, h. 163. Shadiq dan Shalahuddin Chaery, Kamus Istilah
Agama, h. 259.
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Ayat ini memberikan solusi penyelesaian dengan tahapan: Pertama,
hendaklah suami menasehati isteri dengan baik, supaya isteri ingat kepada
Allah dan takut akan azab-Nya. Kedua, jika dengan nasehat tidak ada
perubahan, dan belum menyadari akan kesalahan-kesalahannya, maka
suami boleh dengan pisah tidur bersama. Ketiga, jika tidak pula ada
perubahan, maka boleh dipukul, tetapi dengan prinsip edukatif dan tidak
membahayakan kesehatan badannya. Jika dengan melalui tiga tahap
ini tetap tidak ada perubahan, maka solusi terakhir diserahkan kepada
juru damai (al-hakamain) untuk menyelesaikannya. Q.S. al-Nisa’ (4): 35
memberikan solusi:
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“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka
kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki, dan seorang hakam dari
keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan
perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu.
Sesungguhnya Aallah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Sebaliknya, jika suami yang nusyiiz terhadap isterinya, maka isteri
harus mengajak bermusyawarah kepada suaminya untuk mencari
solusi terbaik, apakah ikatan perkawinan bisa dipertahankan dengan
memperbaiki sikap mental suaminya ataukah diakhiri dengan perceraian.
Sayyid Sabiq mengatakan bahwa nusyiiz suami terhadap isteri, seperti
suami sering memukul wajah isteri dan menyakiti badannya, penjudi,
pemabitik, dan perbuatan buruk lainnya. Apabila isteri meyakini bahwa
suaminya telah mendurhakai dirinya, maka isteri tidak berdosa untuk
mengajak suami mencari solusi, diteruskan ataukah diakhiri ikatan

Dr. Maimun, SH.,, MA.

75



76

perkawinan yang telah dibangunnya dengan perceraian, agar terhindar

dari malapetaka rumah tangganya.'®®

Menurut Ibn Qudamah, jika suami nusyiz terhadap isteri karena
menyeleweng dan mengabaikan kewajibannya dengan alasan sakit, atau
ketuaan isteri, atau wajah isteri sudah kreput, maka dipandang tidak salah
jika mereka mengadakan perdamaian (kompromi) dengan cara isteri
merelakan menggugurkan sebagian hak-haknya untuk menyenangkan
hati suami.'* Pendapat Ibn Qudamah ini didasarkan pada Q.S. al-Nis@
(4): 128:

wcumu\,c\)\\”@@;;wwuewu\j
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“Danjikaseorangwanita khawatir akannusyuz atau sikap tidak acuh dari
suaminyd, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian
yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)”.

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Abt Dawud dari ‘Aisyah:
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“Ayat di atas menurut Aisyah, ia berkata: Yaitu seorang isteri yang sudah
tidak disenangi lagi oleh suaminya, kemudian ia mau menalaknya dan
kawin dengan perempuan lain, lalu isterinya berkata: Peganglah saya, dan

jangan menalak saya, dan kamu boleh kawin lagi dengan perempuan lain.
Kamu bebas dari memberi nafkah dan menggilir saya”

163 Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah (Bairut: Dar al-Fikr, 1403 H/1983 M), Cet. ke 4, J1d. ke 2,
h. 263.

164 Ton Qudamah, al-Mugni, Juz ke 8, h. 166.

165 Abli Dawud, Sunan ...., Juz ke 2, h. 243.,
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Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abti Dawud dari Aisyah,
ia berkata:
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“Bahwasannya Saudah binti Zam’ah ketika telah lanjut usia dan khawatir
ditalak oleh Rasulullah Saw. ia berkata: Hai Rasulullah, hari giliranku
untuk Aisyah saja. Maka diterimalah hal itu oleh Rasulullah Saw.
Kemudian Aisyah berkata: Dalam hal seperti ini dan hal serupa lainnya
turunlah ayat al-Qur’an “dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz
atau sikap tidak acuh dari suaminya ..”.

Lebih lanjut Ibn Qudamah mengemukakan, jika isteri berdamai
dengan suaminya dengan melepaskan hak giliran atau nafkah, atau kedua-
duanya, maka hukumnya boleh. Jika nantinya suami setelah baik kembali,
maka isteri berhak untuk mendapatkan hak giliran dan natkahnya. Dalam
konteks ini, Qudamah mengutip pandangan Ahmad bin Hanbal yang
mengatakan perihal suami yang mau meninggalkan pergi isterinyalalu
berkata kepadanya: Jika kamu suka saya tinggal pergi, kamu tetap menjadi
isteriku, dan jika tidak, kamu tahu sendiri. Kemudian isteri menjawab:
Saya rela, maka yang demikian itu boleh hukumnya. Tetapi, jika isteri
tidak rela, maka hal itu berarti talak.'”

Dari uraian di atas dapat ditegaskan, jika yang nusyiiz itu pihak isteri,
maka dapat diselesaikan solusinya dengan tiga cara, yaitu menasehati
isteri, membiarkan isteri tidur sendirian, dan/atau dipukul dengan syarat
bersifat edukatif. Kemudian cara terakhir diserahkan kepada juru damai
untuk memutuskan penyelesaian konfliknya, setelah melalui tiga cara

166 1pid.
167 Tbn Qudamabh, al-Mugni, Juz ke 8, h. 166-167.
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tersebut tidak ada perubahan. Sementara, jika yang nusyiz itu suami,
maka solusi alternatif yang ditempuhnya adalah dengan perdamaian.

Keenam, il@’. Menurut Abt Hanifah, il@’ yaitu sumpah yang disertai
nama Allah atau salah satu dari sifat-Nya bahwa suami tidak akan
menggauli isterinya selama waktu tertentu.'®® Menurut Ibn Rusyd al-
Maliki, il@’ yaitu apabila seorang suami bersumpah tidak akan menggauli
isterinya, apakah dalam waktu lebih dari empat bulan, atau dalam tempo
waktu empat bulan, atau dalam waktu yang tidak ditentukan.'®” Sedangkan
menurut Imam Syéff’i , il@’ yaitu sumpah suami untuk tidak menggauli
isteri selama waktu empat bulan atau lebih, atau dalam waktu yang tidak
ditentukan dengan menggunakan nama Allah atau salah satu nama-Nya.'”
Adapun menurut Ibn Qudamah al-Hanbali, il yaitu sumpah seorang
suami dengan nama Allah untuk tidak menggauli isterinya dalam tempo

waktu empat bulan.'”!

Dari terminologi ild’ menurut para ulama tersebut secara substansial
adalah sama, bahwa yang dimaksudkan dengan il@’ yaitu sumpah seorang
suami dengan nama Allah untuk tidak menggauli isterinyadalam jedah
waktu empat bulan atau lebih. Dasar mereka merumuskan terminologi
ila’ demikian itu mengacu pada Q.S. al-Baqarah (2): 226-227:

< 0 <
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“Kepada orang-orang yang meng-ila’ isterinya diberi tangguh empat
bulan (Ilamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), ma
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika

168 Al-Sarakhsi, Kitab al-Mabsut (Bairut: Dar al-Ma’rifah, t.t.), JId. ke 3, Juz ke 6, h. 210.

1 Tbn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, h. 74. Sahnan, al-Mudawwanah al-Kubra, J1d. ke 2, h.
320.

170 Mustafa bin al-‘Adwi, Ahkamal-Talag, h. 100.

7 Ton Qudamah, al-Mugni, Juz ke 8, h. 503.
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mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Di kalangan para ulama terjadi perbedaan persyaratan terjadinya
ila: Menurut Abt Hanifah, syarat terjadi ila’ yaitu:Perempuan yang di-ild’
masih berstatus isteri, suami yang meng-ila’ cakap melakukan tindakan
hukum, tidak terikat dengan tempat, ucapan ila’ tidak terkait dengan
tubuh isteri (sebagaimana zihdr), dan suami tidak menggauli isterinya
selama empat bulan.'”? Sedangkan menurut Ibn Qudamah, syarat terjadi
il@’ itu ada empat macam: 1) Dilakukan bersumpah dengan nama Allah
atau salah satu sifat-Nya. 2) Bersumpah tidak akan menggauli isteri dalam
waktu empat bulan atau lebih. 3) Bersumpah tidak akan menggauli isteri
dalam hal bersetubuh (al-farj). 4) Suami yang bersumpah itu tertuju
kepada isterinya, bukan kepada perempuan lain (al-ajnabiyyah).'”® Dari
dan prinsip semua ulama tampaknya sepakat bahwa ild’ dipandang terjadi
sekiranya suami bersumpahdengan nama Allah untuk tidak menggauli
isterinya untuk masa empat bulan atau lebih.

Pembahasan ild’ ini sebenarnya cukup luasmenyangkut berbagai
problematikanya yang menjadi debat table di kalangan para ulama. Ibn
Rusyd mengemukakan problematika yang menyangkut: (a) Apakah
isteri yang ditalak dengan berakhirnya masa empat bulan seperti yang
dinyatakan dalam nas (Q.S. al-Baqarah (2): 226), ataukah isteri terlatak
karena suami menghentikan menggauli isteri sesudah lewat masa empat
bulan. Kemudian suami kembali atau menalaknya; (b) Apakah ild’terjadi
dengan setiap sumpah, ataukah dengan bentuk-bentuk sumpah yang
dibolehkan oleh syara’ saja; (c) Jika suami tidak menggauli isteri tanpa
disertai sumpah, apakah dapat dianggap orang yang bersumpah ila’ (al-
maula) atau tidak; (d) Apakah al-mauld itu orang yang membataskan
sumpahnya dengan masa empat bulan saja, ataukah dengan masa

172 Al-Kasani, Bada'i’ al-Sana’i’, J1d. ke 2, h. 174. Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami ...,
Juzke 9, h. 7076.
173 Tbn Qudamah, al-Mugni, Juz ke 8, h. 503, 506, dan 522.
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yang lebih dari empat bulan, ataukah al-maula itu orang yang tidak
membataskan sumpahnya dengan masa sama sekali; (e) Apakah talak
yang terjadi akibat sumpah il@’ menjadi talak b@’in atau raj’i; (f) Jika suami
tidak mau menalak atau kembali kepada isterinya, apakah penguasa (al-
qadi) bisa menjatuhkan talak atau tidak; (g) Apakah ila’ dapat berulang
(al-tikrar) sekiranya suami menalak isteri kemudian merujuknya tanpa
mengucapkan ild’ pada perkawinan kedua; (h) Apakah rujuknya al-maula
disyaratkan harus menggauli isteri pada masa ‘iddah atau tidak; (i) Apakah
sama hukumnya ila’ seorang hamba sahaya (il@’ al- abd) dengan ild’ seorang
yang merdeka (ila’ al-hurr).'”*

Demikian problematika sekitar ild’ dan dicukupkan pembahasannya
sampai di sini.

Ketujuh, lian. Secara etimologi, lian berasal dari akar kata laana,
yalanu, lanan, yang artinya mengusir atau membuang (at-fard), atau
menjauhkan (al-ibad).'”” Dikatakan demikian, karena orang yang saling
kutuk mengutuk (al-muldanah) akan mendapat dosa, di laknat Allah, dan
keduanya dijauhkan untuk selamanya dengan tidak bisa dinikahi kembali.
Sedangkan secara terminologi, lian yaitu tuduhan dengan mengangkat
sumpah, jika seorang suami menuduh isterinya berzina tetapitidak dapat
menghadirkan empat orang saksi, yang menyatakan bahwa ia adalah
benar tuduhannya. Pada kelima kalinya dinyatakan bahwa kutukan Allah
akan ditimpakan kepadanya, jika tuduhannya tidak benar. Kemudian
isteri menyanggah tuduhan tersebut bersumpah pula empat kali bahwa
suaminya berdusta, dan pada kelima kalinya ia mengucapkan bahwa akan

dikutuk Allah kalau tuduhan suaminya itu tidak benari.'”®

Dasar hukum diwajibkan lign adalah Q.S. al-Nar (24): 6-9) dan
sunnah Rasulullah Saw., sebagai berikut:

174 Tbn Rusyd, Biddyah al-Mujtahid, Juz ke 2, h. 75.

17> Sa’di Abti Habib, al-Qamus ..., h. 330.

176 Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, J1d. ke 2, h. 270. Shadiq dan Shalahuddin Chaery, Kamus
Istilah Agama, h. 194.
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“Danorang-orangyang menuduhisterinya (berzina) padahal merekatidak
ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian
orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya
dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima,
bahwala'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.
Isterinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas
nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang
yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima, bahwa la’nat Allah atasnya jika
suaminyda itu termasuk orang-orang yang benar”.

Sedangkan sunnah Rasulullah Saw. yang diriwaytkan oleh Imam
Malik dan para perawi yang lain yang dikeluarkan secara sahih, dari hadis
‘Uwaimir al-Ajlani:
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“Pada suatu hari ‘Uwaimir al-‘Ajlani datang kepada ‘Asim bin ‘Addi
al-Ansari, kemudian diabertanya kepadanya: Hai ‘Asim, bagaimana
pendapatmu  tentang seorang laki-laki yang menemukan isterinya
bersama orang lain, apakah ia boleh membunuhnya, yang akibatnya ia
pun akan dibunuh olehnya, atau bagaimanakah yang harus ia perbuat.?
Tanyakanlah masalah ini hai ‘Asim, kepada Rasulullah Saw. demi aku.
Kemudian ‘Asim menyakan masalah tersebut kepada Rasulullah Saw..
Ketika ‘Asim telah kembali kepada keluarganya, datanglah Uwaimir
dan berkata kepadanya: Hai ‘Asim, apa yang dikatakan oleh Rasulullah
Saw. kepadamu. ? Jawab ‘Asim: Engkau tidak membawa kebaikan
untukku. Sesungguhnya Rasulullah membenci persoalan yang engkau
tanyakan itu. Berkata Uwaimir: Demi Allah, saya tidak akan mundur
sebelum menanyakan langsung hal itu kepadanya. Akhirnya Uwaimir
pun menghadap sendiri. Ketika telah datang di hadapan Rasulullah,
yang ketika itu sedang berada di hadapan orang banyak, berkatalah
Uwaimir: Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seorang
laki-laki yang menemukan isterinya bersama laki-laki lain, apakah ia
boleh membunuhnya, yang akahirnya ia pun akan dibunuhnya, atau
bagaimanakah yang harus ia perbuat. ? Jawab Rasulullah: Sesungguhnya

77 Muhammad al-Zarqani, Syarh al-Zarqani ‘ala Muwatta’ al-Imam Malik (T.tp.: Dar al-
Fikr, t.t.), Juz ke 3, h. 186-188. Imam’Bukhari, Sakih al-Bukhari, Juz ke 3, h. 2196. Al-
Hafiz Jalal al-Din al-Suydti, Sunan al-Nasa’i (Bairut: Dar al-Fikr, 1348 H/1930 M), Juz
ke 5, Cet. ke 1, h. 170.
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telah turun wahyu berkenaan dengan dirimu dan isterimu itu, maka
pergilah, dan datangkanlah isterimu ke mari. Berkata Sahal (salah seorang
perawi Hedis ini): Akhirnya keduanya (Uwaimir dan isterinya) saling
kutuk-mengutuk, sedang ketika itu saya bersama orang banyak sedang di
hadapan Rasulullah Saw. Setelah keduanya saling mengutuk, kemudian
Uwaimir berkata: Ya Rasulullah, saya berdusta kepadanya sekiranya
sayd tetap memegangnyd sebagai isteriku. Selanjutnya Uwaimir menalak
isterinya dengan talak tiga, sebelum Rasulullah memerintahkan hal itu
kepadanya”.

Berdasarkan beberapa ayat dan sunnah (hadis) tersebut di atas dapat
ditegaskan bahwa /ign itu dapat terjadi dan dibenarkan secara hukum,
apabila diucapkan di hadapan para saksi, pengucapan lign dilakukan
dengan lima kali dan bersumpah, proses pengucapannya dimulai dari
empat kali ucapan sumpah, kemudian diikuti dengan kata me-lanat
(lanatullah), dan dalam praktik pembuktiannya bisa menunjuk pihak
lain, dalam hal ini adalah hakim pengadilan.

Lian dalam realitas kehidupan rumah tangga bisa terjadi, seorang
suami menudubh isterinya berzina, dan tidak mengakui atau mengingkari
kehamilan isterinya sebagai hasil dari benihnya. Jika demikian terjadinya,
maka suami isteri harus mengadakan lign dalam arti pembuktian di
hadapan hakim, sebagaimana yang pernah terjadi di masa Rasulullah:
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“Dari Ibn Abbas r.a. ia berkata: Sesungguhnya Hilal bin Umayyah
menuduh isterinya berzina di hadapan Rasulullah Saw. dengan Syuraik
ibn Sahma’. Kemudian Nabi Saw. bersabda: Tunjukkanlah buktinya atau
punggungmu didera. Hilal berkata: Hai Rasulullah, jika salah seorang
di antara kami melihat isterinya jalan di samping laki-laki lain, apakah
akan diminta juga bukti. ? Rasulullah tetap menjawab: Tunjukkan bukti,
kalau tidak punggungmu didera. Hilal berkata lagi: Demi Tuhan, yang
mengutusmu dengan sebenarnya, sungguh saya ini berkata benar. Semoga
Allah akan menurunkan ayat-Nya yang menolong saya dari hukuman
had. Kemudian Jibril turun dan turunlah firman Allah (.. an-Nir
(24), ayat 6-9): “Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina) ...”
Seterusnya Nabi Saw. pergi menemui isteri Hilal, kemudian Hilal datang
dan mengucap sumpah, sedangkan beliau bersabda: Sesungguhnya Allah
Maha Tahu kalau salah satu di antara kamu ini ada yang berdusta.
Apakah ada salah satu di antara kamu ini yang berdusta. ? Lalu (isteri
Hilal) bersumpah, ketika kelima kalinya kaumnya memberhentikannya
sambil mercka berkata bahwa sumpah ini pasti terkAbalkan. Ibn Abbas

178 Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, h. 2195. Al-Hafiz Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Asqalani
(selanjutnya ditulis al-‘Asqalani), Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari (Bairut: Dar
al-Fikr, 1416 H/1996 M), Juz ke 10, h. 558.
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ra. berkata: (Isteri Hilal) tampak ketakutan dan menggigil, sehingga
kami menduga dia akan mengubah sumpahnya. Tapi kemudian ia berkata:
Saya tidak mau mencoreng wajah di hadapan kaumku sepanjang masa,
maka diteruskanlah sumpahnya. Nabi bersabda (kepada kaumnya):
Perhatikanlah dia, jika nanti anaknya hitam seperti celah kelopak
matanya kalkumnya besar, padat kedua pahanya berarti keturunan
Syuraik ibn Sahma’, kemudian lahirlah anak itu seperti yang diprediksi
Nabi tersebut. Kemudian beliau bersabda: Sekiranya bukan karena telah
ada yketentuan dari Kitaballah, tentu aku (Nabi) akan menyelesaikan
persoalannya  dengannya”.

Berdasarkan hadis di atas dapat ditegaskan bahwa siapa saja orang
yang menuduh isterinya berbuat zina, harus dibuktikan dengan fakta
akurat (al-bayyinah) secara lian.Tetapi, jika seorang isteri yang dituduh
berzina itu mengandung, kemudian suami tidak mengakui anak yang
dikandungnya, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Mayoritas
ulama berpendapat bahwa suami boleh tidak mengakuinya disaat isterinya
hamil. Imam Malik mempersyaratkan, apabila suami tidak mengingkari
kandungan kehamilan isterinya, maka ia tidak boleh mengingkarinya
pasca melahirkan dengan liin. Berbeda dengan Malik, asy-Syafi’i
berpendapat, apabila suami mengetahui kehamilan isterinya kemudian
hakim memberikan kesempatan kepadanya untuk ber-lign, tetapi ia
tidak mau ber-/in, maka tidak ada hak baginya untuk tidak mengakui
kandungan pasca melahirkan. Sedangkan Abt Hanifah berpendapat,
suami tidak boleh mengingkari anak yang dikandung isterinya hingga
melahirkan. Masing-masing mereka mengemukakan argumentasi: Imam
Malik dan orang-orang yang mengikuti pendapatnya berergumentasikan
dengan riwayat-riwayat mutawatir dari hadis Ibn Abbas, Ibn Mas’ad,
Anas, dan Sahal bin Sa’ad bahwa Nabi Saw. ketika memutuskan perkara
lian di antara dua orang yang saling ber-/ian, beliau bersabda: Jika isteri
melahirkan kandungan dengan sifat demikian, maka aku berpendapat
bahwa tidak lain suami benar terhadap tuduhannya. Sabda Nabi ini
menurut mereka menunjukkan bahwa isteri dalam keadaan hamil
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pada saat lign. Demikian juga AbG Hanifah berargumentasikan bahwa
kandungan itu terkadang mengalami keguguran, maka tidak ada argumen
untuk ber-lign kecuali dengan keyakinan. Sedangkan mayoritas ulama
berargumentasikan bahwa syara’telah menggantungkan berbagai macam
hukum terhadap tampaknya kandungan, seperti natkah, ‘iddah, dan
larangan menggauli. Maka sudah semestinya masalah lign dianalogikan

demikian.'”

Berikutnya, jika tuduhan suami terhadap isterinya berzina kemudian
terbukti dan diakuinya dan suami yakin akan kebenaran pengakuannya,
maka sebaiknya ditalak, bukan mengutuknya (al-mulaanah). Dan
kalaupun sesudah ditalak isteri tersebut mengandung, sementara mantan
suami mengingkari secara sempurna, maka menurut Ibn Rusyd, anak
yang dilahirkannyanasabnya dinisbatkan kepada orang yang setempat
tidur (al-walad li al-firasy), yakni kepada ibunya."®® Dan sebagai akibat
hukum dari ber-lignini, mereka harus berpisah untuk selama-lamanya.

Kedelapan, zihar. Zihar berasal dari akar kata zahr, artinya punggung.
Kata al-zahr ini dikhususkan untuk punggung, bukan untuk semua anggota
badan lainnya. Karena setiap tunggangan itu dinamakan punggung (zahr),
dan pada umumnya punggung menjadi tempat tunggangan, kemudian
isteri diserupakan dengan punggung, sebab ia menjadi tunggangan
suami.'”®" Zihar dalam terminologi hukum syara’ yaitu seorang suami
yang berkata kepada isterinya “bagiku, kamu seperti punggung ibuku, atau
seperti perut ibuku, maka perkataan demikian itu adalah zihar, karena
perut ibu baginya termasuk yang diharamkan seperti menziharnya.'®*
Atau, seorang suami yang menyerupakan isterinya kepada salah satu
perempuan yang diharamkan untuk selamanya baik dari segi keturunan
(al-nasab), pertalian kerabat semenda (al-musaharah), ataupun dari segi

susuan (al-rada’), demikian ini juga dinamakan zihar.'?

172 Tbn Rusyd, Biddyah al-Mujtahid, Juz ke 2, h. 88.

180 Ibid.

81 Al-‘Asqalani, Fath al-Bari, h. 542. Tbn Qudamah, a/-Mugni, Juz ke 8, h. 554. Sayyid
Sabiq, Figh al-Sunnah, h. 264.

182 Al-Sarakhsi, al-Mabsiit, Juz ke 6, h. 226.

183 Muhammad Aba Zahrah, al-Ahwal al-Sydkhsiyyah, h. 398.
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Dasar hukum pembahasan zihar di antaranya adalah Q. S. Al-
Mujadilah (58): 2, Allah berfirman:
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“Orang-orang yang mengihar isterinya di antara kamu, (menggap
isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka.
Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan
sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan
yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pema’af lagi
Maha Pengampun”.

Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abtt Dawud dari Haulah
binti Malik bin Sa’labah, ia berkata:
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184 Abb Dawud, Sunan Abi Dawud, Juz ke 2, h. 241.
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“Suamiku, Aus bin as-Samit telah menziharku, maka aku datang kepada
Rasulullah Saw. mengadu kepadanya, sedangkan beliau membantah aku
tentang dia (Aus) seraya bersabda: Bertakwalah kamu kepada Allah,
karena Aus adalah anak pamanku. Sebelum sampai aku keluar, Allah
menurunkanayat: “Sungguh Allahtelahmendengar perkataanwanitayang
memdjukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan
(halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu
berdua (9.S. al-Mujadilah (58), ayat 1). Kemudian Rasulullah bersabda:
Hendaklah ia (Aus) memerdekakan hamba sahaya. Haulah berkata:
Dia tidak mampu. Rasul bersabda: Hendaklah dia berpuasa dua bulan
berturut-turut. Kata Haulah: Hai Rasulullah, dia sudah tua tidak
kuat berpuasa. Bersabda Rasulullah: Hendaklah ia memberi makan 60
orang miskin. Kata Haulah: Dia tidak mempunyai apa-apa yang dapat
disedekahkan. Kata Rasulullah: Aku akan membantunya dengan satu
taker kurma kering. Kata Haulah lagi: Dan aku pun akan membantunya
dengan satu taker kurma pula. Rasulullah bersabda: Sungguh kamu telah
melakukan kebaikan, pergilah dan memberi makanlah atas namanya 60
orang miskin”.

Berdasarkan ayat dan hadis di atas jelaslah menunjukkan bahwa
seorang suami yang menyamakan atau menyerupakan isterinya dengan
punggung ibunya, maka tindakan demikian dinamakan zihar. Akibat
hukum dari perbuatan zihar adalah wajib membayar kafarat, dan suami
diharamkan menggauli isterinya sebelum dibayar kafarat zihar-nya, yang
alternatif kafarat-nya dengan memerdekakan hamba sahaya,jika tidak
mampu, diganti dengan berpuasa dua bulan berturut-turut,dan jika tidak
mampu juga, diganti dengan memberikan makan 60 orang miskin.

Di kalangan para ulama mengenai wajib membayar kafarat zihar
terdapat perbedaan pendapat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa
kafarat tidak diwajibkan tanpa adanya pencabtitan kembali kata-kata.
Sedangkan Mujahid dan Tawus berpendapat bahwa kafarat diwajibkan
tanpa pencabitan kembali kata-kata. Mayoritas ulama berargumentasikan
dengan firman Allah (Q.S. al-Mujadilah (58): 3):
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“Orang-orang yang menzihar isteri mereka, kemudian mereka hendak
menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya)
memerdekakan seorang budak’”.

Ayat ini merupakan nas yang menegaskan wajibnya penggantungan
kafarat pada pencabttan kata-kata. Hal ini dilihat dari pendekatan analogi
(al-qiyas), maka zihar mirip dengan kafarat pada sumpah, sebagaimana
kafarat menjadi wajib karena adanya pelanggaran, demikian pula halnya
dengan zihar. Sementara Mujahid dan Tawus berargumentasikan bahwa
zihar merupakan suatu perkara yang mewajibkan kafarat tertinggi, maka
sudah seharusnyalah perkara itu sendiri yang mewajibkan kafarat tersebut,
bukan sebagai perkara tambahan, karena hal ini dipersamakan dengan
kafarat pembunuhan (al-gatl) dan berbuka puasa (al-fitr).'®

Demikian delapan persoalan tersebut di atasyang menyebabkan
putusnya ikatan perkawinan yang terdokumentasikan dalam literatur fikih
klasik. Dari delapan sebab putusnya ikatan perkawinan tersebut hampir
semuanya berada dalam kendali suami, kecuali satu yang berada dalam
kendali isteri, yaitu khulu’. Itu pun pada realitasnya masih melibatkan
suami. Dan dalam praktiknya, semua sebab tersebut figh klasik tidak
mengatur prosesnya, termasuk dilakukan di depan majelis hakim di
pengadilan.

185 Tbn Rusyd, Biddyah al-Mujtahid ..., h. 79
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BAB IV

HUKUM KELUARGA ISLAM
DALAM PERUNDANG-
UNDANGAN INDONESIA

A. Historisitas Lahir Hukum Keluarga Islam

Kalau ditelusuri secara seksama proses pembentukan hukum keluarga
dalam perundang-undangan Indonesia, yakni Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ternyata melalui proses yang panjang
dan berliku-liku. Oleh karena itu, sebelum sampai pada lahirnya undang-
undang tersebut perlu diketahui dan dikemukakan terlebih dahulu latar
belakang historisnya, baik pada masa (periode) sebelum kemerdekaan
Republik Indonesia, sesudah meredeka maupun di masa reformasi hingga

era kontemporer ini.

Periode Sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia

Secara historis, hukum Islam telah ada di Indonesia sejak bermukimnya
orang-orang Islam di Nusantara ini.'® Hal ini menunjukkan bahwa

18 Muhammad Datd Ali, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia (Jakarta:
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masuk dan berkembangnya hukum Islam di Indonesia adalah bersamaan
dengan masuk dan berkembangnya agama Islam itu sendiri.Islam masuk
ke Indonesia, ada yang berpendapat adalah berasal dari Arab, namun
kebanyakan pendapat menyatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia
bukan dari pusatnya di Timur Tengah, tetapi melalui India.**’Islam masuk
ke Indonesia pada abad-abad pertama hijriah,'*® telah membawa sistem
nilai-nilai baru berupa akidah dan syariat. Ketika itu kondisi masyarakat
Indonesia sesungguhnya telah tertata dengan sistem nilai yang berupa
peraturan-peraturan adat-istiadat masyarakat setempat. Oleh karena
demikian, Busthanul Arifin mengatakan bahwa sesuai dengan hakikat
dakwah Islamiah, nilai-nilai Islam itu diresapi dengan penuh kedamaian
tanpa menghilangkan nilai-nilai adat setempat yang telah sesuai atau
tidak bertentangan dengan nilai-nilai akidah dan syariat. Pertemuan
kedua sistem nilai itu (adat dan Islam) berlaku dengan wajar, tanpa
adanya konflik antara kedua sistem nilai tersebut.'® Akan tetapi penting
dikemukakan di sini, bahwa hukum Islam untuk pertama kalinya masuk
ke Indonesia tidaklah bersifat orisinal yang langsung dari al-Qur’an dan
sunnah, tetapi sudah berdasarkan kitab-kitab hukum (al-figh al-Islami)
dan teologi yang telah ada sejak abad ke III H/ IX M. Bahkan paham

Yayasan Risalah, 1984), h. 7.

187 Syamsul Wahidin dan Abdurrahman, Perkembangan Ringkas Hukum Islam di Indonesia
(Jakarta: Penerbit Akademika Pressindo, 1984), h. 15.

188 Di kalangan para peneliti sejarah, terjadi perbedaan temuan mengenai Islam masuk ke
Indonesia. Endang Saifuddin Ansari menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia
pada abad ke I H atau abad ke VII M. Lihat, dalam bukunya, Wawasan Islam: Pokok-
Pokok Pikiran tentang Islam dan Ummatnya (Jakarta: Rajawali Press, 1991), h. 253.
Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan menyebutkan dalam bukunya Sejarah Singkat
Pengadilan Agama Islam di Indonesia (Surabaya: Penerbit PT Bina Ilmu, 1983), h. 30,
Islam masuk ke Indonesia pada abad ke IV H atau abad ke X M yang di bawa oleh para
“penyeru” atau da’i yang kadangkala juga menjadi pelaut atau pedagang dari Arab dan
Gujarat. Sedangkan Amir Syarifuddin dan Abdul Halim menyatakan dalam buku Meretas
Kebekuan [jtihad Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia (Jakarta:
Penerbit Ciputat Press, 1426 H/2005 M), h. 27, bahwa terlepas dari beda pendapat apakah
Islam masuk ke Indonesia pada abad ke tujuh menurut versi sejarawan muslim atau pada
abad ke empat belas menurut sejarawan Barat, dapat diperkirakan bahwa pada waktu
Islam masuk ke Indonesia, telah berkembang pemikiran fikih berbentuk mazhab.

189 Busthanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan
Prospeknya (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 34.
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mistik yang berasal dari India telah banyak pengaruhnya terhadap Islam
yang datang di Indonesia.'”® Kusumadi Pudjosewojo dalam konteks ini
membenarkan dan menyatakan bahwa hukum Islam yang berpengaruh
di Indonesia adalah sumbernya kitab-kitab figh dari Mazhab Syafi’i .**!
Senada dengan pernyataan Pudjosewojo, Amir Syarifuddin dan Abdul
Halim mengatakan bahwa terlepas dari beda pendapat apakah Islam
masuk ke Indonesia melalui India Barat yang bermazhab Hanafi atau
langsung dari Saudi Arabia yang pada waktu itu bermazhab Syafi’i, dapat
dikatakan bahwa pemikiran fikih yang berkembang di Indonesia adalah

menurut mazhab Syafi’i .'*?

Pernyataan yang disebutkan terakhir ini, banyak bukti-bukti sejarah
yang menyebutkan bahwa hukum Islam yang berkembang di Indonesia
bercorak Syafi'iyyah, di antaranya, Sultan Malik Zahir dari Samudera
Pasai adalah seorang dari ahli agama dan hukum Islam terkenal pada
pertengahan abad ke VIII H/XIV M."* Melalui kerajaan ini, hukum Islam
mazhab Syéff’i disebarkan ke kerajaan-kerajaan Islam lainnya di kepulauan
Nusantara. Bahkan para ahli hukum dari kerajaan Malaka (berdiri 1400-
1500 M) sering datang ke Samudera Pasai untuk mencari kata putus

tentang permasalahan-permasalahan hukum yang muncul di Malaka."*

Dalam proses Islamisasi di Nusantara atau di Kepulauan Indonesia
yang dilakukan secara damai oleh para saudagar (pedagang) dari Arab
Saudi dan gujarat dari India, dilakukan melalui perdagangan, dan
perkawinan. Dalam pelaksanaan ikatan perkawinan, dan lain-lainnya,

190 Syamsul Wahidin dan Abdurrahman, Perkembangan Ringkas ..., h. 16.

¥ Kusumadi Prdjosewojo, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia (T.tp.: Penerbit
Universitas, 1961), h. 69.

92° Amir Syarifuddin dan Abdul Halim, Meretas Kebekuan Ijtihad, h. 27.

1% Tbnu Batutah seorang petualang asal Maroko yang datang berkunjung ke Banda Aceh pada
tahun 1345 Masehi menyaksikan dan mengagumi kemahiran Malikul Zahir berdiskusi
tentang berbagai masalah Islam dan ilmu hukum Islam. Menurut pengembara Muslim
Dar 1 Maroko itu, Malikul Zahir di samping sebagai seorang raja atau sultan Samudera
Pasai di Aceh Utara, juga disebut sebagai seorang fukaha mazhab Syafi’i yang mahir
tentang hukum Islam. Lihat, Muhammad Datid Ali, “Hukum Islam: Peradilan Agama dan
Masalahnya” dalam Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek, Tjun Surjaman
(ed.) (Bandung: Rosdakarya, 1991), h. 69.

4 Rifyal Ka’bah, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), h. 68-69.
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ternyata peranan hukum Islam sangat dominan dijadikan sebagai dasar
hukumnya. Dalam konteks ini, Daud Ali menegaskan,

Kalau seorang saudagar muslim hendak menikah dengan seorang
wanita pribumi, misalnya,wanita itu diislamkan terlebih dahulu dan
pernikahannya kemudian dilangsungkan menurut ketentuan hukum
Islam. Keluarga yang tumbuh dari perkawinan itu mengatur hubungan
antara anggota-anggotanya dengan kaidah-kaidah hukum Islam atau
kaidah-kaidah lamayang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Jika salah
seorang dari mereka meninggal dunia, harta peninggalannya dibagi

menurut hukum Islam.'*®

Setelah agama Islam dan hukum Islam berkembang, dan diterima
oleh masyarakat Indonesia ketika itu, maka gerakan Islamisasi selanjutnya
diteruskan oleh para ulama yang bertindak sebagai guru dan pengawal
“membumikan” hukum Islam."® Hukum Islam diikuti dan dilaksanakan

1 Muhammad Datd Ali, “Hukum Islam: Peradilan Agama dan Masalahnya” dalam Hukum
Islam di Indonesia, h. 69-70.

1% Di antara para ulama tersebut, seperti Nuruddin ar-Raniri (w. 1068 H/1658 M). Ia menulis
buku hukum Islam dengan judul Sirat al-Mustagim pada tahun 1628 M dapat disebut
sebagai tokoh Islam abad XVII. Kitab ini merupakan kitab hukum Islam pertama yang
disebar luaskan ke seluruh Nusantara. Di samping buku itu, terdapat juga karyanya
yang berjudul Jawdhir al-‘Ulim fi Kasyf al-Ma’liim, Kaifiyyah as-Saldh, dan Tanbih
al-‘Awm fi Tahqiq al-Kalami fi an-Nawafil. Tokoh lainnya yaitu Abdul Rauf al-Sinkili
(1042-1105 H), karyanya berjudul Mir ah at-Tullab fi Tasyri’, dan al-Ma 'rifah al-Ahkam
asy-Syariyyah li al-Malik al-Wahhab. Karya ini ditulis atas permintaan Sulthan Aceh,
Sayyidat ad-Din, dan diselesaikan pada tahun 1074 H/1633 M. Tokoh Islam abad XVIII
M adalah Syaikh Arsyad al-Banjari (1710-1812 M), karyanya berjudul Sabil al-Muhtadin
li Tafaqquh fi Amr ad-Din yang bercorak Syafi’iyyah. Buku ini merupakan perluasan dan
penjabaran uraiannya Dar i buku hukum yang ditulis oleh ar-Raniri, Sirat al-Mustagim.
Kemudian dijadikan pegangan dalam menyelesaikan sengketa antara umat Islam di
daerah Kesultanan Banjar. Pada abad XVIII M juga terdapat Syaikh Abdul Malik bin
Abdullah Trengganu yang hidup di Aceh pada zaman Zainal Abidin (1138- 1146 H/1725-
1733 M). Di antara karyanya adalah Risalat an-Naql yang membicarakan tentang jumlah
orang salat yang sah mendirikan salat Jum’at. Dan Risalat Kaifiyyah an-Niyyah yang
membicarakan niat. Tokoh Islam abad XIX M adalah Syaikh Nawawi al-Bantani (1813-
1879 M), karyanya adalah buku Ugiid al-Lujain. Buku ini menjadi rujukan di Pondok-
Pondok Pesantren, terutama di wilayah Banten. Pada abad XIX M ini juga muncul
tokoh dan ulama bernama Abdul Hamid Hakim di Minang Kabau, karyanya al-Mu’in
al-Mubin, dan lain-lain. Karya ulama yang disebutkan terakhir ini tidak saja dipelajari di
Indonesia, tetapi juga dipelajari di Malaysia dan Tailan Selatan. Lihat, Karel Steenbrink,
Kawan dalam Pertikaian: Kaum Kolonial Belanda dan Islam di Indonesia (1942-1956
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oleh para pemeluk agama Islam di Kerajaan-kerajaan seperti Aceh,
Demak, Banten, Mataram, dan lain-lainnya."”” Tegasnya, bahwa sebelum
penjajah Belanda mengukuhkan kekuasaannya di Indonesia, eksistensi
hukum Islam telah menjadi acuan kehidupan masyarakat Indonesia dalam
menyelesaikan kasus-kasus hukum yang terjadi, baik yang berkaitan
dengan masalah mu’amalah, perkawinan, perceraian, warisan, dan
sebagainya.

Sistem penyelesaian persengketaan di kalangan umat Islam pada
awalnya adalah dalam bentuk perdamaian (hakdm). Dan lembaga peradilan
yang pertama kali muncul pun di Indonesia berupa lembaga tahkim.
Lembaga ini berlaku ketika tidak ada Qadi (hakim agama) atau Penguasa
dalam suatu daerah, maka ulama setempat bisa menjadi muhakkam
untuk menyelesaikan perkara atau kasus hukum yang dihadapinya. Abdul
Basit Adnan menyatakan bahwa dalam keadaan tidak ada Qadi atau
Penguasa dapat dilakukan secara “tahkim kepada seorang muhakkam”,
yakni penyerahan hukum, seperti tahkim seorang wanita kepada seseorang
untuk bertindak sebagai wali, ataupun penyerahan dua belah pihak
yang berselisih kepada pihak ketiga untuk memutus perkaranya.'”® Dari
lembaga tahkim ini kemudian diikuti dengan lembaga ahl al-halli wa al-
aqd, yakni mengangkat orang-orang ahli hukum Islam oleh masyarakat
dalam bentuk Peradilan Adat, di mana para hakim (qadi) diangkat oleh
rapat marga, negeri dan semacamnya. Lembaga ini kemudian dilanjutkan
dengan lembaga Peradilan Swapraja. Peradilan Swapraja dibentuk setelah
terbentuk kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, yang juga terkenal dengan
Peradilan Serambi. Peradilan Serambi, Peradilan Masjid dan sejenisnya.
yang
term lembaga yang disebutkan terakhir ini bertahan hingga sekarang.

Kemudian Peradilan Swapraja berubah menjadi Peradilan Agama,”

M) (Bandung: Penerbit Mizan, 1995), h. 187-189. Marzuki Wahid dan Rumadi, Figh
Mazhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta: LKIS,
2001), h. 123.

7 Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, Sejarah Singkat, h. 29.

8 Ibid.

19 Lihat, Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan
Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim (Yogyakarta: ACAdeMIA-
TAZZAFA, 2009), h. 17.
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Pada tahun 1596 M, ketika kapal-kapal dagang dari organisasi dagang
Belanda, yaitu Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) datang mendarat
di Pelabtihan Karangantu, Banten, mereka menyaksikan kenyataan dan
ketertarikan terhadap kawasan Nusantara. Ketertarikan pihak kolonial
terhadap kawasan Nusantara, bukan saja disebabkan semakin terdesaknya
posisi Belanda dalam percaturan politik Internasional, tetapi secara
ekonomis Nusantara ketika itu menjadi kawasan yang menjanjikan
terutama sektor holtikultura, seperti rempah-rempah, dan lain-lain.
Sebagai badan usaha atau organisasi perdagangan, VOC selalu bertindak
berdasarkan perhitungan untung rugi ditinjau dari segi ekonomi. Jika
mereka bermaksud memberlakukan hukum Belanda terhadap pribumi,
mereka memerlukan aparat yang cukup untuk mengawasi pelaksanaannya.
Pembentukan aparat itu tentu memerlukan biaya, sehingga akan
mengurangi keuntungan mereka. Oleh karena itu, sejak semula, VOC
membiarkan pribumi hidup dalam hukumnya sendiri, kecuali di Batavia
diberlakukan asas unifikasi.*®

Misi VOC pada kenyataannya sebagai perpanjangan tangan
pemerintah Belanda, mempunyai dua fungsi: Pertama, sebagai pedagang,
dan kedua, sebagai badan pemerintah. Sebagai upaya pemantapan kedua
fungsi tersebut digunakan hukum dan aturan perundang-undangan
Belanda. Di daerah-daerah yang dikuasainya, dibentuklah badan-
badan peradilan untuk orang-orang pribumi. Atas dasar berbagai
pertimbangan, VOC membiarkan lembaga-lembaga asli yang telah ada
di masyarakat sebagaimana sebelumnya.?*' Langkah ini dilakukan oleh
VOC kelihatannuya sebagai upaya untuk menghindari perlawanan dari
masyarakat dengan memperhatikan hukum yang hidup dan diikuti oleh
rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, Belanda tetap mengakui

20 Supomo dan Djokosoetomo, Sejarah Politik Hukum Adat 1609-1848 (Jakarta: Penerbit
Djembatan, 1955), h. 1. Achmad Roestandi, “Prospek Peradilan Agama (Suatu Tinjauan
Sosiologis)” dalam Amrullah Ahmad, editor, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum
Nasional (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 210.

201 Muhammad Datd Ali, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia
(Jakarta: LP3ES, 1988), h. 212.
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apa yang telah berlaku sejak berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di
Nusantara, baik mengenai perkawinan, perceraian, waris, maupun wakaf.

Pengakuan Belanda bahwa hukum Islam itu diterima (diresepsi)
secara integral oleh umat Islam dapat dibuktikan dalam beberapa
ketentuan: Pertama, Statuta Batavia (Jakarta) 1642 menyebutkan bahwa,
“sengketa kewarisan antara orang-orang pribumi yang beragama Islam
harus diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam, yakni hukum
yang dipakai oleh rakyat sehari-hari”*** Untuk keperluan ini, D.W. Freijer
menyusun sebuah Compendium (buku ringkasan) mengenai hukum
perkawinan dan kewarisan Islam, yang setelah direvisi dan disempurnakan
oleh para penghulu, buku tersebut diberlakukan di daerah-daerah
jajahan VOC. Compendium ini kemudian dikenal dengan Compendium
Freijer.*”Kedua, dipergunakan juga KitabMuharrar,***dan Pepakem
Cirebon serta peraturan yang dibuat oleh B.J.D. Clootwijk untuk daerah
Bone dan Goa di Sulawesi Selatan. Jadi selama VOC berkuasa (1602-1800)
selama dua abad, kedudukan hukum Islam tetap seperti semula, berlaku
dan berkembang di kalangan umat Islam Indonesia.**Ketiga, di daerah
Kesultanan Palembang dan Banten juga diterbitkan beberapa kitab hukum
Islam yang dijadikan pegangan dalam masalah hukum keluarga dan
waris. Langkah demikian ini juga diikuti oleh kerajaan-kerajaan Demak,
Jepara, Tuban, Gresik, dan Ngampel. Keempat, pada tanggal 25 Mel 1760,
VOC sebagai penjajah dan badan usaha atau organisasi perdagangan
Belandayang ingin menguasai sektor ekonomi, ketika itu mengeluarkan

peraturan senada yang disebut dengan Resolutie der Indische Regeering.**

22 Muhammad Datid Ali, “Hukum Islam: Peradilan Agama dan Masalahnya” dalam Hukum
Islam di Indonesia, h. 71.

203 Adalah buku hukum yang berisi aturan-aturan hukum perkawinan, dan hukum kewarisan
Islam.

204 Pada zaman Kompeni (1747) pernah diusahakan pengumpulan hukum pidana guna bahan
bagi pengadilan yang dibentuk di Semarang, maka hasilnya adalah KitabMuharrar,
mungkin yang dimaksud KitabMuharrar dari Imam Rafi’i. Lihat Zaini Ahmad Noeh dan
Abdul Basirmt Adnan, Sejarah Singkat, op.cit., h. 31.

25 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h.
14.

206 Jhid.
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Substansi isi dari Resolutie ini adalah mengakui eksistensi hukum Islam
dijadikan sebagai dasar pedoman penyelesaian berbagai kasus hukum
yang terjadi di kalangan umat Islam Indonesia.

Setelah VOCbubar dan berubah menjadi pemerintah kolonial Belanda,
kedudukan hukum Islam masih tetap berlaku, yaitu buku yang berupa
Compendium Freijer, Kitab Muharrar, dan Compendium yang lainnya yang
disesuaikan dengan daerah jajahan masing-masing.*”” Pemberlakukan
Compendium-Compendium itu diakui dan diperkuat oleh salah seorang
sarjana Belanda, Lodewijk Willem Christian van den Berg (1845-1927)
yang berkesimpulan bahwa pada awal-awal masa penjajahan Belanda,
bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam berlaku teori receptio
in complexu, yang berarti orang-orang muslim Indonesia menerima dan
memberlakukan syariat Islam secara keseluruhan.**® Akan tetapi, setelah
pemerintah kolonial Belanda berkuasa (sejak awal abad XIX) sikapnya
telah berubah dan curiga serta terus mengawasi terhadap semua aktifitas
yang dilakukan umat Islam. Bahkan lebih jauh pemerintah kolonial
Belanda berkeinginan merubah tata kehidupan masyarakat Indonesia
diganti dengan tata aturan hukum Belanda. Gagasan demikian ini, Mr.
Scholten van Oud Harlen sebagai ketua Mahkamah Agung Belanda,
pada waktu itu menasehati pemerintahnya agar berhati-hati. Nasehat Mr.
Scholten inilah yang menyebabkan pemerintah Belanda menetapkan dan
memberlakukan pasal 75 Regeering Reglement 1854, yang memerintahkan
kepada pengadilan Belanda agar tetap memberlakukan hukum Islam
bagi kaum muslim. Dikuatkan juga oleh Salomon Keyzer (1823-1868)

27 Compendium Freijer, yaitu kitab hukum yang berisi aturan-aturan hukum perkawinan dan
hukum waris menurut Islam. Kitab ini ditetapkan pada tangga 25 Mei 1760 untuk dipakai
oleh Pengadilan Persatuan Kompeni Belanda di Hindia Timur (V.O.C). Atas usul Residen
Cirebon, Mr. P.C. Hasselaar (17 57-1765) dibuatlah kitab Tjicebonshe Rechtsboek.
Sementara untuk Landraad (sekarang Pengadilan Umum) di Semarang tahun 1750 dibuat
Compendium tersendiri (seperti berlaku Kitab Muharrar). Sedang untuk daerah Makasar
(sekarang Ujung Pandang) oleh V.O.C. disahkan suatu Compendium sendiri. Keberadaan
dan berlakunya Compendium ini diperkuat dengan sepucuk surat V.O.C. pada tahun
1808, yang isinya memerintahkan agar para penghulu Islam harus dibiarkan mengurus
sendiri perkara-perkara perkawinan dan warisan. Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata
(Keluarga)..., h. 20-21.

208 Busthanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam, h. 35.
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dan L.W.C. van den Berg (1845-1927) yang berpandangan bahwa hukum
mengikutiagama yang dianut seseorang. Jika orang itu beragama Islam,
hukum Islamlah yang berlaku baginya.*” Dalam perjalanannya, pengadilan
Belanda tidak mampu menerapkan pasal 75 R.R. di atas dalam kehidupan
golongan bumiputra yang beragama Islam. Karena pengadilan Belanda
tidak mampu menerapkannya, maka perkembangan berikutnya Raja
Belanda mengeluarkan sebuah keputusan No. 24 tertanggal 19 Januari
1882, dimuat dalamStbl. 1882 No. 152 tentang Pembentukan Pengadilan
Agama untuk daerah Jawa dan Madura, yang disebut dengan Bepaling
Betreffende de Priesterraden op Java en Madoera,di setiap Landraad
(Pengadilan Negeri), yang kompetensinya adalah mengadili perkara-
perkara perdata (perkawinan, kewarisan, dan wakaf) yang terjadi di
kalangan umat Islam, menurut hukum Islam.*"° Dan keputusan Raja ini
dinyatakan berlaku mulai tanggal 1 Agustus 1882 termuat dalam Stbl.
1882 No. 153.2"

Sebelum diberlakukan Stbl. 1882 No. 152 tersebut di atas, pemerintah
Belanda dalam kenyataannya telah melakukan pengawasan terhadap
jalannya hukum Islam, meski di sisi lain Belanda mengakui akan
eksistensi hukum Islam. Pengawasan itu oleh pemerintah Belanda seperti
dikemukakan Munawir Sjadzali dituangkan dalam bentuk tata aturan
sebagai berikut:

1. Pada bulan September 1808 ada suatu instruksi dari pemerintah
Hindia Belanda kepada para bupati yang berbunyi: “Terhadap
urusan-urusan agama orang Jawa tidak akan dilakukan gangguan-
gangguan, sedang pemuka-pemuka agama mereka diabiarkan untuk
memutuskan perkara-perkara tertentu dalam bidang perkawinan
dan kewarisan dengan syarat bahwa tidak akan ada penyalahgunaan,
dan banding dapat dimintakan kepada hakim banding”

2 Munawir Sjadzali,“Landasan Pemikiran Politik Hukum Islam dalam Rangka Menentukan
Peradilan Agama di Indonesia” dalam Hukum Islam di Indonesia, op.cit., h. 45. Ahmad
Rofiq, Hukum Islam, h. 14-15.

210 Muhammad Datid Ali, “Hukum Islam: Peradilan Agama dan Masalahnya” dalam Hukum
Islam di Indonesia, h. 71-72.

211 Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, Sejarah Singkat, h. 32.
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2. Pada tahun 1820 melalui Stbl. No. 22, pasal 13 ditentukan bahwa
bupati wajib memperhatikan soal-soal agama Islam dan untuk
menjaga supaya para pemuka agama dapat melakukan tugas
mereka sesuai dengan adat kebiasaan orang Jawa seperti dalam
soala perkawinan, pembagian pusaka dan yang sejenis. Dari istilah
“bupati” dalam ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa
Peradilan Agama telah ada di seluruh pulau Jawa.

3. Pada tahun 1823 dengan resolusi gubenur jendral tanggal 3 Juni
1823 No. 12, diresmikan Pengadilan Agama di kota Palembang
yang diketuai oleh Pangeran Penghulu. Sedangkan banding
dapat dimintakan kepada Sultan. Wewenang Pengadilan Agama
Palembang meliputi: (a) perkawinan, (b) perceraian, (c) pembagian
harta, (d) kepada siapa diserahkan anak apabila orang tua bercerai,
(e) apa hak masing-masing orang tua terhadap anak tersebut, (f)
pusaka dan wasiat, (g) perwalian, (h) perkara-perkara lainnya yang
menyangkut agama.

4. Pada tahun 1835 melalui resolusi tanggal 7 Desember 1835
yang dimuat dalam Stbl. 1835 No. 58 pemerintah mengeluarkan
penjelasan tentang pasal 13 Stbl. 1820 No. 20 yang isinya sebagai
berikut: “Apabila terjadi sengketa antara orang-orang Jawa satu sama
lain mengenai soal-soal perkawinan, pembagian harta dan sengketa-
sengketa yang sejenis, yang harus diputus menurut hukum Islam,
para pemuka agama memberi keputusan, tetapi gugatan untuk
mendapat pembayaran yang timbul dari keputusan para pemuka

agama itu harus dimajukan kepada pengadilan-pengadilan biasa”*'*

5. Pada perkembangan berikutnya, pemberlakuan Stbl. 1882 No. 152
tentang pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura
dengan nama Priesterraad, yang pada prinsipnya pemerintah
Hindia Belanda masih mengakui eksistensi hukum Islam sebagai
dasar penyelesaian berbagai permasalahan yang terjadi di kalangan

212 Munawir Sjadzali, “Landasan Pemikiran Politik Hukum Islam dalam Rangka Menentukan
Peradilan Agama di Indonesia” dalam Hukum Islam di Indonesia, h. 43.
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muslim. Karena isi dari Stbl. 1882 No. 152 ini memuat 7 pasal yang

menyatakan:

a.

Di samping tiap-tiap Landraad (Pengadilan Negeri) diadakan
Pengadilan Agama, yang mempunyai daerah hukum yang sama.
Pengadilan Agama terdiri atas Penghulu yang diperbantukan
pada Landraad sebagai ketua, dan sedikit-sedikitnya 3 orang
sertasebanyak-banyaknya8orangUlamalslamsebagaianggota.

Pengadilan Agama tidak boleh mengambil keputusan jika tidak
ada sedikit-sedikitnya 3 orang anggota, termasuk ketuanya
hadir. Dalam keadaan perimbangan suara, maka ketua yang

menentukan.

Keputusan-keptusan Pengadilan Agama harus dinyatakan dalam
surat yang memuat pertimbangan-pertimbangan dan alasan
secara singkat serta ditanda tangani oleh anggota-anggota yang
hadir, begitu pula dicatat biaya perkara yang dibebankan kepada
yang berperkara.

Kepada kedua belah pihak yang berperkara harus diberikan
salinan surat keputusan yang ditanda tangani oleh ketua.

Keputusan-keptusan Pengadilan Agama harus dimuat dalam
surat register yang setiap 3 bulan sekali harus disampaikan
kepada Kepala Daerah setempat (Bupati atau lain-lainnya) untuk
memperoleh penyaksian (visum) dari padanya.

Keputusan-keputusan Pengadilan Agama yang melampaui batas
kekuasaannya atau tidak memenuhi ketentuan ayat b, c dan d di
atas tidak dapat dinyatakan berlaku.*®

Namun ada pandangan yang berpendapat bahwa pengebirian

terjadi sejak tangga 3 Agustus 1828, dengan dicAbut berlakunya

Compendium Freijer. Sebab dengan pencAbfitan ini secara tekstual,

hukum perkawinan yang berlaku adalah hukum adat, kecuali

bagi orang-orang Kristen berlaku Undang-Undang Perkawinan

213 Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, Sejarah Singkat, h. 32-33.
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Kristen Jawa, Minahasa dan Ambon (Huwelijk Ordonantie Christen
Indonesiers Java, Minahasa an Ambon (H.O.C.I).*'* Upaya yang
dilakukan pemerintah Belanda ini secara substansial sesungguhnya
adalah ingin menghilangkan pengaruh Islam di Nusantara, kemudian
diganti dengan proses kristenisasi. Karena Islam di mata penjajah
dipandang sebagai penghambat gerakan kolonialisme, dan Islam itu
sendiri memiliki ajaran yang anti penjajah. Untuk itu, pemerintah
Belanda terus berusaha dengan berbagai cara mengebiri Islam,
seperti melalui pemberlakuan aturan perundang-undangan, memata-
matai, pengawasan terhadap semua aktifitas umat muslim, dan lain-
lain. Munawir Sjadzali menegaskan bahwa, politik hukum divide
et impera pemerintah kolonial, bukan saja merupakan hambatan,
bahkan merupakan suatu kemunduran. Dari sudut pandang inilah
dapat dipahami bahwa tujuan politik hukum pemerintah kolonial
sejak tahun 1906 adalah untuk menghambat dan menghentikan
meluasnya hukum Islam dan membentuk konsep hukum tandingan
yang mendukung politik pecah-belah pemerintah kolonial Belanda.**®

Pada tahun 1919 melalui usaha yang gigih dan sistematis,
pemerintah Belanda akhirnya berhasil mengubah dan menggantikan
teori Reseptio ini complexu yang terdapat pada pasal 78 ayat 2 dan 109
Regeering Reglemennnnt (R.R.) (Stbl. No. 2), yang kemudian menjadi
pasal 134 ayat 2 Indische Staatsregeling (1.S.) dengan teori Receptie.
Dengan perubahan nama Undang-Undang Dasar Hindia Belanda dari
R.R. menjadi I.S. pada tahun 1919, maka pasal 134 tersebut berbunyi:
“Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan
diselesaikan oleh Hakim Agama Islam apabila keadaan tersebut telah
diterima oleh hukum adat mereka, dan sejauh tidak ditentukan oleh
ordonansi”?'¢ Substansi dari maksud pasal ini adalah hukum Islam
dapat diberlakukan sepanjang telah diresepsi oleh hukum adat. Jadi,

214 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga), h. 22.

25 Munawir Sjadzali, “Landasan Pemikiran Politik Hukum Islam dalam Rangka Menentukan
Peradilan Agama di Indonesia” dalam Hukum Islam di Indonesia, h. 45-46.

26 Jbid.
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hukum adatlah yang menjadi asas pemberlakuan hukum Islam.
Tegasnya, penganut aliran teori Receptie ini mengemukakan bahwa
sebenarnya hukum yang berlaku di Indonesia bukan hukum Islam,
melainkan hukum adat. Ke dalam hukum adat itu memang masuk
hukum Islam. Hukum Islam baru mempunyai kekuatan berlaku kalau
sudah diterima sebagai hukum adat.?"”

Perubahan Undang-Undang Dasar Hindia Belanda di atas,
pada awalnya muncul kritik dari Cornelis van Vollenhoven (1874-
1933) terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah
Belanda, dan ia memperkenalkan hukum adat Indonesia (het Indische
adatrecht). Kemudian dilanjutkan oleh Cristian Snouck Hurgronje
(1857-1936) sebagai penasehat pemerintah Hindia Belanda mengenai
persoalan keagamaan. Ia di kalangan umat Islam Indonesia dikenal
seorang anti Islam yang menentang pendapat L.W.C. van den Berg dan
ahli lain dengan teori Receptio in complexu-nya, diganti dengan teori
Receptie.”'® Sebelum C. Snouck Hurgronje ditunjuk sebagai penasehat,
tahun 1859 telah dimulai politik campur tangan terhadap urusan
keagamaan. Gubenur Jendral dibenarkan mencampuri masalah
agama bahkan harus mengawasi setiap gerak-gerik para ulama, bila
dipandang perlu demi kepentingan ketertiban keamanan.*”® Sebab,
bagi C. Snouck Hurgronje, musuh kolonialisme bukanlah Islam
sebagai agama, melainkan Islam sebagai doktrin politik. Karena itu,
menurut Agib Suminto, ia melihat kenyataan bahwa Islam seringkali
menimbulkan bahaya terhadap kekuasaan Belanda.?*

Sebagai tindak lanjut dari perubahan pasal 134 ayat 2 I.S.
sebagaimana tersebut di atas, maka pada tahun 1937 dikeluarkan Stbl.
1937 No. 116 yang isinya bahwa Peradilan Agama di Jawa dan Madura
kompetensinya dibatasi hanya mengenai masalah perkawinan,

27 Ibid.

218 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, op.cit., h. 16. A. Qodri Azizy, Hukum Nasional
Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum (Jakarta: Penerbit TERAJU, 2004), h. 186.

29 Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda (Jakarta: LP3ES, 1986), Cet. ke 2, h. 10.

20 Ibid., h. 12.
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sedangkan perkara waris yang selama berabad-abad menjadi
wewenangnya diserahkan kepada Pengadilan Negeri. Demikian pula
di Kalimantan Selatan didirikan Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi
Besar dengan Stbl. 1937 No. 638 dan 639, yang kompetensinya sama
seperti Peradilan Agama di Jawa dan Madura.?*! Dengan dikeluarkan
dua Stbl. Tersebut jelaslah bahwa masalah waris, wasiat, hibah, wakaf,
dan lain-lain selain perkawinan menjadi kompetensi Pengadilan
Negeri (Landraad). Praktik Pengadilan Negeri atas dasar Stbl. 1937
No. 116 dimaksud, muncul berbagai reaksi dari tokoh-tokoh Islam
dan para ilmuwan di berbagai daerah, tetapi reaksi dan protes itu tidak
direspon oleh pemerintah Hindia Belanda. Dan praktik penyelesaian
kasus-kasus hukum di Pengadilan Negeri terus berjalan,?? hingga
sampai pada tanggal 1 Januari 1938 dikeluarkan Stbl. 1937 No. 610
tentang pembentukan Mahkamah Islam Tinggi (Hof voor Islamietische
Zaken),”” sebagai pengadilan tingkat banding untuk Pengadilan
Agama, sekaligus untuk mengawasi praktik beracaranya. Peraktik
peradilan ini terus berjalan hingga sampai masa kemerdekaan
Indonesia.

21 Notosusanto, Organisasi dan Jurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia (Yogyakarta:

22

[N

Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, 1963), h. 9-10.Daniel S. Lev, Peradilan Agama di
Indonesia, Alihbahasa Zaini Ahmad Noeh (JAKARTA: Intermasa, 1980), h. 37.

Sebagai contoh kasus menarik perlu diungkapkan di sini, ada kasus perebutan warisan
yang kemudian diproses ke Pengadilan Negeri Bandung, yang para hakimnya orang-
orang Belanda. Kasusnya adalah, ada orang kaya meninggal dunia dengan meninggalkan
anak angkat dan beberapa kemenakan, karena tidak mempunyai anak kandung. Anak
angkat tersebut mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri Bandung dengan menuntut
agar harta peninggalan bapak angkatnya yang meninggal tadi diserahkan seluruhnya
kepada anak angkat itu, dengan alasan bahwa ia adalah stu-satunya ahli waris dari bapak
angkat tersebut. Tuntutan anak angkat tersebut dikAbilkan oleh Pengadilan Negeri
Bandung, dan kemenakan orang yang meninggal tadi tidak mendapatkan apa-apa. Ini
sebagai bukti bahwa justru para hakim di Pengadilan Negeri Bandung tidak memahami
hukum adat, oleh karena ketentuan hukum tidak menyerahkan semua harta orang tua
angkat kepada anak angkatnya, sementara ia mempunyai beberapa anak kemenakan.
Maka terjadilah protes dari tokoh umat Islam. Karena dianggap bertentangan dengan
hukum kewarisan Islam. Lihat, Muhammad Datd Ali, Hukum Islam: Pengantar llmu
Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h.
226-227.

223 Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, Sejarah Singkat, h. 38.
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Penting dikemukakan di sini, bahwa pemerintah Hindia Belanda
pernah mengeluarkan dan mngedarkan Rancangan Ordonansi
Perkawinan Tercatat (Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven
Huwelijken), yang di anatara isinya menganut prinsip monogami serta
tidak boleh menjatuhkan talak di luar pengadilan.Tetapi Rancangan
itu mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan organisasi
sosial keagamaan , seperti Nahdatul Ulama, Partai Syarikat Islam
Indonesia, dan lain-lain, termasuk dari kalangan kaum wanita. Karena
mendapat reaksi keras, akhirnya pemerintah Hindia Belanda menarik
Rancangan tersebut.”* Sekalipun Rancangan itu ditarik kembali oleh
pemerintah Hindia Belanda, tapi ide dasarnya diduga kuat merupakan
respon terhadap tuntutan dari sejumlah organisasi wanita yang
menginginkan adanya Undang-undang yang mengatur perkawinan
bagi umat Islam. Reaksi dari organisasi wanita ini ternyata tidak
tinggal diam, tetapi mereka terus mengorganisir para kaum wanita
melalui wadah-wadah organisasi tersebut, dengan mengadakan
kegiatan-kegiatan pertemuan.

Sejarah telah mencatat jauh sebelum Indonesia merdeka bahwa,
pada tahun 1928 dalam Kongres Perempuan Indonesia I di Yogyakarta
diusulkan supaya pada tiap-tiap perkawinan diadakan ta’liq talaq
(perceraian yang digantungkan).?” Usulan ini muncul tampak
dilatar belakangi oleh banyak suami tidak bertanggung jawab dengan
mudah meninggalkan isterinya, bahkan menikah lagi (poligami)
dengan perempuan lain. Dalam hal ini, terdapat suatu kasus yang
lebih spesifik, yaitu poligami. Puteri Indonesia bekerja sama dengan
Persaudaraan isteri dan Wanita sejati, dalam sebuah pertemuan pada
tanggal 13 Oktober 1929 di Bandung, membuat ketetapan tentang
larangan poligami. Pertemuan di Bandung ini membicarakan dua
hal pokok, yakni poligami dan pelacuran. Sejalan dengan itu, pada

24 Lihat, Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga), h. 26.

25 Taufiqurrahman Syahuri, Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia Pro-Kontra
Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2013), h. 4.
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bulan Juni 1931 di Jakarta, Kongres Isteri Sedar memperkuat resolusi
larangan poligami yang ditetapkan beberapa organisasi wanita dan
ditetapkan pada tanggal 13 Oktober 1929.7¢ Hasil pertemuan dan
Kongres Isteri Sedar tersebut menunjukkan bahwa ketika itu mereka
menolak poligami, dan menyepakati prinsip monogami dalam
perkawinan.

Pada Kongres Perempuan II di Jakarta tahun 1935 dianjurkan
kepada anggota-anggotanya untuk menyelidiki kedudukan wanita
dalam hukum Islam, menyokong Badan Penyelidikan Talak dan
Nikah yang telah diadakan oleh Pasundan Isteri (PASI) di Bandung,
mewajibkan semua anggota kongres untuk memberikan bantuan
yang semestinya kepada orang yang mengalami ketidakadilan dalam
perkawinan sehubungan dengan penerapan hukum Islam yang salah,
dan membentuk biro konsultasi yang juga harus mempelajari hukum
perkawinan Islam.?”” Dan pada Kongres Perempuan Indonesia III
di Bandung tahun 1938, Komite Perlindungan Kaum Perempuan
dan Anak-anak Indonesia (KPKPAI) yang dibentuk tahun 1937
dijadikan sebagai Badan Pelaksana Kongres Perempuan yang bertugas
membantu dan melindungi kaum perempuan dalam masalah keluarga
(perkawinan). Badan ini diberi nama baru “Badan Perlindungan
Perempuan Indonesia dalam Perkawinan” (BPPIP). Badan inilah yang
merupakan cikal bakal Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan

Perceraian (BP4), sekarang di bawah naungan Departemen Agama.*®

Dari Kongres Perempuan I sampai dengan Kongres Perempuan
IIT di atas menunjukkan bahwa kegigihan kaum hawa dalam
memperjuangkan hak-haknya dalam soal perkawinan yang buruk
di kalangan masyarakat, adalah menjadi perjuangan serius bagi kaum
perempuan, seperti korban ketidakadilan, perlakuan sewenang-
wenang dari kaum laki-laki, poligami, perceraian (talak) dari

26 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga), h. 27.

27 Taufiqurrahman Syahuri, Legislasi ..., h. 4.

28 Maria Ulfah Soebadio, Perjuangan untuk Mencapai Undang-undang Perkawinan
(Jakarta: Penerbit Idayu, 1981), h. 11-12.
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pihak suami, dan lain-lain. Dengan kondisi demikian, Maria Ulfah
berkesimpulan bahwa keburukan-keburukan perilaku perkawinan
di kalangan umat Islam seperti talak dan poligami yang sewenang-
wenang adalah sebagai akibat dari penerapan hukum perkawinan
Islam yang salah.”” Dari fakta perjuangan kaum perempuan ini
memperlihatkan bahwa perjuangan tuntutan untuk terbentuknya
undang-undang perkawinanadalah lebih banyak disuarakan oleh
kaum perempuan melalui berbagai wadah organisasinya.

Sedangkan di masa penjajahan Jepang,secara prinsip tidak
terjadi perubahan mendasar,*” hanya terjadi perubahan-perubahan
yang bersifat tentatif-kondisional, seperti Pengadilan Distrik diganti
dengan Gun Hooin, Pengadilan Kabtipaten diganti Ken Hooin, Rad van

Justitie (Pengadilan Negeri) diganti dengan Tihoo Hooin,*!

Pengadilan
Agama dan Mahkamah Islam Tinggi diganti dengan Sooryoo Hooin
dan Kaikiyoo Kootoo Hooin. Kaikiyoo Kootoo Hooin diurus oleh
Sihoobu (Departemen Kehakiman) meneruskan ketentuan zaman
Belanda yang menyatakan bahwa ketua, anggota-anggota dan panitera
atau panitera penggantiKaikiyoo Kootoo Hooin diangkat oleh Gubenur
Jenderal dan melakukan sumpah jabatan di hadapan Direktur van
Justitie. Tetapi tugas-tugas dalam bidang kepenghuluan maupun
peradilan agama pada umumnya tidak ada perubahan.** Karena
mengingat masa penjajahan Jepang berlangsung lebih kurang selama

tiga setengah tahun (1942-1945).>
Secara praktis pada masa penjajahan Jepang, berdiri lembaga-

lembaga peradilan beserta peraturan-peraturan yang diciptakan,
tetapi di atas segalanya, yang berlaku adalah hukum bala tentara

2 Jbid., h. 10.

20 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: Rajawali Press, 1992), Cet.
ke2,h. 17.

1 Abdul Halim, Politik Hukum Islam di Indonesia (Ciputat: Ciputat Press, 1426 H/2005

M), h. 71.

22 Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, Sejarah Singkat, h. 45.
23 Achmad Roestandi, “Prospek Peradilan Agama (Suatu Tinjauan Sosiologis)” dalam
Amrullah, Dimensi Hukum Islam, h. 213.
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dengan segala variasi yang khas pendudukan Jepang. Mr. R. Tresna
menyatakan bahwa tiap waktu orang dapat saja ditangkap dan ditahan
oleh Polisi Rahasia Jepang. Ia tidak diserahkan kepada Pengadilan,
apalagi disidangkan. Masih untung jika tidak dibunuh. Paling ringan
biasanya ditutup dengan tidak pernah diperiksa di Pengadilan.>* Jadi,
kehadiran penjajahan Jepang di Indonesia, di satu sisi memberikan
keleluasaan kepada masyarakat Indonesia untuk menjalankan
aturan hukum lembaga-lembaga peradilan yang telah ada, termasuk
hukum Islam, tetapi di sisi lain Jepang melakukan tindakan-tindakan
sewenang-wenang, kejam, dan ketidakadilan terhadap masyarakat
Indonesia. Bahkan seperti ditegaskan oleh Syamsul Wahidin dan
Abdurrahman bahwa pemerintahan militer dengan kekuatannya yang
khas memaksa penduduk yang tentu saja sebagian besar beragama
Islam untuk menghormati dewa matahari, dewa mereka. Satu
penghormatan yang dalam ajaran Islam merupakan perbuatan syirik
dan dosa besar.”> Namun demikian, terlepas dari dampak negatif
atas keberadaan penjajahan Jepang, yang jelas positifnya adalah
menempa mentalitas para pejuang bangsa Indonesia menyongsong
kemerdekaan Republik Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945.

Periode Sesudah Kemerdekaan Republik Indonesia

1.

Masa Orde Lama

Dimaksudkan dengan masa Orde Lama di sini adalah masa
kepemimpinan pemerintahan Presiden pertama (Ir. Soekarno)
yang berlangsung sejak tahun 1945 pasca proklamasi kemerdekaan
Indonesia hingga tahun 1966.>° Di masa Orde Lama ini, belum ada

24 R. Tresna, Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad (Jakarta: Pradnya Paramita, 978),

h. 87.

2% Syamsul Wahidin dan Abdurrahman, Perkembangan Ringkas, h. 39.
26 Penetapan tahun berakhir masa Orde Lama ini didasarkan pada Sidang Istimewa

yang telah mengambil keputusan melalui TAP. MPRS No. XXXVIII/MPRS/1967,
yang menyatakan bahwa: (1) Presiden Soekarno telah tidak dapat memenuhi
pertanggungjawaban konstitusional dan tidak dapat menjalankan haluan dan putusan
MPRS, sebagaimana layaknya kewajiban seorang Mandataris terhadap MPRS, seperti
yang diatur dalam UUD 1945; (2) Sidang menetapkan berlakunya Tap. MPRS No. XV/
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aktifitas keilmuan dan kenegaraan yang menggagas terbentuknya
undang-undang perkawinan yang berlaku bagi seluruh bangsa
Indonesia. Hal ini ditengarai, karena para pejuang pasca kemerdekaan
Republik Indonesia (17 Agustus 1945) sibuk dalam kancah politik
penentuan dasar negara, baik dari kalangan Islam maupun kalangan
nasionalis. Fokus persoalannya adalah, apakah negara Indonesia
dasar negaranya Islam (Piagam Jakarta),”” ataukah Pancasila.*®
Singkat kata dari perdebatan ini, kemudian Pancasila yang menjadi
pilihan utama setelah melalui proses dialektika rasional dan bukti-
bukti sosial dari seluruh peserta sidang,baik dari Panitia sembilan
maupun rapat pendahuluan sebelum pengesahan Pancasila dan
UUD 1945, tanggal 18 Agustus 1945 saat itu,”* karena Pancasila dan

23

23

23

3

&

°

MPRS/1966 (tentang pemilihan/penunjukan Wakil Presiden dan tatacara pengangkatan
Pejabat Presiden) dan mengangkat Jenderal Soeharto, Pengemban Tap. MPRS No. IX/
MPRS/1966 sebagai Pejabat Presiden berdasarkan pasal 8§ UUD 1945 hingga dipilihnya
Presiden oleh MPR hasil Pemilihan Umum. Lihat, Bahan Penataran P-4 Undang-
Undang Dasr 1945 (Jakarta: BP-7, 1996), h. 70. Moljatno T., Beberapa pokok Pikiran
tentang Sistem Kepartaian di Indonesia (Yogyakarta: Seksi Penerbitan Fakultas Sospol
UGM, 1968), h. 7.

Tanggal 18 Agustus 1945 kesepakatan yang terdapat dalam Piagam Jakarta tersebut
diubah pada bagian akhirnya oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Hal
ini penting yang diubah oleh panitia ini adalah tujuh kata setelah ke-Tuhanan, yang semula
berbunyi “Ke-Tuhanan, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”
diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Juga diubah klausul pasal pada batang tubuh
Undang-Undang Dasar 1945, pasal 6 ayat (1) mengenai syarat presiden. Semula ayat itu
mensyaratkan presiden harus orang Islam, tetapi kemudian diubah menjadi hanya “harus
orang Indonesia asli”. Lihat, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Berhegara (Jakarta:
Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012), h. 37-38.

Kalangan Nasionalis menghendaki Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara tidak
menginginkan ideologi yang kaku dan dogmatik. Lihat, Safroedin Bahar “Pancasila
Sebagai Ideologi dalam Kehidupan Pertahanan Keamanan” dalam Pancasila Sebagai
Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara
(Jakarta: BP-7 Pusat, 1996), h. 336.

Panitia sembilan, yaitu: Ir. Soekarno (ketua), Mohammad Hatta, Muhamad Yamin,
A.A. Maramis, Soebandjo (golongan kebangsaan), K.H. Wachid Hasyim, K.H. Kahar
Moezakir, H. Agoes Salim, dan R. Abikusno Tjokrosoejoso (golongan Islam). Kemudian
kaitan dengan perubahan Piagam Jakarta, Mohammad Hatta menegaskan bahwa,
pembukaan Undang-undang Dasar adalah pokok dari pokok, sebab itu harus teruntuk
bagi seluruh bangsa Indonesia dengan tiada kecualinya. Kalau sebagian rakyat Indonesia,
sekalipun terbesar, itu dirasakan oleh golongan-golongan minoritas sebagai diskriminasi.
Sebab itu kalau diteruskan juga Pembukaan yang mengandung diskriminasi itu, mereka
golongan Protestan dan Katolik lebih suka berdiri di luar Republik. Karena begitu serius
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UUD 1945 dirumuskan untuk dapat mengakomodir kepentingan
seluruh komponen masyarakat Indonesia. Setelah Pancasila
diterima oleh semua komponen bangsa ini, maka pada tangga 3
Januari 1946 dibentuklan Departemen Agama sebagai wahana untuk
mengakomodir semua aktifitas umat Islam Indonesia.

Sekalipun umat Islam telah memiliki Departemen Agama, tetapi
untuk segera memiliki Undang-undang perkawinan ternyata belum
bisa diwujudkan. Karena itu, bangsa Indonesia di masa Orde Lama
ini masih memberlakukan beberapa peraturan hukum perkawinan
peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda menurut golongan
masing-masing, antara lain: (1) bagi orang-orang Indonesia asli
berlaku hukum adat; (2) bagi orang-orang Indonesia asli beragama
Islam berlaku hukum perkawinan Islam; (3) bagi orang-orang
Indonesia asli yang beragama Kristen (Jawa, Minahasa dan Ambon)
berlaku Ordonansi Perkawinan Kristen (Huwelijks Ordonnantie
Christen Indonesiaers atau HOCI); (4) bagi warga negara keturunan
Eropa dan Cina (Tionghoa) berlaku Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (Bergerlijk Wetboek atau BW); (5) bagi perkawinan campuran
berlaku peraturan perkawinan campuran (Staatsblad 1898 No. 158)

240

atau Regeling op de Gemengde Huwelijken.

Peraturan hukum perkawinan peninggalan pemerintah Hindia
Belanda yang diberlakukan bagi bangsa Indonesia di atas, jelas
memperlihatkan adanya kesenjangan bahwa bagi golongan warga

rupanya, esok paginya tanggal 18 Agustus 1945, sebelum Sidang Panitia Persiapan
bermula, kuajak Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo
dan Mr. Teuku Mohammad Hasan dari Sumatera mengadakan suatu rapat pendahuluan
untuk membicarakan masalah itu. Supaya kita jangan pecah sebagai bangsa, kami
mufakat untuk menghilangkan bagian kalimat yang menusuk hati kaum Kristen itu dan
menggantikannya dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila suatu masalah yang serius
dan bisa membahayakan keutuhan negara dapat diatasi dalam sidang kecil yang lamanya
kurang dari 15 menit, itu adalah suatu tanda bahwa pemimpin-pemimpin tersebut di waktu
itu benar-benar mementingkan nasib dan persatauan bangsa. Empat Pilar Kehidupan
Berbangsa dan Bernegara, h. 36 dan 40. Bahan Penataran P-4 Undang-Undang Dasar
1945, h. 6 dan 11.

20 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia (Bandung: Sumur, 1984), Cet.
ke 8, h. 14-15.
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negara Indonesia yang beragama Kristen dan warga negara keturunan
Eropa dan Cina telah memiliki kodifikasi hukum perkawinan, maka
dalam praktik jarang ditemukan problematika yang krusial dalam
perkawinan mereka. Berbeda halnya dengan golongan Islam yang
belum memiliki kodifikasi hukum perkawinan. Hukum perkawinan
yang dipedomani oleh umat Islam saat itu masih mengacu pada
berbagai kitab fikih klasik (figh mundakahat) karya para imam
mujtahid, terutama figh Sydfiiyyah. Pemahaman umat Islam
Indonesia terhadap kitab-kitab figh Sydfi'iyyah dalam praktik sering
terjadi perbedaan pendapat, sehingga sering mengemuka kasus-kasus
perkawinan seperti perkawinan anak di bawah umur (perkawinan
dini), perkawinan paksa, penyalahgunaan hak talak, poligami dan
lain-lain dalam penetapan hukumnya sangat beragam.

Melihat kondisi demikian itu, pada tahun 1946, satu tahun setelah
kemerdekaan Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan
Undang-Undang No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak,
dan Rujuk, yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, dan oleh
Pemerintah Darurat RI di Sumatera dinyatakan berlaku juga untuk
seluruh wilayah Sumatera.?* Kemudian, usaha perbaikan perilaku
perkawinan terus dilanjutkan oleh pemerintah, maka melalui Instruksi
Menteri Agama No. 4 tahun 1947 tentang penunjukan Pegawai
Pencatat Nikah (PPN), dengan tugas berusaha untuk mencegah
terjadi perkawinan di bawah umur, menertibkan kembali persoalan
berpoligami, talak, dan rujuk, agar sesuai dengan ajaran hukum
Islam.*** Ketentuan demikian ini berlaku hingga tahun 1954, dan
pada tahun ini juga pemerintah akhirnya melalui Undang-Undang
No. 32 tahun 1954 menetapkan bahwa UU No. 22 tahun 1946 berlaku
untuk seluruh wilayah Indonesia.*** Tetapi usaha-usaha tersebut
masih terbatas pada teknis pelaksanaan secara formal. Baru pada

21 Nani Soewondo, Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat (Jakarta:
Ghalia Indonesia, 1984), h. 96.

22 Nani Soewondo, Kedudukan Wanita ..., h. 79.

23 Taufiqurrahman Syahuri, Legislasi ..., h. 102.
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akhir tahun 1950 usaha serius ke arah pembentukan hukum material
tentang perkawinan mulai dipikirkan oleh pemerintah. Melalui surat
perintah Menteri Agama No. B/2/4299 tertanggal 1 Oktober 1950,
dibentuklah Panitia Penyelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Talak
dan Rujuk bagi umat Islam, atau disebut Panitia NTR.*** Panitia ini
diketuai oleh Teuku Muhammad Hasan dan anggotanya terdiri dari
orang-orang yang ahli dalam bidang hukum umum, hukum Islam,
dan hukum Kristen, dari berbagai aliran. Panitia ini diberi tugas
meninjau kembali seluruh peraturan hukum mengenai perkawinan
yang telah ada, dan sekaligus menyusun Rancangan Undang-Undang
Perkawinan (RUUP).** Panitia berhasil menyusun dua RUUP, yaitu
RUUP umum, diselesaikan tahun 1952, dan RUUP khusus umat Islam
yang diselesaikan tahun 1954. RUUP umum dikonsepsikan berlaku
untuk semua golongan dan agama, beserta peraturan-peraturan
khusus yang mengatur golongan agama masing-masing. Pada tanggal
1 Desember 1952, Panitia menyampaikan RUUP umum kepada
semua organisasi pusat dan daerah dengan permintaan agar masing-
masing anggota dapat memberikan masukan dan pandangannya
terhadap RUU tersebut hingga tanggal 1 Februari 1953.* Adapun
rumusan dari RUU dimaksud sebagai berikut:

a. Perkawinan harus didasarkan kemauan bulat dari kedua belah
pihak, untuk mencegah kawin paksa ditetapkan batas-batas umur
18 bagi laki-laki dan 15 bagi perempuan.

b. Suami isteri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang
dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama
dalam masyarakat.

c. Poligami diizinkan bila diperbolehkan oleh hukum agama yang
berlaku bagi orang yang bersangkutan dan diatur sedemikian
rupa hingga dapat memenubhi syarat keadilan.

24 Asro Soisroatmodjo dan Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia (Jakarta: Bulan
Bintang, 1978), h. 9.

2% Nani Soewondo, Kedudukan Wanita ..., h. 176.

26 Ibid. h. 177.
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d. Harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan
menjadi milik bersama.

e. Perceraian diatur dengan keputusan Pengadilan Negeri,
berdasarkan alasan-alasan tertentu, mengenai talak dan rujuk
diatur dalam peraturan hukum Islam.

t.  Kedudukan anak sah atau tidak, pengakuan anak, mengangkat
dan mengesahkan anak, hak dan kewajiban orang tua terhadap

anak, pencabttan kekuasaan orang tua dan perwalian.?*’

Setelah penyampaian RUU di atas, maka pada tanggal 24-26
Februari 1953, Panitia mengadakan dengar pendapat (hearing)
dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam. Dalam forum
hearing atau konperensi ini ternyata RUU tersebut ditolak oleh
organisasi-organisasi wanita Islam seluruh Indonesia. Konperensi
tersebut memutuskan antara lain: (1) belum dapat menerima RUUP
umum itu dalam bentuk dan susunan sekarang, dan (2) berusaha
terus untuk terlaksananya suatu Undang-undang yang sesuai dengan
hukum Islam sebagai Undang-undang perkawinan RI dengan tidak
mengurangi akan hak-hak golongan yang sah menurut agamanya
masing-masing.”*® Sedangkan oleh organisasi kewanitaan non Islam,**
RUUP umum tersebut dinyatakan dapat diterima.

Setelah hearing dan/atau konperensi tersebut, maka Panitia NTR
dalam rapatnya pada bulan Mei 1953, memutuskan untuk menyusun
Undang-undang Perkawinan sesuai sistem hukum yang berlaku:

247 Nani Soewondo, Kedudukan Wanita ...,h. 178-179.

28 Konperensi itu dihadiri oleh 11 organisasi wanita di tingkat pusat, yaitu: Al-ijtihddiyyah
Medan, al-Irsyad Isteri Jakarta, NU Muslimat Semarang, Muslimat Jakarta, GPPI Putri
Jakarta, Aisyiah Yogyakarta, Persatuan Umat Islam Majalengka, Persisteri Bandung,
PSII Dep. Wanita, Wanita Sedar, dan Lajnah Immaillah (Ahmadiyah), dan 24 organisasi
lokal. Nani Soewondo, Kedudukan Wanita ..., h. 97.

2 Bayangkari, Wanita Demokrat, Pemuda Putri Indonesia, Perwari,Persatuan Isteri
Tentara, Wanita Katolik, dan Perkumpulan Wanita Kristen Indonesia. Lihat, T. Tafizham,
Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam (Medan: Mestika,
1977), h. 96.
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a. Undang-undang Pokok yang berisi semua peraturan yang berlaku
bagi umum bersama-sama (uniform), tanpa menyinggung agama.

b. Undang-undang Organik, yang mengatur soal perkawinan
menurut agama masing-masing, yaitu bagi golongan Islam,
Kristen Katolik dan golongan Kristen Protestan.

¢. Undang-undang untuk golongan netral, yaitu yang tidak

termasuk suatu golongan agama.*’

Atas dasar keputusan konperensi tersebut di atas, Panitia NTR
menyampaikan RUUP khusus umat Islam kepada Menteri Agama
pada bulan April 1954, sedangkan RUUP umat lain akan disusulkan
kemudian.

Kedua RUUP yang telah dirampungkan oleh Panitia NTR itu
ternyata hingga awal tahun 1958 belum dibahas di parlemen, sehingga
membuat gerah para anggota parlemen terutama dari golongan wanita
yang diprakarsai Ny. Soemari. Baru pada pertengahan tahun 1958,
salah satu RUU tersebut yaitu RUUP umat Islam, oleh Menteri Agama
diajukan ke parlemn. Hal ini direspon dan dilakukan oleh pemerintah
karena terdesak oleh RUUP umum usul inisiatif Ny. Soemari (anggota
PNI) yang telah diajukan kepada parlemen pada bulan Maret 1958.%'
RUU usul inisiatif itu ternyata banyak kesamaannya dengan RUUP
umum yang dibuat oleh Panitia NTR tahun 1952. Perbedaan yang
terpenting hanya terdapat pada dasar monogami yang dimuat RUU

usul inisiatif.?*

Pembahasan di parlemen mengenai kedua RUU tersebut di
atas, baru dimulai tanggal 6 Maret 1959. Kedua RUU tersebut
mendapat tanggapan serius baik di dalam parlemen maupun di
kalangan masyarakat. Dalam pembahasan di parlemen, terdapat tiga
pandangan yang berbeda: Ada pandangan yang mendukung RUUP
umat Islam usul pemerintah (yang disampaikan terutama oleh partai-

20 Ihid.
1 Ibid., h. 97.
22 Nani Soewondo, Kedudukan Wanita ..., h. 97.
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partai Islam), ada yang mendukung RUUP umum usul Ny. Soemari
(dilakukan terutama oleh partai-partai non Islam), dan ada pula yang
mengusulkan agar diadakan kompromi anatar kedua RUU itu. Di
luar parlemen, organisasi-organisasi (wanita) Islam pada umumnya
menolak RUU usul Ny. Soemari dimaksud, sedangkan organisasi-
organisasi wanita lain pada umumnya mendukung RUU usul Ny.
Soemari dan menyetujui diadakan kompromi antara kedua RUU itu.**
Sebagai konsekuensi dari perbedaan pandangan tersebut, terutama di
kalangan internal umat Islam yang konvensional, maka kedua RUU
tersebut akhirnya gagal disahkan menjadi Undang-undang. Deliar
Noer menyebutkan bahwa kegagalan itu disebabkan karena faktor
perbedaan pendapat seperti tersebut di atas yang sulit untuk disatukan
sehingga terjadi kemacetan dalam perdebatan di parlemen mengenai
kedua RUU tersebut.”* Di samping, ada pula faktor eksternal yang
kemudian muncul, yaitu terjadinya perubahan sistem ketatanegaraan
di Indonesia akibat lahirnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959,>°
yang menetapkan UUD 1945 berlaku kembali bagi bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta tidak berlaku lagi UUD
Sementara 1950. Dan hingga masa kepemimpinan Orde Lama ini
berakhir (1967), tidak ada satu pun produk hukum Islam dalam
bidang hukum keluarga yang disahkan menjadi Undang-undang
Perkawinan yang dicita-citakan untuk menjadi acuan umat Islam
Indonesia.

2. Masa Orde Baru
Dimaksudkan dengan masa Orde Baru di sini adalah masa
kepemimpinan Presiden kedua (Jenderal Soeharto) yang berlangsung
sejak tahun 1966 sampai dengan Mei 1998, setelah keruntuhan rezim
Soekarno dengan demokrasi terpimpin yang bercorak otoriter.>

Tentunya terjadi pergantian kepemimpinan secara politik hukum,

23 Jbid., h. 98-99.

54 Deliar Noer, Administrasi Islam di Indonesia (Jakarta: Rajawali, 1983), h. 97.
5 T. Tafizham, Persintuhan ..., h. 98.

3¢ Moh. Mahfud MD., Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: LP3ES, 1998), h. 196.
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sangat berpengaruh pada tata aturan dan produk hukum yang akan
dikeluarkan sebagai kebijakan pemerintahannya. Tetapi secara
prosedural, tetap mengacu pada aturan hukum yang berlaku. Dalam
konteks ini, Pasal IT Aturan Peralihan UUD 1945 menyebutkan,
bahwa “segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku,
selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar
ini”*” Makna yang tersirat dalam ketentuan ini adalah semua badan/
lembaga negara dan sistem hukum yang ada dan pernah berlaku pada
masa kolonial Belanda, masih tetap berlaku di negara Indonesia,
sepanjang belum diadakan perubahan adanya badan/lembaga negara
dan sistem hukum yang baru menurut UUD 1945. Dari pemahaman
ini jelas terlihat bahwa dalam Pasal II Aturan Peralihan tersebut
terkandung suatu cita-cita hukum (ius constituendum) untuk
mengadakan perubahan atau pembaruan hukum sesuai dengan
UUD 1945.

Dalam kaitan dengan cita-cita hukum, upaya pembaruan atau
rekonstruksi peraturan perundang-undangan tentang perkawinan
yang lahir di masa Orde Baru pada dasarnya merupakan kelanjutan
dari upaya di masa Orde Lama, di mana saat itu banyak terjadi
tuntutan dan desakan dari berbagai ormas Islam, dan organisasi

258

wanita,”® yang mendesak agar segera dibentuk Undang-Undang

Perkawinan bagi umat Islam.

Pada tahun 1966, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
(MPRS) dengan Ketetapan No. XXVIII/MPRS/1966 menyatakan
dalam pasal 1 ayat 3, bahwa perlu segera diadakan Undang-Undang

»7 Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 hasil amandemen keempat, terdapat perubahan
redaksional tetapi substansinya masih sama, yaitu berbunyi “semua lembaga negara yang
ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang
Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Lihat,
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012), h.171.

»8 Seperti Kongres Wanita Indonesia, Musyawarah Nasional untuk pekerja sosial (1960),
Musyawarah Nasional Kesejahteraan Keluarga (1960), dan Konprensi BP4 Pusat (1962).
Arso Sasroatmodjodan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, h. 103.
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tentang Perkawinan.*’ Sebagai respon terhadap TAP MPRS tersebut,
pada tahun 1967 dan 1968 pemerintah Orde Baru sebagai babak
baru dalam masa sidang 1967-1971, menyampaikan dua Rancangan
Undang-Undang (RUU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong
Royong (DPR GR), yaitu: (1) RUU Perkawinan Umat Islam berasal
dari Departemen Agama, yang diajukan kepada DPR GR bulan
Mei 1967; (2) RUU tentang ketentuan-ketentuan Pokok Perkawinan
dari Departemen Kehakiman, yang diajukan kepada DPR GR bulan
September 1968.%% Tetapi, kedua RUU dimaksud tidak mendapat
persetujuan dari DPR GR berdasarkan keputusan tanggal 5 Januari
1968. Karenanya, pemerintah menarik kembali kedua RUU tersebut.
Sebagai argumentasi tidak disahkan atau ditolak kedua RUU itu,
karena Fraksi Katolik menolak membicarakan RUU yang menyangkut
hukum agama. Walaupun wakil dari golongan Katolik ini kecil
jumlahnya (hanya 8 dari 500 anggota/8: 500), mereka menjadi
sebab kemacetan pembahasan kedua RUU tersebut. Sebab menurut
tata tertib parlemen ketika itu tiap keputusan harus berdasarkan
mufakat.”' Menurut Fraksi Katolik dalam pokok-pokok pikirannya
mengenai RUU Perkawinan yang dimuat dalam harian Operasi
(tanggal 14-18 April 1969) menegaskan bahwa,

“.. tjara pengaturan perkawinan sebagaimana ditentukan oleh
kedua Rantjangan Undang-Undang adalah tidak sesuai dengan
hakekat negara Pantjasila, hal jang demikian berarti ada perubahan
dasar Negara. Negara tidak lagi berdasarkan Pantjasila tetapi
berdasarkan agama; hal mana tjotjok dengan prinsip yang terkandung
dalam Piagam Djakarta”>%

Pokok-pokok pikiran yang menjadi pendirian Fraksi Katolik
tersebut ternyata mendapat reaksi dan tanggapan dari kalangan umat

»% K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), h. 2.

260 Nani Soewondo, Kedudukan Wanita ..., h. 103.

261 Deliar Noer, Administrasi Islam, h. 98.

262 H.M. Rasjidi, Kasus RUU Perkawinan dalam Hubungan Islam dan Kristen (Jakarta:
Bulan Bintang, 1974), h. 34.
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Islam, di antaranya dari Hasbullah Bakry (waktu itu sebagai Kepala
PUSOH Islam PORLI) di harian Pedoman, sebagai berikut:

“Dan apabila Undang-Undang ini tidak djadi, maka Partai Katolik
tidaklah mentjapai tudjuan politiknya djuga. Undang-Undang yang
mengatur perkawinan dengan predikat agama jang dianut warganya
itu memang sudah ada sedjak sebelum Pantjasila diresmikan dan
telah diperkuat oleh Negara Pantjasila. Dan ini tidak perlu diartikan
Republik Indonesia lalu telah berobah mendjadi Negara Agama.
Sebaliknya dengan penolakan Partai Katholik itu, warga Indonesia jang
berakal sehat, dapat menganggap bahwa sikap itu akan mengchianati
kepentingan sosial bangsa Indonesia, menentang perbaikan nasib

kaum ibu jang kebetulan beragama Islam”>%’

Silang pendapat yang terjadi antara umat Islam dan Kristen
dengan mengedepankan argumentasi masing-masing tersebut di
atas, terus berlangsung hingga pergantian anggota parlemen pasca
pemilu legislatif 1971.%* Tetapi dua tahun kemudian, tepatnya bulan
Juli 1973, pemerintah mengajukan kembali RUUP yang baru kepada
DPR hasil pemilu 1971, dan menarik kembali kedua RUUP yang
diajukan (disampaikan) kepada DPR GR tahun 1967 dan 1968 di
atas.”RUUP 1973 ini juga ternyata mendapat penolakan keras dari
internal umat Islam sendiri, terutama dari organisasi-organisasi dan
tokoh Islam yang telah lama berkecimpung dalam bidang agama,
mereka berpendapat bahwa RUUP itu bertentangan dengan agama,
Pancasila, dan UUD 1945. Ketentuan-ketentuan atau pasal-pasal yang
dinyatakan bertentangan dengan hukum Islam adalah mengenai:

a. Sahnya perkawinan (Pasal 2, ayat 1), menurut mereka bahwa
sahnya perkawinan adalah kalau telah terpenuhi rukunnya, di

263 Hasbullah Bakry, Pengaturan Undang-Undang Perkawinan Umat Islam (Jakarta: Bulan
Bintang, 1970), h. 122.

264 Pada pemilu tahun 1971, partai pemerintah, yakni Golkar secara telak memenangkan dan
mengalahkan suara partai-partai Islam, meskipun disinyalir oleh banyak kalangan dengan
permainan yang tidak fair. Dan pada tahun 1972, pemerintah melakukan konsolidasi
kekuasaannya, dengan mengangkat Prof. H.A. Mukti Ali sebagai Menteri Agama-nya.

265 Nani Soewondo, Kedudukan Wanita ..., h. 97.

118 HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA



antaranya berupa ijab-qabiil yang dilakukan oleh pihak mempelai
perempuan dengan pihak mempelai laki-laki dan disaksikan
oleh dua orang saksi, dan bukannya pencatatan perkawinan.
Pencatatan perkawinan fungsinya hanyalah sekedar memenuhi
kebutuhan administrasi.

Larangan kawin karena hubungan anak angkat (Pasal 8 ¢) dan
larangan kawin untuk ketiga kalinya bagi suami isteri yang
pernah bercerai dua kali (Pasal 10). Kedua ketentuan tersebut
tidaklah sesuai dengan larangan perkawinan yang dinyatakan
Allah secara tegas dalam Q.S. an-Nisa' (4), ayat 22-24.

Perbedaan agama bukan merupakan penghalang perkawinan
(Pasal 11, ayat 2). Dalam hukum Islam, perbedaan agama itu
termasuk ke dalam larangan perkawinan sesuai dengan ketentuan
Q.S. al-Bagarah (2), ayat 221, dan al-Mumtahanah (6), ayat 10.
Kalaupun ada kelonggaran dalam hukum Islam itu hanya terbatas
dibolehkan kepada laki-laki muslim mengawini perempuan ahli
kitab (Yahudi dan Nasrani), Q.S. al-Maidah (5), ayat 5.

Jangka waktu tunggu bagi janda untuk dapat kawin lagi adalah 306
hari (Pasal 12). Hal ini bertentangan dengan aturan masa tunggu
(‘iddah), yaitu tiga kali suci atau tiga bulan bagi perempuan janda
karena perceraian, atau karena melahirkan jika ia hamil, dan 4
bulan 10 hari karena ditinggal mati suami.

Pertunangan yang berakibat kehamilan (Pasal 13, ayat 3).Dalam
ayat 3 bunyi kalimatnya “bila pertunangan berakibat kehamilan”.
Dalam RUUP membenarkan kehamilan di luar perkawinan.
Menurut mereka, itu sama saja dengan membenarkan hubungan
seks di luar perkawinan, yakni “perzinaan”. Perzinaan menurut
hukum Islam adalah perbuatan yang diharamkan (Q.S. al-Isra’
(17), ayat 32).

Anak luar kawin dapat diakui sebagai anak sah (Pasal 49, ayat
2). Hal ini bertentangan dengan hukum Islam. Sebab menurut
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hukum Islam, yang disebut anak sah adalah anak yang dilahirkan
sebagai akibat dari perkawinan yang sah.

g.  Anakangkat mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan
kedudukan hukum anak kandung (Pasal 62, ayat 8-9). Ketentuan
pasal dan dua ayat tersebut bertentangan dengan hukum Islam
(Q.S.al-Ahzab (33), ayat 4-5).%

Dari seluruh uraian tentang beberapa materi RUUP yang
dipandang bertentangan dengan hukum Islam tersebut di atas,
perlu dibuktikan baik secara keilmuan, fakta sosial maupun realitas
kehidupan bangsa Indonesia yang terus berkembang. Tapi dalam
konteks ini, pemerintah memberikan perhatian dan “menghargai”
terhadap pokok-pokok pikiran kelompok yang menentangnya. Dari
kondisi ini, kemudian terjadi serangkaian lobi-lobi politik tingkat
tinggi antara para elite politik kelompok Islam yang diwakili oleh
Fraksi/ Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan pemerintah
yang diwakili oleh Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
(ABRI). Dari pertemuan ini dapat dicapai suatu kompromi dan
konsensus kedua Fraksi dengan menghilangkan dan merubah
beberapa pasal yang dipandang bertentangan dengan prinisip-prinsip
hukum Islam.*” Akhirnya, dengan persetujuan umat Islam dan telah
dicapai suatu kompromi dan konsensus, kemudian RUUP diterima
oleh DPR pada tanggal 22 Desember 1973 dan disahkan sebagai
ketetapan hukum oleh Presiden dalam bulan Januari 1974.2%

266 Taufiqurrahman Syahuri, Legislasi ..., h. 108-117.

267 Beberapa pasal yang dihilangkan, misalnya, pasal mengenai (1) pengangkatan anak,
(2) pertunangan yang berakibat kehamilan, (3) anak luar kawin, dan (4) ketentuan yang
menyebutkan perbedaan karena kebangsaan ... agama/kepercayaan ... tidak merupakan
penghalang perkawinan. Sedangkan beberapa pasal yang mengalami perubahan,
misalnya, mengenai (5) sahnya perkawinan, (6) pembatasan usia kawin, (7) alasan-alasan
perceraian (semula disebut dalam RUUP, kemudian hanya dimuat dalam penjelasannya),
dan (8) jangka waktu tunggu bagi janda untuk dapat kawin lagi. Kalau semula RUUP
tersebut terdiri Dar i 15 Bab, 73 pasal, maka setelah terjadi perubahan, menjadi 14 Bab
dan 67 pasal (hingga disahkan menjadi Undang-undang). Taufiqurrahman Syahuri,
Legislasi ..., h. 120.

268 Mark Cammack, “Hukum Islam dalam Politik Hukum Orde Baru” dalam Perkembangan
Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara, Editor, Sudirman Tebba (Bandung: Penerbit
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Adapun tanggapan dari para pakar hukum Islam terhadap
UUP No. 1/1974 hubungannya dengan hukum Islam, Wasit Aulawi
menyatakan bahwa dilihat dari proses pembentukannya UUP No.
1/1974 dapat dipandang sebagai hasil ijtihdd jama’i umat Islam
bersama dengan Pemerintah, karenanya ia merupakan salah satu
produk hukum Islam yang bersumber langsung kepada al-Qur'an
dan Sunnah Rasul. Oleh sebab itu, UUP statusnya sama dengan
hukum Islam, dan karena itu pula wajib dilaksanakan. Lebih lanjut
Wasit Aulawi menegaskan, sesuai dengan perintah al-Qur’an, yang
mewajibkan setiap muslim untuk mentaati Allah, Rasul-Nya, dan
pemimpin mereka (Q.S. an-Nisa’ (4), ayat 59). Sedangkan kalau
ijtihad dilakukan oleh ilmuwan (ulama), maka hasil ijtihad itu tidak
mengikat bagi umat Islam, sebagaimana halnya ijtihad yang dilakukan
oleh para imam mazhab, hanya bisa dijadikan sebagai pedoman
saja.”® Senada dengan pandangan Wasit Aulawi, Majelis Ulama
Indonesia (MUI) melalui Ketua Komisi Fatwa MUI, Ibrahim Hosen
berfatwa, agar setiap pernikahan umat Islam mengacu kepada UU
No. 1/1974. Supaya tercakup habl min Allah dan habl minan-nas
(hubungan dengan Allah dan hubungan dengan ssama manusia).””
Tidak terkecuali, Ali Yafi menyatakan bahwa untuk UUP No. 1/1974
dalam proses pembahasannya sudah dipertimbangkan sesuai dengan
kaidah-kaidah usul figh. Karena itu pada dasarnya Undang-Undang
tersebut dapat dianggap tidak ke luar dari kerangka hukum figh.
Dengan demikian produk hukum UUP No. 1/1974 dapat dianggap
sebagai produk pemikiran hukum Islam. Dan keterikatan umat Islam
Indonesia terhadap Undang-Undang itu adalah wajib, sesuai dengan
ajaran Q.S. an-Nisa’ (4), ayat 59.%!

Mizan, 1993), h. 28.

20 Taufiqurrahman Syahuri langsung wawancara dengan Wasit Aulawi, sebagai Guru
Besar IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tanggal 1 Januari 1992, dimuat dalam bukunya
Legislasi ..., h.160.

70 Ibid., h. 161.

1 Ali Yafi, Guru Besar Ingtitut [lmu al-Qur’an Jakarta, Taufiqurrahman Sayahuri wawancara
langsung dengan Ali Yafi, tanggal 30 Juli 1992, lihat dalam bukunya, h. 163.
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Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas dapat ditegaskan
bahwa eksistensi UUP No. 1/1974yang dalam prosesnya melibatkan
para pakar hukum Islam di samping Pemerintah dan DPR sebagai
lembaga resmi pembuat Undang-undang, materinya dapat dibuktikan
adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam, termasuk persoalan
ijtihadiyyah, UUP No. 1/1974 dapat dianggap sebagai produk
pemikiran hukum Islam yang dikeluarkan Pemerintah, dan karenanya
berdasarkan Q.S. an-Nisa’ (4), ayat 59 UUP No. 1/1974 mempunyai
kekuatan mengikat untuk ditaati oleh seluruh umat Islam Indonesia.
Karena UUP No. 1/1974 ini telah diberlakun, maka teknis operasinal
pelaksanaannya, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan UUP No. 1/1974, Peraturan Menteri Agama
No. 3 Tahun 1975 yang diganti dengan PMA No. 2 Tahun 1990 tentang
Tatacara Pencatatan Perkawinan dan Perceraian, Peraturan Menteri
Dalam Negeri No. 221a Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan
dan Perceraian pada Kntor Catatan Sipil. Kemudian, untuk
memberikan pemahaman lebih spesifik lagi dalam melaksanakan
aturan-aturan di atas, terutama kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS)
sebagai abdi dan aparatur negara, sekaligus sebagai contoh yang baik
di masyarakat, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun
1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, yang dalam
perjalan pelaksanaannya diubah dengan Peraturan Pemerintah No.
45 Tahun 1990.

Menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis, yakni
sakinah, mawaddahwarahmah (Q.S. ar-Rum (30), ayat 21) yang
dicita-citakan oleh pasangan suami-isteri tidaklah mudah, ternyata
banyak terjadi konflik rumah tangga, Kekerasan dalam Rumah
Tangga (KDRT) dan yang semacamnya. Jika hal ini terjadi, maka
penyelesainnya dilakukan melalui Peradilan Agama. Dalam konteks
ini, pemerintah mengundangkan UU No. 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama. Tetapi dalam praktiknya, para hakim merasa
kesulitan dalam mengambil keputusan hukum akibat banyak literatur
figh dari berbagai mazhab yang mengaturnya. Untuk tidak terjadi
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perbedaan dan keragaman putusan hukum dalam satu permasalahan,
maka dikeluarkanlah suatu aturan hukum untuk menjadi acuan para
hakim melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam (KHI). KHI merupakan suatu aturan hukum yang
dikonstruksi dengan pendekatan unifikasi yang diakumulasikan
dari berbagai literatur figh lintas mazhab. Karena itu, banyak para
ahli menilai bahwa KHI merupakan figh Indonesia dibidang hukum
keluarga. Di antaranya, Amir Syarifuddin (Guru Besar IAIN Padang)
menyatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam yang secara formal
disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 adalah
merupakan puncak perkembangan pemikiran figh Indonesia.””> Hal
ini sebagai bukti telah terjadi lompatan dan pembaruan pemikiran
hukum Islam dalam bentuk ganunisasi hukum keluarga di Indonesia.
Meskipun secara historis, bertolak belakang dengan akar sejarah
bangsa Indonesia adalah bermazhab Syafi’i ( Syafi’i yyah).””

3. Masa Reformasi
Dimaksudkan dengan masa reformasi di sini adalah era pergantian
tapuk kepemimpinan dalam pemerintahan, sejak lengsernya Presiden
Sorharto padatanggal 12 Mei 1998 hingga sekarang. Kepemimpinan
digantikan oleh lima orang Presiden,yaitu: (1) B.J. Habibie sebagai
Presiden ketiga, yang berlangsung selama 1 tahun 5 bulan (1998-
1999), (2) Abdurrahman Wahid sebagai Presiden keempat, yang
berlangsung selama 1 tahun 8 bulan (20 Oktober 1999-23 Juli 2001),
(3) Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden kelima, yang memimpin

22 Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam (Padang: Angkasa
Raya, 1993), Cet. ke 2, h. 138

#3 Hampir dalam semua literatur yang memuat peta penyebaran mazhab sunni dinyatakan
bahwa mazhab yang berkembang dan dianut muslim Indonesia adalah Syafi’i. Kendati
tidak ada data yang pasti, namun berdasarkan ciri dari praktik ibadah yang mereka lakukan
di semua bidang, berat dugaan bahwa pemikiran fikih yang berkembang di Indonesia dan
pada umumnya di Asia Tenggara, adalah mazhab Syai’i. Indiksi Syafi’isme ini dapat
diperkuat dengan memperhatikan kebiasaan rata-rata umat Islam Indonesia, misalnya
dalam melakukan shalat sehari-hari mulai dari cara berwudlu yang hanya menyapu
kepala sekedar nya saja, membasuh tangan lengkap sampai siku, mencuci kaki sampai
mata kaki, dan begitu juga melakukan aktifitas ibadah yang lainnya. Lihat, Abdul Halim,
Politik Hukum ....h. 85.
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selama 3 tahun 3 bulan (23 Juli 2001-20 Oktober 2004), (4) Susilo
Bambang Yudhoyono sebagai Presiden keenam, yang berkuasa
selama dua periode atau 10 tahun (20 Oktober 2004-19 Oktober
2014), dan (5) Joko Widodo sebagai Presiden ketujuh, yang mulai
memimpin pemerintahan sejak dilantik tanggal 20 Oktober 2014
hingga sekarang).?”*

Obyek Pembahasan Hukum Keluarga Islam dalam

Perundang-Undangan

Pada masa ini terdapat tiga isu hukum keluarga yang mengemuka, yaitu:
Pertama,pada bulan Pebruari 1999 hingga September 2000 muncul isu
pencabiitan PP No. 10 Tahun 1983 yang mengatur tentang Izin Perkawinan
dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dimaksudkan perkawinan
dalam PP ini adalah perkawinan poligami, karena stresing substansi PP
ini mengatur kemungkinan-kemungkinan PNS melakukan poligami
dan perceraian.””> Respon masyarakat di kalangan umat Islam terhadap
pencabiitan PP No. 10 Tahun 1983 ini, paling tidak menurut Khoiruddin
Nasution terdapat lima kelompok: (a) Kelompok yang menghendaki

274 Khoiruddin Nasutuion, Hukum Perdata (Keluarga),,h. 72. Ahmad Rajafi, “Inkulturasi
Hukum Islam dan Budaya Lokal Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di
Indonesia”, Disertasi (Lampung: IAIN Raden Intan, 1436 H/2015 M), h. 252.

#> Latar belakang isu pencabitan PP No. 10 Tahun 1983 pertama kali muncul atas usulan
dari Wanita Muslimat Partai Bulan Bintang, pada bulan Pebruari 1999. Kelompok ini
menginginkan diberlakukannya poligami, tanpa membatasi sedemikian ketat, sementara
dalam PP tersebut kemungkinan poligami bagi PNS demikian ketat. Hanya sayang,
usulan tersebut tidak mendapat respon positif dari mayoritas masyarakat Indonesia. Pada
bulan September 2000, isu ini mencuat kembali setelah ada pernyataan dari Menteri
Negara Pemberdayaan Perempuan masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, Khofifah
Indar Parawansa. Argumentasi pencabiitan menurut menteri, bahwa masalah poligami
menyangkut persoalan pribadi yang tidak perlu diatur negara. Pernyataan menteri ini
kemudian mendapat respon demikian besar dari masyarakat. Tetapi, ada yang setuju
dengan usulan tersebut, dan ada yang tidak setuju, bahkan lebih banyak.Di antara yang
tidak setuju (menolak) pendapat menteri tersebut adalah Ny. Sinta Nuriyah Abdurrahman
Wahid (ibu Negara). Beliau berpendapat bahwa PP No. 10 Tahun 1983 perlu tetap
dipertahankan. Sebab, PP ini bersifat melindungi kaum wanita. Pandangan ibu Negara
ini didukung oleh beberapa ibu anggota Dharma Wanita yang sempat diwawancarai di
SCTV. Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga), h. 72.
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pencabtitan PP No. 10 Tahun 1983 dan membolehkan berpoligami
sesuai pendapat ulama konvensional. Sebagai argumentasi dibolehkan
berpoligami menurut mereka, karena penduduk Indonesia era sekarang
secara kuantitas, perempuan lebih banyak ketimbang laki-laki. Oleh
karena itu, poligami menjadi solusi alternatif bagi seorang suami dengan
syarat mampu berlaku adil; (b) Kelompok yang menghendaki PP ini
dihapuskan dengan argumentasi bahwa poligami termasuk persoalan
pribadi setiap orang yang tidak perlu diatur oleh negara, di samping
negara tidak boleh dikesankan melembagakan penindasan sistemik;
(c) Kelompok yang menghendaki PP ini dicabtit, dengan argumentasi
bahwa PP ini terbukti tidak mampu melindungi kaum perempuan; (d)
Kelompok yang menghendaki PP ini dicabiit, karena bersifat diskriminatif,
yang hanya berlaku bagi PNS. Dalam konteks ini, sejatinya negara mesti
berdiri di atas semua golongan, agama dan etnik. Untuk itu, sebagai
solusi menurut kelompok ini, mengusulkan agar diadakan revisi UU No.
1 Tahun 1974; Dan (e) Kelompok mayoritas yang berpendapat bahwa PP
No. 10 Tahun 1983 perlu dipertahankan dengan dilakukan revisi. Menurut
kelompok ini PP tersebut diyakini dapat menekan laju perkembangan
poligami, khususnya di kalangan PNS. Menurutnya, diharapkan eksistensi
PNS mempunyai peran ganda, di satu sisi menjadi teladan bagi keluarga,
dan di sisi lain menjadi pemersatu masyarakat dan bangsa Indonesia.””
Kelompok yang disebutkan terakhir yang berpendapat PP No. 10 Tahun
1983 perlu dipertahankan, di samping penolakan dari ibu Negara Ny.
Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, juga disuarakan (diikuti) oleh
Aisyiyah Muhammadiyah seluruh Indonesia.””” Bahkan secara tiba-tiba
di tahun 2006 muncul isu baru tentang PP No. 10 Tahun 1983 ini dengan
berkeinginan untuk menerapkan kepada seluruh warga negara Indonesia
seiring adanya gerakan poligami seorang da’i besar di Jawa Barat, yang
diduga kuat gerakannya itu berimplikasi dalam mempengaruhi umat Islam
agar ikut melakukan poligami. Pada waktu itu, hampir di seluruh channel

76 Ibid.,h. 73-75.
#7 Khoiruddin Nasution, Pengantar dan Pemikiran,h. 142-143. Rajafi, “Inkulturasi Hukum
Islam ”, Disertasi, h. 253.
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telivisi dan media online ramai membicarakan kasus tersebut, baik yang
pro maupun yang kontra. Tetapi dalam kasus ini, ternyata pemerintah
tidak merespon kasus dimaksud.

Kedua, seiring dengan muncul perdebatan tentang dicabtt dan
tidaknya PP No. 10 Tahun 1983, isu perlu diadakan revisi UU No. 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
(KHI) semakin menguat dan mendapat respon mayoritas masyarakat,
yang gagasan awalnya diusulkan oleh kelompok keempat (d) di atas. Isu
revisi ini pada akhirnya mendapat perhatian pemerintah, maka melalui
Departemen Agama Republik Indonesia dibentuk Tim Revisi KHI yang
bertugas merancang/merumuskan draft. Draft ini kelak menjadi hukum
material di Pengadilan Agama di bidang perkawinan. Rancangan ini
berjumlah 23 bab dan 150 pasal. Di samping itu, ada pula draft yang
merupakan hasil kajian dan penelitian Tim Pengarusutamaan Gender
(PUG) Departemen Agama terhadap KHI. Draft PUG ini kemudian
dikenal dengan sebutan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam
(CLD-KHI). Buku I tentang Perkawinan, berisi 116 pasal, Buku II tentang
Kewarisan, berisi 8 bab dan 42 pasan, dan Buku III tentang Perwakafan
berisi 5 bab dan 20 pasal.”’® Di sini terlihat, ada dua draft yang dipersiapkan
oleh pemerintah. Pertama, draft revisi terhadap KHI yang dipersiapkan
oleh Departemen Agama, dan draft kedua, dipersiapkan oleh Tim PUG
sebagai bahan masukan bagi revisi KHI yang dinilai mengandung konsep
bias gender. Tetapi dalam realitas, perjalanan CLD-KHI ini mendapat
perlawanan keras dari berbagai komponen masyarakat, termasuk
dari kalangan ulama dan akademisi, maka Menteri Agama yang baru
berjalan beberapa hari ketika itu langsung membuat Surat Keputusan
untuk membubarkan Tim Kerja tersebut, karena dianggap liberal dan
bertentangan dengan syariat Islam.””.

278 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga .., h. 80-81.

¥ Lihat, Surat Menteri Agama No. MA/274/2004 tentang Counter Legal Draft KHI, tanggal
14 Oktober 2004 jo Surat Menteri Agama No. MA/271/2004 tentang Teguran, tanggal 12
Oktober 2004.
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Abdul Mugsith Ghazali, sebagai salah satu anggota TIM PUG
menyampaikan hak jawab dan klarifikasi kepada semua elemen
masyarakat Indonesia, terutama kepada kelompok pendukung formalisasi
syariat Islam yang menolak tawaran pembaruan CLD-KHI, “gagal”
meyakinkan pemerintah, DPR, dan para ulama dengan mengemukakan
argumentasi perlunya KHI direvisi, bangunan epistimologis, dan kerangka
metogologis. Hak jawab dan klarifikasi itu Ghazali sampaikan dalam
Rubrik Swara Kompas, hari Senin, 7 Maret 2005, menurutnya, seperti
dikutip Khoiruddin Nasution:

Pertama, KHI memiliki kelemahan pokok justru pada rumusan visi
dan misinya. Beberapa pasal di dalamnya, misalnya riil berpunggungan
dengan prinsip-prinsip dasar Islam seperti yang banyak diungkap secara
literal oleh al-Quran, yaitu prinsip persamaan (al-musawah), persaudaraan
(al-ikhd@’), keadilan (al-adl), kemaslahatan, penegakan HAM, pluralisme
(at-tanddudiyyah), dan kesetaraan jender. Ditemukan sejumlah pasal
dalam KHI yang bias jender. Pasal-pasal ini harus dihapus agar marjinalisasi
dan diskriminasi terhadap perempuan tidak terlembagakan secara formal
dalam regulasi perundangan. Kedua, KHI tidak paralel dengan produk
perundang-undangan, baik hukum nasional maupun internasional yang
telah diratifikasi. Dalam konteks Indonesia, KHI sebagai Inpres No. 1
Tahun 1991 telah berseberangan dengan produk hukum nasional seperti
Undang-Undang (UU) No. 7/1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi terhadap Perempuan. UU No. 39/1999 tentang HAM yang
isinya sangat menekankan upaya perlindungan dan penguatan terhadap
perempuan. Dalam konteks internasional, juga bertentangan dengan
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
(CEDAW) yang telah diratifikasi, dan beberapa instrumen penegakan
dan perlindungan HAM lain seperti Deklarasi Universal HAM (1984),
Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (1966), dan
lain-lain. Ketiga, dengan membaca pasal demi pasal di dalam KHI,
tampak konstruksi hukum KHI belum dikerangkakan sepenuhnya dari
sudut pandang masyarakat Islam Indonesia, tetapi lebih mencerminkan
penyesuaian figh Timur Tengah dan dunia Arab lain. KHI tidak betul-betul
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merepresentasikan kebutuhan dan keperluan umat Islam Indonesia, akibat
tidak digali secara seksama dari kearifan lokal masyarakat Indonesia.

Sementara bangunan epistimologis dan kerangka metodologis
Ghazali tawarkan:

Pertama, mengungkap dan merevitalisasi kaidah usil marjinal yang
tidak terliput secara memadai dalam sejumlah kitab usil al-figh. Terus
terang, banyak kaidah usil al-figh yang belum difungsikan secara optimal.

Kedua, sekiranya usaha pertama tidak lagi memadai untuk
menyelesaikan problem kemanusiaan, upaya selanjutnya adalah
membongkar bangunan paradigma usill al-figh lama; (1) mengubah
paradigma dari teosentrisme ke antroposentrisme, dari elitis ke populis; (2)
bergerak dari eisegese ke exegese. Dengan exegese, para penafsir berusaha
semaksimal mungkin untuk menempatkan teks agama sebagai “obyek”
dan dirinya sebagai “subyek” dalam suatu dialektika yang seimbang; (3)
memfighkan syariat atau merelatifkan syariat. Syariat harus diposisikan
sebagai jalan (wasilah) yang berguna bagi tercapainya prinsip-prinsip
Islam (gayat) berupa keadilan, persamaan, kemaslahatan, penegakan
HAM; (4) kemaslahatan sebagai rujukan dari seluruh kerja penafsiran;
(5) mengubah gaya berpikir deduktif ke induktif (istiqra’i). Dari fondasi
paradigmatis ini kita dapat merencanakan beberapa kaidah usil al-figh
alternatif. Pertama, kaidah al-‘ibrah bi al-maqasid la bi al-alfaz. Kaidah
ini berarti yang mesti menjadi perhatian seorang mujtahid dalam meng-
istinbat-kan hukum dari al-Qurian dan as-sunnah bukan huruf dan aksara
al-Quran dan hadis melainkan magqdsid (tujuan hukum) yang dikandung.
Yang menjadi poros adalah etik-moral sebuah ayat dab bukan legislasi
spesifik atau formulasi literalnya.Untuk mengetahui tujuan hukum ini,
seseorang dituntut memahami konteks.Yang dimaksud bukan hanya
konteks personal yang juz’iy partikular melainkan konteks impersonal
yang kulli-universal. Pemahaman konteks yang lebih dari sekedar ilmu
sabab an-nuzil dalam pengertian klasik itu merupakan prasyarat utama
menemukan magqdsid asy-syariah (tujuan syariat).Kedua, kaidah jawaz
nasakh al-mansts bi al-maslahah. Bahwa menganulir ketentuan ajaran
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dengan menggunakan logika kemaslahatan adalah diperbolehkan. Kaidah
ini sengaja ditetapkan karena syariat (hukum) Islammemang bertujuan
mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan universal (jalb al-masalih), dan
menolak segala bentuk ke-mafsadat-an (dar’u al-mafasid). Ibn Qayyim aj-
Jauziyyah, tokoh Islam bermazhab Hanbali, menyimpulkan, syariat Islam
dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan kemanusiaan universal
yang lain yaitu kemaslahatan, keadilan,kerahmatan, dan kebijaksanaan
(al-hikmah). Prinsip ini harus menjadi dasar dan substansi seluruh
persoalan hukum. Ia harus senantiasa ada dalam pikiran ahli figh ketika
memutuskan suatu kasus hukum. Penyimpangan terhadap prinsip ini
berarti menyalahi cita-cita hukum Islam. Ketiga, kaidah yajiizu tanqih an-
nusis bi al-aql al-mujtama’. Kaidah ini hendak menyatakan akal publik
memiliki kewenangan menyulih bahkan mengamandemen sejumlah
ketentuan legal-spesifik yang relatif dan tentatif sehingga ketika terjadi
pertentangan antara akal publik dengan bunyi harfiah teks ajaran, akal
publik berotoritas mengedit, menyempurnakan, dan memodifikasinya.
Modifikasi ini terasa sangat dibutuhkan ketika berhadapan dengan ayat-
ayat partikular, seperti ayat poligami, nikah beda agama, ‘iddah, waris
beda agama, dan sebagainya. Ayat-ayat tersebut dalam konteks sekarang,
alih-alih bisa menyelesaikan masalah kemanusiaan, yang terjadi bisa-bisa
merupakan bagian dari masalah yang harus dipecahkan melalui prosedur
tangih ini. Dengan demikian jelaslah CLD-KHI tetap bertumpu pada ayat
universal al-Quran berupa keadilan, kemaslahatan, pluralisme, HAM,

dan kesetaraan jender.*

Argumentasi-argumentasi yang dikemukakan Ghazali di atas dapat
penulis tegaskan bahwa TIM PUG dalam merumuskan CLD-KHI tampak
lebih mendasarkan pada magqdsid asy-syariah, dengan menekankan
menegakkan nilai prinsip keadilan sosial, kemaslahatan umat manusia,
kerahmatan alam semesta, dan kearifan lokal, dengan menggunakan
lima pendekatan, yaitu pluralisme (at-taaddudiyyah), nasionalitas
(al-muwatanah), penegakan HAM (igamah al-huqiq al-insaniyyah),

280 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) ..., h. 82-85.
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demokrasi (dimugratiyyah), kemaslahatan (al-maslahah), dan kesetaraan
gender (al-musawah al-jinsiyyah). Perlu dicatat di sini, ada pandangan yang
mengatakan bahwa CLD-KHI lebih mengedepankan unsur kearifan lokal
(local wisdom), tetapi argumen ini dikritik oleh Neng Djubaidah melalui
penelitianya, menurutnya, bahwa kearifan lokal yang dijadikan salah satu
kunci dari penyusunan CLD-KHI tidak tercermin secara konsisten dalam
rumusan-rumusan ketentuan pasal-pasalnya. Di antaranya mengenai
mahar, bahwa dalam hukum adat tidak seluruhnya ketentuan mahar itu
sesuai dengan hukum Islam, Misalnya pembayaran jujur, yaitu serupa
mahar tetapi tidak sama dengan mahar, dan bukan mahar,®®' dan begitu
juga yang lain-lainnya.Yang jelas, dalam konteks legislasi TIM PUG CLD-
KHI ternyata “gagal” meyakinkan pemerintah, DPR, dan sebagian tokoh-
tokoh Islam. Bahkan upaya-upayanya itu dinilai dapat memperkeruh
hubungan Islam liberal dan Islam konservatif, sehingga nyaris buntu
dalam mempengaruhi kebijakan RUU HTPA dan revisi UU No. 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan dan/atau KHI.

Ketiga, muncul isu berupa gerakan mengamandemen UU No. 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (PA). Reaksi ini kemudian cepat
ditangkap oleh pemerintah dan dilakukan amandemen. Pada tahun 2006,
lahir UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989.
Dengan lahirnya Undang-undang ini memberikan otoritas dan status
yang lebih luas lagi kepada Pengadilan Agama. Hal ini terbukti dalam
pasal 49 disebutkan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama
antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, waris,
wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah, dan ekonomi syari'ah”?** Dari
isi pasal ini jelas terlihat bahwa wewenang PA bertambah, seperti yang
disebutkan tiga terakhir, yaitu zakat, infak, dan ekonomi syarfah.

21 Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut
Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Cet. ke 2,
h. 43.

2 Kompilasi Perundang-undangan tentang Ekonomi Syariah (Ciputat: Gaung Persada (GP)
Press Bekerjasama dengan Pusat Riset Informasi dan Data Ekonomi Syariah (PRIDES),
2008), h. 126.
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Materi Hukum Keluarga dalam Perundang-Undangan

Secara kronologis, materi hukum keluarga Islam itu terokomodasi di
dalam beberapa aturan perundang-undangan, yakni terlihat jelas dalam
Undang-Undang yang pertama kali lahir di masa Orde Baru, adalah
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan UUP No. 1/1974, Peraturan Menteri Agama No.
3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pencatat Nikah dan Tatakerja Pengadilan
Agama dalam melaksanakan UUPerkawinan, Peraturan Menteri Agama
No. 4 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Akta Nikah, Talak, Cerai dan
Rujuk, kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun
1990, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22a Tahun 1975 tentang
Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil, PP
No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai
Negeri Sipil (PNS), kemudian diubah dengan PP No. 45 Tahun 1990, UU
No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Impres No. 1 Tahun
1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI). Dari sekian
banyak aturan perundang-undangan ini, maka yang akan dideskripsikan
materinya hanyalah UUP No. 1/1974, PP No. 9 Tahun 1975, PP No. 10
Tahun 1983 dan PP No. 45 Tahun 1990, UU No. 7 Tahun 1989, dan Impres
No. 1 Tahun 1991 tentang KHI, sebagai berikut:
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UUP No. 1 Tahun 1974:
Materi UUP ini terdiri dari 14 bab, 67 pasal, dan 112 ayat, yang secara

ringkas adalah:
Bab I : Dasar Perkawinan (pasal 1-5).
Bab II : Syarat-Syarat Perkawinan (pasal 6-12).

Bab III : Pencegahan Perkawinan (pasal 13-21)

Bab IV : Batalnya Perkawinan (pasal 22-28).

Bab V : Perjanjian Perkawinan (pasal 29).

Bab VI : Hak dan Kewajiban Suami Isteri (pasal 30-34).

Bab VII  : Harta Benda dalam Perkawinan (pasal 35-37).

Bab VIII :Putusnya Perkawinan serta Akibatnya (pasal 38-41).
BabIX  :Kedudukan Anak (pasal 42-44).

Bab X : Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak (pasal
45-49).
Bab XI : Perwalian (pasal 50-54).
Bab XII  : Ketentuan-Ketentuan Lain, yang terdiri dari empat
bagian.

Bagian pertama, pembuktian asal-usul anak (pasal 55). Bagian
kedua, perkawinan di luar Indonesia(pasal 56). Bagian ketiga,
perkawinan campuran (pasal 57-62). Bagian keempat, pengadilan
(pasal 63).

Bab XIII : Ketentuan Peralihan (pasal 64-65), dan
Bab XIV  : Ketentuan Penutup (pasal 66-67).

Materi UUP ini efektif berlaku setelah diundangkan PP No. 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP tersebut, yang mulai berlaku
pada tanggal 1 Oktober 1975. Secara teknis, lebih spesifik dalam
pelaksanaannya bagi umat Islam, dikeluarkan Peraturan Menteri

Agama No. 3 Tahun 1975 dan No. 4 Tahun 1975, kemudian diganti
dengan Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990. Sedangkan bagi
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yang beragama selain Islam dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 22a Tahun 1975, tertanggal 1 Oktober 1975.

2. PP No. 9 Tahun 1975
Materi PP ini terdiri dari 10 bab, 49 pasa, dan 62 ayat, sebagai berikut:

Bab I : Ketentuan Umum (pasal 1).

Bab II : Pencatatan Perkawinan (pasal 2-9).

Bab III : Tatacara Perkawinan (pasal 10-11).

Bab VI : Akta Perkawinan (pasal 12-13).

BabV : Tatacara Perceraian (pasal 14-36).

Bab VI : Pembatalan Perkawinan (pasal 37-38).
Bab VII  : Waktu Tunggu (pasal 39).

Bab VIII : Beristeri Lebih dari Seorang (pasal 40-44).
Bab IX : Ketentuan Pidana (pasal 45).

Bab X : Penutup (pasal 46-49).

Dalam kaitan ini, untuk kelancaran pelaksanaan UUP No. 1 Tahun
1974, di samping Peraturan Menteri Agama di atas, juga terdapat
Petunjuk Mahkamah Agung (MA) yang ditujukan kepada para Ketua/
Hakim Pengadilan Negeri dan Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi di
seluruh Indonesia, supaya terdapat keseragaman dalam pelaksanaan
dan penafsiran Undang-Undang Perkawinan dan pelaksanaanny.**
Tegasnya, pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan baik di
lingkungan Pengadilan Agama maupun di lingkungan Pengadilan
Negeri tidak terjadi perbedaan mendasar dalam penyelesaian perkara
perkawinan dan perceraian.

3. PP No. 10 Tahun 1983
Materi PP ini terdiri dari 23 pasal dan 41 ayat. Secara substantif
hanya mengatur lima persoalan pokok, yang stresingnya ditujukan
kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar mereka dapat meningkatkan
disiplin dalam melakukan perkawinan dan perceraian, maka oleh

23 K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan di Indonesia, h. 11.
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pemerintah dipandang perlu untuk mengeluarkan PP mengenai izin
perkawinan dan perceraian bagi PNS ini. Kemudian lima persoalan
pokok dimaksud yaitu:

Siapa yang dimaksud PNS.
b. Siapa saja yang dipersamakan dengan PNS.

c.  Alasan boleh atau tidaknya PNS, dan yang dipersamakan dengan
PNS untuk bercerai.

d. Alasan beleh atau tidaknya beristeri lebih dari satu untuk PNS.

e. Syarat boleh atau tidaknya seorang PNS wanita menjadi isteri
kedua, ketiga, atau keempat dari PNS maupun non PNS pria.**

Beberapa materi yang tersurat dalam PP No. 10 Tahun 1983
ini, kemudian diubah dengan PP No. 45 Tahun 1990. Perubahan itu
lebih bersifat penyempurnaan redaksional, menyisipan/penambahan
ayat, dan menghapuskan substansi pasal yang dipandang tidak
relevan lagi. Hal ini terlihat pada: a) mengubah ketentuan pasal
3; b) mengubah ketentuan pasal 4; c¢) mengubah ketentuan pasal
5, ayat 2; d) mengubah ketentuan pasal 8, ayat 4 menjadi ayat 5,
pasal 8, ayat 5 menjadi ayat 6, dan pasal 8, ayat 6 menjadi ayat 7 ; e)
mengubah ketentuan pasal 9, ayat 1 ; f) menghapuskan seluruhnya
ketentuan pasal 11; g) pasal 12 lama dijadikan pasal 11 baru; h)
mengubah ketentuan pasal 13 menjadi pasal 12 baru; i) ketentuan
pasal 14 menjadi pasal 13; j) mengubah ketentuan pasal 15 lama,
menjadi ketentuan pasal 14 baru; k) mengubah ketentuan pasal 16
lama, selanjutnya dijadikan ketentuan pasal 15 baru; 1) mengubah
ketentuan pasal 17 lama menjadi ketentuan pasal 16 baru; dan m)
mengubah ketentuan pasal 16 baru, ditambah satu ketentuan baru
yang dijadikan pasal 17 baru.**

24 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga), h. 51.

#5 Lihat, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, PP No.
10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan
PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri
Sipil (Surabaya:Penerbit Arloka, t.t.), h. 124-128.
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UU No. 7 Tahun 1989
Materi Undang-Undang ini terdiri dari 7 bab, 108 pasal, dan 122 ayat,
secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:

BabI : Ketentuan Umum, yang mencakup empat bagian:
Bagian pertama,Pengertian (pasall). Bagian kedua, kedudukan (pasal
2-3). Bagianketiga, tempat kedudukan (pasal 4). Bagian keempat,
pembinaan (pasal 5).

Bab II : Susunan Pengadilan, yang mencakup tiga bagian:
Bagian pertama, Umum (pasal 6-10). Bagian kedua, Ketua, wakil
ketua, Hakim, Panitera, dan Juru sita, yang terdiri dari pragraf 1
mengenai Ketua, Wakil ketua, dan Hakim (pasal 11-25); Pragraf 2
mengenai Panitera (pasal 26-37); Pragraf 3 mengenai Juru sita (pasal
38-42). Bagian ketiga, Sekretaris (pasal43-48).

Bab III : Kekuasaan Pengadilan (pasal 49-53)

Bab IV : Hukum Acara, yang mencakup tiga
bagian: Bagian pertama, Umum (pasal54-64). Bagian kedua,
Pemeriksaan Sengketa Perkawinan, yang terdiri dari empat pragraf:
Pragraf 1 umum (pasal 65); Pragraf 2 Cerai Talak (pasal 66-72);
Pragraf 3 Cerai Gugat (pasal 73-86); Pragraf 4 Cerai dengan Alasan
Zina (pasal 87-88). Bagian ketiga, Biaya Perkara (pasal 89-91).

Bab 'V : Ketentuan-Ketentuan Lain (pasal 92-105).
Bab VI : Ketentuan Peralihan (pasal 106).
Bab VII : Ketentuan Penutup (pasal 107-108).2%

Mengkritisi materi UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama (UUPA) di atas, bahwa pada dasarnya Undang-Undang ini
secara spesifik mengetengahkan keberadaan struktur Pengadilan
Agama, tetapi dilihat dari segi hukum acaranya berhubungan
juga dengan persoalan perkawinan, yakni ketika terjadi sengketa
perkawinan (pasal 65-88), terutama yang berhubungan dengan proses

¢ Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), Cet.

ke 2, h. 11-44.
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perceraian, maka pemeriksaan sengketa perkawinan itu dilakukan di

depan sidang Pengadilan.

Secara historis, sebelum UUPA diundangkan, dilingkungan

Peradilan Agama terdapat sejumlah masalah krusial yang membuat

eksistensi Pengadilan Agama tidak mandiri baik secara kelembagaan,

struktur organisasi, kompetensi dan yang lainnya. Permasalahan

krusial dimaksud menurut catatan Khoiruddin Nasution, paling tidak

ada lima permasalahan penting, sebagai berikut:

a.

Pengadilan Agama masih tergantung pada Pengadilan Umum,
baik putusan maupun ekskusi. Padahal menurut UU No. 14
tahun 1970, status Pengadilan Agama sama dengan Pengadilan
lainnya; Pengadilan Umum, Pengadilan Militer, dan Pengadilan
Tata Usaha Negara.

Hakim dan Struktur Organisasi Pengadilan Agama berbeda
dengan Pengadilan lain. Padahal menurut UU No. 14 Tahun
1970, status Hakim dan Struktur Organisasinya sama dengan
Pengadilan lainnya; Pengadilan Umum, Pengadilan Militer, dan
Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dasar keberadaan Pengadilan Agama berbeda-beda, yakni Stbl.
1937 No. 610 untuk daerah Jawa dan Madura, Stbl. 1937 No.
368 dan 369 untuk sebagian Kalimantan Selatan, dan PP No. 45
Tahun 1975 tentang Pembuktian Pengadilan Agama/Mahkamah
Syarfah di daerah luar Jawa dan Madura serta sebagian Kaliman
Selatan.

Nama Peradilan Agama tidak sama di seluruh wilayah Indonesia,
yang boleh jadi sebgai akibat dari beragamnya aturan tentang

Peradilan Agama.

Mahkamah Islam Tinggi, Kerapatan Kadi Besar maupun
Pengadilan Tinggi Propinsi adalah Pengadilan Tertinggi dalam
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lingkungan Peradilan Agama. Padahal semestinya peradilan
287

tertinggi ada di Mahkamah Agung.
Dengan diberlakukan UUPA, sejumlah permasalahan krusial

di atas dapat diselesaikan. Kemudian terjadilah perubahan penting

dan mendasar mengenai tujuan, fungsi, dampak positif dari
pemberlakukan UUPA, hal-hal berikut:

a.

Peradilan Agama telah menjadilembaga peradilan yang mandiri,
kedudukannya telah benar-benar sejajar dan sederajat dengan
Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha
Negara.

Nama, susunan, wewenang, dan (hukum) acaranya telah sama
dan seragam di seluruh Indonesia. Terciptanya unifikasi hukum
Peradilan Agama itu akan memudahkan terwujudnya ketertiban
dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan
Peradilan Agama.

Perlindungan terhadap wanita lebih ditingkatkan dengan jalan,
antara lain, memberikan hak yang sama kepada isteri dalam
berproses dan membela kepentingannya di muka Pengadilan
Agama.

Lebih memantapkan upaya penggalian berbagai asas dan kaidah
hukum Islam sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan
dan pembinaan hukum nasional melalui yurisprudensi.

Dapat terlaksana ketentuan-ketentuan dalam UU No. 14 Tahun
1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, terutama yang
disebut pada pasal 10 ayat 1 mengenai kedudukan pengadilan
dalam lingkungan Peradilan Agama, dan pasal 12 mengenai
susunan, kekuasaan, dan (hukum) acaranya.

287 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga), h. 52.
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. Dapat terselenggara pembangunan hukum nasional berwawasan
Nusantara yang sekaligus pula berwawasan Bhinneka Tunggal Ika

288

dalam bentuk Undang-Undang Peradilan Agama.
Adapun kaitan dengan kompetensi Pengadilan Agama dalam
bidang perkawinan yang diatur dalam UUP No. 1 Tahun 1974, antara
lain:
a. Izin beristeri lebih dari seorang;
b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum usia 21
tahun dalam hal orang tua atau wali berbeda pendapat;

c. Dispensasi kawin bagi yang belum berumur 19 tahun bagi laki-
laki dan 16 tahun perempuan

d. Pencegahan perkawinan;

e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
f.  Pembatalan perkawinan;

g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri;
h. Perceraian karena talak;

-

Gugatan perceraian;

Penyelesaian harta bersama;

—

k. Penguasaan terhadap anak-anak;

. Pemeliharaan dan pendidikan anak oleh ibu;

m. Kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas
isteri;

n. Putusan tentang sah atau tidak sahnya seorang anak;

o. Pencabitan kekuasaan orang tua;
PencAbttan kekuasaan wali;

Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal
kekuasaan seorang wali dicAbut;

28 Datd Ali, “Hukum Islam: Peradilan Agama dan Masalahnya” dalam Hukum Islam, h. 84.
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r. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum
cukup 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak
ada penunjukan walil oleh orang tuanya;

s. Pembebanan kewajiban ganti rugi terhadap wali yang
menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang berada di
bawah kekuasaannya;

t.  Penetapan asal usul seorang anak;

u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk
melakukan perkawinan campuran;

v.  Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut

peraturan yanglain.**

Dengan demikian, jelaslah bahwa dengan diundangkan UUPA,
semua aturan perundangan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku,
dan materi aturan hukum yang tersurat di dalamnya berlaku bagi
seluruh Pengadilan Agama di Indonesia.

5. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI)
Materi hukum keluarga yang terdapat dalam KHI terdiri dari tiga
buku: Buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang Hukum
Kewarisan, dan buku III tentang Hukum Perwakafan. Buku I tentang
Hukum Perkawinan terdiri dari 19 bab, 170 pasal, dan 207 ayat; Buku
IT tentang Hukum Kewarisan terdiri dari 6 bab, 43 pasal, dan 35 ayat;
Buku III tentang Hukum Perwakafan terdiri dari 5 bab, 15 pasal, dan
29 ayat.” Secara kronologis fakta sejarah telah mencatat bahwa,

2 A. Qodri Azizy, Hukum Nasional Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum (Jakarta:
Penerbit Teraju, 2004), h. 183-184. Amir Syarifuddin, Meretas Kebekuan Ijtihad, Adul
Halim, editor (Jakarta: Ciputat Press, 1426 H/2005 M), h. 71-72.

20 Materi Buku I tentang Hukum Perkawinan, adalah: Bab I: Ketentuan Umum (pasal 1);
Bab II: Dasar-dasar Perkawinan (pasal 2-10); Bab III: Peminangan (pasal 11-13); Bab
IV: Rukun dan Syarat Perkawinan (pasal 14-29), yang mencakup lima bagian: Bagian
Kesatu mengenai Rukun (pasal 14); Bagian Kedua, Calon Mempelai (pasal 15-18);
Bagian Ketiga, Wali Nikah (pasal 19-23); Bagian Keempat, Saksi Nikah (pasal 24-
26); Bagian Kelima, Akad Nikah (pasal 27-29); Bab V: Mahar (pasal 30-38); Bab VI:
Larangan Kawin (pasal 39-44); Bab VII: Perjanjian Perkawinan (pasal 45-52); Bab VIII:
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gagasan awal rencana disusun KHI ini adalah: Pertama, setelah
lahirnya UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman, eksistensi Pengadilan Agama pada aspek
organisatoris, administratif, dan finansial masih berada di bawah
kekuasaan Departemen Agama, sedangkan pada aspek yudukatif
berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Oleh sebab itu,
Departemen Agama dan Mahkamah Agung merasa berkepentingan
untuk mempersiapkan tugas Pengadilan Agama secara optimal,
terutama dalam hal hukum acara dan hukum materialnya, dengan
menyusun sebuah buku pedoman hukum yang bersifat kodifikatif

Kawin Hamil (pasal 53-54); Bab IX: Beristeri Lebih Dar i Satu Orang (pasal 55-59);
Bab X: Pencegahan Perkawinan (pasal 60-69); Bab XI: Batalnya Perkawinan (pasal 70-
76); Bab XII: Hak dan Kewajiban Suami Isteri, yang mencakup lima bagian: Bagian
Kesatu, Umum (pasal 77-78); Bagian Kedua, Kedudukan Suami Isteri (pasal 79); Bagian
Ketiga, Kewajiban Suami (pasal 80); Bagian Keempat, Tempat Kediaman (pasal 81);
Bagian Kelima, Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih Déar i Seorang (pasal 82); Bagian
Keenam, Kewajiban Isteri (pasal 83-84); Bab XIII: Harta Kekayaan dalam Perkawinan
(pasal 85-97); Bab XIV: Pemeliharaan Anak (pasal 98-106); Bab XV: Perwalian (pasal
107-112); Bab XVI: Putusnya Perkawinan, yang terdiri Dar i dua bagian: Bagian Kesatu,
Umum (pasal 113-128); Bagian Kedua, Tatacara Perceraian (pasal 129-148); Bab XVII:
Akibat Putusnya Perkawinan, yang meliputi enam bagian: Bagian Kesatu, Akibat Talak
(pasal 149-152); Bagian Kedua, Waktu Tunggu (pasal 153-155); Bagian Ketiga, Akibat
Perceraian (pasal 156-157); Bagian Keempat, Mut’ah (pasal 158-160); Bagian Kelima,
Akibat Khuluk (pasal 161); Bagian Keenam, Akibat Li’an (pasal 162); Bab XVIII:
Rujuk, yang terdiri Dar i dua bagian: Bagian Kesatu, Umum (pasal 163-166); Bagian
Kedua, Tatacara Rujuk (pasal 167-169); Bab XIX: Masa BerkAbtling (pasal 170). Materi
Buku II tentang Hukum Kewarisan, adalah:Bab I: Ketentuan Umum (pasal 171); Bab II:
Ahli Waris (pasal 172-175); Bab III: Besarnya Bahagian (pasal 176-191); Bab IV: Aul
dan Rad (pasal 192-193); Bab V: Wasiat (pasal 194-209); Bab VI: Hibah (pasal 210-214).
Materi Buku III tentang Hukum Perwakafan, adalah: Bab I: Ketentuan Umum (pasal
215); Bab II: Fungsi, Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf, yang terdiri Dar i tiga bagian:
Bagia Kesatu, Fungsi Wakaf (pasal 216); Bagian Kedua, Unsur-unsur dan Syarat-syarat
Wakaf (pasal 217-219); Bagian Ketiga, Kewajiban dan Hak-hak Nadzir (pasal 220-
222); Bab III: Tatacara Perwakafan dan Pendaftaran Benda Wakaf, yang mencakup dua
bagian: Bagian Kesatu, Tatacara Perwakafan (pasal 223); Bagian Kedua, Pendaftaran
Benda Wakaf (pasal 224); Bab IV: Perubahan, Penyelesaian dan Pengawasan Benda
Wakaf, yang terdiri Dar i tiga bagian: Bagian Kesatu, Perubahan Benda Wakaf (pasal
225); Bagian Kedua, Penyelesaian Perselisihan Benda Wakaf (pasal 226); Bagian Ketiga,
Pengawasan (pasal 227); Bab V: Ketentuan Peralihan dan Penutup (pasal 228-229).
Lihat, Proyek Pengembangan Tehnis Yustisia Mahkamah Agung RI Penemuan Hukum
dan Pemecahan Masalah Hukum Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Mahkamah Agung
RI, 1990). Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
(Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Bepag RI, 2000).
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dan unifikatif, untuk semua Pengadilan Agama, dan terhimpun
dalam sebuah kitab hukum formal, yang kemudian diberi nama
Kompilasi Hukum Islam.”'Kedua,terbitnya Surat Keptusan Bersama
(SKB) antara Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama No. 07/
KMA/1985 dan No. 25/1985, yang ditetapkan di Yogyakarta tanggal
21 Mare 1985 tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan
Hukum Islam melalui Yurisprudensi. Ketiga, Instruksi Presiden No.
1 Tahun 1991 tentang Instruksi Penyebaraluasan Kompilasi Hukum
Islam, yang ditetapkan di Jakarta, tanggal 10 Juni 1991. Keempat,
Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan
Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Kelima, Surat Edaran Direktur
Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam No. 3694/EV/HK.00.3/
AZ/91 tentang Penyebarluasan Instruksi Presiden No. 1 Thun 1991.%*

Secara mendasar, tujuan perumusan KHI adalah menyiapkan
pedoman yang merupakankesatuan hukum (unifikatif) bagi Hakim
Pengadilan Agama dan memenuhi hukum positif yang wajib dipatuhi

oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam,**

sehingga
dengan terbitnya KHI ini tidak ada lagi terjadi pada satu kasus hukum,
yang keputusannya berbeda di lingkungan Pengadilan Agama. Dalam
fakta sejarah ditemukan, adanya keragaman itu merupakan suatu
realitas yang telah terjadi di lingkungan Peradilan Agama disebabkan
litertur figh yang menjadi pegangan para hakim sangat beragam. Di
samping itu, sangat boleh jadi pemahaman mereka juga terhadap
teks-teks figh itu berbeda-beda. Oleh sebab itu, tidak aneh jika para
dalam memutuskan satu perkara (hukum) perdata terjadi perbedaan
keputusannya antara satu hakim Pengadilan Agama dengan hakim
yang lainnya. Fakta sejarah terjadi demikian ini, sebenarnya memiliki
acuan hukum yang kuat, karena terdapat Surat Edaran Kepala Biro

! Pagar, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia
(Medan: TAIN Press, 1995), h. 12.

»2 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademika Pressindo,
1992), h. 98-111.

3 [bid., h. 20.
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Peradilan Agama No. 13/1/735, tertanggal 18 Februari 1958, yang
menetapkan 13 buah kitab figh yang dijadikan standar dan rujukan
bagi pengadilan-pengadilan agama di Indonesia, sebagai berikut:

Al-Bajuri, karangan Imam al-Bajuri;

ISH

Fath al-Mu’in, karangan al-Malibari;
Qalyubi al-Mahalli, karangan Jalaluddin al-Mahalli;

Syarqawi ala at-Tahrir, karangan Imam asy-Syarqawi;

Ao

Fath al-Wahhab dan Syarh-nya, karangan Zakaria al- Ansari;
Tuhfah, karangan Ibn Hajar al-Haitami;

Qawanin asy-Syariah, karangan Sa’id Usman bin Yahya;

> ooa oo

Targib al-Musytag;

-

Qawanin asy-Syariah, karangan Sa’id Sadiq Dahlan;

Syamsuri fi al-Faraid, karangan Imam Syamsuri;

—

k. Bugyah al-Murtasyidin;
. Al-Figh ala Mazahib al-Arbaah, karangan al-Jaziri;
m. Mugni al-Muhtaj, karangan Syarbaini al-Khatib.**

Dari 13 kitab figh yang menjadi acuan para hakim di lingkungan
Pengadilan Agama tersebut, yang sering melahirkan keputusan
hukum yang berbeda-beda dalam satu masalah hukum, pada
akhirnya muncul gagasan untuk menyusun KHI. Penyusunan KHI
yang memuat tiga buku, Pimpinan Pelaksana Proyek dalam proses
pengumpulan datanya, seperti dikemukakan oleh Busthanul Arifin,
dilakukan dengan melalui empat jalur,” yaitu:

»4 Sudirman Tebba, “Perkembangan Kontemporer Hukum Islam di Asia Tenggara: Sebuah
Pengantar” dalam Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara, h. 21. Amir
Syarifuddin dan Abdul Halim, Meretas kebekuan Ijtihdd, h. 120-121. Abdul Halim,
Politik Hukum, h. 87.

2 Busthanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam, op.cit.,h. 59-60. Instruksi Presiden No.
1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, h. 141. Tetapi, menurut penelitian
Khoiruddin Nasution bahwa sumber hukum yang digunakan dalam merumuskan KHI
itu ada enam (6) jalur: Pertama, hukum produk legislatif yang telah tertuang dalam
perundang-undangan dan peraturan lainnya, seperti UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No.
32 Tahun 1954, UU No. 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975, UU No. 7 Tahun 1989,
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Pertama, jalur pengkajian kitab-kitab figh. Pengkajian melalui

jalur ini dilakukan dengan dua sasaran, yaitu: (a) mengumpulkan

kitab-kitab figh sebanyak 38 buah kitab, yang pengkajiannya

dimintakan kepada 7 IAIN yang ditunjuk melalui Kerja Sama Menteri
Agama dan Rektor IAIN, tanggal 19 Maret 1986 untuk mengkaji dan
diminta pendapatnya, disertai dengan argumentasi-argumentasi

hukumnya. (b) diambil dari hasil-hasil fatwa para ulama yang

berkembang di Indonesia, seperti fatwa Majelis Ulama Indonesia
(MUI), Nahdatul Ulama (NU), Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan
lain-lain. Kemudian, 7 IAIN yang dimaksudkan adalah:

a.

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, mengkaji 6 buah kitab: (1) al-
Bajiiri, (2) Fath al-Mu’in, (3) Syarqawi ala at-Tahrir, (4) Mugni
al-Muhtaj, (5) Nihayah al-Muhtaj, dan (6) asy-Syargawi.
IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mengkaji 6 buah kitab: (1)
Ianah at-Talibin, (2) Tuhfah, (3) Targib al-Musytaq, (4) Bulgah
as-Salik, (5) Syamsuri fi al-Faraid, dan (6) al-Mudawwanah.
TAIN Antasari Banjarmasin, mengkaji 6 buah kitab: (1) Qalyibi
atau al-Mabhalli, (2) Fath al-Wahhab dan Syarh-nya, (3) Bidayah
al-Mujtahid, (4) al-Umm, (5) Bugyah al-Murtasyirin, dan (6) al-
Agidah wa asy-Syariah.

TAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mengkaji 5 buah kitab: (1) al-
Muhallah, (2) al-Wajiz, (3) Fath al-Qadir, (4) Kitab al-Figh ala
Mazahib al-Arbaah, dan (5) Figh as-Sunnah.

TAIN Sunan Ampel Surabaya, mengkaji 5 buah kitab: (1) Kasyfal-
Gina, (2) Majmuah Fatawaal-Kubrali Ibn Taimiyyah, (3) Qawanin

dan PP No. 22 Tahun 1977. Kedua, yurisprudensi dalam lingkungan Peradilan Agama,
terutama mengenai hukum waris dengan dukungan pengalaman tafsir hukum. Ketiga,
produk eksplanasi ajaran Islam melalui kajian hukum oleh Perguruan Tinggi Islam
(IAIN). Keempat, pendapat ahli hukum Islam Indonesia. Kelima, hasil studi banding
ke Mroko, Turki, dan Mesir. Keenam, pendapat dan pandangan yang hidup pada saat
lokakarya (musyawarah) alim ulama tanggal 2-6 September 1988. Khoiruddin Nsution,
Hukum Perdata (Keluarga), h. 58.
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asy-Syariah li as-Sayyid ‘Usman ibn Yahya, (4) al-Mugni, dan (5)

Hiddyah Syarh al-Bidayah.

f.  IAIN Alauddin Ujung Pandang, mengkaji 5 buah kitab: (1)
Qawanin asy-Syariah li as-Sayyid Sadaqah Dahlan, (2) Nawab
al-Jalil, (3) Syarh Ibn Abidin, (4) al-Muwatta’, dan (5) Hasyiyah
ad-Dasngqi.

g. IAIN Imam Bonjol Padang, mengkaji 5 buah kitab: (1) Badai’
as-Sand’i, (2) Tabyin al-Haqaiq, (3) al-Fatawa al-Hindiyyah, (4)
Fath al-Qadir, dan (5) Nihayah.**

Kedua, jalur wawancara dengan ulama-ulama Indonesia. Untuk
keperluan ini ditetapkan 10 Pengadilan Tinggi Agama(PTA) sebagai
tempat wawancara dengan 185 orang ulama, yang alokasi jumlah di
masing-masing PTA telah ditentukan, yaitu: Banda Aceh, 20 orang
ulama, Medan, 19 orang ulama, Palembang, 20 orang ulama, Padang,
20 orang ulama, Jawa Tengah, 18 orang ulama, Jawa Barat, 16 orang
ulama, Jawa Timur, 18 orang ulama, Ujung Pandang, 19 orang ulama,
Mataram, 20 orang ulama, dan Manjarmasin, 15 orang ulama. Teknis
pelaksanaan wawancara dilakukan dengan cara: (a) mempertemukan
mereka untuk diwawancarai bersama-sama, (b) dengan cara terpisah,
apabila cara pertama tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan
pemilihan ulama direpresentasikan dari semua unsur organisasi
Islam yang ada diikutsertakan sebagai komponen, tokoh ulama yang
berpengaruh di luar organisasi yang ada, dan diutamakan ulama yang

mengasuh lembaga/pondok pesantren.*”’

Ketiga, jalur Yurisprudensi Peradilan Agama. Untuk kepentingan
melalui jalur ini dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Badan
Peradilan Agama Islam terhadap putusan Pengadilan Agama yang
telah dihimpun dalam 15 buku, yaitu:

26 Abdurrahman, Kompilasi, h. 39-41. Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, h. 47.

»7 Instruksi Presiden No.l Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, h. 142.

Abdurrahman, Kompilasi, h. 43.
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h. Himpunan Putusan PA/PTA 3 buku, terbitan 1976/1977,
1977/1978, 1978/1979, dan 1980/1981.

i.  Himpunan Fatwa 3 buku, terbitan tahun 1978/1979, 1979/1980,
dan 1980/1981.

j- Yurisprudensi PA 5 buku, terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979,
1981/1982, 1982/1983, dan 1983/1984.

k. Law report 4 buku, terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979,
1981/1982, dan 1983/1984.%%

Keempat, jalur studi banding. Perencanaan awal studi banding
akan dilakukan ke negara Pakistan, Mesir, dan Turki. Tetapi dengan
pertimbangan dan sesuatu hal, studi banding dialihkan ke Maroko
yang dilaksanakan pada tanggal 28-29 Oktober 1986, ke Turki
pada tanggal 1-2 November 1986, dan ke Mesir pada tanggal 3-4
November 1986. Studi banding ini dilaksanakan oleh Masrani Basran
(Hakim Agung Mahkamah Agung) dan Muchtar Zarkasyi (Direktur
Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Depag RI) dengan
informasi (data) yang diperolehnya meliputi: 1) Sistem Peradilan,
2) Masyuknya syariah law dalam hukum nasional, dan 3) Sumber
hukum dan hukum materiil yang menjadi pegangan/terapan hukum
dibidang ahwal asy-syakhsiyyah (hukum keluarga) yang menyangkut
kepentingan muslim.

Selain empat jalur di atas, Ahmad Rafig menambahkan, terdapat
beberapa organisasi Islam mengadakan seminar tentang Kompilasi
Hukum Islam, di antaranya diselenggarakan oleh Majelis Tarjih
Muhammadiyah pada tanggal 8-9 April 1986 di Kampus Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta, dihadiri oleh Menteri Agama, Ketua
MUI Pusat, dan Syuriah NU Jawa Timur, mengadakan bahsul masa’il
tiga kali di tiga pondok pesantren, yaitu Tambak Beras, Lumajang,

dan Sidoarjo.*”

8 [bid. h. 43-44.
»? Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, h. 49.

Dr. Maimun, SH, MA. 145



146

Sebagai puncak kegitan dari proses perumusan KHI, terutama
setelah pengumpulan data, pengolahan, dan penyusunan draft selesai
oleh tim yang ditunjuk, kemudian tahapan berikutnya diadakan
Lokakarya Nasional dalam rangka menyempurnakan kerja tim.
Lokakarya ini dimaksudkan untuk menggalang konsensus para pakar
hukum Islam dan hukum umum di Indonesia (al-ijma’ al-‘ulama
Indonesy), dan sekaligus sebagai refleksi perkembangan pemikiran
hukum (figh) Indonesia. Lokakarya ini berlangsung selama 5 hari,
tanggal 2-6 Februari 1988, bertempat di Hotel Kartika Candra Jakarta,
diikuti 124 peserta dari seluruh Indonesia. Lokakarya tersebut dalam
tehnis pembahasannya dibagi tiga komisi: Komisi I membidangi
Hukum Perkawinan, diketuai oleh Yahya Harahap, sekretaris
Mafruddin Kosasih, nara sumber Halim Muhammad, dan diikuti
oleh 42 orang anggota. Komisi II membidangi Hukum Kewarisan,
diketuai oleh A. Wasit Aulawi, sekretaris Zainal Abidin Abt Bakar,
nara sumber A. Azhar Basyir, dan 42 orang anggota. Komisi III
membidangi Hukum Perwakafan, diketuai oleh Masrani Basran,
sekretaris A. Gani Abdullah, nara sumber Rachmat Djatnika, dan

29 orang anggota.*®

Dari hasil rumusan lokakarya tersebut, berbagai pihak
menghendaki agar KHI segera dituangkan dalam bentuk Undang-
Undang (UU), sebagian pihak lain dituangkan dalam bentuk
Peraturan Pemerintah (PP), atau Keputusan Presiden. Terlepas dari
berbeda pandangan itu, yang jelas pada akhirnya KHI ditetapkan
dan disahkan oleh Presiden pada tanggal 10 Juni 1991 dalam bentuk
Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Sejak itulah secara formal KHI
berlaku sebagai hukum materiel bagi Pengadilan Agama di seluruh
Indonesia, atau di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia.

30 Instruksi Presiden No.l Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, h. 146-147.
Abdurrahman, Kompilasi ...,h. 47.
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6.

Draft Amandemen KHI

Adapun materi draft amandemen yang dipersiapkan pemerintah

melalui Departemen Agama, adalah berikut ini:

Amandemen (draft kesepuluh )

I Ketentun Umum (pasal 1) Ketentuan Umum (psl 1)
I D Dasar-dasar perkawinan (pasal | Dasar Perkawinan (psl 2-9)
2-10)
III | Peminangan (pasal 11-13) Peminangan (pasal 10-12)
v Rukun dan Syarat Perkawinan Rukun dan Syarat Perkawinan
(pasal 14-29) (pasal 13-25)
A% Mabhar (pasal 30-38) Mabhar (pasal 26-29)
v1 | Larangan Kawin (pasal 39-44) Larangan Kawin (pasal 30-37)
VII Perjanjian Perkawinan (pasal Taklik Talak dan Perjanjian
45-52) Perkawinan (pasal 38, 38 dan 44)
VIII | Kawin Hamil (pasal 53-53) Perkawinan Wanita Hamil (pasal 45)
IX | Beristeri Lebih dari Satu Orang Beristeri Lebih dari Saru Orang (
(pasal 55 -59) pasal 46 - 50 )
X Pencegahan Perkawinan ( pasal Pencegahan Perkawinan ( pasal 51
60 - 69) ~60)
XI Batalnya Perkawinan (pasal 70- Batalnya Perkawinan (pasal 61-67)
76)
XII Hak dan Kewajiban Suami Isteri | Hak dan Kewajiban Suami dan Isteri
(pasal 77-84) (pasal 68-75)
Harta Kekayaan dalam Harta Kekayaan dalam Perkawinan
XIII | Perkawinan (pasal 85-97) (pasal 76-87)
XIV Pemeliharaan Anak (pasal 98- Kedudukan Anak (pasal 88-93)
106)
XV Perwalian (pasal 107-112) Pemeliharaan Anak (pasal 94-96)
XVI Putusnya Perkawinan (pasal 113- | Perwalian (pasal 97-102)
148)
VI Akibat Putusnya Perkawinan Putusnya Perkawinan (pasal ......)
(pasal 149-162)
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Sedangkan materi draft yang disusun oleh TIM PUG, CLD
mencakup tiga buku, yakni mengenai perkawinan, kewarisan, dan

perwakafan:

Buku I tentang Perkawinan Islam, yang berisi 19 bab, dan 116 pasal:

Bab I
Bab II
Bab III
Bab IV
BabV
Bab VI
Bab VII
Bab VIII
Bab IX
Bab X

Bab XI
55)

Bab XII
Bab XIII
Bab XIV
Bab XV
Bab XVI
Bab XVII
Bab XVIII :
Bab XIX

: Ketentuan Umum (pasal 1)

: Asas, Prinsip, dan Tujuan Perkawinan (pasal 2-5)

: Rukun dan Pembuktian Perkawinan (pasam 6-15)
: Mahar (pasal 16-20)

: Perjanjian Perkawinan (pasal 21-31)

: Larangan Kawin (pasal 32-33)

: Pencegahan Perkawinan (pasal 34-39)

: Pembatalan Perkawinan (pasal 40-44)

: Perkawinan Perempuan Hamil (pasal 45-48)

: Hak dan Kewajiban Suami Isteri (pasal 49-53)

: Perwalian Orang Islam dengan Bukan Islam (pasal 54-

: Putus Perkawinan dan Akibatnya (pasal 54-87)
: Masa Transisi (‘Iddah) (pasal 88-89)

: Pemeliharaan Anak (pasal 90-93)

: Status Hukum Anak (pasal 94-95)

: Harta Bersama (pasal 96-104)

: Rujuk (pasal 105-111)

Masa BerkAbting (pasal 112), dan

: Ketentuan Peralihan (pasal 113-116).

Buku II tentang Hukum Kewarisan Islam, terdiri dari 6 bab, dan 42

pasal:
Bab I :
Bab II :

Ketentuan Umum (pasal 1)

Prinsip-prinsip Kewarisan (pasal 2)
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Bab III : Ahli Waris (pasal 3-6)

Bab IV : Bagian Warisan (pasal 7-9)

BabV : Kekurangan dan Kelebihan Harta Warisan (pasal 20)
Bab VI : Wasiat (pasal 21-33)

Bab VII  :Hibah (pasal 34-39)

Bab VIII : Ketentuan Peralihan (pasal 40-42).

Buku III tentang Hukum Perwakafan Islam, terdiri dari 5 bab, dan

20 pasal:

Bab 1 : Ketentuan Umum (pasal 1)

Bab II : Fungsi, Unsur-unsur, dan Syarat-syarat Wakaf (pasal
2-10)

Bab III : Tatacara Perwakafan dan Pendaftaran Harta Wakaf
(pasal 11-14)

Bab IV : Perubahan, Penyelesaian, dan Pengawasan Harta Wakaf

(pasal 15-17)
BabV : Ketentuan Peralihan (pasal 18-20).

Kedua materi drfat tersebut di atas, hingga saat ini mandeg dan tidak
ada tindak lanjut untuk dilakukan pembahasan oleh pemerintah, terutama
DPR sebagai pembuat Undang-undang.

C. . Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Berdasarkan bukti-bukti historis dapat dikemukakan bahwa embrional
pembaruan hukum keluarga Islam ternyata telah terjadi sejak masa
penjajahan kolonial Belanda. Kemudian diteruskan pada masa Orde
Lama, masa Orde Baru hingga masa Reformasi sekarang ini. Perjuangan
umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya untuk memiliki
hukum keluarga Islam Indonesia yang mewujud dalam bentuk Peraturan
Perundang-Undangan Perkawinan telah lama dilakukan dengan
perjalanan mengalami pasang surut, terkadang mendapat respon positif
dari pemerintah yang berkuasa, dan terkadang sebaliknya, pemerintah
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tidak memberikan dukungan, dan bahkan mendapat kritikan dari
berbagai elemen masyarakat. Pro-kontra dalam usaha mewujudkan
pembaruan hukum keluarga sudah menjadi suatu perjalanan perjuangan
yang dipandang umum, terutama di kalangan para pembaharu.

Di masa Orde Lama, Undang-undang tentang perkawinan yang
pertama kali lahir adalah UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan
Nikah, Talak dan Rujuk (PNTR), yang berlaku untuk wilayah Jawa dan
Madura. UU ini menggantikan (memperbarui) ordonansi NTR yang
diatur dalam Huwelijks Ordonantie Stbl. 1929 No. 348 jo Stbl. 1931 No. 467,
dan Vorszenlandsche Huwelijks Ordonantie Buitengwesten Stbl. 1933 No.
98, karena dipandang tidak sesuai lagi dengan kondisi zaman. Kemudian
diperluas wilayah berlakunya untuk seluruh Indonesia dengan UU No.
32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Substansi isi
dari UU No. 32 Tahun 1954 ini pada dasarnya adalah memberlakukan
isi UU No. 22 Tahun 1946.**Sebagai konsekuensi dari diberlakukan
UU No. 32 Tahun 1954 ini, maka secara otomatis dilakukan pemisahan
antara urusan pendaftaran NTR di Pengadilan Agama, Penghulu Kepala
tidak lagi merangkap jabatan sebagai ketua Pengadilan Agama. Abdul
Halim menyatakan bahwa Penghulu Kepala yang tadinya merangkap
Ketua Pengadilan Agama tidak lagi mencampuri urusan pengadilan, dan
oleh sebab itu terbentuklah penghulu kAbtipaten yang diserahi urusan
kepenghuluan di samping Penghulu Hakim yang dikhususkan menangani
pengadilan agama saja dengan mendapat gaji dan tingkat serta kedudukan
sebagai penghulu Kepala. Seluruh biaya tata usaha pengadilan menjadi
tanggungan negara, sedangkan pegawai-pegawainya panitera dibayar
dengan gaji tetap dan ongkos perkara harus disetorkan ke Kas Negara.”*®
Akan tetapi, pemberlakuan UU tersebut di atas tidaklah serta merta,
menurut Wiryono paling tidak melalui tiga tahapan: Pertama, pada

30U Abdul Halim, Politik Hukum ...)h. 75.

32 Isi UU No. 22 Tahun 1946 terdiri dar i 7 pasal, yang secara substantif hanya memuat dua
hal: Pertama, keharusan mengadministrasi perkawinan, perceraian, dan rujuk. Kedua,
mengangkat pegawai yang ditugasi mengadiministrasi perkawinan, perceraian, dan
rujuk.

303 Abdul Halim, Politik Hukum ..., h. 75.
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tanggal 1 Pebruari 1947 berlaku UU No. 22 Tahun 1946 bagi wilayah
Jawa dan Madura, berdasarkan penetapan Menteri Agama tangga 21
Januari 1947. Kedua, bagi Sumatera mulai berlaku tanggal 16 Juni 1949,
berdasarkan ketetapan Pemerintah Darurat Republik Indonesia No. I/
PDRI/KA, tanggal 14 Juni 1949. Ketiga, bagi wilayah-wilayah lainnya
tanggal 2 November 1954, berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun
1954, tanggal 26 Oktober 1954.%%

Berdasarkan fakta historistersebut di atas dapat ditegaskan bahwa
semangat pembaruan dengan merekonstruksi hukum keluarga Islam di
masa Orde Lama ternyata telah berhasil dengan diundangkan UU No.
22 Tahun 1946, dan UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah,
Talak, dan Rujuk, yang diberlakukan untuk seluruh wilayah di Indonesia.
Meskipun upaya pembaruan itu hanya baru sampai pada hal-hal yang
berkaitan dengan hukum acara, belum sampai menjamah pada substansi

materi hukum perkawinan.

Pada masa Orde Baru, pembaruan hukum keluarga Islam di
Indonesia terjadi secara komprehensif, tidak saja terbatas dalam
persoalan hukum acara, tetapi sudah menjamah substansi materi
hukum keluarga (perkawinan). Hal ini terlihat pada Undang-Undang
yang pertama kali lahir di masa Orde Baru adalah UU No. 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan.*”® Untuk melaksanakan UU No. 1 Tahun 1974
yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, Pemerintah menyusun
strategi dan langkah-langkah agar pelaksanaan UU tersebut lancar dan
efektif, maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang

306

diundangkan pada tanggal 1 April 1975.°% Dengan diundangkannya
PP ini maka telah pastilah pelaksanaan secara efektif dari UU No. 1
Tahun 1974 dimaksud, adalah pada tanggal 1 Oktober 1975. Karena
hal-hal yang menyangkut masalah, seperti pencatatan perkawinan,

tatacara pelaksanaan perkawinan, tatacara perceraian, cara mengajukan

3% Wiryono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, h. 50.
35 UU ini terdiri dari 14 bab, 67 pasal, dan 100 ayat.
3% Tihat PP No. 9 Tahun 1975.

Dr. Maimun, SH.,, MA.

151



152

gugatan perceraian, masa waktu menunggu (‘iddah) bagi wanita yang
telah bercerai, pembatalan perkawinan, ketentuan seseorang yang ingin
beristeri lebih dari seorang isteri, dan lain sebagainya diharapkan segala
sesuatunya berjalan dengan baik.

Usaha Pemerintah untuk efektifnya pelaksanaan UU No. 1 Tahun
1974, dan PP No. 9 Tahun 1975, tidaklah terhenti sampai di sini, tetapi
terus diusahakan agar semua Departemen/Instansi melaksanakan UU
dan PP tersebut. Maka tidak lama kemudian dikeluarkanlah Peraturan
Menteri Agama (Menag)No. 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai
Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan
Perundang-Undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam, dan No.
4 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Akta Nikah, Talak, Cerai dan
Rujuk,’”” kemudian diganti dengan Peraturan Menag No. 2 Tahun 1990.
Bagi yang beragama selain Islam diatur dalam Keputusan Mendagri No.
221a Tahun 1975, tanggal 1 Oktober 1975 tentang Pencatatan Perkawinan
dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil.**® Begitu juga terdapat petunjuk
Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia yang berisi bahwa, MA
telah memberikan petunjuk kepada para Ketua/Hakim Pengadilan
Negeri dan Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia, supaya
terdapat keseragaman dalam melaksanakan dan tafsiran Undang-Undang

Perkawinan dan Pelaksanaannya.’®

Pada tahun 1983 diundangkan PP No. 10 tentang Izin Perkawinan
dan Perceraian bagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam catatan
sejarah disebutkan bahwa historical begraund dikeluarkan PP No. 10
ini adalah telah terjadi perilaku seorang pejabat negara yang menikahi
wanita tanpa dicatatkan ke Pegawai Pencatat Nikah, di mana wanita itu
sebelumnya sebagai babysitter dari sang anak pejabat tersebut. Akibat dari
tindakan ini, sang isteri merasa tidak mendapat perlindungan hukum.
Karenanya isteri pejabat tersebut mengusulkan dibuatnya aturan yang

37 K. Wantjik Saleh, Hukum Islam di Indonesia, h. 10.

3% Jchtijanto SA., “Prospek Peradilan Agama sebagai Peradilan Negeri dalam Sistem Politik
Hukum di Indonesia” dalam Amrullah Ahmad, editor, Dimensi Hukum Islam, h. 185.

3 K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan di Indonesia, h. 11.
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dapat melindungi para isteri PNS.*'° Bahkan Khoiruddin Nasution lebih
lanjut menambahkan, bahwa kehadiran PP dimaksud dalam rangkan
memenubhi keinginan isteri Presiden Soeharto ketika itu. Proses awal
dari penerimaan usulan ini adalah dengan turunnya instruksi Badan
Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) untuk membentuk tim yang
bertugas membuat rancangan PP tersebut. Akhirnya, PP yang mengatur
dua hal pokok, yakni poligami dan perceraian bagi PNS ini disahkan
pemberlakuannya pada tanggal 21 April 1983.*"' Kemudian PP No. 10
tersebut diperbarui dengan PP No. 45 Tahun 1990. Sementara sebelumnya
diundangkan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang
diperbarui dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU
No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Usaha-usaha pembaruan ini
berlanjut hingga berhasil disusun Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang
berisi tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan, yang
dundangkan berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, tangga
10 Juni 1991.

Menurut catatan Khoiruddin Nasution, paling tidak terdapat empat
ketetapan yang berhubungan dengan eksistensi KHI: Pertama, Keputusan
Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama No. 07/KMA/1985
dan No. 25 Tahun 1985, yang ditetapkan di Yogyakarta tanggal 21 Maret
1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam
melalui Yurisprudensi. Kedua, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, yang
ditetapkan di Jakarta, tanggal 10 Juni 1991 tentang Instruksi Penyebarluasan
Kompilasi Hukum Islam. Ketiga, Keputusan Menteri Agama No. 154
Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia
No. 1/1991. Keempat, Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan
Agama Islam No. 3694/EV/HK.00.3/AZ/91 tentang Penyebarluasan
Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.°"2

Secara mendasar, tujuan perumusan dan penetapan KHI adalah
menyiapkan pedoman yang merupakan penyatuan hukum (unifikasi)

310 Khoiruddin Nasution, Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga, h. 138.
31 Ibid.
312 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga)...., h. 2-3.
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bagi Hakim Pengadilan Agama dan memenuhi hukum positif yang wajib
dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam.*”* Tujuan ini
jika dikaitkan dengan isi pidato Soepomo dalam Dies Natalis Universitas
Gajah Mada pada tahun 1947 yang menyatakan, “perlu diadakan
pembaruan hukum di Indonesia berupa kodifikasi mengenai bidang-
bidang hukum yang netral seperti hukum ekonomi dan hukum yang
mengatur perdagangan luar negeri. Kodifikasi hukum yang berhubungan
erat dengan agama, seperti hukum kekeluargaan (perkawinan), harus
dilakukan secara hati-hati”*'* Pernyataan Soepomo ini bila dilihat dari segi
politik hukum kaitannya dengan eksistensi KHI yang tujuannya sebagai
unifikasi hukum adalah bukanlah konsepsi baru, tetapi jauh sebelum
KHI dirumuskan Soepomo sudah menggagas perlu diadakan pembaruan
hukum di Indonesia berupa kodifikasi dan unifikasi dalam bidang-bidang
hukum tertentu. Karena itu, diduga kuat dirumuskannya KHI tampaknya
diinspirasi oleh gagasan Soepomo tersebut.

Pada masa reformasi (1998), upaya-upaya pembaruan terus berlanjut
hingga sekarang ini. Pada tahun 2003, Departemen Agama diberikan
tugas oleh Pemerintah untuk membentuk tim revisi KHI yang hasil
revisinya disusun dalam bentuk draft Rancangan Undang-Undang bidang
Perkawinan. RUU ini dipersiapkan untuk dijadikan Undang-Undang
Hukum Terapan Peradilan Agama (RUU HTPA). RUU HTPA ini telah
selesai disusun, yang terdiri dari 23 bab dan 150 pasal. Di samping itu,
pada tahun 2004, Pemerintah juga membentuk Tim Pengarusutamaan
Gender (PUG) yang tugasnya adalah merevisi UU No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, dan sekaligus melakukan penelitian pada isi KHI.
Tim ini bekerja langsung di bawah pengawasan dan mandat dari Menteri
Agama. Hasil revisi tersebut disusun menjadi sebuah draft, yang dikenal
dengan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI). CLD-
KHI ini terdiri dari tiga buah buku. Buku I tentang Perkawinan Islam,
yang berisi 116 pasal, buku II tentang Kewarisan Islam, yang mencakup 8
bab dan 42 pasal, dan buku IIltentang Perwakafan, yang mencakup 5 bab

313 Abdurrahman, Kompilasi...., h. 20.
314 Taufiqurrahman Syahuri, Legislasi....,h. 88.
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dan 20 pasal.’*Akan tetapi, draft hasil Tim PUG ini dinilai oleh banyak
kalangan masyarakat mengandung konsep bias gender, sangat liberal, dan
bahkan bertentangan dengan syariat Islam, maka CLD-KHI pada akhirnya
dibekukan oleh Pemerintah.

Pasca kegagalan CLD-KHI menjadi Undang-Undang Perkawinan
baru, maka lahir UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (PA). Dengan diundangkannya UU
ini berarti PA diberikan otoritas dan kompetensi penuh. Hal ini terlihat
dalam pasal 49 bahwa, “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama
antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, waris,

wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah, dan ekonomi syari’ah”*'¢

Dalam praktik, secara umum, pembaruan hukum Islam termasuk di
dalamnya hukum keluarga melalui kewenangan Peradilan Agama, dan
Pengadilan Agama pada khususnya sudah lama terjadi dan dilakukan di
Indonesia dengan melalui peraturan perundang-undangan yang menjadi
kewenangan Peradilan Agama, dan yurisprudensi. Peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan pembaruan hukum keluarga Islam dapat
dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah menjadi
bagian dari hukum nasional Indonesia. Misalnya, UU No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, yang mengatur sahnya perkawinan berdasarkan
hukum agama, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yakni
sebagai Peradilan syari‘at Islam di Indonesia, yang kemudian diperbarui
dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
“Peraturan perundang-undangan yang telah dijadikan hukum positif
oleh pemerintah merupakan sumber hukum bagi hakim dalam memutus
perkara dan hakim tidak boleh menyimpang dari ketentuan ini”*'"Tetapi,
jika hakim mengangggap dalam peraturan hukum itu tidak jelas, maka
iadiharuskan untuk melakukan penafsiran terhadap pasal-pasal yang
multi tafsir kalau memang ada. Terlebih, jika hakim dihadapkan dalam

315 Khoiruddin Nasution, Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga, h. 146.
316 Kompilasi Perundang-Undangan, h. 126.
317 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam, h. 296.
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kasus hukum yang belum ada ketentuan hukumnya, ia diharuskan untuk
menciptakan hukum baru dengan melalui ijtihad.

Sedangkan pembaruan hukum keluarga melalui yurisprudensi yang
menjadi kewenangan Peradilan Agama, terlihat dalam beberapa putusan
Pengadilan Agama, di antaranya: Putusan Pengadilan Agama Jakarta
Selatan No. 1751/P/1989 tentang Perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh
Prof. Dr. H. Baharudin Harahap, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan
Pensiunan, alamat JI. Sungai Sambas II/RT.001/05, Kelurahan Keramat
Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, yang selanjutnya
disebut sebagai pemohon. Pemohon mengaku sebagai orang tua (wali
nikah) dari seorang perempuan bernama Dra. Nurdiani, bertindak
untuk dirinya sendiri, telah melakukan permohonan isbat nikah dengan
suratnya tertanggal 15 Desember 1989, kemudian dicatat dikepaniteraan
Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan nomor sebagaimana tersebut
di atas. Pemohon telah menikahkan anaknya yang bernama Dra. Nurdiani
binti Prof. Dr. H. Baharudin Harahap, umur 29 tahun, agama Islam, alamat
JI. Sungai Sambas II/RT.001/05 Kelurahan Keramat Pela, Kecamatan
Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Pernikahan telah dilaksanakan
pada 13 Mei 1989 dengan seorang laki-laki bernama Drs. Ario Sutarto
bin Soeroso Darmoatmodjo, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan
dosen Universitas Terbuka, alamat Cipinang Lontar RT.008/09 Jakarta.
Dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali adalah pemohon
sendiri, dan yang menjadi saksi pertama adalah Abdullah Saad dari pihak
perempuan, dan saksi kedua Sunaryo dari pihak laki-laki. Maskawinnya
adalah seperangkat alat salat lengkap dan gelang emas seberat 10 gram
tunai.Nikah tersebut dilaksanakan dengan ijab yang dilaksanakan oleh
wali pihak perempuan berada di Indonesia, kAbtl dilaksanakan di
Amirika Serikat, jjab kabtl ini dilaksanakan melalui pesawat telepon.’*®
Persoalannya adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kebayoran Baru
Jakarta Selatan tidak mau mengeluarkan kutipan Akte Nikah, karena
dianggap perkawinan itu tidak sah dan melanggar ketentuan syariat Islam.

38 Ibid.,h. 311-312.
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Meskipun secara administratif perkawinan tersebut telah dilaksanakan
sesuai ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kasus pernikahan tersebut pada akhirnya diproses secara hukum
ke Pengadilan Agama (PA), kemudian PA Jakarta Selatan memberikan
keputusan dengan menetapkan pernikahan yang dilaksanakan itu adalah
sah. Penetapan itu didasarkan kepada mslahah dariiriyyah dalam rangka
menjaga, memelihara agama, dan keturunan yang dianjurkan oleh syari‘at
Islam. Perkawinan telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, hanya
saja ijab dan kAbtlnya dilakukan melalui pesawat telepon. Ini pun
bukan halangan, sebab dengan teknologi canggih seperti sekarang ini
ijab kabtll itu telah diucapkan dengan lancar tanpa terputus. Ketika ijab
kabtl itu dilaksanakan semua yang hadir dalam majelis itu menyaksikan,
mendengar, dan suara yang ada di pesawat telepon dibesarkan melalui
pengeras suara. Tidak hadirnya penganten laki-laki dalam majelis itu

tidak mengurangi sahnya pernikahan.’"’

Mengkritisi kasus di atas, terlepas dari beda pendapat di kalangan para
ahli ilmu tentang keabsahannya, yang jelas bahwa pengaruh kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi yang canggih era modern
ini tampak hakim PA Jakarta Selatan telah berijtihad dengan prinsip
agar tidak terjadi kekosongan hukum dan sekaligus adanya kepastian
hukum terhadap masalah baru yang timbul dalam kehidupan masyarakat,
maka mereka putuskan dan tetapkan adalah sah hukumnya perkawinan
yang dilaksanakan melalui pesawat telepon. Penetapan PA tersebut
merupakan keberanian melakukan pembaruan hukum keluarga, karena
telah melahirkan hukum baru yang tidak diatur dalam kitab-kitab fikih,
dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia.
Putusan demikian ini menunjukkan bahwa eksistensi PA telah berperan
dalam melakukan pembaruan, khususnya hukum keluarga.

Selain contoh kasus yang menjadi kewenangan PA di atas, pembaruan
hukum keluarga di Indonesia telah terjadi dalam Mahkamah Konstitusi
(MK) melalui uji materi hukum pada beberapa pasal dalam UU No. 1 Tahun

3 Ibid., h. 314.
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1974. Di antaranya adalah Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang
Hubungan Keperdataan Anak dengan Bapak Biologisnya, tertanggal 17
Februari 2012. Perkara perdata ini diajukan ke MK oleh pemohon Hj.
Aisyah binti H. Mochtar Ibrahim alias Machicha dan Muhammad Igbal
Ramadhan. Keduanya adalah mantan isteri dan anak Moerdiono yang
merupakan mantan isteri Menteri Sekretaris Negarapada era Orde Baru
dahulu.*”® Pada pokok perkaranya, pemohon mengajukan uji materiel
terhadap pasal 2 ayat (2), dan pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan (UUP).*”! Sebagai alasan pemohon mengajukan
permohonan pengujian terhadap beberapa ketentuan dalam UUP adalah:
Pertama, pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) UUP dinilai menimbulkan
ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pemohon
berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anaknya yang
dihasilkan dari perkawinan; Kedua, berdasarkan ketentuan pasal 28B
ayat (1) dan (2) UUD 1945, maka pemohon dan anaknya memiliki hak
konstitusional untuk mendapatkan pengesahan atas perkawinan dan status
hukum anaknya. Hak konstitusional yang dimiliki oleh pemohon telah
dicederaioleh norma hukum dalam UUP. Norma hukum ini jelas tidak
adil dan merugikan karena perkawinan pemohon adalah sah dan sesuai

dengan rukun nikah dalam Islam.’*

Dalam proses persidangan perkaranya, MK hanya mengabtlkan
sebagain dan menolak sebagian yang lain dari permohonan pemohon,
yakni menolak permohonan pasal 2 ayat (2), dan mengAbilkan pasal
43 ayat (1) UUP. Putusan MK ini dibacakan dalam sidang pleno MK

320 Wahyu Nogroho, “Perlindungan Anak dan Hak-Hak Konstitusional”, Majalah Konstitusi,
No. 61, Februari 2012, h. 6. Taufiqurrahman Syahuri, Legis/asi..., h. 192.

321 Pasal 2 ayat (2) UUP menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku”, dan pasal 43 ayat (1) UUP menyatakan bahwa “anak
yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya
dan keluarga ibunya”.

322 Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak membentuk keluarga
dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”, dan ayat (2) nya menyatakan
“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas
perlindungan Dar i kekerasan dan diskriminasi”.

32 Taufiqurrahman Syahuri, Legislasi ...,h. 193-194.
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pada tanggal 17 Februari 2012. Menurut wahyu Nugroho dikabtilkannya
pasal 43 ayat (1) UUP dalam sidang pleno MK tanggal 17 Februari 2012
merupakan terobosan baru dalam menguji UU No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan mengenai status anak yang dilahirkan di luar perkawinan.
Melalui progresivitas putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, dalam
ketentuan yuridis pasal 43 ayat (1) UUP mendapat tambahan “anak yang
dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata
dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya
yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi
dan /atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah,
termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*** Berdasarkan
pasal ini jelaslah bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak
saja mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya,
tetapi juga sekalgus mempunyai hubungan dengan laki-laki yang menjadi
ayah biologisnya dan keluarga ayahnya. Untuk itu, sebagai ayah biologis
terhadap anaknya secara otomatis menjadi ayah kandungnya sepanjang
dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti
yang sah lainnya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
dan karenanya sang ayah mempunyai kewajiban dan tanggungjawab
memberikan nafkah terhadap anaknya tanpa diskriminasi dengan anak
yang lainnya.

Sedangkan kaitan dengan pasal 2 ayat (2) yang ditolak MK, Wahyu
Nugroho lebih lanjut menyatakan bahwa, negara mewajibkan untuk
dicatatkan secara administratif guna memenuhi hak-hak konstitusional,
memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, kepastian
hukum dan pemenuhan hak asasi manusia baik suami, isteri, ataupun anak
yang lahir nantinya. Hal tersebut merupakan tanggung jawab negara dan
harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis
yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.’”
Lebih jelas dan rinci putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, tertanggal

34 Wahyu Nugroho, “Perlindungan Anak dan Hak-Hak Kongtitusional”, Majalah Konsiitusi,
h. 61.
35 Ibid.
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17 Februari 2012 ditegaskan bahwa: (a) pasal 43 ayat (1) UUP yang
menyatakan “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” kontradiksi dengan
UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan
laki-laki yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi
dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan
darah sebagai ayahnya; (b) pasal 43 ayat (1) UUP yang menyatakan
“anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya’, tidak memiliki kekuatan
hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata
dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan
teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai
hubungan darah sebagai ayahnya”. Sehingga ayat tersebut harus dibaca,
“anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata
dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya
yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi
dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah,

termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”**

Perkara perdata lainyang telah disidangkan dan dipuskan MK adalah
perkara No. 38/PUU-IX/2011 tentang Alasan Perceraian. Perkara ini
merupakan judicial review yang diajukan oleh pemohon bernama Halimah
Agustina binti Abdullah Kamil (mantan isteri Bambang Triadmodjo, anak
dari mantan Presiden Soeharto). Pemohon mengajukan permohonan uji
materiel kepada MK tentang pasal 39 ayat (2) huruf f dalam Penjelasan atas
UU Perkawinan.*®” Sebagai alasan pemohon mengajukan permohonan
pengujian terhadap dua pasal tersebut adalah, bahwa pasal itu tidak
mengatur secara hukum normatif bahwa manakala terjadi perselisihan
dan pertengkaran suami isteri, niscaya dan bukan tidak mungkin terdapat
personae penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran rumah

326 Ibid., h. 8-9.

37 Bunyi pasal 39 ayat (2) huruf f bahwa “antara suami dan isteri terus menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga”.
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tangga. Kebanyakan pihak isteri dikorbankan dalam perselisihan dan
pertengkaran rumah tangga, justru dikala suami merupakan personae
pernyebab perselisihan dan pertengkaran itu. Misalnya, suami menjalin
hubungan gelap (backstreet) dengan perempuan lain, lalu meninggalkan
tempat kediaman bersama. Perselisihan dan pertengkaran antara
keduanya niscaya tidak terhindarkan, tetapi “aturan hukum” tidak
menjamin perlindungan, kepastian hukum, dan keadilan bagi isteri yang
dikorbankan, yang kelak diputus cerai (talak) pula perkawinannya oleh
badan pengadilan, dengan pertimbangan hukum, yang tidak ada harapan
akan rukun lagi dalam rumah tangga (onheelbare tweespalt).>®

Dalam proses perjalanan persidangannya, MK memutuskan bahwa
permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Putusnya
perkawinan dengan lembaga perceraian atau dengan putusan pengadilan,
dalam perspektif hukum, substansinya adalah peninjauan kembali terhadap
persetujuan kedua belah pihak yang membentuk ikatan hukum, yang
disebut dengan perkawinan yang dimohonkan oleh salah satu dari kedua
belah pihak kepada pengadilan. Jika pengadilan berdsarkan bukti-bukti
yang diajukan berpendapat telah terbukti beralasan menurut hukum, maka
pengadilan akan menjatuhkan putusan bahwa perkawinan sebagai ikatan
hukum tersebut putus. Kemudian MK di akhir putusannya berpendapat
bahwa penjelasan pasal 39 ayat (2) UUP sepanjang frasa “antara suami
dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ..” justru
memberikan salah satu jalan keluar ketika suatu perkawinan tidak lagi
memberikan kemanfaatan karena perkawinan sudah tidak lagi sejalan
dengan maksud perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 UUP,
serta tidak memberikan kepastian dan keadilan hukum sebagaimana
dimaksud pasal 28D ayat (1) UUD 1945.*

Berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa
pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia sesungguhnya sudah
lama terjadi dan diupayakan oleh para pembaharu, baik dari kalangan

38 Taufiqurrahman Syahuri, Legislasi ..., h. 200-201.
32 [bid.,h. 203-204.
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BAB V

PROBLEMATIKA HURUM
KELUARGA ISLAM DI
INDONESIA

Sebagaimana telah dikemukakan beberapa contoh kontroversial
aktual pada bab ketiga tersebut di atas, maka pada bab kelima ini akan
dikemukakan problematika hukum keluarga Islam yang masih menjadi
perbincangan aktual juga di kalangan para akademisi terutama di lingkuan
Universitas Islam Negeri di Indonesia, di antaranya perkawinan beda
agama, walimah al-‘urus, dan pemberian kadar nafkah isteri.

A. Perkawinan Beda Agama

Kajian secara teoritis-normatif hukum keluarga Islam mengenai
perkawinan beda agama adalah sangat luas sekali, karena mencakup
berbagai permasalahan di antaranya, bagaimana melihat perkawinan
antara perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim baik sebagai
seorang musyrik maupun kafir ahli kitab, perkawinan perempuan non
muslim dengan laki-laki muslim kemudian ia murtad, perkawinan laki-laki
muslim dengan perempuan musyrik atau ahli kitab (di Indonesia kristen,
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katolik, dan protestan), dan bagaimana perkawinan ahli kitab musyrik
yang berada di wilayah area komunitas perang (dar al-harbi), dan wilayah
area komunitas kekuasaan Islam (dar al-Islam). Kemudian, orang-orang
non muslim yang mana, apakah yang terkategori musyrik, murtad,baha’i,
mulhid, sa&biun, majusi, ataukah ahli kitab dari agama Yahudi, dan Nasrani,
Kalaupun mereka termasuk ahli kitab, apakah sebagai ahli kitab yang
masih beriman dan belum terdapat penyimpangan dari ajaran agamanya,
ataukah sebagai ahli kitab yang sudah banyak melakukan penyimpangan
akidah dan kepercayaan dari doktrin agamanya.? Oleh karena kompleksnya
permasalahan perkawinan tersebut, maka pembahasan dalam tulisan buku
ini dibatasi sekitar masalah perkawinan seorang laki-laki muslim dengan
perempuan ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani.

Secara etika dan moral, perkawinan yang baik adalah perkawinan yang
dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang sama kepercayaan
dan keyakinannya (‘agidah-tauhid), akhlak, dan tujuannya, rasa cinta,
dan ketulusan hatinya, sehingga dibawa naungan keterpaduan seperti
itu upaya membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dapat
diwujudkan. Hal ini terlihat sejalan dengan informasi yang disampaikan
Allah Swt. dalam Q.S. al-Rom (30): 21:

) ] S5 e }i"—:dobu\,,“
. )S 5)":’;}.‘33} e/\ébgdséj‘égs}za’ ///
@

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan
merasa tentran kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnyda pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Bertolak dari memahami ayat ini diduga kuat akan terwujud
kehidupan suami dan isteri dalam rumah tangga (keluarga) akan tentram,
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penuh cinta, dan kasih sayang. Kalau pun mereka pada akhirnya segera
dikarunia keturunan, keluarga akan bahagia, dan anak-anak akan tumbuh
sejahtera.

Dalam konsepsi Islam, kehidupan keluarga akan terwujud seperti
pesan moralitas Q.S. al-Rom (30): 2sakinah mawaddah dan rahmah,
jika pasangan suami-isteri itu berpegang pada agama yang sama.
Mereka beragama dengan melaksanakan doktrin agama yang dianutnya
dengan sepenuh hati. Ahmad Sukarja mengatakan, jika agama keduanya
berbeda akan timbul berbagai kesulitan di lingkungan keluarga, dalam
pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pengaturan makanan, pembinaan
tradisi keagamaan, dan lain-lain.”*Contoh konkret dalam konteks ini
perkawinan Jamal Mirdad (muslim) dengan Lidya Kandow (kristen),
setelah mempunyai dua anak perempuan mereka rumah tangganya
kandas dan berakhir dengan perceraian, dan masih banyak contoh yang
lainnya. Oleh karena itu, yang menjadi fokus bahasan pokok di sini adalah
perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan non muslim menurut
pandangan para pakar hukum Islam.

Ibrahim Hosen mengemukakan bahwa, perkawinan laki-laki
muslim dengan perempuan non muslim di kalangan para pakar hukum
Islam terdapat tiga golongan pendapat: Golongan pendapat pertama
mengatakan bahwa mengawini perempuan ahli kitab (Yahudi dan
Nasrani) halal hukumnya. Demikian pendapat Jumhur ulama dari
kalangan mazhab empat (al-aimmah al-arba’ah: Abbv Hanifah, Malik
bin Anas, Muhammad bin Idris al-Syafi’i); Dari kalangan para sahabat
seperti Usman, Talhah, Ibn ‘Abbas, HuZaifah, dan Jabir. Dari kalangan
tabi’in seperti sa’id bin alMusayyab, Sa’id bin Jubair, al-Hasan, Mujahid,
Tawus, Tkrimah, al-Sya’bi, dan al-Dahhak.**' Golongan pendapat kedua
mengatakan bahwa mengawini perempuan ahli kitab haram hukumnya.
Demikian pendapat Ibn Umar, Syiah Imamiyyah, dan Syiah Zaidiyyah.

330 Ahmad Sukarja, “Perkawinan Bebrbeda Agama Menurut Hukum Islam” dalam Problematika
Hukum Islam Kontemporer, Editor, Chuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshary AZ (Jakarta:
Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK), t.t.), h. 1.

31 Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, Jld. Ke 2, h. 90.
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Golongan pendapat ketiga mengatakan bahwa mengawini perempuan ahli
kitan halal hukumnya, tetapi siyasah tidak menghendakinya. Demikian
pendapat Umar bin Khattab.”*Ketiga golongan pendapat ini masng-
masing mengemukakan argumentasinya sebagai berikut:

Golongan pendapat pertama berargumentasikan pada Q.S. al-Maidah
(5): 5:
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(Dan  dihalalkan  mengawini) wanita-wanita yang menjaga

kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita
yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab
sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan
maksud mengawininya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula)
menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman
(tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia
di hari akhirat termasuk orang-orang merugi”.

Cara mengambil dalil dan memahami ayat ini menunjukkan secara
jelas bahwa mengawini perempuan ahli kitab itu halal hukumnya. Fakta
histosis telah memperlihatkan bahwa para sahabat Nabi Saw. seperti
‘Usman bin ‘Affan pernah mengawini seorang perempuan bernama

Nailah beragama Nasrani, HuZaifah dan Talhah ibn ‘Ubaidah mengawini

32 Ibrahim Hosen, Figh Perbandingan dalam Masalah Nikah Thalagq, Rujuk dan Hukum
Kewarisan,]ld ke 1 (Jakarta: Balai Penerbitan dan Perpustakaan Islam Yayasan Ihya ‘Ulumuddin,
t.t.), h.201-202.
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perempuan dari agama Yahudi. Hal ini menunjukkan mengawini
perempuan ahli kitab adalah halal (boleh) hukumnya.

Golongan pendapat kedua berargumentasikan pada Q.S. al-Baqarah
(2): 221:
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“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mercka
beriman. Sesungguhnya wanita mudak yang mwmin lebih baik dari
wanita musyrik, walau pun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu
menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu’min)
sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mwmin lebih baik
dari orang musyrik walau pun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke
neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-
Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya(perintah-perintah-Nya)
kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

Q.S. al-Mumtahanah (60): 10:

AR cam 150255

“.. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan
perempuan-perempuan kafir ..

Cara mengambil dalil dan memahami dua ayat tersebut menunjukkan
dengan jelas bahwa laki-laki muslim dilarang mengawini perempuan-
perempuan kafir.Ahli kitab termasuk golongan orang kafir musyrik,
karena orang Yahudi menuhankan ‘Uzer, dan orang Nasrani menuhankan
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‘Isa ibn Maryam, di mana dosa syirik tidak diampuni oleh Allah Swt. jika
mereka tidak bertaubat kepada-Nya sebelum mereka meninggal dunia,
sebagaimana Q.S. al-Nis&’ (4): 48 dan 116 menegaskan:

&jiﬁ&ﬂgﬂb&}gbﬂ;)u_j Q\Jm&w\u\
\wﬂd\.st:é

“Sesunggnya Allah tidak akan mngampuni dosa syirik, dan Dia
mengampuni segala dosa yang selain (syirik) itu, barang siapa yang
dikehendaki-Nya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh
ia telah berbuat dosa yang besar”.
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“Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu)
dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa selain yang syirik itu bagi siapa
yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang mempersekutukan (sesuatu)
dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya”.

Di sisi lain, Allah telah menganggap bahwa orang musyrik itu najis
ditegaskan dalam firman-Nya, Q.S. al-Taubah (9): 28:
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“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang
musyrik itu najis, maka janganlah mendekati Masjidil Haram sesudah
tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti
akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya, jika Dia

168 PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA



menghendaki, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Bijaksana”.

Adapun ayat 5 dari Q.S. al-Maidah (5) menurut pendapat golongan
kedua ini hendaklah diihtimalkan atau dikonotasikan dengan perempuan
ahli kitab yang telah masuk Islam, atau jumlah mereka masih relatif sedikit.
Namun dalam kaitan ini, Sayyid Sabiq menegaskan bahwa Ibn ‘Umar
pernah berkata: Tidak ada perbuatan syirik yang lebih besar dosanya
kecuali perempuan yang mengatakan Tsa (Yesus Kristus) sebagai Tuhan,
atau sebagai oknum Tuhan.333

Golongan pendapat ketiga berargumentasikan pada pernyataan
‘Umar bin Khattab yang ‘memerintahkan kepada para sahabat Nabi
Saw, terutama yang mengawini perempuan ahli kitab dengan ungkapan
pernyataannya: “Ceraikanlah mereka itu” Pernyataan (perintah) ‘Umar
ini dipatuhi oleh para sahabat, kecuali HuZaifah. Umar mengulangi dari
pernyataannya itu agar HuZaifah menceraikan isterinya. Kemudian ia
(HuZaifah) berkata: Maukah engkau menjadi saksi bahwa mengawini
perempuan ahli kitab itu haram hukumnya.? Umar menjawab lagi dengan
singkat: Dia akan menjadi fitnah, “ceraikanlah” Akhirnya HuZaifah
berkata: Sesungguhnya saya tahu bahwa ia adalah fitnah, tetapi ia halal
bagiku. Setelah HuZaifah meninggalkan Umar, barulah isterinya ditalak.
Kemudian HuzZaifah ditanya orang lain, mengapa isterimu tidak diceraikan
ketika diperintahkan Umar.? HuZaifah menjawab: Karena saya tidak ingin
diketahui orang bahwa saya melakukan sesuatu yang tidak layak.334

Argumentasi yang dikemukakan oleh golongan pendapat ketiga
berupa ‘semacam’ dialog Umar dengan HuzZaifah di atas, dapat dipahami
bahwa secara substansial menikahi perempuan ahli kitab itu boleh (halal)
tetapi politik Islam (siyasah al-syar’iyyah) tidak menghendakinya, karena
dinilai dampak maslahah dan mafsadatnya diduga kuat lebih besar
mafsadatnya ketimbang maslahah-nya, karena itu menutup jalan (li

333 Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, JId. Ke 2, h. 90.
¥ Ibn Qudamah, al-Mugni Syarh al-Kabir (T.Tp.: Maktabah al-Riyad al-HadiSah, t.t.), Juz ke 6,
h. 590.
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sadd al-Zariah) harus dilakukan ketimbang lebih mendahulukan meraih
kemaslahatannya (dar’u al-mafasid aula min jalb al-masalih, faiza ta'arad
mafsadah wa maslahah qudima daf’ al-mafsadah galiban).335

Dari tiga golongan pendapat tersebut di atas, jika dianalisis secara kritis
dapat penulis tegaskan bahwa, pendapat yang menghalalkan hukumnya
mengawini perempaun ahli kitab didasarkan pada Q.S. al-Maidah (5): 5.
Q.S. al-Baqarah (2): 221 ternyata dalam sabab al-nuzdl sudah di-nasakh
dengan al-Maidah, ayat 5 yang diturunkan sesudah surat al-Baqarah
tersebut. Kemudian, kata “al-musyrikat” dalam surat al-Baqarah itu tidak
termasuk perempuan-perempuan ahli kitab, karena di dalam ayat lain (al-
Baqgarah (2): 105) dan Q.S. al-Bayyinah (98): 1 kata/lafaz “al-musyrikin”
diataf-kan pada kalimat ‘ahl al-kitab”, sedangkan ataf di sana keduanya
menghendaki adanya perbedaan antara orang musyrik dengan ahli kitab.
Kemudian perempuan ahli kitab dimaksud berdasarkan qaul mu’tamad
dalam mazhab Syafi'i adalah perempuan yang beragama Yahudi dan
Nasrani sebagai agama keturunan dari orang-orang terdahulu (nenek
moyang mereka) yang menganut agama tersebut semenjak masa sebelum
Nabi Muhammad dibangkit menjadi Rasulullah Saw., yakni sebelum al-
Qur’an diturunkan. Tegasnya orang yang baru menganut agama Yahudi
dan Nasrani sesudah al-Qur’an diturunkan, tidaklah dianggap ahli kitab,
karena terdapat perkataan”min gablikum” (dari masa sebelum kamu)
dalam al-Maidah, ayat 5. Perkataan “min qablikum” tersebut menjadi
pembatas (al-qayyid) bagi ahli kitab yang dimaksusd. Jadi pola pikir
mazhab Syafi’i ini mengakui ahli kitab itu bukan karena agamanya, tetapi

menghormati asal keturunannya.’*

Dalam kaitan ini, apabila diaplikasikan di negara Indonesia, yaitu
warga negara Indonesia yang menganut agama Yahudi dan Nasrani
sesudah al-Qu’an diturunkan, maka mereka tidaklah termasuk dalam
hukum ahli kitab. Demikian juga dalam hal memakan makanan yang

35 Maksudnya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan, dan
apabila terjadi kontradiksi antara mafsadat dan maslahat, maka yang didahulukan adalah
menolak yang mafsadat”. Lihat Jalal al-Din al-Suydti, a/-Asybah wa al-Nazéir fi al-Furd’, h. 62.

3% Ibrahim Hosen, Figh Perbandingan ..., h. 204.
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dipotong atau disembelih oleh mereka. Di samping argumentasi tersebut
di atas, fakta historis memperlihatkan bahwa banyak dari para sahabat
yang melaksanakan perkawinan dengan perempuan ahli kitab dimaksud.
Namun demikian, argumentasi-argumentasi itu dikritik oleh pendapat
kedua, dengan mengungkapkan bahwa memang benar secara teks al-
Qur’an dan hadis dan berdasarkan fakta historis mengawini perempuan
ahli kitab dihalalkan, tetapi ahli kitab itu termasuk orang kafir musyrik,
dan Nabi sendiri telah melarangnya. Beliau pernah mengutus seorang
bernama Marsad al-Gaznawi untuk mengeluarkan kaum muslimin yang
lemah dari kota Makkah. Ketika ia tiba di Makkah bertemu dengan
seorang perempuan musyrik, memiliki paras muka cantik, dan kaya, ia
menawarkan diri untuk dikawini oleh Marsad, namun ia tidak mau karena
merasa atkut kepada Allah. Kemudian ia bermusyawarah dengannya
agar Marsad mau mengawininya. Marsad seraya menjawab: Saya mau
mengawinimu apabila diizinkan oleh Nabi Muhammad Saw.Ketika tiba di
Madimah hal itu dikemukakan kepada Nabi dan ia memohon kepadanya
agar direstui mengawini perempuan itu, kemudian turunlah ayat 221 surat
al-Baqarah. Dari peristiwa ini jelaslah menunjukkan bahwa mengawini
perempuan ahli kitab yang musyrik adalah haram hukumnya.

Kritikan pendapat kedua itu dibantah oleh pendapat pertama,
sekiranya mengawini perempuan ahli kitab itu diharamkan justru
kontradiksi dengan teks al-Qur’an yang secara tegas membolehkannya,
sebagaimana Rasyid Rida menegaskan bahwa perempuan ahli kitab
tidak saja halal dikawini, tetapi juga halal sesembelihan mereka.*” Oleh
sebab itu, pada umumnya ulama salaf mereka membolehkan mengawini
perempuan-perempuan ahli kitab.

Sedangkan argumentasi-argumentasi yang dikemukakan oleh
pendapat ketiga pada dasarnya mereka membolehkan mengawini
perempuan-perempuan ahli kitab, hanya secara politik Islam (siyasah
syar’iyyah) mereka tidak membolehkannya, sebab dikhawatirkan suami
yang telah mengawininya terbawa ke agama isteri, bukan sebaliknya.

397 Rasyid Rida, 7afsir al-Mandar (Mesir: Matba’ah al-Qahirah, t.t.), Juz ke 6, h. 180.
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Artinya, sekiranya perempuan kitabiyah yang telah dikawini itu mampu
diislamkan oleh suaminya, maka kondisi seperti ini cendrung dibolehkan
oleh ajaran Islam.

Setelah didiskusikan dan dikritisi dari masing-masing argumentasi
ketiga golongan pendapat tersebut di atas, menurut hemat penulis adalah
golongan pendapat yang terakhir inilah yang dipandang kontekstual dan
relevan di era kontemporer ini, dengan argumentasi penulis: Pertama, secara
substansial hukum Islam (maqasid al-syariah) mengawini perempuan ahli
kitab itu dibolehkan, tetapi politik Islam (siy&sah syar’iyyah) melarangnya,
karena dampak negatif (mafsadat-nya) lebih besar ketimbang dampak
positif (maslahah-nya). Hal ini berarti dapat dipahami bahwa mengawini
perempuan ahli kitab itu kesimpulannya dilarang (haram hukumnya).
Di lingkungan Pengadilan Agama (PA), dan Pengadilan Negeri (PN) di
Indonesia, sering terjadi berbeda keputusan terhadap perkara perkawinan
beda agama. Misalnya terlihat pada PN Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN.
Sby yang amar putusannya membolehkan menikah pasangan suami-isteri
beda agama, sedangkan di PA perkawinan beda agama dinyatakan tidak
sah. Hal ini ditegaskan oleh hakim PA Jakarta Selatan, Mashudibahwa
perkawinan beda agama tidak sah secara UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974
yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
Implikasi dari perkawinan beda agama ini, anak yang dilahirkan darinya
dinyatakan anak tidak sah. Karena anak tersebut sebagai anak tidak
sah, maka ia tidak memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Namun
demikian, tetap anak itu berdasarkan UU No. 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan harus dicatatkan di Catatan Sipil untuk
dapat memperoleh Akta Kelahiran.”*Kedua, terjadi problem dilematis dan
kesulitan dalam mendidik anak-anaknya, terkadang suami menginginkan
anak-anaknya sekolah di lembaga pendidikan Islam, sedangkan isterinya
ingin mendidik anak-anaknya di sekolah (masuk) misalnya Yayasan
Xavirius. Kondisi seeperti ini suami sebagai kepala rumah tangga sangat

338 Lihat, artikel yang ditulis oleh hakim Pengadilan Agama, Jakarta Selatan, Mashudi yang telah
dipublikasikan oleh detikcom pada Senin 3 Juli 2023 dengan judul “Problematika Perkawinan
Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam”.
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sulit untuk bersikap tegas kepada anak-anaknya, sehingga pada akhirnya
berimplikasi pada mental keagamaan anak tidak jelas dan mendua.
Cermati kondisi rumah tangga Jamal Mirdad dengan Lidya Kandaw
pada akhirnya diakhiri dengan perceraian. Ketiga, perkawinan beda
agama terjadi pada umumnya “bukan sengsara membawa nikmat, tetapi
nikmat membawa sengsara’, dan konflik internal rumah tangga yang
berkepanjangan. Hal ini banyak ditemukan fakta dari para korban yang
kawin beda agama. Meskipun secara personal ada yang terlihat langgeng
dan harmonis, seperti pasangan suami isteri Jamal Mirdad dan Lidya
Kandaw, dan lain-lain.

B. Walimah al-‘Urs

Sebelum melaksanakan walimah al-‘urs, umat manusia ternyata diciptakan
Allah Swt. dari diri yang satu, lalu diciptakan pasangannya sampai untuk
berkembang biak dari jenis laki-laki dan perempuan. Q.S. al-Nisa’ (4): 1,
Allah berfirman:
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“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah
menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah
menciptakan istwerinya, dan daripada keduanya Allah memperkembang
biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada
Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta

satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim, sesungguhnya
Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.
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Setelah Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, kemudian
memerintahkan untuk melakukan perkawinan. Q.S. al-Nor (24): 32:
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“Dan kawmkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang
laki-laki dan hamba sahaya yang perempuan . Jika mereka miskin Allah
akan memampukan merekadengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas
(pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Q.S. al-Nisa’ (4): 3, Allah Swt. memerintahkan Juga:
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“.. maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga,
atau empat. Kemudian jika kamu takut untuk tidak berlaku adil, maka
(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Setelah mereka berpasang-pasangan lain jenis (laki-laki dan
perempuan) saling menyukai dan menyenangi, maka mereka diperintahkan
untuk kawin sesuai aturan dan prosedur yang dibenarkan baik oleh syari‘at
Islam maupun hukum negara yang mengaturnya. Setelah itu, mereka
dianjurkan untuk mempublikasikan kepada masyarakat, yang dalam
tradisi agama Islam disebut dengan walimah al-‘urs.

Secara etimologi, walimah jamak dari wal&im, yang artinya pesta,
kenduri, atau jamuan makan dalam pesta, dan yang lainnya.”*’Definisi ini

3% Sadi Abb Habib, Al-Qamus al-Foghi Lugatan wa Istilahan (Maskus-Suriyah: Déar al-Fikr, 1408
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dapat dipahami bahwa setiap seseorang yang mengadakan jamuan makan
dalam sebuah acara pesta, atau kenduri sesungguhnya merupakan refleksi
rasa gembira dan bersyukur kepada Allah Swt. atas nikmat dan berkah
yang diberikan kepada umat manusia, dalam hal ini kepada pasangan
suami isteri yang baru selesai dikawinkan oleh walinya.

Sedangkan secara terminologi, sudah menjadi sebuah istilah populer
‘walimat al- ‘urs, (pesta perkawinan), yaitu perayaan yang diselenggarakan
untuk merayakan perkawinan dan memeriahkannya sebagai tanda

gembira atas terjadinya perkawinan.**

Penyelenggaraan walimah al-‘urs dalam konsepsi hukum keluarga
Islam diperintahkan walaupun dilaksanakan dengan cara sederhana.
Perintah dalam arti anjuran (/i al-nadb) ini didasarkan pada beberapa
pernyataan Rasulullah Saw.:

Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmizi dari Amir bin ‘Abd
Allah bin Zubair, dari ayahnya bahwasannya Rasulullah Saw. bersabda:

341N s
“Umumkanlah pernikahan itu”.

Kedua, hadis yang dikeluarkan oleh al-Nas&’i dari Aisyah, Rasulullah
Saw. bersabda:

342.‘.51{:;1\1432\;;;6/5&5\\;&\/

“Umumkanlah  pernikahan itu, dan pukullah  rebana  untuk
mengumumkannya”.

H/1988 M), Cet. Ke 2, h. 287.

3 Shadiq, Shalahudin Chaery, Kamus Istilah Agama, h. 397.

31 Abi ‘Iso. Muhammad bin ‘Is@ bin Surah al-TirmiZi (seterusnya ditulis al-TirmiZi), Sunan
al-Tirmizi (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), JId. Ke 3, h. 398.

32 Lihat, Jalal al-Din al-Suyvti, Sunan al-Nasa i (Bairut: Dar al-Ma’rifah, 1411 H/1991 M),
Juz ke 5, h. 437.
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Ketiga, hadis dengan matan yang masih hampir sama dikeluarkan
oleh al-Tirmizi dari ‘Aisyah, Rasulullah S.a.w. bersabda:

s oo 2 S

. ,g»@ﬁp};’lg/ﬁ,ﬂ;\ j:,;\j:\?@fo;@\;&&fgnj;@;(

343 .5

“Umumkan dan laksanakanlah pernikahan ini di dalam masjid sambil
diiringi dengan tabuhan rebana, dan adakanlah resepsi pernikahan
walaupun dengan hanya menyembelih seckor kambing”.

Ketiga hadis tersebut dapat dipahami dan menunjukkan bahwa
mempublikasikan peristiwa perkawinan itu suatu perintah yang
harus dilakukan oleh keluarga besar kedua mempelai agar diketahui
dan disaksikan oleh masyarakat umum. Artinya, secara mafhim
mukhalafah dilarang bagi keluarga besar untuk merahasikan terjadinya
peristiwa perkawinan dengan sembunyi-sembunyi (al-nikah sirri).
Umumkanperkawinan tersebut walau pun hanya dengan menabuh rebana,
dan menyembelih seekor kambing.

Secara metodologis (asbab al-wuriid) perintah Nabi Saw.
mengumumkan atau mempublikasikan perkawinan, dibolehkan diiringi
dengan menabuh rebana, dan meskipun dengan hanya memotong seekor
kambing itu dilatarbelakangi oleh kondisi dan adat istiadat komunitas
masyarakat Arab yang kecil dan tertutup seperti Hijaz dahulu, dan tradisi
ini dibenarkan dan disetujui oleh beliau. Di era modern dan kontemporer
saat ini walimah al-‘urs dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia terlihat
sesuai dengan strata sosial yang kompleks dan penuh dengan formalitas
serimonial tidak cukup dilakukan seperti di masa Nabi, tetapi diperluas
sejalan dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman masa kini. Dari
sini terlihat adanya pergeseran pemaknaan pada walimah al-‘urs. Artinya,
hadis-hadis yang berkaitan dengan walimah al-‘urs di atas dimaknai di
samping secara tersurat (tekstual) juga tersirat (kontekstual), sehingga
simbol-simbol stratifikasi sosial, dan implikasi pada perubahan hukum

33 Al-Tirmizi, Sunan al-Tirmizih. 402.
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dapat digali dan ditetapkan dengan tepat. Sebagai contoh pesta perkawinan
Rafi Ahmad dengan Nagita Slafina, Atta Halilintar dengan Auril Anang
Hermansyah, Rizki Febrian dengan Mahallini, dan lain-lain Mereka ini
melaksanakan pesta perkawinan di Hotel berbintang yang menghabiskan
dana milyaran rupiah. Pelaksanaan pesta perkawinan demikian ini secara
sosiologis terlihat jelas telah bergeser merambah ke masalah ekonomi,
pemberian mahar kepada isteri dari yang semampunya (di masa Nabi Saw.
bisa berupa sepasang sandal, cincin walau terbuat dari besi, dan hafalan
ayat-ayat al-Qur’an) berubah menjadi sakralisasi mahar.

Dilihat dari segi budaya lokal (kearifan lokal), ternyata berimplikasi
bisa mewarnai pelaksanaan walimah al-‘urs, sehingga tidak jarang budaya
memberikan uang pesta kepada pihak keluarga manten perempuan
cukup besar. Misalnya, di Makasar Sulawesi, mempelai laki-laki mesti
memberikan uang panai kepada pihak keluarga manten perempuan,
di Lampung, mempelai laki-laki memberikan sesan kepada keluarga
pihak manten perempuan, dan masih banyak lagi budaya atau tradisi
masing-masing daerah. Budaya lokal yang seperti ini dalam konteks
hukum keluarga Islam dibenarkan (dibolehkan) sepanjang bermanfaat
dan membawa maslahat, serta tidak mendatangkan kemudaratan
(kemafsadatan). Konteks ini sepanjang kearifan lokal itu sejalan dengan
teks-teks al-Qur’an dan asunnah (hadis), maka boleh dilestarikan dan
dikembang-lanjutkan dalam kehidupan masyarakat, dan inilah yang
disebut dengan tradisi yang baik (al- urf al-sahih); Sebaliknya, jika kearifan
lokal itu justru kontradiksi dengan teks-teks al-Qur’an dan sunnah (hadis),
maka tidak boleh dilestarikan dan dikembang-lanjutkan, inilah yang
disebut tradisi yang tidak baik (al- ‘urf al-fasid).*** Oleh sebab itu, al-Suydti
al-Syafr’i dalam salah satu kaidah fikih asasiyyah-nya menyatakan:

34 “Abd al-Wahhab Khallaf, Tm Usdl al-Figh, h. 89.
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83l
“Tradisi (‘adar) itu bisa menjadi pertimbangan penetapan hukum”>*

Kaidah lain menyebutkan lebih jelas lagi:

b b g% 5 G Y

oAl
“Semua yang datang dari syara’ itu mutlak (mesti dipedomani) dan
(jika) belum ada ketentuan dari agama, dan juga tidak ada dari (kajian
pendekatan) bahasa, maka dikembalikan kepada ‘urf”**

Dilihat dari segi status hukumnya, walimah al-‘urs itu dengan mengacu
pada beberapa hadis yang berkaitan dengannya, maka hanyalah sunnah
(li al-nadb). Jumhor al-‘ulam&’ menyebutkan bahwa walimah al-‘urs
itu hukumnya sunnah muakkadah, tidak sampai wajib.*’Akan tetapi
dalam pelaksanaan di masyarakat terutama pada lapisan strata sosial kelas
menengah ke atas, cendrung walimah al-‘urs itu “wajib”. Hal ini secara
metodologis terlihat terdapat inidikasi perubahan makna ketika para pakar
hukum keluarga Islam memahami kata “a’lin0” (umumkanlah) dalam
hadis a’lind al-nikah, dan a’lind haza al-nikah sebagaimana teks-teks hadis
tersebut di atasmenunjukkan perintah wajib, tidak sebagai anjuran (al-
nadb). Dalam konteks mengeluarkan dan menetapkan hukum (istikhraj
al-ahkam) terdapat kaidah usuliyyah:

“Pada dasarnya perintah itu menunjukkan wajib dan tidak menunjukkan
selainwajib, kecuali terdapat indikasiyang memalingkannya”**

35 TJalal al-Din al-Suytti al-Syafi’i, al-Asybah ..., h. 93.

346 ‘Abd al-Rahman bin Hasan al-Asnawi, A/-Tambid fi Takbrij al-Furd’ ali al-Usil , editor
Muhammad Hasan Hitd (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1401 H/1980 M), h. 230.

347 Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, JId. Ke 2, h. 201.

8 Fath al-Darini, al-Manhdj al-Usoliyyah fi Ijtibid bi al-Ra’y (Damaskus: Dar al-Kitab al-HadiS,
1985), JId. Ke 1, h. 704. MuStafa Sa'id al-Khin, ASr al-Tkbtilaf fi al-Qawdid al-Usiliyyah fi
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Bertolak dari kaidah usol dan alur pikir penetapan hukum walimah
al-‘urs di atas dapat ditegaskan bahwa secara substansial (mana haqiqi)
perintah itu menunjukkan wajib, selama itu tidak ada indikasi lain yang
menunjukkan tidak wajib (li al-nadb). Walimah al-‘urs menurut Jumhor
al-‘ulamd&’” hukumnya adalah hanya sunnah muakkadah, tetapi dalam
praktik pelaksanaan di masyarakat kalangan menengah ke atas, walimah
al-‘ursmerupakan suatu kemestian ketika anak gadisnya telah dikawinkan
dengan seorang laki-laki pilihannya. Di sini terlihat budaya lokal turut
menopang pelaksanaan walimah al-‘urs bagi masyarakat kalangan
menengah ke atas. Untuk itu, walimah al-‘urs dalam implementasinya
terjadi perubahan nilai dan makna sesuai dengan situasai dan kondisi di
masing-masing daerah (Propinsi) di Indonesia. Al-Burnu menyatakan:

L0E o o 0 - o of o brs S o i e
“Perubahan hukum terjadi disebabkan perubahan tempat, waktu, dan
keadaan™**

Dikuatkan pula oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah:

cw o s 0% or - _0% or - oo bor - - o - o 03 bioos

Sy dleY 1y 2Vl iVl e ot LoDty (gl s

£,

“Perubahan dan perbedaan fatwa (illat hukum) dapat terjadi karena

perbedaan waktu, tempat (lingkungan), keadaan (situasi), niat (tujuan),
dan adat-istiadat (kearifan lokal)” >

Tkhtilaf al-Fugaha’ (Mesir: Muassasah al-Risalah, 1398 H/1969 M), h. 298.
3% Muhammad Sidqi bin Ahmad al-Burn, a/-Wajiz ..., h. 182.
30 Ibn Qayyim al-Jauziyyah, A/am al-Muwaqqi’in ..., h. 483.
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C. Pemberian Kadar Nafkah Isteri.

Nafkah merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi seorang isteri
dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis. Banyak
rumah tangga yang tidak harmonis disebabkan suami tidak mampu
memberikan nafkah lahir dan batin*' kepada isterinya sesuai kebutuhan
yang diperlukan. Sebagai contoh, di Provinsi Lampung pada lima tahun
terakhir ini angka perceraian yang didominasi kasus cerai gugat tidak
kurang dari 15.026 kasus perceraian (lihat, Kupas Tuntas.com, tahun
2014-2015). Kaitan dengan cerai gugat, di Kota Bandar Lampung tercatat
sebanyak 1.256 kasus (Baca: Radar Lampung.co.id. 2 Desember 2022).
Dari sini bisa dimengerti dan diestimasi bahwa angka perceraian di
Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung cendrung setiap tahun
meningkat. Problem ini perlu menjadi perhatian Pemerintah di lingkuan
Kementerian Agama, dan Pengadilan Agama (PA) agar bisa ditangani dan
diminimalisir peningkatan jumlah perceraian tersebut. Belum lagi melihat
skala Nasional di 34 Provinsi di Indonesia, berapa jumlah kasus perceraian
masing-masing Provinsi tersebut. Hal itu terjadi di antara penyebabnya
adalah faktor ekonomi, sang suami tidak mampu memenuhi kebutuhan
nafkah isteri. Namun dalam buku ini dibatasi stresing pembahasannya
dalam masalah nafkah lahir saja yang menjadi tanggung jawab suami
terhadap isteri yang secara kasab mata mudah dilihat oleh keluarganya
dan oleh suami isteri itu sendiri dalam rumah tangga.

Pembahasan masalah nafkah dalam kajian fikih klasik ternyata sangat
luas, dan pada umumnya masuk dalam kajian pemberian nafkah kepada
keluarga, tidak spesifik terhadap isteri. Oleh karena itu, di zaman now ini
sangat menarik untuk dibahas yang fokus masalahnya adalah pemberian
kadar nafkah kepada isteri. Sebelum menguraikan pembahasan masalah
tersebut di atas, terlebih dahulu dideskripsikan definisi nafkah, orang yang

1 Dimaksudkan nafkah batin di sini adalah hubungan seksual (a/-jima’) suami isteri tidak
maksimal (al-‘ajzuh). Karena itu, al-San’ani ketika memaknai kata al-ba’ah dalam
konteks perkawinan dengan hubungan seksual. Lihat, al-San’ani, Subul al-Salam, Juz ke
3,h. 109.
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berhak diberi nafkah, dan dasar hukum memberikan nafkah kepada isteri,
sebagaimana uraian di bawah ini:

Definisi Nafkah

Nafkah berasal dari bahsa arab (al-nafqah), secara etimologi berarti
“belanja untuk kepentingan hidup”*** Sedangkan secara terminologi, dapat
dibedakan pada pengertian secara umum, dan khusus. Dalam pengertian
umum, nafkah adalah suatu nama bagi apa saja yang diberikan seseorang
(suami) kepada orang tertentu (isteri), keluarga (al-qarabah), dan orang-
orang yang berada di bawah kekuasaannya (al-milkiyyah).’>* Sedangkan
dalam pengertian khusus, yaitu natkah isteri, maka berarti adalah
apa saja yang diberikan suami untuk memenuhi kebutuhan isterinya
berupa pangan (al-tadam), sandang (al-kiswah), papan (al-maskan), serta
perlengkapan lainnya dan sesuai menurut yang berlaku dalam tradisi
(al-‘urf) orang banyak.***

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditegaskan bahwa yang
dimaksudkan dengan nafkah isteri adalah suatu kebutuhan pokok yang
mesti dipenuhi oleh seorang suami dalam kehidupan rumah tangga.
Kebutuhan ini, apabila suami tidak bertanggung jawab untuk memenuhinya
atau enggan memberikan nafkah, maka isteri berhak untuk menuntut ke
pengadilan, dan bisa menjadi sebab diputuskan ikatan pernikahan dengan
cerai gugat. Tetapi sebaliknya, apabila nafkah itu diberikan oleh suami
sesuai dengan aturan Islam, atau perundang-undangan yang berlaku,
maka akan terwujudlah kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah
warahmah.

%2 Muhammad Idris al-Marbawi, Kamus al-Marbawi (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa
Auladuh, 1350 H), h. 336.

33 Muhammad Husain al-Zahabi, al-Syari’ah al-Islamiyyah Dirasah Mugaranah baina
Mazahib Ahl al-Sunnah wa Mazahib al-Ja fariyyah (Mesir: Dar at-Ta’lif, 1968), h. 197.

34 Jbid. Bandingkan dengan Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah (Bairut: Dar al-Fikr, 1403
H/1983 M), J1d. Ke 2, Cet. ke 4, h. 147.
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Orang yang Berhak Diberi Nafkah

Pada dasarnya pemberian nafkah itu dapat dibedakan pada dua macam:
Pertama, seseorang (suami) wajib memberikan natkah kepada dirinya
sendiri apabila ia mampu dan harus didahulukan atas pemberian nafkah
kepada orang lain (isteri). Dasarnya sabda Rasulullah Saw.:

3 & e o or -0 cBos ey w ) s 0 S g N - o~

Gt iy 1) dy ade W) Lo Al dyey JB,JB s
P - rd

O: s s o - e L e e o - e

P P - s o, o~ 3 o - -~ o
olay a3 oo Lo Slal Lo b OB lals £ i OB L

.355;}:

“Dari [abir, ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Mulailah dengan
dirimu kemudian bersedekah kepada isterimu, keluargamu dan kemudian
kepada kerabatmu jika ia mempunyai rizki”.

Kedua, seseorang wajib memberikan nafkah kepada orang lain.
Kewajiban ini bisa disebabkan karena pernikahan, keluarga, dan orang-
orang yang berada di bawah kekuasaan atau tanggungjawabnya.356
Kewajiban yang disebutkan terakhir ini fokusnya adalah seorang suami
wajib memberikan nafkah kepada isteri.

Dasar Hukum Pemberian Nafkah Isteri

Para ulama sepakat bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada
isteri. Mereka juga sepakat, apabila suami tidak mampu memberikan
nafkah kepada isteri, sedangkan isteri rela tinggal bersamanya, maka tidak
ada perceraian (faldq), dan tidak ada pemutusan hubungan pernikahan
(fasakh).*™ Para ulama menetapkan seorang suami wajib memberikan
nafkah kepada isterinya adalah berdsarkan al-Quran, sunnah, ijmak,
dan kiyas:

35 Imam Muslim, Sahih Muslim Bisyarh al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarf an-Nawawi
ad-Damasyqi (Bairut: Dar al-Fikr, 1417 H/1996 M), Juz ke 4, Cet. ke 1, h. 2770.

3¢ Mahmod ‘Ali al-Sartawi, Syarh Qanin al-Ahwal al-Syakhsiyyah (T.Tp.: Dar al-Fikr, t.t.),
Bagian ke 2, h. 213.

37 Mahmvd Muhammad Syaltot, Muhammad Ali al-Sayis, Mugaranah al-Mazahib fi al-
Figh (Mesir: Muhammad ‘Ali Sabih wa Auladuh, 1373 H/1953 M), h. 89.
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Al-Quran. Allah Swt. telah berfirman dalam Q.S. al-Talaq (65): 7:

03
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“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut
kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah
memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah
tidak memikulkan beban kepada sescorang melainkan (sckedar)
apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan
kelapangan sesudah kesempitan”.

Q.S. al-Baqarah (2), ayat 233:
\;\e_éi.lé’ 3 MG JY)\ MOCS \:)Y
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“Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para

E\a

ibu dengan cara yang ma’ruf”.

Q.S. Taha (20), ayat 117:
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“Maka sekali-kali janganlah ia sampai mengeluarkan kamu berdua
dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka”.
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Q.S. al-Talaq (65): 6:
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“Tempatkanlah mereka (paraisteri) di mana kamu bertempat tinggal
menurutkemampuanmu”.

Beberapa ayat di atas menjelaskan dan menunjukkan bahwa
suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya. Jika
seorang suami tidak memberikan nafkah kepada isterinya, maka
ia mempunyai hak untuk bercerai, dan jika terjadi perceraian maka
wajib isteri mendapatkan tempat tinggal selama masa iddah.

2. Sunnah. Terdapat beberapa sunnah (hadis) sebagai berikut:
a. Rasulullah Saw. berkhutbah (bersabda) pada saat haji wada’:
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“Dari Abu Hurairahr.a., ia berkata: Rasulullah Saw. berpidato
pada saat haji wade’: Hendaklah kamu bertakwa kepada
Allah dalam urusan perempuan. Karena sesungguhnya kamu
telah mengambil mereka dengan amanat Allah. Kamu telah
menghalalkan kemaluan (kehormatan) mereka dengan kalimat
Allah, dan mercka berhak mendapatkan belanja dari kamu dan
pakaian dengan cara yang baik”.

38 Tmam Muslim, Sahih Muslim Bisyarh al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarf al-Nawawi
al-Damasyqi (Bairut: Dar al-Fikr, 1417 H/1996 M), Juz ke 6, Cet. ke 1, h. 3975.
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b. Rasulullah Saw. bersabda:
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“Dari Jabir, ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Mulailah
dengan  dirimu  kemudian bersedekah  kepada isterimu,

keluargamu, dan kemudian kepada kerabatmu jika ia
mempunyai  rizki”.

c. Hadis tentang kasus Hindun binti ‘Utbah isteri Abu Sufyan:
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“Aisyah r.a. berkata: Hindun binti ‘Utbah isteri Abu Sufyan
menemui Rasulullah Saw. kemudian ia berkata: Ya Rasulallah,
sungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki (suami) yang
pelit, ia tidak memberikan nafkah yang menjadi kebutuhanku
dan anak-anakku sehar-hari, kecuali aku mengambil sebagian
dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Kemudian beliau
bersabda: Ambillah (sehagian dari harta Abu Sufyan) apa yang
menjadi kebutuhanmu dan anak-anakmu dengan cara yang
baik”.

39 Imam Muslim, Sahih Muslim, Juz ke 4.
30 Imam Bukhari, Sahih al-Bukhari, h. 1007.
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Berdasarkan tiga riwayat hadis di atas dapat ditegaskan bahwa
seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isteri yang
menjadi tanggungjawabnya.

a. Ijmak (al-ijma’). Para ulama telah sepakat bahwa seorang suami
mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada isterinya.

b. Kiyas (al-giyas). Seorang yang menahan dirinya untuk
kepentingan orang lain, ia berhak memperoleh natkah dari orang
tersebut. Seperti seorang hakim yang bekerja untuk kemaslahatan
dan kepentingan negara, maka ia berhak mendapatkan nafkah
(gaji) yang mencakup kebutuhan pangan, sandang, papan, dan
kebutuhan-kebutuhan lainnya. Apalagi seorang isteri yang
mempasrahkan diri, mengurus rumah tangga, dan melayani
suaminya, maka ia berhak dan suami berkewajiban untuk
memberikan nafkah kepada isterinya.*®!

Berdasarkan teks-teks al-Qur’an, sunnah, ijmak, dan kiyas tersebut
di atas, jelaslah bahwa nafkah merupakan kewajiban dan tanggung jawab
suami yang harus diberikan kepada isteri dengan cara yang baik.

Kadar Pemberian Nafkah Isteri

Secara tekstual, al-Quran dan sunnah (hadis) hanya menetapkan bahwa
suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isteri, tidak menetapkan
jumlah kadar nafkah yang mesti diberikan kepada isteri. Karena itu para
ulama mujthaid berijtihad untuk menetapkan berapa kadar nafkah yang
mesti diberikan kepada isteri. Imam Syafi'i menetapkan dengan standar
mud,** apabila suami itu kaya, maka ia berkewajiban memberikan nafkah

! Tihat, Badran Abv al-‘Ainain, al-Ziwaj wa al-Talaq fi al-Islami (Iskandariyah:
Mu’assasah Sababi al-Jami’ah, t.t.), h. 234. Mahmvd ‘Ali al-Sartawi, Syarh Qanon ..., h.
213-215.

362 Istilah mud merupakan ukuran yang biasa digunakan di masa Rasulullah Saw. untuk
mengetahui berat atau tidaknya makanan. Kata mud sendiri bermakna dua genggaman
tangan. Misalnya, kalau disebutkan gandung sejumlah satu mud, berarti gandung
sebanyak yang bisa ditampung dengan kedua telapak tangan manusia. Untuk ukuran
era kontemporer, satu mud itu sama dengan 0,688 liter atau 688 ml.. Lihat, Wahbah al-
Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh (Bairut: Dar al-Fikr al-Mu’asir, 1428 H/2004 M),
Juz ke 10, Cet. Ke 4, h. 7387.
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isteri dua mud gandum atau kurma pada setiap harinya. Jika suami itu
ekonominya lemah (miskin), maka ditetapkan minimal satu mud, dan
jika suami itu ekonominya tergolong kelas menengah (mutawassir), maka
ditetapkan satu setengah mud pada setiap harinya.**® Sementara al-Qadi
al-Hanbali menyebutkan dengan ukuran rifP’**, bahwa seorang suami
memberikan nafkah kepada isteri dalam setiap harinya minimal dua ritl.
Penetapan angka ini ternyata al-Qadi menganalogikan kepada orang yang
berkewajiban membayar kafarat. Hanya saja subyeknya berbeda. Kalau
kafarat sasarannya memberikan makan kepada fakir dan miskin sebanyak
dua ritl, maka kewajiban memberikan nafkah kepada isteri juga sama
sebanyak dua rifl pada setiap harinya.’® Sedangkan selain Imam Syafi'i
(Abd Hanifah dan Imam Malik) tidak menetapkan jumlah kadarnya, tetapi
mereka menetapkan kecukupan nafkah sesuai kebutuhan isteri dalam
kesehariannya sesuai dengan situasi dan kondisi serta tradisi masyarakat
(al-‘adah) di mana ia berdomisili.**® Bahkan dalam implementasinya,
apabila penetapan jumlah kadar nafkah ini tidak terjadi kesepakatan
antara suami dan isteri, maka penetapannya diserahkan ke pengadilan

367

yang didasarkan pada keputusan hakim.

Pemerintah dalam hal ini melalui keputusan hakim sudah barang pasti
akan mendasarkan pertimbangannya pada Standar Hidup Layak (KHL)
atau dianalogikan pada Upah Minimun Regional (UMR) tingkat Provinsi,
Kota dan Kabupaten yang telah ditetapkan pemerintah kepada para
pengusaha. Jadi penetapan standar kadar nafkah yang wajib dikeluarkan
dan diberikan suami kepada isteri didasarkan pada standar tersebut

3¢ Imam Syafi’i, al-Umm, Juz ke 5, h. 165. Al-Sarakhsi, al-Mabsot, J1d. Ke 3, Juz ke 5, h.
186.

364 Istilah rifl merupakan ukuran yang biasa digunakan di masa Rasulullah Saw. untuk
mengukur berat makanan pokok sebagaimana ukuran mud. Untuk ukuran era kontemporer
banyak ulama menyebutkan bahwa satu rif/ itu setara dengan 450 gram. Jadi, dua rit/
berarti sama dengan 900 gram atau mendekati satu kilo. Ibn Qudamah, al-Mugni, Juz ke
7,h.377.

3 Ibid.

366 Al-Sarakhsi, al-Mabsot, h. 181. Tbn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, h. 79. Tbn Qudamah,
al-Mugni, h. 377.

37 Ibid., h. 378.
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sesuai dengan ketetapan daerah dan negara masing-masing. Substansi
pemberian kadar nafkah isteri (maqasid al-syariah) itu adalah supaya
seorang isteri tidak boleh terlantar yang diakibatkan oleh pemenuhan
nafkah dari suami tidak sesuai standar kadar yang dibutuhkan dalam
kehidupan kesehariannya..

Waktu Pemberian Nafkah Isteri

Setelah pasangan suami isteri melakukan akad perkawinan sesuai aturan
dan prosedur yang berlaku, maka sahlah menjadi suami isteri, sejak
itulah secara otomatis suami berkewajiban memberikan nafkah kepada
isterinya. Dalam konteks ini, al-Sarakhsi (w. 490 H) mengatakan bahwa
awal dimulainya seorang suami wajib memberikan natkah kepada isterinya
adalah sejak terjadi akad perkawinan. Sebab, dengan telah selesai proses
akad perkawinan berarti menjadi awal adanya ikatan perkawinan sebagai
suami isteri. Kecuali perempuan yang dikawini itu masih kecil dan belum
siap melayani suami, maka suami belum berkewajiban memberikan

nafkah kepadanya.’®®

Berbeda dengan al-Sarakhsi, Ibn Hazm (383-457 H) menyatakan
bahwa suami berkewajiban menafkahi isterinya sejak terjalinnya akad
perkawinan, baik suami mengajaknya hidup dalam satu rumah atau tidak,
isteri masih dibuaian, atau isteri berbuat nusyuz atau tidak, kaya atau
miskin, masih mempunyai orang tua atau sudah yatim, gadis atau janda,
merdeka atau hamba sahaya, semuanya itu disesuaikan dengan kondisi
dan kemampuan suami.’® Bahkan lebih jauh Ibn Hazm menceritakan
mengenai Abv Sulaiman telah berkata kepada murid-muridnya serta Abd
Sufyan al-Sauri bahwa nafkah wajib didapatkan isteri yang masih kecil sejak
terjadinya akad perkawinan. Kemudian al-Hakam bin ‘Utaibah berfatwa
tentang seorang isteri yang keluar dari rumah suaminya karena marah.
Apakah bagi isteri ada hak natkah.? Jawabannya, ada. Kemudian beliau
juga berkata: Tidak ada suatu riwayat dari seorang sahabat yang diketahui

38 Al-Sarakhsi, Kitab al-Mabsot, h. 186-187.
3 Abi Muhammad ‘Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm, al-Muhalla (Bairut: Dar al-Jael,
t.t.), Juz ke 10, h. 88.
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yang melarang seorang yang ‘nusyoz’tidak menerima nafkahnya. Orang-
orang yang berpendapat sebaliknya dari masalah ini diinformasikan oleh
al-Nakha'i, al-Sya’bi, al-Hasan dan al-Zuhri. Kami telah mengetahui apa
yang menjadi argumentasi mereka. Kecuali bahwa mereka mengatakan
‘nafkah adalah sebagai imbalan daripada persetubuhan, jika bersetubuh

dilarang maka terlarang pula hak natkahnya.*”

Bertolak dari paparan pembahasan di atas, dapat dianalisis berdasarkan
magqasis al-syariah melalui aplikasi daroriyyah al-khams dalam hal hifz
al-nafs, hifz al-nasl dan hifz al-aql: Pertama, bahwa salah satu kewajiban
seorang suami kepada isterinya adalah memberikan sejumlah nafkah.
Kewajiban ini didasarkan pada pemahaman para imam mujtahid pada
teks-teks al-Qur’an dan sunnah, ijmak para ulama dan hasil berpikir
deduktif analogis (giyas) sebagaimana tersebut di atas. Substansinya
menunjukkan bahwa seorang suami memberikan nafkah kepada isteriiya
sebagai kewajiban (al-wujob), bukan suatu anjuran (al-nadb). Sesuai
dengan kaidah usol:

371% Yo Je JE N5 O N1 G5 oYl
“Pada dasarnya perintah itu menunjukkan wajib dan tidak menunjukkan
makna selainwajib, kecuali terdapat indikasi lain yang memalingkannya”.

Kaidah ini secara substantif (hagigat) menunjukkan makna wajib,
tidak ada lafaz yang menunjukkan makna lain (majazi), kecuali benar-
benar ada indikasi (garinah) yang menunjukkan tidak wajib (al-nadb).
Misalnya, isteri nusydz, menghilang dari rumah tanpa sepengetahuan
suami, dan berselingkuh dengan suami wanita lain hingga melakukan
perzinaan. Perilaku isteri yang demikian itu secara substantif, suami tidak
berkewajiban memberikan natkah kepadanya karena ia tidak menjaga dan
melindungi rumah tangga suaminya dengan baik.

370 Ibid., h. 89.

1 Fath al-Darini, al-Manhaj al-Ubsiyyah fi ijtihad bi al-Ra’y (Damskus: Dar al-Kitab al-
Hadis, 1985), jld. Ke 1, h. 704. Mustafa Sa’id al-Khin, Asr al-Ikhtilaf fi al-Qawa’id al-
Usoliyyah fi lkhtilof al-Fugaha’ (Mesir: Mu’assasah al-Risalah, 1398 H/1969 M), h. 298.
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Kedua, secara maqasid aly-syariah, bahwa Allah mensyariatkan
kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada isterinya
sesungguhnya adalah agar mereka mampu mewujudkan kehidupan rumah
tangga yang sakinah, mawaddah warahmah (Q.S. al-Rdm (30): 21). Sebab,
memelihara dan menjaga ketenangan jiwa (hifz al-nafs), menjaga dan
melestarikan keturunan (hifz al-nasl) dan kecerdasan akal pikiran (hifz
al-agl) tanpa didukung finansial yang cukup sulit dapat diwjudkan dengan
baik. Oleh karena itu, Allah membebankan mencari rizki (nafkah) untuk
keperluan keluarga (isteri) itu kepada kaum laki-laki (suami). Sedangkan
isteri sebagai patner suami dalam rumah tangga yang diberi nafkah oleh
suami dengan melaksanakan tugas dan kewajiban-kewajibannya, baik
sebagai isteri dan ibu rumah tangga (Q.S. al-Nisa'(4): 34).

Ketiga, agar tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang
sakinah mawaddah warahmah dimaksud dapat terlaksana dengan baik,
maka secara maqasid al-syariahsuamilah yang menjadi acuan untuk
menetapkan besar kecilnya pemberian nafkah kepada isteri. Mujtahid
Syafi'iyyah dan sebagian Hanafiyyah berpendapat suamilah yang
menjadi standar untuk menetapkan besar dan kecilnya nafkah kepada
isteri. Demikian juga Malikiyyah menetapkan suamilah yang menjadi
standar penetapan besar dan kecilnya pemberian nafkah kepada isteri.
Pendapat Syaf'iyyah dan sebagian Hanafiyyah juga Malikiyyah tersebut
substansinya adalah sama bahwa suamilah yang menjadi acuan untuk
menetapkan besar kecilnya pemberian natkah kepada isteri. Karena mereka
memahami Q.S. al-Talaq (65): 7 bahwa Allah sendiri yang mengisyaratkan
untuk membedakan antara orang kaya dan miskin. Dalam konteks ini,
sesuai dengan kedudukan suami dalam rumah tangga sebagai pencari
nafkah, maka suamilah yang menjadi acuan penetapan pemberian nafkah
kepada isteri. Hanya saja Malikiyyah tidak menetapkan jumlah kadar
nafkah, tetapi lebih ditekankan pada pemenuhan kecukupan kebutuhan
isteri. Sedangkan pendapat Hanabilah dan mayoritas ulama Hanafiyyah
menetapkan pemberian nafkah kepada isteri acuannya kepada keduanya
dengan tujuan untuk menjaga kepentingan bersama. Pendapat mereka ini
didasarkan pada pemahaman Q.S. al-Bagarah(2): 233, dan kasus Hindun
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binti “‘Utbah isteri Abu Sufyan yang mengindikasikan bahwa rizki yang
dimaksud dalam ayat dan riwayat tersebut adalah dengan memberikan
makanan secukupnya kepada keluarga (isteri dan anak). Demikian juga
pakaian diberikan kepada isteri secukupnya dengan tidak berlebihan.

Dari beberapa pendapat tersebut, penulis lebih cendrung pada
pendapat Syafriyyah dan sebagian Hanafiyyah yang menetapkan suamilah
yang menjadi acuan dalam pemberian kadar nafkah kepada isteri. Karena
kedudukan suami dalam rumah tangga berkewajiban mencari rizki (Q.S.
al-Nisa’ (4): 34), bukan isteri. Pendapat Hanabilah dan mayoritas ulama
Hanafiyyah yang mengatakan bahwa acuan penetapan jumlah kadar
nafkah kepada keduanya (suami dan isteri) tampak tidak logis dan tidak
rasional kalau isteri hanya diposisikan sebagai isteri semata dalam rumah
tangga. Secara zahir al-nas Q.S. al-Nisd’ (4): 34 terjadi paradok, terkecuali
posisi suami isteri misalnya sama-sama bekerja, maka boleh penetapan
jumlah kadar nafkah isteri acuannya adalah keduanya. Bahkan di era
kontemporer berdasarkan maqasid al-syariah, pencari nafkah itu boleh
suami, boleh isteri, boleh kedua-duanya atau tidak keduanya yang penting
ada bekal untuk hidup dalam rumah tangga.

Keempat, jumlah kadar pemberian nafkah kepada isteri. Sebagaimana
telah dikemukakan di atas, di kalangan mazhab Syafi’i menetapkan
kewajiban suami yang miskin memberikan nafkah kepada isteri minimal
satu mud dalam setiap hari dari makanan kebutuhan pokok yang berlaku
di negaranya seperti gandum dengan macam jenisnya, satu setengah mud
bagi suami yang agak mampu dan dua mud bagi suami yang mampu.
Penetapan jumlah kadar pemberian nafkah kepada isteri yang ditetapkan
oleh mazhab Syafi’i ini masih relevan dengan dinamika kehidupan era
kontemporer. Hanya perlu dimaknai dan diinterpretasikan sesuai dengan
kondisi zaman now. Karena dengan ditetapkan jumlah kadar besar dan
kecilnya pemberian nafkah kepada isteri pada setiap hari atau setiap
minggu atau setiap bulannya, maka terdapat kepastian bagi kehidupan
isteri dalam pengaturan keuangan dalam rumah tangga. Dalam praktik di
era kontemporer ini harus disesuaikan dengan perkembangan harga bahan
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makanan pokok yang berlaku di negara atau daerahnya masing-masing
seperti beras, minyak goreng, sayur mayur, dan kebutuhan pokok yang
lainnya. Demikian juga di kalangan mazhab Hanbali yang menggunakan
standar rifl, minimal dua rifl suami berkewajiban memberikan natkah
kepada isteri pada setiap harinya mesti disesuaikan dengan perkembangan
harga bahan makanan pokok yang berlaku di negara atau daerahnya. Jadi,
jika seorang isteri dalam setiap hari misalnya membutuhkan uang belanja
Rp 100.000, berarti dalam satu minggu seorang suami berkewajiban
memberikan nafkah (uang belanja) sebesar Rp 700.000,-. Dari jumlah
ini dapat diestimasi bahwa seorang suami dalam setiap bulan berarti
berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya sebesar Rp 2.800.000,-.
Selain itu, ditambah lagi dengan kebutuhan sandang (kiswah) pada setiap
bulan, misalnya Rp 500.000,-. Berarti kewajiban suami yang fakir/miskin
memberikan nafkah kepada isteri pada setiap bulan sebesar Rp 3.300.000,-.
Sedangkan bagi suami yang tingkat ekonominya menengah ke atas sebesar
Rp 6.000.000,- dan bagi suami yang “kaya” sebesar Rp 10.000.000 sampai
dengan Rp. 15.000.000,-. Estimasi demikian adalah berlaku untuk di suatu
negara atau daerah di mana mereka berdomisili.

Berbeda dengan mazhab Syafi’i, di kalangan maZhab Maliki dan
sebagian ulama maZhab Hanafi, mereka tidak menetapkan jumlah kadar
nafkah kepada isteri, tetapi lebih menitikberatkan pada standar natkah
dengan pemenuhan kebutuhan isteri (muqaddarah bi al-kifayah) pada
setiap bulannya yang disesuaikan dengan tradisi (al-‘@dah) di mana mereka
berdomisili. Penetapan standar nafkah isteri yang demikian ini tampak
tidak rasional, karena tidak ditetapkan angka nominal yang pasti pada
setiap satu minggu atau setiap bulannya. Bahkan sangat boleh jadi natkah
isteri pada setiap bulannya akan lebih besar, diestimasi bisa mencapai Rp
10.000.000,- sampai dengan Rp 20.000.000,- di luar kebutuhan sandang.
Sementara yang didapatkan suami pada setiap bulan dari hasil beekerja,
atau usahanya misalnya hanya sebesar Rp 5.000.000,- sampai dengan
Rp 10.000.000,-. Dengan kondisi demikian, dapat dipastikan tidak akan
terpenuhi nafkah isteri yang menjadi kewajiban suami jika mesti sesuai
dengan yang telah diestimasikan tersebut di atas.

PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA



Berdasarkan magqasid al-syariah, baik penetapan jumlah kadar
nafkah dari maZhab Syafii maupun dari kalangan maZhab Maliki
substansinya adalah sama, yaitu terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan
isteri dalam rumah tangga. Karena dalam upaya mewujudkan kehidupan
rumah tangga yang harmonis perlu didukung oleh finansial yang cukup.
Tetapi, dalam praktiknya tidak boleh memberatkan tanggungjawab dan
kesanggupan suami dalam memberikan nafkah kepada isteri, sesuai
dengan firman Allah dalam Q.S. al-Talaq (65): 7:

3

,,.o nbf/é// 0 W e a’f 0,04

9z sd /%l
M/a/)w\MW\uY\M&\J&)Y&\
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‘Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sckedar)
apa yang Allah berikan kepadanya”.

Di samping itu, meskipun memberikan nafkah kepada isteri
merupakan suatu kewajiban suami, tetapi tidak boleh mengakibatkan
mudarat atau kemafsadatan kepada dirinya (suami) dan kepada orang
lain (isteri), karena bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dalam
doktrin agama. Hadis diriwayatkan oleh Imam Malik, Abb Dawud, Ibn
Majah dan Dar Qutni dari Abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri,
Rasulullah Saw. bersabda:

P A

372)&,.&‘}!})}\0‘5!

“Seseorang tidak boleh berbuat mudarat terhadap dirinya dan tidak boleh
memudarati orang lain”.

372 Malik bin Anas, al-Muwatta’ (Bairtt: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M), Cet. ke 1, h. 489.
Abt Dawid, Sunan Abi Dawud, Juz ke 2, h. 143. Zain al-Din al-Hanbali, Jami’ al- ‘Ulim,
h. 265. Abdul Wahab Khallaf, Masddir al-Tasyri’ al-Islami Fima la Nassa Fih (Kuwait:
Dar al-Qalam, t.t.), h. 106.
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Substansi dari pernyataan Rasulullah Saw. ini adalah mengafirmasi
kemaslahatan dan menegasikan kemudaratan (kemafsadatan). Apabila
kemudaratan dinegasikan, maka berarti kemaslahatan diafirmasi. Jadi,
berdasarkan magqasid al-syariah menunjukkan bahwa berbuat kemudaratan
baik terhadap diri sendiri maupun orang lain adalah sama sekali dilarang,
karena kontradiksi dengan kemaslahatan kehidupan manusia. Oleh sebab
itu, kemudaratan di mana pun berada harus dihilangkan. Sejalan dengan
kaidah fighiyyah:

S 3o a

37300 5l
“Kemudaratan harus dihilangkan”.

Adapun pendapat mazhab Hanbali dan mayoritas Hanafiyyah yang
tidak menetapkan jumlah nominal pemberian nafkah kepada isteri, tetapi
didasarkan pada pemenuhan kebutuhan isteri secukupnya sebagaimana
mazhab Maliki baik pangan, sandang dan kebutuhan-kebutuhan lain
pada setiap minggu atau setiap bulannya adalah cukup memberatkan
suami. Karena kebutuhan tersebut tidak dapat diestimasi dengan pasti,
meskipun didasarkan pada tradisi, situasi dan kondisi di mana mereka
berdomisili. Sementara al-Qur’an sendiri (Q.S. al-Talaq (65:7) menegaskan
“tidak boleh memberikan beban kepada seseorang kecuali dengan kadar
kemampuannya”. Jadi asumsinya, secara maqasid al-syariah agar hifz
al-nafs, hifz al-nasl dan hifz al-aql terealisir dan cita-cita membangun
kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah terwujud
dengan baik, maka mesti ditetapkan jumlah nominalnya agar natkah yang
diberikan suami kepada isteri bisa diestimasi untuk kebutuhan hidup
setiap bulannya.

73 Jalal al-Din al-Suyvti, al-Asybah ..., h. 59. Ibn Nujaim, al-Asybah ..,h. 85. Al-Burnv, al-
Wajiz ...,h. 81.
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BAB VI
PENUTUP

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka bab

terakhir ini dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut:

1.

Al-Quran sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam
(masdar min al-masadir al-ahkam) yang muatan isinya terdiri
dari 30 juz, 114 surat, 6639 ayat, 86.430 kata, 323.760 huruf, 540
ruku, dan 7 manzilah, ternyata di dalamnya mengakomodir tidak
kurang dari 70 ayat yang membicarakan tentang hukum-hukum
keluarga Islam (ahkam al-ahwal al-syakhsiyyah). Dari jumlah itu,
al-Qur'an telah menginformasikan bahwa manusia diciptakan
dengan berpasang-pasangan antara laki-laki dengan perempuan,
diperintahkan untuk melakukan perkawinan dan mengembang-
suburkan keturunannya, sebelum melaksanakan perkawinan
diperintahkan untuk meminang (melamar) calon isteri (khitbah al-
nis&’), seseorang (suami) yang telah mengawini seorang perempuan
(isteri) berkewajiban memberikan mas kawin, suami berkewajiban
memberikan nafkah kepada isterinya, jika telah dikarunia anak,
maka kedua orang tua (suami dan isteri) berkewajiban memelihara,
membesarkan, mendidik dan membimbing anak-anaknya dengan
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baik, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya sebagai konsekuensi
dari terjadi ikatan perkawinan suami dan isteri.

Berbagai problematika kehidupan keluarga muslim yang menjadi
bagian dari kehidupan umat Islam ternyata sudah diatur dalam
perundang-undangan produk Allah Swt. yang lazim disebut syari‘at
Islam. Dia telah memerintahkan kepada seluruh makhluk-Nya
untuk mengikuti aturan perundang-undangan itu, dan dilarang
sama sekali untuk mengikuti hawa nafsunyadalam menyelesaikan
berbagai problematika kehidupan keluarga. Problematika kehidupan
keluarga di sini, apakah yang berhubungan misalnya dengan
putusnya perkawinan seperti perceraian (cerai talak, cerai gugat
(khulw’), nusyoz, syiqaq, fasakh, ila’, li'an, dan zihar. Semua perilaku
dan perbuatan suami dan atau isteri tersebut dapat menyebabkan
putusnya perkawinan. Sementara di sisi lain, pasangan suami isteri
sejak akan dikawinkan disarankan dan ditekankan harus mampu
membanguan kehidupan rumah tangga (keluarga) yang sakinah,
mawaddah warahmah. Untuk mengantisipasi problem ini agar tidak
terjadi, maka pasangan suami isteri mesti berupaya secara maksimal
untuk saling percaya, terbuka, dan melakukan musyawarah dalam
memecahkan setiap problem yang dihadapinya.

Selain aturan perundang-undangan yang telah diproduk Allah
Swt. (syariat Islam), Pemerintah Republik Indonesia telah
mengundangkan  aturan  perundang-undangan = mengenai
perkawinan. Hal ini terlihat pada Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan yangtelah diubah dengan Undang-undang
Nomor 16 Tahun 2019. Amandemen ini tampaknya hanya baru
pasal 7, ayat 1 saja yang menegaskan bahwa sebelumnya pasal ini
seorang laki-laki dipandang dewasa apabila sudah berusia 19 tahun,
dan perempuan berusia 16 tahun. Perubahan baru ditegaskan yang
substansinya, baik laki-laki dan perempuan dipandang dewasa
apabila sedah berusia 19 tahun.Reasoningnya, jika ada terjadi di
masyarakat seorang ayah (wali) mengawinkan anak gadisnya masih
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berusia di bawah 19 tahun, maka perkawin itu dilarang, karena
pernikahan anak perempuan di wabah umur (pernikahan dini).
Akan tetapi di sisi lain, aturan perundang-undangan membolehkan
seorang ayah mengawinkan anak yang masih di bawah umur dengan
adanya surat despensasi kawin dari lembaga yang berwenang. Hal
ini tentunya menjadi sebuah problem mendasar bagi penegakan
hukum keluarga Islam, terutama bagi masyarakat di pedesaan yang
selama ini banyak terjadi pernikahan dini.

Problematika penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia dari
berbagai aspeknya perlu mendapat perhatian serius Pemerintah,
di satu sisi aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
perkawinan perlu ditegakkan dengan seadil-adilnya, tetapi di sisi
lain, sejatinya Undang-undang Perkawinan itu segera diagendakan
diamandemen direlevansikan dengan tuntutan zaman now. Hal ini
menjadi kebutuhan mendesak umat Islam dan bangsa Indonesia
yang sepanjang kehidupan terus banyak terjadi perkawinan dari
peloksok desa di kabupaten-kabupaten, di perkotaan hingga di kota-
kota besar di Indonesia. Eksistensi Undang-undang Perkawinan,
jika dilihat dari segi waktu diundangkan Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perkawinan hingga era kontemporer ini hampir setengah
abad. Karena itu menjadi keniscayaan untuk segera direkonstruksi
melalui kegiatan amandemen dari wakil-wakil rakyat terhormat
(DPR RI).

Lembaga legislatif sebagai pihak yang berwenang mengamandemen
Undang-undang Perkawinan tersebut, semua isi bab perbab, pasal
demi pasal, atau ayat demi ayat segera dibedah disesuaikan dengan
kebutuhan zaman now, era digitalisasi ilmu pengetahuan dan
teknologi informasi-kuminikasi modern dan era kontemporer,

sehingga penerapannya relevan dan kontekstual.

Dr. Maimun, SH.,, MA.
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Buku ini menyelami berbagai aspek hukum keluarga Islam dalam konteks syari'ah,
literatur fikih, dan perundang-undangan Indonesia. Pada awalnya, buku ini
menguraikan definisi dan muatan hukum syari'ah, menjelaskan bagaimana syari'ah
dibentuk dan diterapkan sejak masa lalu hingga saat ini. Tujuan utama dari penetapan
syari'ah juga dibahas untuk memberikan dasar pemahaman yang kuat tentang
pentingnya hukum Islamdalam kehidupan umat.

Selanjutnya, pembaca diajak untuk memahami hukum keluarga Islam melalui
literatur fikih. Bukuini menjelaskan berbagai terminologi yang digunakan dalam hukum
keluarga Islam, mengidentifikasi obyek pembahasannya, serta menguraikan beberapa
contoh kontroversial yang masih menjadi perdebatan hingga kini. Hal ini membantu
pembaca melihat bagaimana hukum keluarga Islam dipahami dan diterapkan dalam
literatur fikih klasik dan kontemporer.

Buku ini juga memaparkan evolusi hukum keluarga Islam dalam perundang-
undangan Indonesia, mulai dari periode sebelum kemerdekaan hingga masa reformasi.
Pembahasan mencakup historisitas lahirnya hukum keluarga Islam di Indonesia dan
perubahan yang terjadi dalam berbagai periode pemerintahan, seperti masa Orde
Larna, Orde Baru, dan Reformasi. Setiap periode disajikan dengan konteks historis yang
mendalam untuk memberikan gambaran yang jelas tentang perkembangan hukum
keluarga Islam di Indonesia.

Obyek hukum keluarga Islam dalam berbagai undang-undang dan peraturan
pemerintah juga diuraikan secara komprehensif. Buku ini mencakup Undang-Undang
Nomeor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tabun 1983, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Pembaca juga diajak untuk melihat draf
amandemen Kompilasi Hukum Islam, yang menunjukkan upaya-upaya pembaruan
hukum keluarga Islamyang terus dilakukan.

Selain itu, buku ini mengangkat berbagai problematika hukum keluarga Islam di
Indonesia, seperti pernikahan beda agama, walimah al-‘urus, dan pemberian kadar
nafkah istri. Topik-topik ini dibahas secara mendalam, memberikan gambaran tentang
tantangan dan dinamika yang dihadapi dalam implementasi hukurn keluarga Islam di
Indonesia. Buku inimenawarkan pandangan yang luas dan mendetail mengenai evolusi
dan penerapan hukum keluarga Islam, memberikan wawasanyang berharga bagi siapa
saja yang tertarik pada studi hukum Islam, sejarah hukum di Indonesia, dan isu-isu
kontemporer yang berkaitan dengan hukum keluarga.
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